BUPATI KARANGASEM
PROVINSI BALI
PERATURAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 23 TAHUN 2022
TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SEMESTA BERENCANA KABUPATEN
KARANGASEM TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARANGASEM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah, dan Pasal 104 ayat (2) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka  Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta
Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2023;

Mengingat S Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah—-daerah Tingkat II Dalam
Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara
Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
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Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Taun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4833);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indoonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S5887)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan
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Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun
2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun
2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun
2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan
dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
288);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun
2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
1419);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun
2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali
Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali
Tahun 2009 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Bali Nomor 15) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3
Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029
(Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3);

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-
2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Semesta Berencana Provinsi; Bali Tahun 2018-
2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali
Tahun 2019 Nomor 3) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun
2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi
Bali Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali
Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Bali Nomor 7);
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Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019
tentang Desa Adat Di Bali (Lembaran Daerah Provinsi
Bali Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Bali Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7
Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Karangasem Tahun
2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem
Tahun 2006 Nomor 7);

Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karangasem
Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten
Karangasem Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 15)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karangasem
Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten
Karangasem Tahun 2020 Nomor 17, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 15);

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun
2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Karangasem Nomor 8) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun
2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Karangasem Nomor 5);

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun
2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem
Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Karangasem Nomor 3);

Peraturan Gubernur Bali Nomor 30 Tahun 2022
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta
Berencana Provinsi Bali Tahun 2023 (Berita Daerah
Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 31);



Menetapkan

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH SEMESTA BERENCANA
KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2023.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Karangasem

2. Pemerintah  Daerah  adalah  Pemerintah = Kabupaten
Karangasem.

3. Bupati adalah Bupati Karangasem.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Karangasem.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Karangasem.

6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah
perangkat daerah pada pemerintah kabupaten selaku
pengguna anggaran/barang.

7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem
Tahun 2023 yang selanjutnya disingkat RKPD Tahun 2023
adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Periode 1
(satu) tahun yaitu Tahun 2023.

8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
Renja-PD adalah Dokumen Perencanaan untuk Periode 1 (satu)
Tahun yang dimulai dari 1 Januari 2023 sampai dengan 31
Desember 2023.

9. Kebijakan Umum APBD, yang selanjutnya disingkat dengan
KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang
pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang
mendasarinya untuk periode 1 (satu) Tahun.

10. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, yang selanjutnya
disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan
patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada
Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam
penyusunan RKA-PD sebelum disepakati dengan DPRD.

11. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang
selanjutnya disingkat RKA-PD adalah dokumen perencanaan
dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana
belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana
pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.



(3)

(1)

BAB II
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

RKPD Tahun 2023 merupakan penjabaran dari Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan dokumen
perencanaan lainnya, sebagai perencanaan program yang
disusun dengan mempertimbangkan masukan dan aspirasi
dari rangkaian pelaksanaan forum PD dan Musyawarah
Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten
Karangasem.

Susunan dan sistematika RKPD Tahun 2023 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
menjadi acuan dalam penyusunan Renja PD dan sebagai
pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah dalam menyusun
RKA-PD.

Pasal 3

RKPD Tahun 2023 sebagai landasan penyusunan KUA dan
PPAS dan selanjutnya menjadi dasar penyusunan Rancangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023.

Perangkat Daerah melaksanakan RKPD Tahun 2023 sesuai
dengan kebijakan umum dan prioritas anggaran.

Pasal 4

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
menelaah kesesuaian antara Renja-PD dengan RKPD Tahun 2023.

(1)

(2)

Pasal 5

RKPD Tahun 2023 dapat diubah jika tidak sesuai dengan
perkembangan keadaan dalam tahun berjalan.

Perkembangan keadaan dalam tahun berjalan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), seperti :

a. perkembangan yang tidak sesuai dengan kerangka
pendanaan dan rencana program dan kegiatan prioritas
Daerah;

b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun
anggaran sebelumnya harus digunakan wuntuk tahun
berjalan; dan/atau

c. keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana
ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.



Pasal 6

Perubahan RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal
5 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Karangasem.

Ditetapkan di Amlapura
a tanggal 29 Juni 2022

uf

Diundangkan di Amlapura
pada tanggal 29 Juni 2022

Dipindai dengan CamScanner
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang
Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana

(RKPD-SB) Kabupaten Karangasem Tahun 2023 merupakan pelaksanaan dari Undang-

undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

(SPPN) dan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

RKPD-SB Kabupaten Karangasem Tahun 2023 merupakan penjabaran tahun kedua dari

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berancana

Kabupaten Karangasem Tahun 2021-2026. Dokumen dimaksud memuat gambaran

umum kondisi Daerah dan keuangan, kerangka ekonomi Daerah, sasaran dan prioritas

pembangunan Daerah, rencana kerja dan pendanaan Daerah untuk jangka waktu 1

(satu) tahun, serta kinerja penyelenggaraan pemerintah Daerah, yang disusun dengan

mengacu pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Karangasem

Tahun 2006-2025, RPIJMD Provinsi Bali Tahun 2018-2023, program prioritas Nasional

dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan arah kebijakan tahun kedua RPIMD

Kabupaten Karangasem Tahun 2021-2026 serta Peraturan Daerah Kabupaten

Karangasem Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021

tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Dengan demikian RKPD mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat

strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat :

1. Secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah,
rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran,
lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan Perangkat Daerah penanggung jawab
yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun;

2. Secara normatif, menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh
kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan
penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD);

3. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan

dibidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi tanggung
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jawab masing-masing kepala perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan
fungsinya yang ditetapkan dalam Renja Perangkat Daerah; dan

4, Secara faktual, menjadi tolak ukur untuk menilai capaian kinerja
penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan
dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana
(RKPD-SB) Kabupaten Karangasem Tahun 2023 mengacu pada Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional dengan menerapkan pendekatan :

a. Pendekatan Politis;

dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih

kedalam dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dibahas bersama

dengan DPRD.
b. Pendekatan Teknokratik;

dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk

mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah
C. Pendekatan Partisipatif;

dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
d. Pendekatan 7op down & Bottom Up;

(diselaraskan melalui musyawarah nasional, provinsi, kabupaten/ kota,

kecamatan dan desa) dengan tetap memperhatikan upaya pemecahan

masalah secara faktual, yang utama berkembang di masyarakat,

Serta berorientasi pada subtansi dengan menggunakan prinsip Money follow
Proggrame melalui pendekatan holistik-tematik, integratif dan spasial. Pendekatan
holistik-tematik dilaksanakan dengan mempertimbangkan unsur/bagian/kegiatan
pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau
permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Pendekatan integratif
dilakukan dengan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu
dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah.
Sedangkan pendekatan spasial dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi
keruangan dalam perencanaan.

Sebagaimana diamanatkan Pasal 16 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, RKPD
Semesta Berencana Kabupaten Karangasem disusun berdasarkan tahapan, yaitu :

1.  Persiapan penyusunan RKPD,

2 Penyusunan rancangan awal (Ranwal) RKPD,

3. Penyusunan rancangan RKPD,

4 Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)

RKPD,
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5. Perumusan rancangan akhir (Rankhir) RKPD, dan
6.  Penetapan RKPD.

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun
2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, penyusunan RKPD
Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2023 berpedoman pada RPIMD
Kabupaten Karangasem Tahun 2021-2026, dimana program dan kegiatan yang
digunakan mengacu pada program dan kegiatan yang ada pada RPJMD dan Renstra
Perangkat Daerah. Pemerintah daerah kemudian melakukan pemetaan terhadap
program dan kegiatan pada RKPD-SB 2023 berdasarkan nomenklatur perencanaan
pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019.
Hasil pemetaan terhadap nomenklatur program dan kegiatan menjadi acuan dalam
penyusunan RKPD-SB dan KUA-PPAS. Kemudian, APBD tahun anggaran 2023 disusun
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemendagri Nomor 70 Tahun 2019
Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah, Permendagri Nomor 90 Tahun 2019
Tentang Klarifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan
Keuangan Daerah, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021
tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Pengalokasian anggaran untuk penanganan covid-19 melalui percepatan vaksin
kepada masyarakat berdampak terhadap belum optimalnya pencapaian sasaran
pembangunan, Pasca covid-19 pemerintah mengagendakan skenario pemulihan
ekonomi menjadi bagian penting dalam kerangka ekonomi makro Rencana Kerja
Pemerintah Tahun 2023.

Pemulihan ekonomi dan reformasi struktural tersebut focus pada sepuluh
prioritas pembangunan Nasional (PN) yang merupakan Agenda Pembangunan dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Antara lain
pembangunan industri, pembangunan pariwisata, pembangunan ketahanan pangan,
pembangunan UMKM, pembangunan infrastruktur, transformasi digital, pembangunan
rendah karbon, reformasi perlindungan sosial, reformasi pendidikan dan ketrampilan,
dan reformasi kesehatan. Arah kebijakan pemerintah tahun 2023 tersebut menjadi
pedoman bagi pemerintah daerah khususnya dalam penyusunan perencanaan tahun
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1.2

2023 dengan memperhatikan pencapaian target tahun 2022 dalam upaya pemulihan
ekonomi dan reformasi struktrural.

Rencana Kerja Pemerintah tahun 2023 diarahkan untuk pemulihan sosial
ekonomi, guna mengejar target RPJMN 2020-2024. Adapun Tema RKP Tahun 2023
yaitu “ Peningkatan Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi Yang Inklusif dan
Berkelanjutan ”, sedangkan Tema RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2023
yaitu “Mewujudkan Transformasi Ekonomi Bali : Hijau, Tangguh, dan Sejahterah ”,
Sejalan dengan tema tersebut maka ditetapkan tema RKPD Semesta Berencana
Kabupaten Karangasem Tahun 2023 adalah “Pengembangan Ekonomi dan Sosial
melalui Pembangunan Pertanian yang Tangguh dan Mandiri, Pengembangan SDM yang
Handal, Pembangunan Pariwisata dan Budaya, Peningkatan Ketahanan Bencana

didukung Infrastruktur yang Memadai”.

Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan RKPD Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2023 didasarkan

pada Peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah—daerah
Tingkat II Dalam Wilayah Daerah—daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat
dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958
Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2.  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Taun 2019 Nomor
183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
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10.

11.

12.

13.

14.

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4663);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indoonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6323);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

23.

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan
Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 1419);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali
Tahun 2009 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 15)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun
2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah
Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali
Nomor 3);

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun
2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Bali Nomor 2);

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun
2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan
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Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 3) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023
(Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Bali Nomor 7);

24. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat Di Bali
(Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Bali Nomor 4);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7 Tahun 2006 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Karangasem Tahun
2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2006 Nomor 7);

26. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Karangasem Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten
Karangasem Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Karangasem Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17
Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karangasem
Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2020 Nomor
17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 15);

27. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016
Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5);

28. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2021-2026
(Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 3);

29. Peraturan Gubernur Bali Nomor 30 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2023 (Berita Daerah
Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 31);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7 Tahun 2006 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Karangasem Tahun
2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2006 Nomor 7);
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31. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 17 Tahun 2012 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karangasem Tahun 2012-2032
(Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 15) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Karangasem Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten
Karangasem Tahun 2020 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Karangasem Nomor 15);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Karangasem Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Karangasem Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Nomor 10 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Karangasem Nomor 5); dan

33. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4 Tahun 2021 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana
Kabupaten Karangasem Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten
Karangasem Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Karangasem Nomor 3).

Hubungan Antar Dokumen

RKPD Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2023 disusun dengan
memperhatikan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian dari penerapan sistem
perencanaan pembangunan nasional dan penerapan sistem perencanaan dan
penganggaran terpadu.

Penyusunan RKPD Semesta Kabupaten Karangasem Tahun 2023
memperhatikan kebijakan tingkat nasional yang mengacu kepada RKP sebagai
penjabaran RPJMN serta Renstra masing - masing Kementerian dan Lembaga
Pemerintah non Kementerian di tingkat pusat, berpedoman pada RKPD Semesta
Berencana Provinsi Bali yang merupakan penjabaran RPIJMD Semesta Berencana
Provinsi Bali Tahun 2018-2023, serta disinkronisasikan dengan dokumen-dokumen
perencanaan yang bersifat spasial seperti dokumen RTRW Nasional dan Kawasan
Strategis Nasional pada level Pemerintah Pusat dan dokumen RTRW Daerah, RDTR
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serta RTR Kawasan Strategis Daerah pada level daerah. Hubungan antar dokumen
perencanaan sebagaimana disajikan pada gambar 1.1.

Gambar 1.1
Hubungan Antar Dokumen Perencanan
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1.3.1 RKPD dan RKP Tahun 2023

Keterkaitan RKPD Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2023 dengan
RKP Tahun 2023 menyangkut sinergi dan sinkronisasi kebijakan pemerintah Kabupaten
Karangasem untuk mendukung pelaksanaan agenda pembangunan nasional dan
diwujudkan melalui penyelarasan tema dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten
Karangasem dengan tema dan prioritas pembangunan nasional serta memperhatikan

arah kebijakan kementerian/lembaga.
1.3.2 RKPD dan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2023

Keterkaitan dokumen RKPD Semesta Berencana Kabupaten Karangasem dengan RKPD
Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2023 akan diwujudkan melalui penyelarasan
tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Karangasem dengan Tema dan Prioritas
Pembangunan Provinsi Bali sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan masing-
masing, sehingga tercipta keselarasan perencanaan di Kabupaten Karangasem dengan

perencanaan di Provinsi Bali.
1.3.3 RKPD dan RPIJMD Kabupaten Karangasem Tahun 2021-2026

RKPD Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2023 merupakan penjabaran
tahun kedua RPIJMD Kabupaten Karangasem Tahun 2021-2026.
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1.3.4 RKPD, Renja Perangkat Daerah, dan KUA/PPAS

RKPD Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2023 merupakan pedoman
bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD)
karena memuat arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan
tahunan bagi seluruh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
RKPD Kabupaten Karangasem Tahun 2023 merupakan acuan Kepala Daerah dan DPRD
dalam menentukan Kebijakan Umum APBD dan penentuan Prioritas serta Pagu
Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2023 yang selanjutnya digunakan sebagai
acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2023.

1.4 Maksud dan Tujuan
1.4.1 Maksud

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana (RKPD-SB) Kabupaten

Karangasem Tahun 2023 disusun dengan maksud :

1. Sebagai gambaran arah dan prioritas pembangunan Kabupaten Karangasem
Tahun 2023;

2. Mewujudkan rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan Daerah tahun
2023 guna mewujudkan tujuan pembangunan daerah Kabupaten Karangasem
pada tahun 2023 sesuai RPJMD Kabupaten Karangasem tahun 2021-2026.

1.4.2 Tujuan

Tujuan Penyusunan RKPD Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2023

adalah :

1. Menciptakan sinergi dalam pelaksanaan pembangunan antar sektor pembangunan
dan antar tingkat pemerintahan serta menciptakan efisiensi alokasi sumber daya
dalam pembangunan daerah.

2. Memberikan landasan operasional bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Karangasem dalam menyusun Rencana Kerja (Renja)
Perangkat Daerah Tahun 2023.

3. Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA)
serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Karangasem
Tahun 2023 sebagai dasar penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karangasem Tahun
2023.
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1.5

Sistematika Dokumen RKPD

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun

2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata

Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, pasal 79 ayat (2), maka rancangan akhir

RKPD Kabupaten Karangasem Tahun 2023 disusun sesuai dengan sistematika sebagai berikut

BAB |

BAB Il

PENDAHULUAN

Menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan RKPD yang

menguraikan :

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Latar Belakang.

Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD,
Kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPIMD, keterkaitan
antara dokumen RKPD dengan dokumen RPIJMD, Renstra Perangkat Daerah,
Renja SKPD serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

Dasar Hukum Penyusunan.

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam
penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional, maupun lokal.

Hubungan antar Dokumen.

Menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta
penjelasannya. Keterhubungan dengan dokumen lain seperti RPJPN, RPJPD
Provinsi, RTRW Nasional, RTRW Provinsi, dan RTRW Kabupaten.

Maksud dan Tujuan penyusunan dokumen RKPD Tahun 2023.

Memberikan uraian ringkas tentang tujuan dan sasaran penyusunan dokumen
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karangasem Tahun 2023.
Sistematika Dokumen RKPD.

Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) Kabupaten Karangasem Tahun 2023 dengan pengaturan bab
serta garis besar isi setiap bab di dalamnya.

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1,

Kondisi Umum Kondisi Daerah
Bagian ini sangat penting untuk menjelaskan dan menyajikan secara logis
dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek
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geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah

daerah. Sub bab ini memuat beberapa bahasan dibawah ini:

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi
Diisi sesuai dengan kondisi umum geografis mengenai kondisi geografi
daerah, potensi pengembangan wilayah, dan wilayah rawan bencana.

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
Diisi sesuai dengan kondisi umum kesejahteraan masyarakat sebagai
bagian dari indicator kinerja pembangunan secara keseluruhan.
Indikator yang telah diolah dalam tahap perumusan dapat
ditampilkan dalam bentuk tabel atau gambar yang disertai dengan
penjelasan dan analisis, khususnya indikator yang paling dapat
menjelaskan kondisi dan perkembangan kesejahteraan masyarakat.
Lebih lanjut dijelaskan tentang fokus kesejahteraan dan pemerataan
ekonomi, fokus kesejahteraan sosial, fokus seni budaya dan olahraga.

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum
Diisi sesuai dengan kondisi umum aspek pelayanan umum sebagai
bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan.
Indikator yang telah diolah dalam tahap perumusan dapat ditampilkan
dalam bentuk tabel atau gambar yang disertai dengan penjelasan dan
analisis, khususnya indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi
dan perkembangan aspek pelayanan umum. Lebih lanjut dijelaskan
tentang fokus urusan layanan wajib dan pilihan, serta fungsi penunjang
urusan pemerintahan.

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah
Diisi sesuai dengan kondisi umum aspek daya saing daerah sebagai
bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan.
Indikator yang telah diolah dalam tahap perumusan dapat
ditampilkan dalam bentuk tabel atau gambar yang disertai dengan
penjelasan dan analisis, khususnya indikator yang paling dapat
menjelaskan kondisi dan perkembangan aspek dayasaing daerah. Lebih
lanjut dijelaskan tentang Fokus kemampuan ekonomi daerah, fokus
fasilitas wilayah/infrastruktur, fokus iklim berinvestasi, dan fokus

sumberdaya manusia.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan
Realisasi RPJMD.
Mencakup telaahan terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian
kinerja pembangunan daerah, berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi

RKPD Semesta Berencana Kab. Karangasem Tahun 2023 BABI-12



pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu dan realisasi RPJMD yang

bersumber dari telaahan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah

tahun lalu dan realisasi Renstra Perangkat Daerah oleh masing-masing

Perangkat Daerah dan/atau dari laporan pertanggung jawaban APBD menurut

tahun-tahun yang berkenaan. Mengemukakan hasil evaluasi pelaksanaan

program dan kegiatan pembangunan daerah tahun lalu. Evaluasi meliputi

seluruh program dan kegiatan yang dikelompokkan menurut kategori urusan

wajib/pilihan pemerintahan daerah, menyangkut realisasi capaian target

kinerja keluaran kegiatan dan realisasi target capaian kinerja program tahun

lalu terhadap RPIMD.

Telaahan hasil evaluasi mencakup:

1. Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil
atau keluaran yang direncanakan.

2. Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil
atau keluaran yang direncanakan n.

3. Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja hasil atau
keluaran yang direncanakan

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya,terpenuhinya atau melebihi
target kinerja program atau kegiatan

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program RPJMD dan kinerja
pembangunan daerah

6. Kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu
diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah berisi uraian rumusan umum

permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan  prioritas

pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan

layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah.

2.3.1. Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran
pembangunan daerah
Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika
berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan pada RPJMD di
tahun rencana serta prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang
bersifat mandatori.

2.3.2. Identifikasi Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah

daerah
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2.4.

Permasalahan pada bagian ini merupakan permasalahan pembangunan
yang dibuat tiap urusan yang menyangkut layanan dasar dan
tugas/fungsi tiap Perangkat Daerah. Identifikasi permasalahan
menjelaskan apa yang menjadi masalah dimasa lalu dan masa
mendatang serta gambaran solusi yang ditawarkan. Permasalahan
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah harus konsisten dengan
permasalahan yang dijabarkan dalam permasalahan perangkat daerah

pada Renja Perangkat Daerah.

Inovasi Daerah
Menguraikan terobosan ataupun inovasi yang dibangun dan dikembangkan di
Kabupaten Karangasem, yang dilakukan perseorangan maupun kelompok

masyarakat maupun Pemerintah Kabupaten Karangasem.

BAB Il KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Menguraikan tentang :

3.1

3.2

Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Menjelaskan arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah Kabupaten
Karangasem Tahun 2023 dan proyeksi serta tantangan pembangunan ekonomi
di Kabupaten Karangasem Tahun 2023. Arah kebijakan ekonomi daerah
ditujukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi
Kepala daerah, isu strategis daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas
program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun
rencana.

Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah
Kabupaten Karangasem berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan

daerah dan belanja daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Menguraikan :

4.1

4.2

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah.

Menjelaskan tentang hubungan visi/misi dan tujuan/sasaran pembangunan 5
(lima) tahunan yang diambil dari dokumen RPJMD, serta menyajikan Tema
RKPD Kabupaten Karangasem Tahun 2023.

Prioritas Pembangunan Tahun 2023.

Menggambarkan prioritas pembangunan tahun 2023 yang diambil dan dikaitkan

dengan program pembangunan daerah.
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BAB V

BAB VI

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Menguraikan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah tahun
2023 dengan pagu yang akan menjadi dasar penyusunan Renja Perangkat Daerah
Tahun 2023 yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan
tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPIMD.
Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan
masyarakat. Diuraikan dari program dan kegiatan yang paling bermanfaat atau
memiliki nilai kegunaan tinggi bagi masyarakat.

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk
memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi
Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir

tahun perencanaan.

BAB VII PENUTUP

Berisi kaidah pelaksanaan RKPD tahun 2023 yaitu menguraikan tentang hal-hal
pokok yang termuat dalam keseluruhan dokumen RKPD, sebagai pedoman bagi
semua pihak dalam memfungsikan RKPD sesuai dengan ketentuan perundangan

yang berlaku.
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BAB 11

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi
2.1.1.1 Luas dan batas wilayah administrasi

Luas wilayah Kabupaten Karangasem mencapai 839,54 km2 atau
83.954 Ha (14,90% luas Pulau Bali) dan merupakan kabupaten terluas ketiga
di Provinsi Bali setelah Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Jembrana.
Kabupaten Karangasem terdiri dari 8 kecamatan yaitu Kecamatan Rendang,
Kecamatan Sidemen, Kecamatan Manggis, Kecamatan Karangasem, Kecamatan
Abang, Kecamatan Bebandem, Kecamatan Selat dan Kecamatan Kubu. Di
Kabupaten Karangasem terdapat 78 Desa/ Kelurahan yang terdiri dari 75 Desa
Definitif, dan 3 Kelurahan, sedangkan desa adat terdapat sebanyak 190 desa
adat yang meliputi 741 banjar adat. Banjar dinas sebanyak 554 banjar
dinas/dusun, dan 52 lingkungan. Dari delapan kecamatan tersebut, Kecamatan
Kubu merupakan wilayah paling luas yaitu mencapai 234,72 Km?. Selengkapnya
disajikan pada Tabel 2.1 dan Tabel 2.2.

Tabel 2.1
Luas Wilayah Kabupaten Karangasem Menurut Kecamatan, Tahun 2021
No. Kecamatan Luas (Km?2) Hektar (Ha) Persentase
(%)
1 Rendang 109,7 10.970 13,07
2 Sidemen 31,15 3.515 4,79
3 Manggis 69,83 6.983 8,32
4 Karangasem 94,23 9.423 11,22
5 Abang 134,05 13.405 15,97
6 Bebandem 81,51 8.151 9,71
7 Selat 80,36 8.035 9,57
8 Kubu 234,72 23.472 27,95
Jumlah 839,54 83.954 100,00

Sumber : SIPD Kabupaten Karangasem, 2022
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Tabel 2.2

Jumlah Desa/Kelurahan, Desa Adat, Banjar Adat/Banjar Dinas dan Lingkungan di

Kabupaten Karangasem Menurut Kecamatan, Tahun 2021

No. | Kecamatan | Desa | Kelurahan | Desa | Banjar | Banjar | Lingkungan
Adat Adat Dinas
1 [Rendang 6 - 26 66 62 -
2 [Sidemen 10 - 19 71 51 -
3 Manggis 12 - 20 82 59 -
4 |[Karangasem 8 3 23 81 76 52
5 I|Abang 14 - 20 97 96 -
6 |Bebandem 8 - 15 68 70 -
7 Selat 8 - 27 97 66 -
8 |Kubu 9 - 41 81 74 -
Jumlah 75 3 190 741 554 52

Sumber : SIPD Kabupaten Karangasem, 2022

Adapun batas wilayah administrasi Kabupaten Karangasem adalah

sebelah utara berbatasan dengan Laut Bali, sebelah selatan berbatasan dengan

Samudra Indonesia, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Klungkung,

Bangli, dan Buleleng dan sebelah timur berbatasan dengan Selat Lombok.

2.1.1.2 Letak dan kondisi geografis

Karangasem merupakan kabupaten yang terletak di ujung paling

timur Pulau Bali. Secara astronomis, Kabupaten Karangasem berada pada posisi

8°00'00" —

8%41'37,8” Lintang Selatan dan 115°35'9,8” — 115°54'8,9” Bujur

Timur. Letak geografis Kabupaten Karangasem dapat dilihat pada Gambar 2.1.

Gambar 2.1
Peta Kabupaten Karangasem

EEEEEEEEEEEEEEEEE

LAUT BALI

KABUPATEN BANGLI
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2.1.1.3 Topografi

Secara topografi hampir separuh luas wilayah atau sebesar 43,5 %

memiliki ketinggian lebih dari 500 m di atas permukaan laut. Selain itu, 74 %

wilayahnya memiliki tekstur tanah yang sedang, dan 26 % sisanya memiliki

tekstur yang kasar. Selengkapnya disajikan pada Tabel 2.3 dan Tabel 2.4.

Tabel 2.3

Luas Wilayah Kabupaten Karangasem Menurut Ketinggian
Dirinci per Kecamatan, Tahun 2021

No. Kecamatan Ketinggian (m) Jumlah
0-50 |50-100 | 100-500 | > 500

1. Rendang - - 1.216 9.754/ 10.970
2. Sidemen - 60 3.135 320 3.515
3. Manggis 2.368 1.920 2.439 256 6.983
4. Karangasem 2.880 2.496 3.279 768 9.423
5. Abang 1.752 1.344 6.813 3.496| 13.405
6. Bebandem - - 3.287 4.864 8.151
7. Selat - - 2.240 5.795 8.035
8. Kubu 4.032 2.048 6.128| 11.264] 23.472

Jumliah 11.032) 7.868 28.537, 36.517| 83.954

Sumber : SIPD Kabupaten Karangasem, 2022

Tabel 2.4

Luas Wilayah Kabupaten Karangasem Menurut Tekstur Tanah dan
Kecamatan, Tahun 2021

No. | Kecamatan Kasar Sedang Halus
Luas | Persentase | Luas | Persentase | Luas | Persentase
(Ha) (%) (Ha) (%) (Ha) (%)
1 [Rendang 231 - 10.739 13 -
2 Sidemen 462 1 3.053 3 -
3 |Manggis - - 6.983 8 -
4 |Karangasem - - 9.423 11 -
5 Abang 231 -4 13.174 16 -
6 |Bebandem 462 1 7.689 9 -
7 [Selat 462 1 7.573 9 -
8 [Kubu 19.312 23 4.160 5 -
Jumlah 21.160 26| 62.794 74 -

Sumber : SIPD Kabupaten Karangasem, 2022

2.1.1.4 Geologi
Secara geologi Kabupaten Karangasem terdiri dari Formasi Kuarter,

Kuarter Bawah, dan Miosin. Formasi Kuarter meliputi sebagian besar wilayah

Kabupaten. Formasi kuarter dengan Litologi Tufa Pasiran dan endapan lahar
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terdapat di pesisir utara yaitu di daerah Tianyar. Litologi berupa lahar, pasir,
lapili diarahkan bom, warna coklat tua hingga hitam. Sebarannya di daerah
Gunung Agung, Selat, Muncan, sepanjang aliran Tukad Buhu, dan Tukad
Bangka. Di Belahan utara mulai dari daerah Gunung Agung, wilayah Kecamatan
Kubu, sebagian Kecamatan Abang daerah aliran sungai unda. Komposisi lahar
terdiri dari batuan beku andesit dan batu apung dengan masa dasar tufa
pasiran. Pasir komposisinya terdiri dari faalspar, gelas vulkanik, dan mineral
hitam. Lapili dan Bom Komposisinya terdiri dari batu apung dan lava andesit,
umumnya batuan ini belum mengeras dan mudah lepas. Setempat-setempat
pada batuan ini terdapat lava dan breksi, kompak dank eras, pada lava sebagian
berongga. Formasi kuarter bawah terdapat di ujung timur kabupaten yaitu di
Kecamatan Karangasem bagian timur dan Kecamatan Abang bagian utara.
Litologinya berupa lava dan breksi Gunung Api Seraya. Lava berwarna abu-abu
kehitaman, Breksi berwarna coklat. Formasi Miosin terdapat di perbukitan
Kecamatan Manggis dan Selat. Litologinya berupa breksi dan lava merupakan
formasi Ulakan. Lava berwarna abu-abu kehitaman dan berwarna coklat
kehitaman.

2.1.1.5 Hidrologi

Sumber daya air Kabupaten Karangasem meliputi:

1) Air Tanah

Kandungan air tanah setempat di Kabupaten Karangasem berdasarkan

Peta Hidrologi Pulau Bali adalah sebagai berikut :

a. Setempat kandungan air besar (10 Lt/det) lokasinya: pesisir utara
Kecamatan Kubu, Kecamatan Karangasem bagian barat, sebagian
Kecamatan Abang.

b. Setempat kandungan air sedang (5 Lt/det) terdapat di bagian tengah
Kecamatan Kubu, daerah pesisir Kecamatan Manggis, sebagian
Kecamatan Bebandem dan Selat.

c. Setempat kandungan air sedikit (0,5 It/det) terdapat di Kecamatan
Karangasem bagian timur, bagian utara dan timur Kecamatan Abang.

d. Setempat Kandungan air sangat sedikit sekali (0,1 lt/det) umumnya
terdapat di wilayah Kecamatan Kubu bagian atas yaitu di sekitar kaki
Gunung Agung.

e. Setempat kandungan air sangat sedikit sekali (< 0,1 It/det) terdapat di
gugusan perbukitan Kecamatan Manggis dan Sidemen.

2) Air Permukaan

a. Air Sungai
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Di Bali satuan wilayah sungainya diberi nomor 03.01 yang kemudian
dirinci menjadi 20 sub-SWS. Kabupaten Karangasem dengan beberapa
sungai yang mengalir di atasnya termasuk dalam sub-SWS 03.01.13
sampai dengan 03.01.17. Adapun nama dan panjang sungai di
Kabupaten Karangasem disajikan pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5
Nama dan Panjang Sungai di Kabupaten Karangasem, Tahun 2021

No. Nama Sungai Panjang Sungai (Km)
1 [Tukad Bumbung 14,1
2 [Tukad Deling 6,6
3 [Tukad Daya 16,3
4 [Tukad Barak 5,2
5 [Tukad Dalem 9
6 [Tukad Musu 6
7 [Tukad Galiran 4,6
8 [Tukad Bakalan 6,5
9 [Tukad Linggah 12
10 [Tukad Sakta 7,5
11 [Tukad Penanggungan 8
12 [Tukad Lebah Celagi 6,8
13 [Tukad Buluh 10
14 [Tukad Maong 6
15 [Tukad Lamen 8
16 [Tukad Wanang 8,6
17 [Tukad Kelontong 12
18 [Tukad Kates 6,4
19 [Tukad Base 4,5
20 [Tukad Katumanak 3,5
21 [Tukad IIu 3,8
22 [Tukad Bunut 4,9
23 [Tukad Seraya 6,6
24 [Tukad Nyuling 13
25 ([Tukad Luah 15,4
26 [Tukad Bangka 10
27 |[Tukad Bubu 19
28 [Tukad Betel 11,4
29 [Tukad Kretuk 14
30 [Tukad Selahu 2
31 [Tukad Ngelinti 6
32 [Tukad Deling 6,6
33 [Tukad Santar 4
34 |[Tukad Timbul 6
35 [Tukad Mlaka 5
36 [Tukad Baapi 5
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No. Nama Sungai Panjang Sungai (Km)
37 [Tukad Sayong 10,5
38 [Tukad Tungtung 7,2
39 [Tukad Bulakan 5
40 [Tukad Nanang 10
41 [Tukad Tihis 3,2
42 [Tukad Buah 3,4
43 [Tukad Banges 4,9
44 [Tukad Toyo 6,7
45 [Tukad Mantri 7,6
46 [Tukad Jangga 9,9
47 [Tukad Buatan 6
48 [Tukad Mengereng 6,3
49 [Tukad Hampo 5,8
50 [Tukad Prakpak 4,5
51 ([Tukad Telincicing 2,3

Sumber : SIPD Kabupaten Karangasem, 2022

Di antara sungai-sungai yang melalui Kabupaten Karangasem maka

terdapat dua sungai yang cukup potensial untuk dikembangkan sebagai sumber

air untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Karangasem. Kedua buah sungai

tersebut adalah Tukad Unda dan Tukad Telaga Waja. Selain itu sesuai dengan

kontinuitas alirannya, maka sungai yang ada di wilayah ini ada 3 jenis, yaitu:

1)

2)

3)

Mengalir sepanjang tahun (perennial streams) umumnya mengalir ke
bagian selatan seperti: Tukad Janga, Tukad Telagawaja, Tukad
Mangereng, Tukad Jinah, Tukad Nyuling, Tukad Kekeruk, Tukad Buhu dan
lainnya.
Mengalir hanya pada musim hujan (/ntermitten streams). Sungai jenis ini
banyak terdapat di Desa Seraya, Seraya Barat, Bugbug dan Perasi.
Mengalir hanya pada saat hujan (ephemeral streams) umumnya semua
sungai di Kecamatan Kubu, sebagian Kecamatan Abang (Purwakerthi,
Labasari) dan sebagian Kecamatan Karangasem (Seraya Timur).
b. Air Danau/ Waduk
Di Kabupaten Karangasem tidak terdapat satu pun danau alam sebagai
sumber air. Namun demikian, pada saat ini terdapat sebuah danau
buatan atau waduk muara yang berfungsi sebagai tampungan air untuk
diolah dan dimanfaatkan sebagai sumber pasokan air baku pada daerah
pelayanannya. Waduk yang dimaksud adalah Embung Seraya yang

terdapat di Desa Seraya, Kecamatan Karangasem.
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2.1.1.6 Klimatologi

Kabupaten Karangasem memiliki iklim laut tropis yang dipengaruhi
oleh angin musim dan terdapat musim kemarau dan hujan. Faktor ketinggian
tempat menentukan besarnya curah hujan. Pada daerah pegunungan curah
hujan terdapat pada setiap bulan atau sepanjang tahun hampir tidak terdapat
bulan-bulan kering. Selama tahun 2021, jumlah curah hujan tertinggi terjadi
pada bulan Januari hingga bulan Juni dengan curah hujan tertinggi terjadi pada
bulan Januari mencapai 410,7 mm dengan hari hujan sebanyak 20 hari,
Sementara itu, kondisi curah hujan rendah, hanya terjadi selama bulan Juli
hingga bulan September, sedangkan pada bulan-bulan berikutnya, curah hujan
kembali meningkat hingga akhir tahun. Selengkapnya hari hujan dan curah

hujan di Kabupaten Karangasem 2021 disajikan pada Tabel 2.6.

Tabel 2.6
Banyaknya Hari Hujan dan Curah Hujan di Karangasem
per Stasiun Tahun 2021

No. Bulan Jumlah Curah Hujan Jumlah Hari Hujan
(mm) (hari)
1 Panuari 410,7 20
2 [Februari 676,5 25
3 |Maret 420,3 22
4 |April 115,1
5 Mei 17,7
6 Puni 101,8
7 Puli 26,2 2
8 |Agustus 42,2 11
9 |September 83,4 14
10 |Oktober 33,7 10
11 Nopember 233,5 19
12 |Desember 220,5 20

Sumber : SIPD Kabupaten Karangasem, 2022

Kondisi meteorologi dan geofisika sepanjang tahun 2020,
menunjukkan curah hujan maksimum terjadi pada bulan Desember dan
minimum terjadi pada bulan Juli, suhu udara berada pada 31,80-33,60°C,
dengan kelembaban 89-100%, dan kecepatan angin antara 4,12-10,29 knot,
selengkapnya disajikan pada Tabel 2.7.
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Tabel 2.7
Rata-rata Keadaan Meteorologi dan Geofisika di Karangasem Tahun 2021

No. Uraian Minimum Maksimum
1 PJumlah curah hujan (mm) 26,2 (Juli) 676,5 (Februari)
2 Suhu Udara (°C) 19,2 (Juli) 32,8 (Oktober)

3 |Kelembaban udara (%) 56,0 (Juli) 100 (September dan

Desember)

4 |Rata-rata penyinaran 20,6 (Februari) 70,9 (Agustus)
matahari (%)

5 |Rata-rata kecepatan angin Calm 15,0 (Desember)
(knot)

6 |Rata-rata tekanan udara 885,5 (Juli) 998,6 ( Februari)
(milibar)

Sumber : SIPD Kabupaten Karangasem, 2022

2.1.1.7 Penggunaan Lahan
Luas lahan menurut penggunanya di Kabupaten Karangasem
dikelompokkan menjadi lahan pertanian dan lahan bukan pertanian. Luas lahan
pertanian mencapai 66.477 ha, kalau dibandingkan dengan luas wilayah
Kabupaten Karangasem luas lahan pertanian mencapai 79,18% dan luas lahan
bukan pertanian 17.476 ha atau 20,82%. Selengkapnya disajikan pada Tabel
2.8.

Tabel 2.8
Luas Lahan (Ha) Menurut Penggunaannya di Kabupaten Karangasem
Tahun 2017-2021

No. Uraian 2017 2018 2019 2020 2021
1 |Lahan Pertanian 74.697| 74.697| 74.579] 74.579 74.579
a. |Lahan Sawah 7.122 7.118 7.138 7.138 7.138
b. |Lahan Bukan 67.575| 67.566] 67.441 67.441 67.441
Sawah
2 |Lahan Bukan 9.257 9.271 9.375 9.375 9.375
Pertanian
Jumlah 83.954| 83.954, 83.954 83.954 83.954

Sumber: SIPD Kab Karangasem, 2022

2.1.1.8 Demografi

Penduduk memegang peranan penting dalam pembangunan
ekonomi. Melalui berbagai aspek seperti besarnya jumlah penduduk,
penyebaran geografis, kepadatan penduduk, komposisi dalam usia serta jenis
kelamin, pendidikan dan kesehatan, serta tingkat pertumbuhannya, maka
jelaslah bahwa penduduk dapat mempengaruhi pembangunan khususnya

pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan data Proyeksi Penduduk, jumlah penduduk
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di Kabupaten Karangasem pada tahun 2018 sebanyak 414.800 jiwa dengan
komposisi 207.600 jiwa penduduk laki-laki (50,05 persen) dan 207.200 jiwa

penduduk perempuan (49,95 persen) dan rata-rata pertumbuhan penduduk

mencapai 0,96%. Adapun perkembangan jumlah penduduk disajikan pada Tabel
2.9 dan Tabel 2.10.

Tabel 2.9

Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Karangasem

Per kecamatan Tahun 2017-2021

Laju
Pertumbuhan
No. | Kecamatan 2017 2018 2019 2020 2021 Penduduk
2017-2021
(%)
1 |Rendang 39.580 39.910 | 40.230 40.480 42.100 1,04
2 [Sidemen 32.980 33.130 | 33.290 33.480 37.500 1,50
3 |Manggis 45.560 45.750 | 45.930 46.110 55.500 2,24
4 [Karangasem 87.500 88.020 | 88.600 89.180 | 101.500 1,93
5 |Abang 62.560 62.790 | 62.910 63.120 82.200 3,05
6 [Bebandem 46.160 | 46.30.00 | 46.390 46.520 55.800 1,99
7 Selat 39.510 39.680 | 39.860 40.010 44.700 1,39
8 [Kubu 58.950 59.220 | 59.390 59.600 81.600 3,77
Jumlah/Total 410.800 | 412.800 | 416.600 | 418.500 | 500.800 2,29
Sumber : SIPD Kabupaten Karangasem, 2022
Tabel 2.10
Penduduk Laki-laki dan Perempuan Kabupaten Karangasem
Per kecamatan Tahun 2021

No. Kecamatan Laki-laki Perempuan Jumlah Sex Ratio

1 Rendang 20.390 20.090 40.480 103,2

2 Sidemen 16.510 16.970 33.480 101,4

3 Manggis 22.830 23.280 46.110 101,4

4 Karangasem 44.600 44.580 89.180 102,1

5 Abang 31.710 31.410 63.120 103,2

6 Bebandem 23.080 23.440 46.520 102,5

7 Selat 19.750 20.260 40.010 100,9

8 Kubu 30.530 29.070 59.600 105,3

Jumlah/Total 209.400 209.100 418.500 102,7

Sumber : SIPD Kabupaten Karangasem, 2022

Tabel 2.11 menunjukkan bahwa sebaran penduduk sebagian besar

penduduk bermukim di wilayah Karangasem bagian utara, yaitu Kecamatan

Kubu dan Abang. Sedangkan untuk wilayah selatan, penduduk terkonsentrasi di

Kecamatan Karangasem terdapat ibukota kabupaten yang sekaligus merupakan

pusat pemerintahan dan ekonomi. Dengan luas wilayah 839,54 km?, kepadatan
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di Kabupaten Karangasem mencapai 495 jiwa/km?. Dibandingkan kecamatan
lainnya, Kecamatan Karangasem merupakan kecamatan dengan jumlah
penduduk terbesar mencapai 89.180 jiwa atau sekitar 21,30 persen. Kepadatan
penduduk terbesar di Kecamatan Karangasem vyaitu 1.062 jiwa per km?. Jumlah
penduduk dan kepadatan penduduk di Kabupaten Karangasem per kecamatan
tahun 2021 disajikan pada Tabel 2.11.

Tabel 2.11
Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk di Kabupaten Karangasem
per Kecamatan Tahun 2021

Jumlah Luas Kepadatan | Persentase Penduduk

No. | Kecamatan Penduduk Daerah | Penduduk | Kecamatan Terhadap
(Km?2) per-Km? | Penduduk Kabupaten

1 [Rendang 42.100 110,03 383 8,41
2 [Sidemen 37.500 43,24 866 7,48
3 |Manggis 55.500 76,87 722 11,09
4 |Karangasem 101.500 92,53 1.097 20,26
5 Abang 82.200 131,50 625 16,41
6 [Bebandem 55.800 81,86 681 11,13
7 [Selat 44,700 71,89 622 8,93
8 [Kubu 81.600 231,32 353 16,29
Jumlah/Total 500,85 839,24 597 100,00

Sumber : SIPD Kabupaten Karangasem, 2022

Penduduk menurut golongan umur di Kabupaten Karangasem
tahun 2018, sebagian besar adalah adalah golongan usia produktif yaitu
umur 15-54 tahun dan usia di atas 75 tahun hanya tinggal 13.000 jiwa.
Selengkapnya disajikan pada Tabel 2.12.

Tabel 2.12
Penduduk Karangasem Menurut Golongan Umur
dan Jenis Kelamin di Kabupaten Karangasem Tahun 2021

Golongan Umur Laki-laki Perempuan Jumlah (Jiwa)
(Jiwa) (Jiwa)

0-4 19.067 18.416 37.483

5-9 19.827 19.041 38.868
10-14 21.041 19.650 40.691
15-19 20.390 18.907 39.297
20-24 20.068 18.883 38.951
25-29 20.351 18.649 39.000
30-34 21.336 19.822 41.158
35-39 20.356 18.383 38.739
40-44 18.762 18.122 36.884
45-49 16.293 15.454 31.747
50-54 12.522 13.087 25.609
55-59 12.073 12.898 24.971
60-64 10.301 11.306 21.607
65-69 8.373 9.409 17.782
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Golongan Umur Laki-laki Perempuan Jumlah (Jiwa)

(Jiwa) (Jiwa)
70-75 6.086 6.818 12.904
75+ 6.900 8.258 15.158
JUMLAH 253.746 247.103 500.849

Sumber : SIPD Kabupaten Karangasem, 2022

2.1.2 Kerangka Pengembangan Wilayah
2.1.2.1 Wilayah Rawan Bencana

Dalam Perda nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan RTRW
Kabupaten Karangasema Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 — 2032,
ditetapkan Kawasan Rawan Bencana, dimana kawasan yang sering atau
berpotensi tinggi mengalami bencana alam. Kawasan rawan bencana yang
tingkat kerawanan dan probabilitas ancaman atau dampak paling tinggi, terdiri
atas:

a. Kawasan rawan bencana gerakan tanah, termasuk tanah longsor; berupa
zona kerentanan gerakan tanah tinggi. dengan luas kurang lebih 1.887
(seribu delapan ratus delapan puluh tujuh) hektar, terletak di:

a) Desa Tiyingtali, Desa Tri Buana, Desa Bunutan, Desa Pidpid, Desa
Nawakerti, Desa Purwakerthi, Desa Kerthamandala, dan Desa Datah di
Kecamatan Abang;

b) Desa Buana Giri dan Desa Budakeling di Kecamatan Bebandem;

c) Desa Bukit, Desa Seraya, Desa Seraya Timur, dan Desa Seraya Barat di
Kecamatan Karangasem;

d) Desa Dukuh, Desa Tulamben, Desa Sukadana, Desa Ban, Desa
Baturinggit, Desa Tianyar Tengah, Desa Tianyar Barat, dan Desa Kubu
di Kecamatan Kubu; dan

e) Desa Sebudi di Kecamatan Selat.

b. Kawasan rawan bencana letusan gunung api; kawasan rawan bencana III
bahaya jatuhan dan bahaya aliran pada radius 6 (enam) kilometer dengan
luas kurang lebih 3.214 (tiga ribu dua ratus empat belas) hektar, terletak di:

a) Desa Datah, Desa Nawakerti di Kecamatan Abang;

b) Desa Buana Giri, Desa Jungutan di Kecamatan Bebandem;

c) Desa Ban, Desa Baturinggit, Desa Dukuh, Desa Kubu, Desa Tulamben
di Kecamatan Kubu;

d) Desa Besakih di Kecamatan Rendang; dan

e) Desa Sebudi di Kecamatan Selat.

c. Sempadan patahan aktif (active fault) pada kawasan rawan bencana gempa
bumi. Sempadan patahan aktif (active fault) Culik-Abang sebagaimana
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selebar 250 (dua ratus lima puluh) meter dari tepi jalur patahan aktif
dengan luas kurang lebih 260 (dua ratus enam puluh) hektar pada kawasan
rawan bencana gempa bumi yang melintasi Kecamatan Abang.

Rencana pengelolaan kawasan rawan gerakan tanah termasuk
longsor adalah sebagai berikut: a) Pencegahan terhadap longsor dapat
memanfaatkan unsur alam, seperti penanaman pohon pada wilayah potensial
longsor. b) Pengembangan organisasi masyarakat, yang siap dan siaga terhadap
kemungkinan tejadinya bencana alam. c) Pembuatan Cek DAM penahan erosi di
lereng gunung dan celah antar bukit dan atau pembuatan DAM penahan dan
kantong-kantong pasir yang mengatur erosi di daerah perbukitan.

Secara umum arahan penataan ruang untuk kawasan rawan
bencana terbagi menjadi 2 (dua) bagian besar, yaitu :

a) Upaya mitigasi; adalah upaya mengurangi dampak yang dapat
ditimbulkan akibat terjadinya bahaya.

b) Upaya adaptasi; dilakukan terutama pada daerah yang memiliki resiko
tinggi terhadap suatu jenis bencana, terutama karena suatu wilayah
merupakan zona rawan tinggi sementara wilayah tersebut telah

terbangun.

2.1.2.2 Daya Dukung, Daya Tampung, dan Potensi Pengembangan

Kabupaten Karangasem memiliki kandungan air tanah cukup tinggi
yakni + 10 liter/detik (Peta Hidrologi Pulau Bali). Hal ini disebabkan disamping
karena lapisan geologinya berupa formasi kwarter dimana akifernya cukup baik,
juga karena adanya tekanan air tanah secara grafitasi dari perbukitan.

Sumber air lainnya yang terdapat di Kabupaten Karangasem berasal
dari sungai, air danau/waduk, dan mata air.

a) Air tanah Kandungan air tanah setempat di Kabupaten Karangasem
berdasarkan Peta Hidrologi Pulau Bali adalah sebagai berikut:

a. Setempat kandungan air besar (10 It/det), lokasinya: pesisir utara
Kecamatan Kubu, Kecamatan Karangasem bagian barat, sebagian
Kecamatan Abang.

b. Setempat kandungan air sedang (5 It/det) terdapat di bagian tengah
Kecamatan Kubu, daerah pesisir Kecamatan Manggis, sebagian
Kecamatan Bebandem dan Selat.

c. Setempat kandungan air sedikit (0,5 It/det) terdapat di Kecamatan

Karangasem bagian timur, bagian utara dan timur Kecamatan Abang.
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d.

e.

Setempat kandungan air sangat sedikit (0,1 It/det), umumnya terdapat
di wilayah Kecamatan Kubu bagian atas yakni di sekitar kaki Gunung
Agung.

Setempat kandungan air sangat sedikit sekali (< 0,1 It/det) terdapat di

gugusan perbukitan Kecamatan Manggis dan Sidemen.

b) Mata Air Potensi mata air di Kabupaten Karangasem telah didata dari

berbagai sumber diantaranya Proyek Irigasi Bali (1980) dan pendataan dari
Bali IUIDP (1989). Pada studi inventarisasi Potensi Air Baku Bali dilakukan

pendataan ulang dimana hasil pendataan studi ini adalah potensi mata air

tiap-tiap desa di Bali Utara dan Bali Timur.

Di Kabupaten Karangasem tercatat 106 buah mata air dengan debit

total 5.371 L/dt dimana potensi terbesar ada di Kecamatan Rendang dengan

debit mencapai 1.929 L/dt dari 15 buah mata air sedangkan potensi terendah
ada di Kecamatan Kubu dengan debit 7 L/dt dari 2 buah mata air. Untuk

Kecamatan Karangasem perkiraan debit mencapai 143 L/dt dari 9 buah mata

air. Mata air merupakan sumber air baku utama bagi sistem penyediaan air

minum di Kabupaten Karangasem.

Pemanfaatan air baku dari mata air yaitu:

a.

SPAM Unit Karangasem memanfaatkan mata air antara lain MA Tauka,
MA Tirta Gangga, MA Ababi, MA Ujung, MA Embukan dan MA Yeh Ha
ditambah dengan SBP Temega da SBP Perasi dengan potensi sumber
230 liter/detik.

. SPAM Unit Rendang memanfaatkan MA Gerubugan dengan potensi

sumber 407 liter/detik.

. SPAM Unit Manggis memanfaatkan MA Embukan dan air tanah dalam

dengan potensi sumber 80 liter/detik.

. SPAM Unit Selat mengambil air baku dari MA Mumbul, MA Perangsari,

MA Padangaji, dan MA Pejeng dengan potensi sumber 55 liter/detik.

. SPAM Unit Sidemen mengambil sumber air baku dari MA Sangkan

Gunung dan MA Tirta Sari/Kikian dengan potensi sumber 17 liter/detik.
SPAM Unit Bebandem memanfaatkan air baku dari MA Linggasana, MA
Dukuh Moding dan ditambah sumur bor dengan potensi sumber 30
liter/detik.

. SPAM Unit Abang memanfaatkan air baku dari MA Ababi, MA Pidpid, MA

Yeh Ha, MA Culik dan ditambah sumur bor dengan potensi sumber 59,5
liter/detik.

. SPAM Unit Kubu memanfaatkan sumber air baku dari air tanah dalam

degan potensi sumber 45 Iter/detik.
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c) Akuifer Air Tanah dan Cekungan Air Tanah Air tanah adalah air yang
terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
Aliran air tanah itu sendiri dimulai pada daerah resapan air tanah atau
sering juga disebut sebagai daerah imbuhan air tanah (recharge zone).
Daerah ini adalah wilayah dimana air yang berada di permukaan tanah baik
air hujan ataupun air permukaan mengalami proses penyusupan (infiltrasi)
secara gravitasi melalui lubang pori tanah/batuan atau celah/rekahan pada
tanah/batuan. Proses penyusupan ini akan berakumulasi pada satu titik
dimana air tersebut menemui suatu lapisan atau struktur batuan yang
bersifat kedap air (impermeabel). Titik akumulasi ini akan membentuk suatu
zona jenuh air (saturated zone) yang sering kali disebut sebagai daerah
luahan air tanah (discharge zone).

Perbedaan kondisi fisik secara alami akan mengakibatkan air dalam
zonasi ini akan bergerak/mengalir baik secara gravitasi, perbedaan tekanan,
kontrol struktur batuan dan parameter lainnya. Kondisi inilah yang disebut
sebagai aliran air tanah. Daerah aliran air tanah ini selanjutnya disebut sebagai
daerah aliran (flow zone).

Cekungan air tanah di Kabupaten Karangasem vyaitu CAT Tejakula,
CAT Amlapura dan CAT Denpasar-Tabanan. CAT Tejakula merupakan CAT
lintas kabupaten dimana di wilayah Kabupaten Karangasem terdapat di
Kecamatan Kubu dan Kecamatan Abang. CAT ini mempunyai potensi air tanah
bebas 188 juta m3/tahun dan air tanah tertekan 3 juta m3/tahun. CAT
Amlapura tersebar di Kecamatan Karangasem dengan potensi air tanah bebas
60 juta m3/tahun dan air tanah tertekan 2 juta m3/tahun. CAT Denpasar-
Tabanan merupakan CAT lintas kabupaten/kota dengan potensi air tanah
bebas 894 m3/tahun dan air tanah tertekan 8 m3/tahun. Sedangkan di daerah
Kecamatan Manggis tidak terdapat cekungan air tanah (Badan Geologi, 2008).
d) Air Sungai Satuan wilayah sungai Di Bali diberi nomor 03.01 yang kemudian
dirinci menjadi 20 sub-SWS. Kabupaten Karangasem dengan beberapa sungai
yang mengalir di atasnya termasuk dalam sub-SWS 03.01.13 sampai dengan
03.01.17.

Diantara sungai-sungai yang melalui Kabupaten Karangasem maka
terdapat dua sungai yang cukup potensial untuk dikembangkan sebagai
sumber air untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Karangasem. Kedua
buah sungai tersebut adalah Tukad Unda dan Tukad Telagawaja.

Selain itu sesuai dengan kontinuitas alirannya, maka sungai yang ada di

wilayah ini ada 3 jenis, yaitu:
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1) Mengalir sepanjang tahun (perennial streams) umumnya mengalir ke bagian
selatan seperti: Tukad Janga, Tukad Telagawaja, Tukad Mangereng, Tukad
Jinah, Tukad Nyuling, Tukad Kerkuk, Tukad Buhu dan lainnya.

2) Mengalir hanya pada musim hujan (intermitten streams). Sungai jenis ini
banyak terdapat di Desa Seraya, Seraya Barat, Bugbug dan Perasi.

3) Mengalir hanya pada saat hujan (ephemeral streams) umumnya semua
sungai di Kecamatan Kubu, sebagian Kecamatan Abang (Purwakerthi,
Labasari) dan sebagian Kecamatan Karangasem (Seraya Timur).

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Sistem Jaringan Prasarana

Sumber Daya Air Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan sumber

daya air terdiri atas:

a) Pengembangan sistem jaringan sumber daya air meliputi: perlindungan dan
pelestarian sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air,
pengendalian daya rusak air, sistem informasi sumber daya air, dan
pemberdayaan masyarakat;

b) Perlindungan dan pelestarian sumber daya air dilaksanakan secara vegetatif
dan/atau sipil teknis melalui pendekatan sosial, ekonomi dan budaya;

c) Pendayagunaan sumber daya air melalui pengembangan prasarana irigasi;

d) Perlindungan dan pelestarian sumber daya air (sungai) pada bagian hulu
ditekankan pada upaya konsevasi, bagian madya/tengah diarahkan untuk
pendayagunaan sumber daya air bagi kebutuhan kawasan pertanian dan
permukiman, serta pada bagian teben/hilir diarahkan pada pengendalian
daya rusak air;

e) Kegiatan yang diperbolehkan meliputi: kegiatan pembangunan prasarana
lalu lintas air, kegiatan pengambilan dan pembuangan air, dan kegiatan
pengamanan sungai dan pengamanan pantai;

f) Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi: kegiatan selain
diperbolehkan yang tidak mengganggu fungsi konservasi sumber daya air,
pendayagunaan sumber daya air, pengendalian daya rusak air, dan sistem
jaringan sumber daya air;

g) Kegiatan yang tidak diperbolehkan mencaku meliputi: kegiatan yang
menggangu fungsi sungai, waduk, dan cekungan air tanah sebagai sumber
air, serta jaringan irigasi, sistem pengendalian banjir, sistem pengamanan
pantai sebagai prasarana sumber daya air;

h) Prasarana dan sarana minimal yang diperlukan, terdiri atas:

1. Tanda-tanda keberadaan sistem jaringan sumber daya air; dan

2. Jalan inspeksi pengairan dan pos pemantau ketinggian permukaan air.
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2.1.2.3 Kesesuaian Tata Ruang
Pengembangan tata ruang wilayah kabupaten tidak dapat dilepaskan
dari kedudukan atau peranannya dalam lingkup antar wilayah, dalam arti
Kabupaten Karangasem tidak hanya berperan dalam konteks intra wilayah,
melainkan juga sangat berperan dalam wilayah regional Bali bahkan Nasional.
Beberapa hal yang menjadi dasar pertimbangan bagi kebijakan tata ruang

wilayah Kabupaten Karangasem secara makro adalah sebagai berikut :

1. Karakteristik geografis Kabupaten Karangasem sebagai wilayah yang berada
pada jalur lintasan transportasi darat dan laut memberikan pengaruh
sebagai berikut :

a. Jalan arteri primer Gilimanuk—Padangbai merupakan penghubung
antara wilayah Kabupaten Karangasem dengan wilayah lain diluar Pulau
Bali terutama provinsi-provinsi lain di bagian timur Pulau Bali. Hal ini
memberikan keuntungan komparatif terhadap wilayah sekitar
Padangbai karena menjadi pintu gerbang selatan Kabupaten
Karangasem sekaligus pintu gerbang laut selatan untuk Pulau Bali.

b. Adanya rencana pengembangan Pelabuhan Amed sebagai pelabuhan
penyeberangan Bali-Lombok menjadi salah satu keuntungan lain yang
diperoleh Kabupaten Karangasem karena keberadaan pelabuhan ini
menjadi pintu gerbang utara bagi kabupaten ini ke wilayah lain diluar
Pulau Bali.

c. Rencana pengembangan Pelabuhan Labuhan Amed akan menjadikan
ruas jalan Gilimanuk—Amed menjadi salah satu penghubung yang dapat
menjadi mendorong pertumbuhan daerah-daerah di bagian utara
Kabupaten Karangasem.

2. Keberadaan pintu gerbang laut eksisting (Padang Bai) dan rencana (Amed)
dapat meningkatkan keterkaitan ekonomi antar wilayah Kabupaten
Karangasem dengan kabupaten atau bahkan provinsi lainnya.

3. Jalan arteri Gilimanuk — Padangbai, jalan kolektor Amlapura — Selat —
Rendang - Klungkung, dan jalan “penghubung” Ban — Menanga - Bangli —
Klungkung menjadikan sirkulasi transportasi yang sangat lancar ke arah
Kota Semarapura yang ditetapkan sebagai pusat wilayah pembangunan Bali
Timur (WPBT). Hal ini menjadi salah satu potensi untuk lebih
mengoptimalkan kedudukan Kabupaten Karangasem sebagai sentra

produksi pertanian maupun sektor lainnya.
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Dalam konteks intra wilayah kebijakan pengembangan tata ruang
wilayah kabupaten adalah sebagai berikut:

1. Pola pemanfaatan ruang untuk kawasan lindung secara fisik merupakan
limitasi pengembangan kawasan budidaya, mengingat kelestariannya perlu
dijaga, dalam hal ini kawasan lindung akan membatasi pengembangan
kegiatan budidaya pada jalur pegunungan di bagian tengah dan timur
Karangasem maupun kawasan perbukitan pada jalur di sepanjang pantai
yang sejalan dengan aplikasi dari falsafah Nyegara-Gunung (segara =
laut/kelod, gunung = bukit/kaja) sebagai kawasan-kawasan suci (kawasan
lindung yang harus dilindungi keberadaannya, dan sebagai kawasan
perlindungan setempat);

2. Pola pemanfaatan ruang untuk kawasan budidaya baik yang berfungsi
sebagai penyangga terhadap kawasan lindung maupun yang bersifat
budidaya pertanian (tanaman pangan lahan basah, perkebunan) dan
budidaya non pertanian sebagai pusat-pusat pembangkit pergerakan yang
relatif besar (pariwisata dan kawasan perkotaan) dikembangkan sesuai
dengan daya dukung dan daya tampungnya;

3. Guna meningkatkan perekonomian wilayah Kabupaten Karangasem maka
pembangunan dilaksanakan dengan mengoptimalkan seluruh potensi yang
ada serta mengalokasikan pemanfaatan ruang dengan memperhatikan
segala kemungkinan investasi;

4. Sesuai dengan karakter fisik dan permasalahan mendasar di Kabupaten
Karangasem maka dalam rangka pemerataan pembangunan diperlukan
pembagian wilayah Kabupaten Karangasem menjadi tiga wilayah
pembangunan vyaitu Wilayah Pembangunan (WP) Karangasem Utara,
Wilayah Pembangunan (WP) Karangasem Selatan, dan Wilayah
Pembangunan (WP) Karangasem Barat, dengan dasar pertimbangan
sebagai berikut: - Adanya penegasan atau pengkhususan fungsi utama
masingmasing wilayah. - Adanya efisiensi dan efektifitas dalam
pengalokasian investasi yang sudah terarah dan spesifik dengan karakter
masingmasing wilayah pembangunan. Dalam penataan ruang ketiga WP ini
ada beberapa konsep pengembangan yaitu: - WP Utara akan dikembangkan
dengan lebih mengoptimalkan serta mengeksploitasi potensi alami kawasan
sesuai dengan daya tampung dan daya dukung wilayah. Perlunya
optimalisasi dan eksploitasi ini diarahkan untuk mempercepat pertumbuhan
serta penyelesaian permasalahan utama WP ini vyaitu pemenuhan
kebutuhan dasar hidup masyarakat. - WP Selatan akan dikembangkan

dengan konsep meningkatkan peranan sektor pariwisata sebagai pemicu
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pertumbuhan wilayah. Sebagian besar pemanfaatan ruang di WP ini
didominasi oleh kawasan pariwisata sehingga peranan sektor ini perlu
didorong sebagai penggerak perekonomian serta dipadukan dengan sektor
lainnya. - WP Barat akan dikembangkan dengan konsep mengoptimalkan
dan meningkatkan kapasitas produksi sektor-sektor basis masyarakat sesuai
dengan daya tampung dan daya dukung wilayah. Dalam hal ini perlunya
peningkatan kapasitas produksi sektor basis masyarakat ini diharapkan agar
produksi yang ada tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat
sehari-hari (subsisten) tetapi dapat dikembangkan sebagai sektor yang

berorientasi industri.

. Penguatan ekonomi masyarakat dengan meningkatkan peranan dan fungsi

kawasan perdesaan.

Pengembangan kawasan perkotaan di Kabupaten Karangasem menjadi
pusat pertumbuhan yang dapat melayani dan mendukung perkembangan
kawasan perdesaan di sekitarnya atau tidak diarahkan menjadi kawasan
perkotaan yang metropolitan.

Berdasarkan hal di atas, maka kebijakan tata ruang wilayah

Kabupaten Karangasem :

1.

Penetapan pusat-pusat kegiatan dengan pendekatan pengembangan
wilayah dan dukungan prasarana wilayah guna mengatasi dan mengurangi
ketimpangan pertumbuhan antar wilayah;

Pengembangan kawasan budidaya dengan pendekatan budaya lokal serta

mitigasi bencana;

. Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui pengembangan

sektor unggulan agribisnis dan pariwisata;
Pemerataan pembangunan wilayah utara, selatan, dan barat karangasem
yang yang melestarikan lingkungan hidup, budaya dan pariwisata yang

berkelanjutan;

. Pengembangan agribisnis dalam mewujudkan kegiatan ekonomi berbasis

pertanian organik;

Penataan wilayah pesisir untuk mewujudkan keselarasan dan
kesinambungan antara pemanfaatan ruang daratan dan pemanfaatan ruang
kawasan pesisir;

Penerapan kearifan lokal dalam pengendalian pemanfaatan ruang; dan

Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.
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STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH

Strategi penataan ruang wilayah kabupaten merupakan penjabaran

kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten ke dalam Ilangkah-langkah

operasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Adapun strategi

tersebut antara lain :

(1) Strategi penetapan pusat-pusat kegiatan dengan pendekatan

pengembangan wilayah dan dukungan prasarana wilayah guna mengatasi

dan mengurangi ketimpangan pertumbuhan antar wilayah terdiri atas:

a.

Meningkatkan fungsi dan pelayanan jalan yang menghubungkan

wilayah Utara dan wilayah Selatan Karangasem;

. Mempertegas dan menetapkan pusat-pusat permukiman yang

memenuhi kriteria sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) dan Pusat

Pelayanan Lingkungan (PPL) dengan memperhatikan fungsi utamanya;
Meningkatkan keterkaitan antar kota, baik secara fungsional dengan
pengembangan fungsi pelayanan kota yang terintegrasi satu sama
lain maupun secara spasial dengan meningkatkan aksesibilitasnya
terutama melalui pengembangan prasarana perhubungan;
Mengembangkan sistem transportasi laut yang terpadu untuk
mendukung rencana pengembangan Pelabuhan Labuhan Amed
dengan memperhatikan keberadaan Pelabuhan Padangbai;
Mengembangkan pelabuhan pariwisata di Tanah Ampo untuk
mendukung pengembangan pariwisata di Kabupaten;
Mengharmonisasikan pemanfaatan ruang Pelabuhan Labuhan Amed
dan sekitarnya untuk mencegah kerusakan ekosistem perairan laut
sekitarnya yang unik dan khas;
Mengharmonisasikan pemanfaatan ruang Labuhan Amuk dan
sekitarnya sebagai pelabuhan bahan bakar untuk menghindari
terjadinya kerusakan lingkungan akibat pencemaran minyak, limbah
cair lainnya dan B3.
Mengembangkan kegiatan yang disesuaikan dengan potensi yang ada
untuk meningkatkan perekonomian desa;
Pengembangan PPL dengan memperhatikan karakter desa-desa
sekitar yang cenderung menyatu dengan desa pusatnya;
Melestarikan Ruang Terbuka Hijau di kawasan perbatasan antar desa
dengan konsep karang bengang;
Meningkatkan pelayanan listrik terutama pada daerah-daerah yang
baru berkembang;

Mengembangkan sumber-sumber energi terbarukan bagi cadangan
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pasokan listrik seperti energi tenaga surya, pengolahan sampah,
energi air, dan uap;

m. Menyiapkan ruang untuk rencana pengembangan Pembangkit Listrik
Tenaga Uap di Kecamatan Kubu; dan

n. Mengarahkan konsep pembangunan berbasis TOD pada kawasan
perkotaan dan pusat kegiatan pariwisata sesuai potensi dan daya
dukung.

(2) Strategi pengembangan kawasan budidaya dengan pendekatan budaya
lokal serta mitigasi bencana terdiri atas :

a. Mengembangkan kawasan budidaya vyang diarahkan untuk
mengakomodasikan kegiatan produksi (pertanian tanaman pangan,
perkebunan, peternakan, perikanan), permukiman, kegiatan
pertambangan, pariwisata, industri, serta hankam;

b. Mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan budidaya untuk
mencegah konflik antar kegiatan/sektor;

Cc. Mengembangkan permukiman eksisting untuk menghindari pola
perkembangan linier, serta diarahkan mengikuti pola klaster;

d. Mengembangkan kawasan permukiman baru diarahkan di semua
kecamatan, disesuaikan dengan daya dukung lahan masing-masing
kecamatan, khusus untuk permukiman di sekitar wilayah pegunungan
dan perbukitan (wilayah dengan kemiringan lebih dari 30%) hanya
untuk pengembangan permukiman eksisting dan pertumbuhan alami,
dengan batas ketinggian bangunan sesuai dengan ketentuan yang
ada yaitu 15 m;

e. Memanfaatkan kawasan lindung sesuai dengan fungsinya masing-
masing;

f. Mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan lindung agar sesuai
dengan fungsi lindung yang telah ditetapkan dengan kriteria kawasan
lindung;

g. Menerapkan konsep karang bengang yang berfungsi sebagai Ruang
Terbuka Hijau, terutama yang melalui jalur pariwisata dengan tujuan
menjaga kualitas ruang dan estetika lingkungan;

h. Menerapkan mitigasi bencana untuk mendeliniasi kawasan rawan
bencana alam dalam rangka menentukan arahan pemanfaatan ruang
pada kawasan tersebut;

i. Mengembangkan permukiman untuk menghindari alih fungsi lahan
sawah;

j.  Pengembangan kawasan budidaya didukung dengan Kajian
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Lingkungan Hidup Strategis (KLHS); dan

k. Memanfaatkan dan Mengendalikan kegiatan pariwisata di Kawasan
resapan air dengan menerapkan prinsip — prinsip pelestarian
lingkungan

(3) Strategi peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui
pengembangan sektor unggulan agribisnis dan pariwisata terdiri atas:

a. Mengintegrasikan kebijakan yang berkaitan dengan pemanfaatan
kekuatan sektor pariwisata untuk mempercepat peningkatan
produktivitas sektor pertanian baik yang bersifat teknis, kelembagaan,
dan sosial ekonomi;

b. Memprioritaskan peningkatan pendidikan penduduk untuk mengurangi
angka buta huruf dan mengurangi angka putus sekolah;

C. Meningkatkan derajat kesehatan penduduk dengan pemerataan
sarana dan prasarana kesehatan maupun tenaga medis dan
paramedis; dan d. meningkatkan kesadaran penduduk mengenai
lingkungan hidup dengan jalan memberikan motivasi dan pembinaan
mengenai lingkungan hidup.

(4) Strategi pemerataan pembangunan wilayah Utara, Selatan, Timur, dan
Barat Karangasem yang melestarikan lingkungan hidup, budaya, dan
pariwisata yang berkelanjutan terdiri atas:

a. Mengembangkan wilayah Utara yang mempunyai keunggulan
komparatif terkait dengan ketersediaan potensi mineral bukan logam
dan batuan, potensi untuk pengembangan kegiatan pertanian lahan
kering, kepariwisataan yang cukup spesifik, adanya rencana
pengembangan  Pelabuhan Labuhan Amed dan rencana
pengembangan listrik tenaga uap dikembangkan sebagai pendorong
pemerataan pembangunan;

b. Mengembangkan wilayah Selatan dan Timur yang mempunyai
keunggulan komparatif terutama dari kelengkapan sarana dan
prasarana pariwisata dan kegiatan perkotaan, dikembangkan sebagai
pusat pelayanan pariwisata dan  pengembangan industri
kepariwisataan yang dapat mendorong pertumbuhan sektor
kepariwisataan secara keseluruhan di Kabupaten Karangasem;

Cc. Mengembangkan wilayah Barat yang mempunyai keunggulan
komparatif dan kompetitif, terkait dengan ketersediaan air, potensi
pertanian, kepariwisataan dan aksesibilitasnya yang relatif dekat
dengan pusat Wilayah Pengembangan Bali Timur (WPBT),

dikembangkan sebagai pusat pendorong pertumbuhan ekonomi
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Kabupaten Karangasem secara keseluruhan;

Memantapkan kawasan-kawasan pariwisata yang telah ditetapkan
sebagai kawasan strategis Provinsi Bali;

Memantapkan Kawasan Suci Besakih sebagai salah satu kawasan
strategis yang skala pelayanannya tidak hanya untuk Kabupaten
Karangasem dan Provinsi Bali pada umumnya namun juga untuk
wilayah Nasional; dan

Mengembangkan kawasan strategis Kabupaten Karangasem harus
dapat melestarikan budaya masyarakat yang telah berkembang dan

meningkatkan kualitas lingkungan hidup secara keseluruhan.

(5) Strategi pengembangan agribisnis dalam mewujudkankegiatan ekonomi

berbasis pertanian organik terdiri atas:

a.

Mengembangkan sektor pertanian yang menitikberatkan pada upaya
menyediakan  keanekaragaman jenis bahan pangan untuk
memantapkan ketahanan pangan wilayah dan mendukung
pengembangan industri pengolahan hasil pertanian;

Mengembangkan kawasan pertanian tanaman pangan lahan basah
diarahkan pada wilayah-wilayah yang memiliki potensi/kesesuaian
lahan serta dukungan prasarana irigasi melalui intensifikasi dan
pembatasan secara ketat alih fungsi lahan basah;

Mengarahkan kawasan pertanian lahan kering pada wilayahwilayah
yang memiliki potensi/kesesuaian lahan sesuai zonasi agroekologi;
dan

Mengendalikan laju alih fungsi lahan sawah dalam rangka

melestarikan Budaya Bali yang identik dengan budaya agraris.

(6) Strategi penataan wilayah pesisir untuk mewujudkan keselarasan dan

kesinambungan antara pemanfaatan ruang daratan dan pemanfaatan

ruang kawasan pesisir terdiri atas:

a.

Mewujudkan kesinambungan pemanfaatan ruang antara kawasan
pesisir dan daratan;

Mengembangkan wilayah pesisir sesuai dengan karakteristik wilayah
pesisir;

Mengendalikan pembangunan di wilayah pesisir untuk menjaga
kelestarian ekosistem alamiah pesisir;

Meningkatkan peran serta masyarakat dalam rangka menjaga dan
melestarikan ekosistem wilayah pesisir; dan

Mengembalikan kondisi rona lingkungan wilayah pesisir yang rusak

agar fungsi ekologisnya dapat berjalan secara optimal.
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(7) Strategi penerapan kearifan lokal dalam pengendalian pemanfaatan ruang
terdiri atas:

a. Menentukan arahan pengaturan pada masing-masing zona
pemanfaatan ruang;

b. Menentukan ketentuan tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan
ketentuan pengendaliannya;

c. Mengembangkan sistem perizinan dalam pemanfaatan ruang;

d. Mengembangkan sistem insentif dan disinsentif yang merupakan
acuan untuk pengembangan perangkat atau upaya memberikan
imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana
tata ruang;

e. Mengarahkan sanksi yang merupakan acuan dalam tindakan
penertiban atas pelanggaran terhadap penataan ruang;

f. Menyelaraskan tata ruang dengan sistem dan kelembagaan
masyarakat setempat sehingga rencana tata ruang wilayah kabupaten
dapat diimplementasikan sesuai dengan ruang (desa), waktu (kala),
dan keadaan setempat (patra);

g. Memberdayakan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang menunjang
keajegan Bali dan kesejahteraan masyarakat Karangasem; dan

h. Pengembangan struktur tata ruang yang menampilkan identitas
budaya Bali.

(8) Strategi untuk peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan
keamanan Negara terdiri atas:

a. Mendukung penetapan kawasan peruntukan pertahanan dan
keamanan;

b. Mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di
sekitar kawasan pertahanan dan keamanan untuk menjaga fungsi dan
peruntukannya;

C. Melestarikan kawasan lindung dan mengembangkan kawasan budi
daya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan
sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan tersebut dengan
kawasan budidaya terbangun; dan

d. Menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan/TNI.

2.1.2.4 Arahan Provinsi Bali Dalam Pengembangan Wilayah
Kabupaten Karangasem
Kebijakan Pemerintah Provinsi Bali terkait pengembangan wilayah di

Kabupaten Karangasem sesuai dengan pengembangan wilayah berdasarkan
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tema (Pariwisata, Pertanian, Ekonomi Produktif dan UMKM) meliputi kebijakan
pengembangan:
a. Pariwisata
Kebijakan pengembangan pariwisata sesuai dengan amanat Peraturan
Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2015 tentang Rencana Induk
Pembangunan Kepariwisataan Daerah Provinsi Bali Tahun 2015-2029
yaitu  Pembangunan  kepariwisataan = merupakan  pedoman
pembangunan kepariwisataan dalam rangka mendorong pemerataan
kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu
menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan
global untuk peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.
Pembangunan Kepariwisataan Daerah meliputi antara lain : (a).
Pembangunan destinasi pariwisata daerah; (b). Pembangunan
pemasaran pariwisata daerah; (c). Pembangunan industri pariwisata
daerah; dan (d). Pembangunan kelembagaan kepariwisataan daerah.
b. Pertanian
Kebijakan sektor pertanian Pemerintah Provinsi Bali di Kabupaten
Karangasem meliputi pengembangan pertanian antara lain: padi,
jagung, bawang merah, jambu mete, dan sapi potong.
C. Industri
Arahan kebijakan sektor Industri di Kabupaten Karangasem oleh
Pemerintah Provinsi Bali sektor industri pangan adalah pengembangan
industri olahan buah-buahan, pengolahan mete, dan pengolahan biji
kakao. Sedangkan sektor industri lainnya dikembangkan sesuai
dengan potensi yang ada di wilayah Kabupaten Karangasem yang
sesuai dengan kewenangan yang ada pada Pemerintah Provinsi Bali.
2.1.3 Aspek Kesejahteraan Masyarakat
2.1.3.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
A. Pertumbuhan PDRB/Ekonomi
Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk
melihat kinerja perekonomian secara riil, laju pertumbuhan ekonomi dihitung
berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun vyang
bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat
dipandang sebagai penambahan jumlah barang da jasa yang dihasilkan oleh
semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama
kurun waktu setahun.
Semenjak awal tahun 2020 sampai saat ini, wabah pandemi Covid-

19 masih terus menjangkiti Indonesia. Pengurangan skala besar mobilitas
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penduduk kiranya berdampak luas pada menurunnya proses produksi, distribusi,
dan kegiatan operasional lainnya pada kinerja perekonomian. Negatif Shock
yang diberikan wabah pandemi ini juga dirasa berbeda dari krisis-krisis
sebelumnya yang tidak hanya memukul sisi permintaan, namun juga sisi
penawaran perekonomian.

Berdasarkan harga konstan 2010 nilai PDRB Kabupaten Karangasem
pada tahun 2021 menurun. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh menurunnya
produksi di sebagian besar lapangan usaha. Nilai PDRB Kabupaten Karangasem
atas dasar harga konstan 2010 tahun 2021 mencapai 10,57 triliun. Angka
tersebut turun dari 10,63 triliun pada tahun 2020. Pertumbuhan ekonomi
Kabupaten Karangasem pada tahun 2021 masih bernilai negatif sebesar 0,56
persen, meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun
sebelumnya yang sebesar -4,49 persen.

Kabupaten Karangasem sebagai daerah pertanian menjadi
pendorong lapangan usaha lapanagan usaha pertanian, kehutanan, dan
perikanan menjadi lapangan usaha yang dominan dengan pertumbuhan cukup
stabil di tengah terkontraksinya sebagian besar lapangan usaha di kabupaten
Karangasem. Lapangan usaha ini mampu tumbuh sebesar 2,86 persen tahun
2021. Terkontraksinya ekonomi Kabupaten Karangasem dipengaruhi oleh
terkontraksinya lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum,
transportasi dan perdagangan, dan jasa keuangan dan asuransi dalam
pembentukan nilai tambah di Kabupaten Karangasem, laju pertumbuhan PDRB
Kabupaten Karangasem atas dasar harga konstan 2010 menurut lapangan
usaha (persen) tahun 2017-2021 dan perbadingan laju pertumbuhan ekonomi
Provinsi Bali dan Kabupaten Karangasem tahun 2021,dapat dilihat pada tabel
2.13 dan gambar 2.2 berikut ini

Tabel 2.13
laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Karangasem atas dasar harga konstan 2010
menurut lapangan usaha (persen) tahun 2017-2021

Kata- Lapangan Usaha 2017 2018 2019 2020 2021
_gori
A Pertanian, Kehutanan dan 2,41 3,50 3,09 2,17 2,86
Perikanan
B Pertambangan dan Penggalian -2,05 -2,05 5,14 0,31 6,45
C Industri Pengolahan 2,39 5,94 5,40 -2,40 0,29
D Pengadaan Listrik dan Gas 7,30 3,97 6,11 -6,65 -2,53
E Pengadaan Air, Pengelolaan 6,85 5,71 7,52 -1,07 -1,45

Sampah, Limbah dan Daur Ulang
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Kata- Lapangan Usaha 2017 2018 2019 2020 2021
_gori
F Konstruksi 9,55 9,59 6,32 -3,14 5,64
G Perdagangan Besar dan Eceran; 7,60 8,63 6,30 -6,13 -0,68
Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
H Transportasi dan Pergudangan 6,78 4,18 6,90 -9,02 -8,54
I Penyediaan Akomodasi dan 8,61 10,32 8,01 -29,55 -10,29
Makanan Minuman
J Informasi dan Komunikasi 9,37 7,96 6,44 7,20 4,36
K Jasa Keuangan dan Asuransi 2,53 2,33 7,41 -2,37 -3,21
L Real Estate 6,33 4,69 4,72 0,52 1,8
M, N Jasa Perusahaan 9,78 6,56 5,60 -3,04 -2,18
0 Administrasi Pemerintahan, -0,05 3,52 2,58 0,03 0,13
Pertahanan dan Jaminan Sosial
Wajib
P Jasa Pendidikan 8,60 8,08 8,89 -0,49 1,59
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan 13,87 8,74 7,53 2,78 4,66
Sosial
R, S, Jasa Lainnya 8,90 9,98 8,39 -5,42 -3,48
T, U
Produk Domestik Regional Bruto 5,06 5,44 5,50 -4,45 -0,56
Sumber : BPS Kabupaten Karangasem, 2022
Gambar 2.2

Laju Pertumbuhan Ekonomi Karangasem dan Bali (Persen) tahun 2021

:
6
: s
0
-2
-4
-6
-8
-10
-12
2017 2018 2019 2020 2021
=—==—Karangasem 5,06 5,44 5,50 -4,49 -0,56
—l—Bali 5,56 6,31 5,60 -9,33 -2,47

Sumber : BPS Kabupaten Karangasem, 2022

Perkembangan lapangan usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

dalam 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan peningkatan. Tahun 2017,

kontribusi lapangan usaha terhadap total PDRB Kabupaten Karangasem hanya

2,00 persen, dan pada tahun 2021 kontribusinya sudah mencapai 2,45 persen
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atau sebesar 403,18 miliar rupiah. Pertumbuhan lapangan usaha ini pada tahun
2021 sebesar 4,66 persen, meningkat 1,88 persen dibandingkan tahun
sebelumnya. Konstruksi merupakan contributor terbesar kelima bagi
perekonomian di Karangasem, pada tahun 2021 lapangan usaha ini
menyumbang 7,16 persen. Selama lima tahun terakhir,kontribusi sektor ini
mengalami pertumbuhan sebesar 5,64 persen, meningkat dibandingkan tahun
sebelumnya. Selanjutnya, lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan
tertinggi adalah lapangan usaha pertambangan dan penggalian yang terdapat di
Kabupaten Karangasem adalah galian C yaitu penggalian pasir dan batu padas.
Penggalian menyumbang sebesar 3,36 persen terhadap perekonomian
Karangasem pada tahun 2021, namun kerusakan lingkungan akibat kegiatan
penggalian menjadi isu utama terkait katagori ini. Padat tahun 2021 meningkat,
yang sebelumnya 0,31 persen meningkat menjadi 6,45 persen.

Pariwisata merupakan salah satu roda penggerak perekonomian
Kabupaten Karangsem. Selaian sebagai destinasi wisata karena budaya dan
alamnya, Karangasem juga didukung oleh industry pengolahan dengan berbagai
produk yang telah terkenal di manca negara. Lapangan usaha penyediaan
akomodasi dan makan minum memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian
Kabupaten Karangasem yaitu sebesar 7,42 persen. Selain perannya secara
langsung, diduga lapangan usaha ini juga berdampak terhadap lapangan usaha
lainnya. Pertumbuhan katagori ini mulai membaik pada tahun 2021 yaitu
sebesar -10,29 persen. Pelonggaran pembatasan mobilitas akibat pandemi
COVID-19 khususnya untuk wisatawan domestik mendorong pertumbuhan
lapangan usaha ini.

Lapangan usaha transportasi dan pergudangan mencakup 6
lapangan usaha yaitu angkutan rel, angkutan darat, angkutan laut, angkutan
sungai, danau dan penyebrangan (ASDP), angkutan udara, serta pergudangan
dan jasa penunjang angkutan. Lapangan usaha ini menumbang 15,72 persen
terhadap total perekonomian Kabupaten Karangasem pada tahun 2021.
Pertumbuhan lapangan usaha ini pada tahun 2021 pada angka -8,54 meningkat
0,56 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Cakupan aktivitas dari lapangan usaha jasa lainnya cukup beragam
yaitu mulai dari kegiatan kesenian, hiburan, dan rekreasi, jasa organisasi, jasa
reparasi, jasa perorangan sampai jasa rumah tangga. Kontribusi lapangan usaha
ini 2,33 persen dari total perekonomian Kabupaten Karangasem pada tahun
2021. Pertumbuhan lapagan usaha ini pada tahun 2021 sebesar -3,48 persen
meningkat 1,94 persen dibandingkan tahun 2020.
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Gambar 2.3
Lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi dan terendah tahun 2021

5,64 6,45
4,66

i “ Q. Jasa F. Konstruksi B. Pertambangan
Kesehatan dan

(3,48) Keg. Sosial

(10,29) &,54)

Sumber : BPS Kabupaten Karangasem, 2022

Berikut adalah kontribusi lapangan usaha dari urutan yang terbesar
hingga terkecil di Kabupaten Karangasem tahun 2021, secara rinci dapat dilihat

pada gambar 2.4 dibawah ini

Gambar 2.4
Kontribusi Lapangan Usaha terhadap PDRB Karangasem, Tahun 2021 (%)

A. Pertanian [ 127,37

H. Transportasi [ 1 15,72

0. Administrasi Pemerintahan C—————1 8,29
I. P. Akom & Makmin 1 7,42
F. Konstruksi ———— 7,16
G. PBE; Reparasi —— 5,50
K. Jasa Keuangan =3 4,54
L. Real Estate — 4,17
C.Industri = 4,15
J. Infokom = 3,77
B. Pertambangan [ 3,36
P. Jasa Pendidikan 3 2,77
Q. Jasa Kesehatan dan Keg. Sosial 1 2,45
RS, T, U.Jasa lainnya 23 2,33
M, N. Jasa Perusahaan 0O 0,78
E.P. Airdsj 1 0,13
D.P. Listrik dan Gas 1 0,09

B. Laju Inflasi
Pandemi Covid-19 telah menimbulkan dampak yang tidak sedikit di
masyarakat. Dampak tersebut memberikan tekanan berat bagi sektor

perkonomian baik dari sisi penawaran maupun permintaan. Berdasarkan rilis
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dari BPS, Perhitungan inflasi hanya dilakukan di Kota Denpasar dan Kabupaten
Buleleng, sedang Kabupaten Karangasem tidak dilakukan perhitungan inflasi.
Selama kondisi setahun terakhir, Kota Denpasar mengalami inflasi sebanyak
tujuh kali dan deflasi sebanyak lima kali. Inflasi tertinggi tercatat pada bulan
Januari 2021 yang besarannya mencapai 0,77 persen, sementara deflasi
terendah tercatat pada bulan Mei 2021 dengan nilai sedalam minus 0,59 persen.
Pada Kota Singaraja, perkembangan harga yang https://bali.bps.go.id 20
Perkembangan Triwulanan Ekonomi Bali Triwulan IV 2021 terhitung inflasi juga
tercatat sebanyak tujuh kali dan terhitung deflasi sebanyak lima kali. Inflasi
tertinggi terjadi di bulan Desember 2021 yang mencapai 1,70 persen,
sedangkan deflasi terdalam tercatat di bulan Juni 2021 yang besarannya
mencapai minus 0,52 persen. Berdasarkan gambar II.1, perkembangan tingkat
inflasi di Kota Denpasar dan Singaraja cenderung lebih berfluktuaktif
dibandingkan inflasi Nasional. Hal tersebut terlihat dari grafik kedua kota
tersebut yang bergerak lebih tinggi dan lebih rendah pada kondisi dua tahun
terakhir.

Berdasarkan metode perubahan rata-rata Indeks Harga Konsumen
(IHK) dalam menghitung inflasi triwulanan, perkembangan harga triwulan IV-
2021 Kota Denpasar tercatat mengalami inflasi sebesar 0,66 persen. Dari
sebelas kelompok pengeluaran, tercatat tujuh di antaranya mengalami rata-rata
peningkatan harga. Kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin
rumah tangga menjadi kelompok pengeluaran yang mengalami inflasi tertinggi,
yakni sebesar 3,09 persen. Sementara itu, kelompok pendidikan menjadi
kelompok pengeluaran dengan catatan deflasi terendah pada triwulan ini, yakni
sedalam minus 0,17 persen, sejalan dengan Kota Denpasar, Kota Singaraja juga
tercatat mengalami inflasi pada triwulan IV-2021 dengan besaran mencapai 0,41
persen. Perkembangan harga yang meningkat tersebut ditunjukkan dari
sembilan kelompok pengeluaran yang tercatat mengalami inflasi. Kelompok
perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga (2,88 persen);
kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya (1,03 persen); serta kelompok
transportasi (0,43 persen) menjadi tiga kelompok pengeluaran dengan tingkat
inflasi tertinggi

Sebagai respon terhadap risiko dan tantangan pengendalian inflasi
Bali di 2020, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Provinsi Bali terus
melanjutkan upaya pengendalian harga, baik melalui forum koordinasi maupun
melalui tindak lanjut nyata bersama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
terkait, di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Program kerja TPID ke depan

akan ditujukan pada seluruh aspek yang mencakup produksi, distribusi, dan
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ekspektasi. Aspek ekspektasi masyarakat dilakukan melalui sosialisasi,publikasi
serta memberikan himbauan (moral suasion) kepada masyarakat untuk menjaga
stabilitas harga. Selain itu, upaya stabilisasi harga juga dilakukan melalui
pelaksanaan pasar murah dan operasi pasar. Segala upaya tersebut diharapkan
dapat menahan laju inflasi yang bersumber dari sisi permintaan, sisi penawaran
dan ekspektasi dari pelaku ekonomi. Diharapkan laju inflasi di Kabupaten
Karangasem dapat terus dikendalikan sehingga aktivitas perekonomian di

Kabupaten Karangasem tetap stabil atau berjalan dengan lebih berkualitas.

C. PDRB Per Kapita

PDRB per kapita merupakan pembagian nilai tambah total yang

tercipta dengan jumlah penduduk suatu wilayah, sehingga dapat digunakan

sebagai gambaran kesejahterahan suatu wilayah. Semakin besar nilai PDRB per

kapita menunjukkan semakinsejahtera wilayah tersebut, dan sebaliknya nilai

PBRD per kapita yang rendah menunjukkan semakin rendahnya tingkat
kesejahterahaan di wilayah tersebut.

PDRB per kapita Kabupaten Karangasem baik atas dasar harga
berlaku maupun harga konstan 2010 pada tahun 2021 menurun dibandingkan
tahun 2020. PDRB per kapita ADHB Kabupaten Karangasem pada tahun 2021
32,92 -16,91

Terkontraksinya lapangan usaha yang berkaitan dengan pariwisata akibat

sebesar juta rupiah dengan laju pertmbuhan persen.

adanya pandemi COVID-19 berkontribusi besar pada penurunan PDRB per

kapita. Selengkapnya perkembangan pendapatan perkapita tahun 2016-2020
disajikan pada Tabel 2.14

Tabel 2.14
PDRB dan PDRB per Kapita Kabupaten
Tahun 2017-2021

No.

Indikator

2017

2018

2019

2020

2021

PDRB Harga
Berlaku (Juta
Rupiah)

14.598 384,60

15.886.255,44

17.084.380,04

16.452.844,86

16.487.624,87

PDRB Harga
Konstan
(Juta Rupiah)

10.006.134,50

10.550.245,08

11.130.842,50

10.635.788,95

10.570.602,67

Jumlah
Penduduk
pertengahan
tahun (x
1000 Orang)

412,82

414,80

416,60

418,50

500,85
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No.

Indikator 2017 2018 2019 2020 2021

Pertumbuhan
PDRB per
kapita ADHK 4,55 4,93 5,04 -4,93 -16,91
2010
(persen)

PDRB Per
Kapita Harga
Berlaku (Juta
Rupiah)

35,36 38,30 41,01 39,31 32,92

PDRB Per
Kapita Harga
Konstan
(Juta Rupiah)

24,24 25,43 26,72 25,40 21,10

Sumber : BPS Kabupaten Karangasem, 2022

D. Indeks Gini Rasio
Ketimpangan pendapatan diukur dengan besaran koefisien Gini atau
lebih dikenal dengan Gini Ratio (GR). Indeks Gini atau Koefisien Gini dinyatakan
dalam bentuk rasio yang nilainya antara 0 dan 1. Nilai 0 menunjukkan
pemerataan yang sempurna dimana semua nilai sama sedangkan nilai 1
menunjukkan ketimpangan yang paling tinggi yaitu satu orang menguasai
semuanya sedangkan yang lainnya nihil. Kategori Indeks Gini berdasarkan
publikasi BPS terdiri dari :
» GR<0,20> kelompok penduduk dengan Ketimpangan Sangat
Rendah
» 0,20 <GR<0,39> kelompok penduduk dengan Ketimpangan
Rendah.
» 0,39<GR=<0,59 -> kelompok penduduk dengan Ketimpangan
Sedang.
» 0,59<GR<0,79 > kelompok penduduk dengan Ketimpangan
Tinggi.
» GR>0,79> kelompok penduduk dengan Ketimpangan Sangat
Tinggi
Indeks Gini Kabupaten Karangasem termasuk dalam kategori
ketimpangan rendah dengan nilai tahun 2018 sebesar 0,3393. Nilai ini masih
berada di bawah ketimpangan pendapatan provinsi Bali. Selengkapnya disajikan
pada Tabel 2.15.
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Tabel 2.15
Indeks Gini Rasio Kabupaten Karangasem dan Perbandingan Dengan Kota
Denpasar dan Provinsi Bali Tahun 2017 — 2021

No. | Gini Rasio 2017 2018 | 2019 | 2020 | 2021
1 | Kabupaten Karangasem | 0,3232 | 0,3393 | 0,312 | 0,327 | 0,317
2 | Kota Denpasar 0,3414 | 0,3422| 0,347 | 0,330 | 0,375
3 | Provinsi Bali 0,3840 | 0,3774| 0,366 | 0,369 | 0,377

Sumber : BPS Kabupaten Karangasem, 2022

E. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator untuk
mengetahui tiga dimensi pokok pembangunan sumber daya manusia yang
mencerminkan status kemampuan dasar penduduk, meliputi: Angka Usia
Harapan Hidup (AHH) untuk mengukur peluang hidup; rata-rata lama sekolah
dan angka melek huruf untuk mengukur status tingkat pendidikan; serta
pengeluaran riil per Kapita untuk mengukur akses terhadap sumber daya untuk
mencapai standar hidup layak.

IPM memberikan suatu ukuran gabungan tiga dimensi tentang
pembangunan manusia: (1). Indeks kesehatan : Panjang umur dan menjalani
hidup sehat (diukur dari usia harapan hidup); (2). Indeks pendidikan : Terdidik
(diukur dari tingkat kemampuan baca tulis orang dewasa dan tingkat
pendaftaran di sekolah dasar, lanjutan dan tinggi); dan (3). Indeks daya beli :
Memiliki standar hidup yang layak (diukur dari paritas daya beli/ PPP,
penghasilan). Perkembangan IPM Kabupaten Karangasem tahun 2017 - 2021.
Selengkapnya disajikan pada Tabel 2.16.

Tabel 2.16

IPM Kabupaten Karangasem dan Provinsi Bali Tahun 2017-2021
IPM 2017 2018 2019 2020 2021
Kabupaten 65,57 66,49 67,34 67,35 67,36
Karangasem
Provinsi Bali 74,30 74,77 75,38 75,50 75,69
Pertumbuhan IPM 0,52 1,40 1,28 0,01 0,01
Karangasem (%)

Sumber : SIPD Kabupaten Karangasem, 2022
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F. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan permasalahan utama yang masih dihadapi
Pemerintah Kabupaten Karangasem. Secara umum kemiskinan jika dilihat dari
penyebabnya dapat dikategorikan menjadi 3 kelompok utama yaitu kemiskinan
struktural, kemiskinan kultural dan kemiskinan alami. Kemiskinan struktural lebih
disebabkan pada hal-hal yang berhubungan dengan kebijakan, peraturan, serta
lembaga yang ada di masyarakat yang menghambat produktivitas dan mobilitas
masyarakat. Kemiskinan kultural berkaitan dengan nilai-nilai sosial budaya yang
tidak produktif, tingkat kesehatan yang buruk serta pendidikan yang rendah
sedangkan kemiskinan alami terkait dengan kondisi alam dan geografis yang
tidak mendukung masyarakat seperti daerah yang tandus, terpencil atau bahkan
terisolasi.

Kemiskinan di Kabupaten Karangasem disebabkan oleh faktor
geografis seperti kekeringan, nilai-nilai sosial budaya seperti gender, tingkat
pendidikan yang masih rendah dan kondisi kesehatan yang buruk, serta
kebijakan peraturan dan lembaga yang ada di masyarakat yang menghambat
produktivitas dan mobilitas masyarakat.

Kemiskinan menurut asal penyebabnya terdiri dari 2 macam yaitu
kemiskinan kultural dan kemiskinan struktural. Kemiskinan kultural disebabkan
oleh adanya faktor-faktor adat atau budaya suatu daerah setempat. Sedangkan
kemiskinan struktural terjadi akibat ketidakberdayaan seseorang maupun
sekelompok masyarakat tertentu terhadap sistem atau tatanan sosial yang tidak
adil

Secara konseptual, kemiskinan dapat dibedakan menurut kemiskinan
relatif dan kemiskinan absolut. Perbedaan keduanya dilihat berdasarkan pada
standar penilaiannya. Standar penilaian kemiskinan relatif merupakan standar
kehidupan yang ditentukan dan ditetapkan secara subyektif oleh masyarakat
setempat dan bersifat lokal. Kemiskinan absolut merupakan standar hidup
minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang diperlukan.
Standar kehidupan minimum untuk memenuhi kebutuhan dasar ini disebut
sebagai garis kemiskinan.

Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, jumlah penduduk miskin di
Kabupaten Karangasem mengalami penurunan. Jika di tahun 2019 jumlah
penduduk miskin sebesar 25,99 ribu orang, kemudian menurun sebesar 1,3 ribu
orang di tahun 2020 menjadi sebesar 24,69 ribu orang. Dan di tahun 2021,
jumlah penduduk miskin meningkat menjadi 28,52 ribu orang. Kondisi
peningkatan jumlah penduduk miskin pada tahun 2021 juga diikuti pula dengan

peningkatan persentase penduduk miskin (P0). Persentase penduduk miskin di
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Kabupaten Karangasem pada tahun 2019 sebesar 6,25 persen dan turun 0,34
poin menjadi 5,91 persen pada tahun 2020. Persentase penduduk miskin pada
tahun 2021 menjadi 6,78 persen, naik 0,87 poin dibandingkan tahun 2020 dan
Persentase penduduk miskin di Bali pada September 2021 adalah sebesar
4,72% atau naik 0,19 poin dari periode Maret 2021 tercatat sebesar 4,53%.
Angka ini masih jauh berada pada rata-rata nasional yaitu sebesar 9,71%. Data
Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Karangasem Dan Bali (periode
September) Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada gambar 2.5 dibawah ini.

Gambar 2.5
Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kabupaten
Karangasem Dan Bali (periode September) Tahun 2017-2021

—
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Sumber : SIPD Kabupaten Karangasem, 2022

2.1.3.2 Fokus Kesejahterahan Sosial
A. Angka Melek Huruf

Persentase penduduk berumur 15 tahun ke atas menurut
kepandaian membaca dan menulis diketahui melek huruf yang dapat membaca
dan menulis huruf latin dan atau huruf lainnya untuk tahun 2021 sebesar 84,08
lebih rendah dari tahun sebelumnya yaitu 89,05. Angka melek huruf di tahun
2020, penduduk laki-laki mencapai 93,12 dan perempuan sebesar 85,06 dan
gabungan laki dan perempuan sebesar 89,05. Tahun 2021 penduduk laki-laki
mencapai 90,10 dan perempuan sebesar 78,16 dan gabungan laki dan
perempuan sebesar 84,08 Data melek huruf dari tahun 2017-2021, disajikan
pada Tabel 2.17
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Tabel 2.17
Angka Melek Huruf Kabupaten Karangasem Tahun 2017-2021

Uraian 2017 2018 | 2019 | 2020 | 2021
1. Laki-Laki 88,95 90,75 | 91,13 | 93,12 | 90,10
2. Perempuan 74,78 79,16 | 78,97 | 85,06 | 78,16
3 Laki dan 81,80 84,91 | 85,01 | 89,05 | 84,08
Perempuan
4 Provinsi Bali Laki 92,90 92,98 | 94,53 | 94,80 | 95,00
dan Perempuan

Sumber : SIPD Kabupaten Karangasem, 2022

B. Angka Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata lama Sekolah merupakan cerminan tingkat pencapaian
pendidikan yang ditempuh secara formal. Semakin lama seseorang bersekolah
diasumsikan semakin handal orang tersebut/semakin tinggi kualitasnya. Rata-
rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh
penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Rata-rata
lama sekolah di Kabupaten Karangasem pada tahun 2017 mencapai 5,52 tahun
dan sampai tahun 2021 terus mengalami peningkatan. Di tahun 2020 rata-rata
lama sekolah mencapai 6,33. Capaian angka ini lebih rendah dari rata-rata
Provinsi Bali yang telah mencapai 9,06 tahun. Kendati terjadi kenaikan, angka
rata-rata lama sekolah di Kabupaten Karangasem menunjukkan bahwa rata-rata
penduduk di Kabupaten Karangasem baru mengenyam pendidikan hingga kelas
5 SD atau dengan kata lain belum bisa menikmati WAJAR 9 tahun, selengkapnya
disajikan pada Tabel 2.18

Tabel 2.18
Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Karangasem dan Provinsi Bali
Tahun 2017-2021

Kabupaten/Kota Rata-rata lama sekolah

2017 2018 2019 2020 2021
Karangasem 5,52 5,97 6,31 6,32 6,33
Provinsi Bali 8,55 8,65 8,84 8,95 9,06

Sumber : SIPD Kabupaten Karangasem, 2022
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C. Angka Partisipasi Angkatan Kerja

Bertambahnya jumlah penduduk bisa menjadi “sumber kekuatan”
sekaligus “tantangan” bagi suatu daerah di era pembangunan saat ini. Sebagai
“sumber kekuatan”, meningkatnya potensi SDM untuk memutar roda
perekonomian.

Jumlah penduduk usia kerja di Kabupaten Karangasem tahun 2021
mencapai kisaran 323,7 ribu jiwa atau sebanyak 81,15 persen, kondisi ini
meningkat dari tahun sebelumnya. Sebagai “tantangan” meningkatnya jumlah
penduduk berarti meningkat pula kebutuhan yang harus disiapkan, dari sisi
ketenagakerjaan, semakin banyak penduduk akan membutuhkan banyak
lapangan kerja. Jika kondisi ini tidak terpenuhi, akan membawa dampak negatif
salah satunya peningkatan julah pengangguran. Selengkapnya dapat dilihat
pada tabel 2.19

Tabel 2.19
Angka Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Karangasem
dan Provinsi Bali Tahun 2017-2021

Kabupaten/Prov Angka Partisipasi Angkatan Kerja
2017 2018 2019 2020 2021
Karangasem 78,37 82,28 80,61 80,75 81,15
Provinsi Bali 7524 | 76,56 | 73,77 | 74,32 73,54

Sumber : SIPD Kabupaten Karangasem, 2022

D. Tingkat Pengangguran Terbuka

Data menunjukkan bahwa selama 4 tahun terakhir, ekonomi
Karangasem cenderung mengalami fluktuasi, ditahun 2021 pertumbuhan
ekonomi mengalami peningkatan dari tahun 2020 yaitu -0,56 persen, begitu
pula dengan tingkat pengangguran terbuka di tahun 2021 menjadi 2,32 persen
penyebabnya adalah pendemi covid-19 sehingga banyak karyawan-karyawan
swasta terutama sektor pariwisata dan yang berhubungan dengan pariwisata
dirumahkan, Tingkat Pengangguran Terbuka Kab Karangasem dapat dilihat pada
tabel 2.20

RKPD Semesta Berencana Kab. Karangasem Tahun 2023 BABII-36



dan Provinsi Bali Tahun 2017-2021

Tabel 2.20
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Karangasem

Kabupaten/Prov Angka Partisipasi Angkatan Kerja
2017 | 2018 | 2019 2020 2021
Karangasem 0,72 1,03 0,72 2,42 2,32
Provinsi Bali 1,48 1,40 1,57 5,63 5,37

Sumber : SIPD Kabupaten Karangasem, 2022

2.1.3.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

A. Kebudayaan

Pembangunan bidang kebudayaan diupayakan dengan pembinaan

secara berjenjang melalui banjar maupun lembaga dan organisasi kesenian.

Dalam upaya pelestarian budaya dan kesenian lokal, pembinaan dilaksanakan

berkesinambungan melalui

peran serta kesenian tingkat Kabupaten/Kota

maupun Provinsi sehingga kreativitas seni dan budaya dapat tumbuh dan

berkembang. Pelestarian budaya juga dilaksanakan melalui pelestarian cagar

budaya serta situs-situs budaya yang memiliki nilai seni dan sejarah bagi

Kabupaten Karangasem. Selain itu pengembangan seni dan budaya diarahkan

untuk dapat menunjang aktivitas hiburan dan pariwisata. Jenis, jumlah dan situs

cagar budaya yang ada di Kabupaten Karangasem sebagaimana tabel 2.21.

Tabel 2.21
Jenis, Jumlah Dan Situs Cagar Budaya Yang Ada Di Kabupaten Karangasem
NO URAIAN JUMLAH KETERANGAN
1 Jenis Cagar Budaya
Jumlah  benda  cagar 52 Unit Milik swasta
budaya 10 Unit Milik swasta
Jumlah situs cagar budaya
2 Penetapan Cagar Budaya
Jumlah cagar budaya 286 unit Ditetapkan 32 unit
Belum ditetapkan 254 unit
3 Museum
Jumlah Museum 1 unit Milik swasta dan belum di
registrasi

Sumber : SIPD Kabupaten Karangasem, 2022
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B. Kepemudaan dan Olahraga

Dalam

rangka mewujudkan generasi

muda vyang sehat,

pembangunan juga diarahkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana

olahraga yang memadai. Perkembangan olahraga di Kabupaten Karangasem

dapat dilihat dari jumlah klub olahraga, serta sarana dan prasarana olahraga

yang tersedia baik yang disediakan langsung oleh pemerintah maupun swasta

dan masyarakat. Secara lebih rinci disajikan pada tabel 2.22.

Tabel 2.22
Jumlah Klub Olahraga Dan Sarana Prasarana Olahraga Di Kabupaten
Karangasem
NO URAIAN JUMLAH
1 | Jumlah Klub Olahraga 145 Klub
Bola Voli 29 Klub
Bola Basket 5 Klub
Sepak bola 21 Klub
Futsal 20 Klub
Sepak takraw 8 Klub
Tenis 8 Klub
Tenis Meja 15 Klub
bulutangkis 25 Klub
Biliard 2 Klub
Bowling -
Renang 3 Klub
Tinju/beladiri 2 Klub
Sepeda 2 Klub
Binaraga 3 Klub
Panahan 2 Klub
Olahraga lainnya -
2 | Sarana Prasarana Olahraga
Lapangan bola voli 6 unit
Lapangan basket 6 unit
Lapangan tenis 4 unit
Stadion bola type A 1 unit
Stadion bola type C 1 unit
Stadion atletik type A 2 unit
Stadion atletik type A 2 unit
Lapangan bulutangkis 1 unit
Gedung olahraga type B 1 unit
Kolam renang 2 unit
Lapangan olahraga terbuka 9 Unit
Lapangan futsal 1 unit
Lapangan Sepak bola type B 1 unit
Sumber : SIPD Kabupaten Karangasem, 2022
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2.1.4 Pelayanan Umum

2.14.1

Urusan Wajib Pelayanan Dasar
2.1.4.1.1 Pendidikan
A. Fasilitas Pendidikan

Pendidikan erat kaitannya dengan peningkatan kualitas sumber daya
manasia (SDM). Sesuai arah kebijakan dan pembangunan yang berkaitan
dengan pendidikan, berorientasi pada upaya pemenuhan kualitas yang memadai
untuk kebutuhan Krama Karangasem di fokuskan tuntas wajib belajar 9 Tahun
serta melalui program penyelenggaraan pendidikan terfokus pada pembagunan
TK/PAUD yang berbasis Hindu.

Pembangunan disektor pendidikan meliputi penyediaan fasilitas
pendidikan berupa gedung sekolah, tenaga pengajar, kelengkapan literatur,
serta sarana penunjang lainnya. Jumlah desa/kelurahan di Kabupaten
Karangasem sebanyak 78 dan yang tersedia Pos PAUD (69 sekolah), TK (133
sekolah), SD (356 sekolah), SMP (51 sekolah), SMA (20 sekolah), dan SMK (18
sekolah). Untuk tingkat pendidikan tinggi, yang mempunyai (1) sekolah
Akademi/Perguruan Tinggi .
(1sekolah), SMP Luar Biasa (1 sekolah), SMA Luar Biasa (1 sekolah). Untuk

pendidikan berbasis Agama, Pondok Pesantren (5 sekolah), dan Madrasah

Untuk pendidikan luar biasa, SD Luar Biasa

Diniyah (3 sekolah). Data selengkapnya perbandingan dengan kabupaten/kota
lainnya di Bali disajikan pada Tabel 2.23

Tabel 2.23

Banyaknya Sekolah, Guru dan Murid Menurut Tingkat Pendidikan
di Kabupaten Karangasem Tahun 2021/2022

Tingkat ) Rata-rata Raté-rata Ratey-rata
No. Pendidikan Sekolah | Guru Murid Guru per Murid per | murid per
Sekolah Sekolah Guru
1 Taman Kanak- 113 396 4,118 3,50 36,44 10,40
kanak
2 Sekolah Dasar 356 3.257 45.037 9,15 126,51 13,83
3 MI 8 128 1.429 16,00 178,63 11,16
4 SDLB 1 19 102 19,00 102,00 5,37
5 SMP 48 1.118 20.839 23,29 434,15 18,64
6 MTs 3 65 604 21,67 201,33 9,29
7 SMPLB 1 6 38 6,00 38,00 6,33
8 SMA 19 540 9.979 28,42 525,21 18,48
9 SMK 13 394 6.527 30,31 502,08 16,57
10 MA 2 54 309 27,00 154,50 5,72
11 SMALB 1 7 20 7,00 20,00 2,86
Sumber : SIPD Kabupaten Karangasem, 2022
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B. Angka Partipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Karangasem pada tahun
2019 untuk tingkat kelompok umur 7-12 tahun sebesar 99,32%, di tahun 2020
mengalami peningkatan yaitu mencapai 99,86 dan pada tahun 2021 menurun
yaitu sebesar 99,72. APS kelompok umur 13-15 tahun 2021 sebesar 96,43
kondisi ini menurun dari tahun 2020 sebesar 96,77, pada kelompok umur 16-18
tahun 2021 sebesar 80,54 kondisi ini menurun dibandingkan tahun 2020
sebesar 80,96 dan untuk kelompok umur 19-24 tahun 2021 mengalami
peningkatan daripada tahun 2020 sebesar 8,99 Selengkapnya disajikan pada
Tabel 2.24.

Tabel 2.24

Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Karangasem Tahun 2017-2021

Angka Partisipasi Sekolah

No. (APS-%)

2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021

1 7-12 tahun

Kabupaten Karangasem 99,47 99,35 99,32 99,86 | 99,72

Provinsi Bali 99,44 |99,56 |99,71 99,57 | 99,70

2 13-15 tahun

Kabupaten Karangasem 96,17 96,48 96,97 96,77 | 96,43

Provinsi Bali 97,72 197,92 |97,72 |98,21 | 98,22

3 16-18 tahun

Kabupaten Karangasem 71,61 80,11 81,26 80,96 | 80,54

Provinsi Bali 82,16 |82,35 |8260 |829 |83,96

4 19-24 tahun

Kabupaten Karangasem 13,82 8,54 n/a 11,90 | 9,52

Provinsi Bali 26,56 27,24 27,86 28,67 | 28,95

Sumber : SIPD Kabupaten Karangasem, 2022

C. Angka Partisipasi Murni

Capaian target Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten
Karangasem tahun 2017 untuk tingkat SD/MI sebesar 95,86% meningkat di
tahun 2021 menjadi 96,85%. Untuk tingkat SMP/MTs di tahun 2017 sebesar
82,28% juga meningkat di tahun 2021 menjadi 84,51%. Pada tingkat SMA di
tahun 2017 sebesar 58,00% dan meningkat menjadi 60,06% di tahun 2021.
Untuk tingkat perguruan tinggi di tahun 2017 hanya sebesar 7,54% meningkat
menjadi 8,65% di tahun 2021. dan juga masih. Perkembangan capaian APM
tahun 2017-2021 selengkapnya disajikan pada Tabel 2.25
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Tabel 2.25

Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA dan Perguruan

Tinggi Kabupaten Karangasem dan Provinsi Bali Tahun 2017-2021

No. | Angka Partisipasi Murni | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
(APM -%)
1 SD/MI
Kabupaten Karangasem 95,86 95,55 97,09 96,91 96,85
Provinsi Bali 96,09 96,19 96,78 97,20 97,20
2 SMP/MTs
Kabupaten Karangasem 82,28 82,87 85,20 85,06 84,51
Provinsi Bali 85,32 86,00 86,75 87,26 87,11
3 SMA/MA
Kabupaten Karangasem 58,00 59,30 60,02 60,06 60,06
Provinsi Bali 72,40 73,00 72,93 73,29 74,82
4 Perguruan Tinggi
Kabupaten Karangasem 7,54 6,16 5,60 7,52 8,65
Provinsi Bali 22,78 24,06 24,17 24,68 25,28

Sumber : SIPD Kabupaten Karangasem, 2022

Angka Partisipasi Kasar

Capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Karangasem tahun
2017-2021 berfluktuatif, untuk tingkat SD/MI di tahun 2017 sebesar 104,04%
dan di tahun 2021 mencapai 102,65%. APK untuk tingkat SLTP di tahun 2017
sebesar 100,40% dan di tahun 2021 sebesar 104,99%. APK tingkat SMA dari
tahun 2017-2021 berfluktuatif, di tahun 2017 sebesar 77,55%, dan menurun
lagi di tahun 2018 menjadi 71,32%, tahun 2019 meningkat 73,68% di tahun
2020 sebesar 74,79% dan di tahun 2021 menurun 74,13%. APK perguruan
tinggi di tahun 2017 mencapai 9,11% sedangkan di tahun 2021 meningkat

menjadi 13,29%. Selengkapnya perkembangan APK tahun 2017-2021 disajikan
pada Tabel 2.26
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Tabel 2.26
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA dan Perguruan
Tinggi Kabupaten Karangasem dan Provinsi Bali Tahun 2017-2021

No. | Angka Partisipasi Kasar | 2017 2018 2019 2020 2021
(APK -%)
1 SD/M1
Kabupaten Karangasem 104,04 | 106,86 105,88 104,37 102,65
Provinsi Bali 104,35 | 103,02 103,52 102,87 103,09
2 SMP/MTs
Kabupaten Karangasem 100,40 | 99,32 105,36 103,50 104,99
Provinsi Bali 96,29 96,14 97,26 97,40 98,68
3 SMA/MA
Kabupaten Karangasem 77,55 71,32 73,68 74,79 74,13
Provinsi Bali 90,04 87,74 87,96 88.67 89,87
4 Perguruan Tinggi
Kabupaten Karangasem 911 13,38 9,43 11,51 13,29
Provinsi Bali 29,40 30,51 29,84 30,55 30,64

Sumber : SIPD Kabupaten Karangasem, 2022

E. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Perkembangan jumlah sekolah TK, di Kabupaten Karangasem, tahun
2020 terdapat 113 TK tahun 2021 menjadi 108 TK. Perkembangan jumlah murid
TK selama kurun waktu 2017 hingga 2021 berfluktuasi, meningkat sebanyak
372 siswa atau meningkat sebanyak 9,03 persen. Data selengkapnya disajikan
pada Tabel 2.27

Tabel 2.27
Banyaknya Sekolah, Guru, dan Murid Taman Kanak-kanak (TK)
Menurut Kecamatan Tahun 2017/2018 -2020/2021

No. Tahun Sekolah Guru Murid
1 | 2017/2018 154 516 6.250
2 | 2018/2019 156 476 5.587
3 |2019/2020 108 389 4.490
4 | 2019/2020 113 396 4.118
5 |2020/2021 108 389 4.490

Sumber : SIPD Kabupaten Karangasem, 2022

F. Pendidikan Sekolah Dasar ( SD)

Jumlah sekolah SD Negeri di Kabupaten Karangasem dari tahun
2018-2021 tetap yaitu 355 buah SD, sedangkan jumlah guru SD negeri dari
tahun 2017 hinga tahun 2019 berfluaktif dimana kondisi pada tahun 2021
jumlah guru SD negeri di Kabupaten Karangasem sebanyak 3.240, kondisi ini
menurun sebanyak 230 dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar 3.470
orangpada SD negeri di Kabupaten Karangasem tahun 2021 sebanyak 44.716.
Jumlah murid mencapai Banyaknya sekolah, guru dan murid untuk jenjang SD
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dari tahun 2017-2021 dilihat dari seluruh kecamatan disajikan pada Tabel 2.28
dan Tabel 2.29

Tabel 2.28
Banyaknya Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Dasar (SD)
di Kabupaten Karangasem Tahun 2016/2017 — 2020/2021

No. Tahun Sekolah Negeri Sekolah Swasta
Sekolah | Guru Murid | Sekolah | Guru | Murid
1 |2016/2017 355 3.555 | 44.343 2 23 323
2 |2017/2018 358 3.195 | 45.036 6 63 755
3 |2018/2019 355 3.527 | 44.144 1 14 302
4 | 2019/2020 355 3.470 | 44.261 1 15 321
5 | 2020/2021 355 3.240 | 44.716 1 17 321

Sumber : SIPD Kabupaten Karangasem, 2022

Tabel 2.29
Banyaknya Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Dasar (SD)
Menurut Kecamatan Tahun 2021

No. Tahun Sekolah Negeri Sekolah Swasta
Sekolah Guru Murid | Sekolah | Guru Murid

1 | Rendang 33 268 3.862 - - -
2 | Sidemen 29 243 3.043 - - -
3 | Manggis 45 381 5.014 - - -
4 | Karangasem 66 644 9.080 1 17 321
5 | Abang 59 503 7.223 - - -
6 | Bebandem 39 353 4.393 - - -
7 | Selat 34 316 4.153 - - -
8 | Kubu 51 532 7.948 - - -

Jumlah 355 3.240 44.716 1 17 321

Sumber : SIPD Kabupaten Karangasem, 2022

G. Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)

Di Kabupaten Karangasem jumlah SLTP Negeri tahun 2021 sebanyak
45 sekolah, dengan jumlah guru sebanyak 1.149 dan jumlah murid sebanyak
20.397 orang. Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) di Kabupaten
Karangasem sebanyak 1 sekolah, dengan jumalh guru sebanyak 3orang dan jumlah
murid sebanyak 24 orang. Sekolah Madrasah Tsanawiah (MTs) di Kabupaten
Karangasem sebanyak 3 sekolah, dengan jumah guru sebanyak 51 orang dan jumlah
murid sebanyak 654 orang dan Sekolah Menengah Pertama Satu Atap di Kabupaten
Karangasem sebanyak 12 sekolah dengan jumlah guru sebanyak 168 dan jumlah guru

sebanyak 1.085 orang,. Banyaknya Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Menengah
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Pertama Luar Biasa (SMPLB) di Kecamatan Karangasem Tahun 2021 disajikan
pada tabel 2.30

Tabel 2.30

Banyaknya Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa
(SMPLB) di Kecamatan Karangasem Tahun 2021

Sekolah Negeri

Sekolah Swasta

No. SLTP - -
Sekolah | Guru Murid | Sekolah | Guru Murid

1 | SLTP Negeri 45 1.149 | 20.397 3 30 469
Sekolah Menengah

2 | Pertama Luar Biasa 1 3 24 - - -
(SMPLB)
Madrasah Tsanawiah

3 (MTs) 3 51 654 2 28 192
Sekolah Menengah ) ) )

4 Pertama Satu Atap 12 168 1.085

Sumber : SIPD Kabupaten Karangasem, 2022

H. Angka Putus Sekolah
Angka Putus Sekolah (APUS) adalah persentase jumlah anak yang

putus sekolah pada jenjang pendidikan tertentu dibagi dengan jumlah seluruh

siswa pada jenjang pendidikan tersebut pada tahun tersebut. Angka putus

sekolah jenjang pendidikan Sekolah Dasar negeri adalah sebanyak 117 orang

atau 0,26 %

dan tidak terdapat angka putus Angka putus sekolah jenjang

pendidikan Sekolah Dasar swasta. Banyaknya Angka Putus Sekolah pada

masing-masing Kecamatan se Karangasem Tahun 2021 dilihat dari masing-

masing Kecamatan disajikan pada tabel Tabel 2.31

Tabel 2.31

Banyaknya Angka Putus Sekolah Jenjang Sekolah Dasar pada masing-masing
Kecamatan se Karangasem Tahun 2021

Total(Mengulang/Putus
Putus Sekolah
No. | Kecamatan Sekolah)
Negeri |Swasta | Jumlah |Negeri|Swasta| Jumlah
1 Kec. Rendang 0 0 0 18 18
2 Kec. Sidemen 0 0 0 16 0 16
3 Kec. Manggis 0 0 0 30 0 30
4 Kec. Karangasem 18 0 18 76 1 77
5 Kec. Abang 7 0 7 68 0 68
6 Kec. Bebandem 6 0 6 60 0 60
7 Kec. Selat 19 0 19 35 0 35
8 Kec. Kubu 67 0 67 139 0 139
Kab. KarangAsem 117 0 117 117 1 444
Sumber : SIPD Kabupaten Karangasem, 2022
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Angka Putus Sekolah (APUS) adalah persentase jumlah anak yang
putus sekolah pada jenjang pendidikan tertentu dibagi dengan jumlah seluruh
siswa pada jenjang pendidikan tersebut pada tahun tersebut. Angka putus
sekolah jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama negeri adalah sebanyak
210 siswa atau 0,103 % dan angka putus Angka putus sekolah jenjang
pendidikan Sekolah Menengah Pertama swasta sebanyak 216 siswa atau 1,05
%. Banyaknya Angka Putus Sekolah pada masing-masing Kecamatan se
Karangasem Tahun 2021 dilihat dari masing-masing Kecamatan disajikan pada
tabel Tabel 2.32

Tabel 2.32
Banyaknya Angka Putus Sekolah Jenjang Sekolah Menengah Pertama
pada masing-masing Kecamatan se Karangasem Tahun 2021

Putus Sekolah Total(Mengulang/Putu
. s Sekolah)

No. Provinsi
Negeri |Swasta | Subjml | Negeri [Swasta| Jumlah
1 Kec. Rendang 28 0 28 59 59
2 Kec. Sidemen 14 0 14 14 0 14
3 Kec. Manggis 27 0 27 27 0 27

4 Kec.

Karangasem 23 0 23 23 0 23
5 Kec. Abang 18 0 18 20 0 20
6 Kec. Bebandem 29 0 29 29 0 29
7 Kec. Selat 6 0 6 6 0 6
8 Kec. Kubu 65 0 65 66 0 66
Kab. KarangAsem 210 0 210 216 0 216

Sumber : SIPD Kabupaten Karangasem, 2022

I. Angka Kelulusan

Angka kelulusan adalah persentase jumlah siswa pada jenjang
pendidikan dan tahun tertentu dibagi jumlah siswa pada jenjang dan tahun yang
sama. Lulusan siswa pada tahun 2021 jenjang pendidikan Sekolah Dasar adalah
sebanyak 7.319 siswa dan banyaknya lulusan siswa jenjang pendidikan Sekolah
Menengah Pertama adalah sebanyak 6.872 siswa. Banyaknya Lulusan Siswa
Jenjang Sekolah Dasar pada masing-masing Kecamatan se Karangasem Tahun
2021 disajikan pada tabel 2.33 dan tabel 2.34
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Tabel 2.33

Banyaknya Lulusan Siswa Jenjang Sekolah Dasar pada masing-masing
Kecamatan se Karangasem Tahun 2021

No. Kecamatan Jumiah Lulusan Jumlah Total
Negeri | Swasta
1 | Kec. Rendang 611 611
2 | Kec. Sidemen 583 583
3 | Kec. Manggis 863 863
4 | Kec. Karangasem 1.515 41 1.556
5 | Kec. Abang 1.126 1.126
6 | Kec. Bebandem 665 665
7 | Kec. Selat 642 642
8 | Kec. Kubu 1.273 1.273
Kab. KarangAsem 7.278 41 7.319

Sumber : SIPD Kabupaten Karangasem, 2022

Tabel 2.34

Banyaknya Lulusan Siswa Jenjang Sekolah Menengah Pertama pada
masing-masing Kecamatan se Karangasem Tahun 2021

No. Kecamatan Jumiah Lulusan Jumlah Total
Negeri | Swasta

1 | Kec. Rendang 591 591
2 | Kec. Sidemen 557 557
3 | Kec. Manggis 750 86 836
4 | Kec. Karangasem 1.501 71 1.572
5 | Kec. Abang 1.023 1.023
6 | Kec. Bebandem 666 666
7 | Kec. Selat 625 625
8 | Kec. Kubu 1.002 1.002

Kab. Karang Asem 6.715 157 6.872
Sumber : SIPD Kabupaten Karangasem, 2022
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Tabel 2.35
Capaian Indikator Kinerja Dalam Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Karangasem Tahun 2021

Kondisi Tahun 2021
ASPEK/FOKUS/BIDANG Kinerja Awal
No. | URUSAN/ INDIKATOR KINERJA | Satuan Periode .
PEMBANGUNAN DAERAH RPIMD Target | Capaian
(2020)
1 2 3 4 5 6
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
1 |Angka Melek Huruf Persentase 90 93 84,08
(%)
2 |Angka rata-rata lama sekolah Tahun 6,31 6,55 6,33

ASPEK PELAYANAN UMUM

LAYANAN URUSAN WAJIB DASAR

Pendidikan
Angka Partisipasi Kasar :
3 |Persentase APK SD / MI Persentase 111,97| 114,21 110,79
(%)
4 |Persentase APK SMP /MTs Persentase 107,37| 109,52| 109,78
(%)
Angka Pendidikan yang
ditamatkan :
5 |Angka Pendidikan yang ditamatkan Persentase 93,76| 94,70 100
SD/MI/Paket A (%)
6 [Angka Pendidikan yang ditamatkan Persentase 99,72 99,73 100
SMP/MTs/Paket B (%)
Angka Partisipasi Murni :
7 |Angka Partisipasi Murni (APM) Persentase 99,42 99,43 98,97
SD/MI/Paket A (%)
8 |Angka Partisipasi Murni (APM) Persentase 83,95| 84,79 82,53
SMP/MTs/Paket B (%)
Angka Partisipasi Sekolah :
9 [Angka Partisipasi Sekolah (APS) Persentase 99,32 99,33| 106,71
SD/MI/Paket A (%)
10 [Angka Partisipasi Sekolah (APS) Persentase 96,97| 96,98 84,81
SMP/MTs/Paket B (%)
Angka Putus Sekolah :
11 |Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI Persentase 0,1 105 0,26
(%)
12 |Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs | Persentase 0,34 0,34 0,17
(%)
Angka Kelulusan :
13 [Angka Kelulusan (AL) SD/MI Persentase 100 100 100
(%)
14 |Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs Persentase 100 100 100
(%)
Angka Melanjutkan (AM) :
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Kondisi Tahun 2021
ASPEK/FOKUS/BIDANG Kinerja Awal
No. | URUSAN/ INDIKATOR KINERJA | Satuan Periode .
PEMBANGUNAN DAERAH RPIJMD Target | Capaian
(2020)
15 [Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI | Persentase 95,6 96,6 93,56
ke SMP/MTs (%)
16 |Angka Melanjutkan (AM) dari Persentase 77,8 78,6 -
SMP/MTs ke SMA/SMK/MA (%)
Fasilitas Pendidikan :
17 |[Sekolah pendidikan SD/MI kondisi Persentase 33,22 33,55 -
bangunan baik (%)
18 [Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi | Persentase -
bangunan baik (%)
19 [Rasio ketersediaan Rasio 66 67 67,71
sekolah/penduduk usia sekolah
pendidikan dasar
20 |Rasio guru/murid sekolah pendidikan Rasio 0,07 81 258
dasar
21 |Rasio guru/murid per kelas rata-rata Rasio 14,63 14,78
sekolah dasar
22 |Rasio guru/murid per kelas rata-rata Rasio 18,69| 18,88 546
sekolah menengah
23 |Proporsi murid kelas 1 yang berhasil | Persentase 97,7 97,71 97,7
menamatkan sekolah dasar (%)
24 |Angka melek huruf penduduk usia Persentase 100 100 100
15-24 tahun perempuan dan laki-laki (%)
25 |Penduduk yang berusia > 15 Tahun | Persentase 89,05 89,94 89,05
melek huruf (tidak buta aksara) (%)
Guru yang memenuhi kualifikasi
S1/D4:
26 |Guru yang memenuhi kualifikasi Persentase 88,25| 89,13 88,25
S1/D4 (PAUD) (%)
27 |Guru yang memenuhi kualifikasi Persentase 95,89 95,90 97,03
S1/D4 (SD/MI) (%)
28 |Guru yang memenuhi kualifikasi Persentase 97,28 97,29 97,28
S1/D4 (SMP/MTs) (%)
Kepemudaan dan Olah Raga
29 |Persentase organisasi pemuda yang | Persentase 0,73 0,73 0.091
aktif (%)
30 |Persentase wirausaha muda Persentase 0,04 0,04 0.035
(%)
31 |Cakupan pembinaan olahraga Persentase 50 50 -
(%)
32 |Cakupan Pelatih yang bersertifikasi Persentase 50 50 40
(%)
33 |Cakupan pembinaan atlet muda Persentase 0,73 0,73 -
(%)
34 |Jumlah atlet berprestasi Jumlah 3 3 -
35 |Jumlah prestasi olahraga Jumlah 3 3 -
Sumber : Disdikpora Kabupaten Karangasem, 2022
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2.1.4.1.2 Kesehatan
A. Daftar Penyakit terbanyak Kab Karangasem

Kasus penyakit terbanyak di Kabupaten Karangasem tahun 2021
adalah penyakit Hipertensi yang mencapai 14.589 kasus atau 28,44%, disusul
oleh kasus Acute Nasopharyngitis yang mencapai 8.537 kasus atau 16,44% dan
penyakit Superficial Injury of Ankle and Foot dengan jumlah kasus paling sedikit
1.245 atau 2,43%. Data selengkapnya tentang sepuluh penyakit terbanyak yang
rawat inap di RSUD Kabupaten Karangasem disajikan pada Tabel 2.36

Tabel 2.36
Sepuluh Penyakit Terbanyak di Kabupaten Karangasem Tahun 2021
No Diagnosa Penyakit Banyaknya Presentase | Rangking
Kasus
1 Hipertensi 14.589 28,44 1
2 Acute Nasopharyngitis 8.537 16,44 2
3 DM 7.906 15,41 3
4 Other Arthritis 5.620 10,95 4
5 Febris 3.802 7,41 5
6 Vulnus 2.879 5,61 6
7 ISPA 2.812 5,48 7
8 Dermatitis 2.562 4,99 8
9 Other Surgical Follow-Up Care 1.352 2,64 9
10 | Superficial Injury of Ankle and 1.245 2,43 10
Foot

Sumber : SIPD Kabupaten Karangasem, 2022

B. Angka Kematian Bayi

Kejadiaan kematian dalam masyarakat dari waktu ke waktu dapat
memberi gambaran perkembangan derajat kesehatan masyarakat atau dapat
digunakan sebagai indikator penilaian keberhasilan pelayanan kesehatan dan
program pembangunan kesehatan lainnya. Tinggi rendahnya angka kematian,
secara umum dipengaruhi erat dengan tingkat kesakitan golongan bayi, balita
dan ibu maternal (hamil, melahirkan, nifas) Angka kematian bayi merupakan
indikator penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu
masyarakat, karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan
lingkungan tempat orang tua si bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan
status sosial orang tua si bayi. Kemajuan yang dicapai dalam bidang
pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit penyebab kematian akan
tercermin secara jelas dengan menurunnya tingkat AKB. Dengan demikian
angka kematian bayi merupakan tolok ukur yang sensitif dari semua upaya
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intervensi yang dilakukan pemerintah khususnya di bidang kesehatan,
perkembangan angka kematian bayi dapat dilihat pada tabel 2.37

Tabel 2.37
Perkembangan Angka Kematian Bayi
Kabupaten Karangasem Tahun 2017-2021

No Uraian 2017 2018 2019 2020 2021
1 Angka Kematian Bayi 6,95 7,83 6,24 8,30 7,41
per 1000 Kelahiran
Hidup

Sumber : SIPD Kabupaten Karangasem, 2022

Perkembangan angka kematian bayi selama lima tahun terakhir
berfluktuatif. Pada tahun 2017 angkanya mencapai 6,95, selanjutnya terus
menurun di tahun 2019 menjadi 6,24, terjadinya penurunan AKB merupakan
dampak positif dari naiknya angka persalinan dengan bantuan tenaga medis dan
meningkatnya proporsi tingkat pendidikan perempuan secara umum, khususnya
para ibu dengan pendidikan yang lebih tinggi. Berbeda dengan kondisi yang
terjadi di tahun 2020 AKB cenderung meningkat karena adanya pandemi yang
terjadi di seluruh dunia, secara tidak langsung berdampak pada AKB yaitu
sebesar 8,30. Segala upaya dilakukan untuk menekan AKB di tahun berikutnya
agar tidak terjadi peningkatan, sehingga pada tahun 2021 AKB menurun 7,41.
Meskipun tidak cukup signifikan secara nilai absolut, akan tetapi tingkat
penurunan ini menunjukkan bahwa upaya keras semua pihak, khususnya
pemerintah untuk menekan angka kematian bayi membuahkan hasil. Hal
tersebut terkait dengan adanya peningkatan pelayanan dan penyediaan fasilitas
kesehatan yang telah dilakukan oleh pemerintah, keberhasilan program KB,
serta semakin baiknya pengetahuan masyarakat tentang kesehatan.

Secara perlahan namun pasti AKB mengalami penurunan, artinya
kesehatan bayi menjadi prioritas dalam pembangunan bidang kesehatan. Dalam
usaha meminimalkan AKB diperlukan penanganan yang intensif baik dari faktor
eksternal maupun internal, antara lain melalui keberadaan penolong persalinan
yang mumpuni dan kemudahan akses ke tempat pelayanan kesehatan serta
peningkatan perawatan bayi seperti pemberian asupan makanan yang cukup
serta pemberian ASI dan imunisasi.

C. Angka Kematian Ibu
Angka Kematian Ibu (maternal mortality rate) adalah jumlah
kematian ibu akibat dari proses kehamilan, persalinan dan paska persalinan per
1000 kelahiran hidup pada masa tertentu. Angka pengukuran risiko kematian
wanita yang berkaitan dengan peristiwva kehamilan. Kematian ibu adalah
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kematian wanita dalam masa kehamilan, persalinan dan dalam masa 42 hari (6
minggu) setelah berakhirnya kehamilan tanpa memandang usia kehamilan
maupun tempat melekatnya janin, oleh sebab apa pun yang berkaitan dengan
atau diperberat oleh kehamilan atau pengelolaannya, bukan akibat kecelakaan.
Angka Kematian Ibu (AKI) berguna untuk menggambarkan tingkat kesadaran
perilaku hidup sehat, status gizi dan kesehatan ibu, kondisi lingkungan, tingkat
pelayanan kesehatan terutama untuk ibu hamil, pelayanan kesehatan waktu
melahirkan dan masa nifas, seperti pada terlihat pada tabel 2.38

Tabel 2.38
Perkembangan Angka Kematian Ibu
Kabupaten Karangasem Tahun 2017-2021

No Uraian 2017 2018 2019 2020 2021
1 | Angka Kematian Ibu 79,95 86,92 58,03 58,03 | 148,10
per 100.000 Kelahiran
Hidup

Sumber : SIPD Kabupaten Karangasem, 2022

Secara umum selama tahun 2017-2021 AKI di Kabupaten
Karangasem dengan tingkat AKI tertinggi adalah di pada tahun 2021 yaitu
148,10, kondisi ini meningkat dari tahun 2020 yaitu 58,03. Faktor penyebab
terbesar kematian ibu hamil saat melahirkan diantaranya di tahun 2021 adanya
pandemi covid-19. Untuk menekan angka kematian ibu hamil saat melahirkan
tersebut, berbagai upaya terus dilakukan diantaranya pendampingan dan
sosialisasi kepada ibu hamil serta kader kesehatan, agar ibu hamil
mengkonsumsi makanan bergizi, memperbanyak pelatihan, gerakan senam ibu
hamil, dan mengintensifkan koordinasi dengan bidan dan memanfaatkan sarana

kesehatan yang terdekat

D. Balita Gizi Buruk

Balita Gizi Buruk adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan
oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu cukup lama akibat pemberian
makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. Balita gizi buruk terjadi
mulai janin masih dalam kandungan dan baru nampak saat anak berusia dua
tahun. Kekurangan gizi pada usia dini meningkatkan angka kematian bayi dan
anak, menyebabkan penderitanya mudah sakit dan memiliki postur tubuh tak
maksimal saat dewasa. Kemampuan kognitif para penderita juga berkurang,
sehingga mengakibatkan kerugian ekonomi jangka panjang bagi Indonesia.
Persentase Balita gizi buruk di Kabupaten Karangasem mengalami penurunan
tiap tahun, terkecuali kondisi pada tahun 2019 angka gizi buruk tertinggi yaitu

RKPD Semesta Berencana Kab. Karangasem Tahun 2023 BABII-51



29 balita, dan pada tahun 2021 angka balita gizi buruk menurun diangka 22
balita, data perkembangan balita gizi buruk seperti terlihat pada gambar 2.39.

Tabel 2.39
Perkembangan Balita Gizi Buruk
Kabupaten Karangasem Tahun 2017-2021

No. | Tahun J::;:;h Ditimbang BB Naik BGM B?l:'zuik
1 2017 26.432 23.216 17.535 157 17
2 2018 29.724 25.233 25.183 50 18
3 2019 30.240 26.105 15.962 941 29
4 2020 30.240 26.105 15.962 789 24
5 2021 28.538 19.581 14.187 671 22

Sumber : SIPD Kabupaten Karangasem, 2022

E. Stunting

Pemantauan pertumbuhan balita sangat penting dilakukan untuk
mengetahui adanya gangguan pertumbuhan (growth faltering) secara dini.
Untuk mengetahui pertumbuhan tersebut, penimbangan balita setiap bulan
sangat diperlukan. Penimbangan balita dapat dilakukan di berbagai tempat
seperti Posyandu, Polindes, Puskesmas atau sarana pelayanan kesehatan yang
lain. Pada Riskesdas 2013, informasi tentang pemantauan pertumbuhan anak
diperoleh dari frekuensi penimbangan anak umur 6-59 bulan selama enam bulan
terakhir. Idealnya dalam enam bulan anak balita ditimbang minimal enam kali.
Sedangkan untuk status gizi anak balita diukur berdasarkan umur, berat badan
(BB) dan tinggi badan (TB). Variabel BB dan TB/PB anak balita disajikan dalam
bentuk tiga indeks antropometri, yaitu BB/U, TB/U, dan BB/TB. Indikator BB/U
memberikan indikasi masalah gizi secara umum, dan juga menggambarkan
status gizi yang sifatnya akut sebagai akibat dari keadaan yang berlangsung
dalam waktu pendek, seperti menurunnya nafsu makan akibat sakit atau karena
menderita diare atau penyakit infeksi lainnya. Dalam keadaan demikian berat
badan anak akan cepat turun sehingga tidak proporsional lagi dengan tinggi
badannya dan pada akhirnya anak menjadi kurus. Perkembangan Prevalensi
Stunting Balita di Kabupaten Karangasem berdasarkan hasil survei Riskesdas
(riset kesehatan dasar) pada tahun 2013 sebesar 39,09 persen dan pada tahun
2017 menggunakan PSG (pemantauan status gizi) dengan persentase sebesar
23,6 persen, kondisi terakhir prevalensi stunting balita di Kab Karangasem
sebesar 22,9 persen dengan tingkat stunting tinggi dan berada diatas rata-rata

prevalensi stunting Provinsi Bali. Seperti pada tabel dibawah ini.
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Tabel 2.40

Perkembangan Prevalensi Stunting Balita di
Kabupaten Karangasem

Indikator | RISKEDAS | PSG | RISKESDAS SSGBI EPPGBM SSGI
2013 2017 2018 2019 | 2019 | 2020 | 2021
Stunting 39,09 23,6 26,23 15,75 | 17,1 | 11,88 | 22,9

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem, 2022

Tabel 2.41
Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Kesehatan
Kabupaten Karangasem Tahun 2021

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ Kondisi Kinerja Tahun 2021
No. INDIKATOR KINERJA Satuan Awal Periode ]
PEMBANGUNAN DAERAH RPIMD (2020) | Target | Capaian
1 2 3 4 5 6
1 |Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 /1000 KH 8,35 19 7,40
kelahiran hidup
2 |Angka Kematian Balita per 1000 /1000 KH 8,92 12 8,60
kelahiran hidup
3 |Angka Kematian Neonatal per 1000 /1000 KH 5,47 12 5
kelahiran hidup
4 |Angka Kematian Ibu per 100,000 /100.000 115,12 100 148,10
kelahiran hidup KH
5 [Rasio posyandu per satuan balita Rasio 2,20 2,25 3,52
6 |Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per
satuan penduduk :
7 |Rasio puskesmas per satuan penduduk Rasio 33 33 0,03
8 [Rasio poliklinik per satuan penduduk Rasio 0 0 0,04
9 |Rasio pustu per satuan penduduk Rasio 0,4 0,4 0,15
10 |Rasio Rumah Sakit per satuan Rasio 0,01 0,01 0,01
penduduk
11 |Rasio dokter per satuan penduduk Rasio 0,1 0,1 0,31
12 |Rasio tenaga paramedis per satuan
penduduk :
13 |Rasio tenaga perawat per satuan Rasio 10 10 0,90
penduduk
14 |Rasio tenaga bidan per satuan Rasio 0,75 0,75 1,03
penduduk
15 |Cakupan komplikasi kebidanan yang Persentase 65,52 80 57,7
ditangani (%)
16 |Cakupan pertolongan persalinan oleh Persentase 104,86 100 104,1
tenaga kesehatan yang memiliki (%)
kompetensi kebidanan
17 |Cakupan Desa/kelurahan Universal Persentase 100 100 96,2
Child Immunization (UCI) (%)
18 |Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat Persentase 100 100 100
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ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ Kondisi Kinerja Tahun 2021
No. INDIKATOR KINERJA Satuan Awal Periode )
PEMBANGUNAN DAERAH RPIMD (2020) | Target | Capaian
perawatan (%)
19 |Case Detection Rate TBC Persentase 23,6 56 23
(%)
20 [Persentase keberhasilan pengobatan Persentase 86,5 90 83,3
TBC (%)
21 [Cakupan penanganan penderita Persentase 100 100 100
penyakit DBD (%)
22 |Incidence Rate DBD /100.000 219,6 50 43,7
penduduk
23 [Penderita diare yang ditangani Persentase 100 100 100
(%)
24 |Tingkat kematian akibat malaria Persentase 0 0 0
(%)
25 |Annual Parasite Incidence (API) /1.000 0 <1 0.002
penduduk
26 [Cakupan penemuan kasus HIV/AIDS Peris/:;case 5,18 69 4,37
27 |Persentase kasus HIV yang diobati Persentase N/A 80 100
(%)
28 [Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 Persentase |Tidak ada data
tahun yang memiliki pengetahuan (%) (harus dilakukan
komprehensif tentang HIV/AIDS survey)
29 [Cakupan pelayanan kesehatan rujukan | Persentase |Data sulit terkumpulkan karena
pasien masyarakat miskin (%) difasyankes tidak bisa mengecek pasien
masuk kategori miskin
30 [Cakupan kunjungan bayi Persentase 113,33 100 112,58
(%)
31 [Cakupan kunjungan puskesmas Persentase 59,72 60 48,72
(%)
32 [Cakupan puskesmas pembantu Persentase |cakupan kunjungan pustu menjadi satu
(%) terlaporkan di Puskesmas Induk
33 [Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 Persentase 95,43 100 89,7
(%)
34 [Cakupan pelayanan nifas Persentase 99,21 100 101,3
(%)
35 [Cakupan neonatus dengan komplikasi | Persentase 43,81 80 44,02
yang (%)
ditangani
36 [Cakupan pelayanan anak balita Persentase 90,81 100 93,62
(%)
37 [Cakupan pemberian makanan Persentase |Tidak ada data KK miskin
pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 (%)
bulan keluarga miskin
38 [Cakupan penjaringan kesehatan siswa | Persentase 73,26 100 90,63
SD dan setingkat (%)
39 [Cakupan pelayanan kesehatan dasar Persentase |Data sulit terkumpulkan karena
masyarakat miskin (%) difasyankes tidak bisa mengecek pasien
masuk kategori miskin atau tidak miskin
40 |Cakupan pelayanan gawat darurat level | Persentase 100 100 100
1 (%)
yang harus diberikan sarana kesehatan
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ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/

Kondisi Kinerja

Tahun 2021

No. INDIKATOR KINERJA Satuan Awal Periode )
PEMBANGUNAN DAERAH RPIMD (2020) | Target | Capaian

(RS)

41 |Cakupan Desa/Kelurahan mengalami Persentase 100 100 100
KLB yang dilakukan penyelidikan (%)
epidemiologi
< 24 jam

42 |Standar Pelayanan Minimal bidang
Kesehatan :

43 |Persentase ibu hamil mendapatkan Persentase 95,43 100 89,72
pelayanan ibu hamil (%)

44 |Persentase ibu bersalin mendapatkan Persentase 104,86 100 104,11
pelayanan bersalin (%)

45 |Persentase bayi baru lahir Persentase 106,14 100 107,28
mendapatkan pelayanan kesehatan (%)
bayi baru lahir

46 |Cakupan pelayanan kesehatan Balita Persentase 90,81 100 93,62
sesuai standar (%)

47 |Persentase anak usia pendidikan dasar | Persentase 45,15 100 92,28
yang mendapatkan skrining kesehatan (%)
sesuai standar

48 |Persentase warga negara usia 15-59 Persentase 37,8 100 83,66
tahun mendapatkan skrining kesehatan (%)
sesuai standar

49 |Persentase warga negara usia 60 tahun | Persentase 52,82 100 65,80
ke atas mendapatkan krining kesehatan (%)
sesuai standar

50 [Persentase penderita hipertensi Persentase 51,13 100 60,38
mendapat pelayanan kesehatan sesuai (%)
standar

51 [Persentase penyandang DM yang Persentase 86,18 100 91,35
mendapatkan pelayanan kesehatan (%)
sesuai standar

52 [Persentase ODGJ berat yang Persentase 83,75 100 90,84
mendapatkan pelayanan kesehatan (%)
jiwa sesuai standar

53 [Persentase Orang dengan TB Persentase 39,71 100 31,24
mendapatkan pelayanan TB sesuai (%)
standar

54 [Persentase orang berisiko terinfeksi Persentase 72,17 100 77,41
HIV mendapatkan pemeriksaan HIV (%)
sesuai standar

55 [Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Persentase 0,08 1,5 38,1
Rujukan (%)

56 [Persentase RS Rujukan Tingkat Persentase 100 100 100
kabupaten/ kota yang terakreditasi (%)

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem, 2022
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2.1.4.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
A. Panjang Jalan dengan kondisi baik

Pekerjaan umum mencakup penyediaan sarana dan prasarana yang
dapat mempermudah akses masyarakat. Sebagai sektor penunjang, urusan
pekerjaan umum berperan besar dalam mendukung keberhasilan pembangunan
pertanian, membuka isolasi wilayah, serta pembangunan sektor-sektor lainnya.
Kebijakan pembangunan infrastruktur dilaksanakan melalui pemeliharaan,
peningkatan dan pembangunan infrastruktur dalam rangka mendukung
pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, seperti terlihat pada
tabel 2.42

Tabel 2.42
Panjang Jalan Kabupaten dan Jalan Desa Menurut Kondisi Jalan
di Kabupaten Karangasem Tahun 2021

No. Kond;::i'::::;:::aten Panjang Jalan (Km)
1 Baik (Km) 616,40
2 Sedang (Km) 274,87
3 Rusak (Km) 65,65
4 Rusak Berat (Km) 245,62
Jumlah 1.202,54

Sumber : SIPD Kabupaten Karangasem, 2022

B. Jaringan irigasi

Pembangunan dalam bidang irigasi bertujuan untuk meningkatkan
jaringan saluran irigasi untuk memberikan peningkatan kebutuhan akan air
kepada masyarakat luas. Di beberapa kecamatan di Kabupaten Karangasem
program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi mempunyai dampak
yang positif terhadap persawahan, ladang, dan kehidupan masyarakat. Program
Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Perairan di
realisasikan dengan kegiatan utama yaitu Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan
Irigasi. Dari data jaringan irigasi, luas daerah jaringan irigasi di Kabupaten
Karangasem vyakni 5.476 ha yang mengairi 116 subak. Keberhasilan dari
program Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan
Jaringan Perairan diukur dari terpenuhinya 53 paket pekerjaan yang tersebar di
7 (tujuh) kecamatan atau sebanyak sebanyak 4,3% mencapai realisasi fisik
600% dari target yang ditetapkan, berikut adalah capaian Indikator Kinerja
Pembangunan Daerah Urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Kabupaten Karangasem Tahun 2021, seperti pada tabel 2.43 dibawah ini
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Tabel 2.43

Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Karangasem Tahun 2021

Kondisi
ASPEK/FOKUS/BIDANG Kinerja Tahun 2021
No URUSAN/ INDIKATOR Satuan Awal
" | KINERJA PEMBANGUNAN Periode
DAERAH RPIJMD Target Capaian
(2020)
1 2 3 4 5 6
1 | Proporsi panjang jaringan jalan | Persentase 55,67 59,266 58,581
dalam kondisi baik (%)
2 | Rasio panjang jalan dengan Rasio 244 239 433
jumlah penduduk
3 | Persentase jalan kabupaten Persentase 55,67 59,266 58,581
dalam kondisi baik ( > 40 (%)
KM/Jam)
4 | Persentase jalan yang memiliki Persentase 0,8 1 1,41
trotoar dan drainase/saluran (%)
pembuangan air (minimal 1,5
m)
5 | Persentase rumah tinggal Persentase 89,96 90 90,08
bersanitasi (%)
6 | Persentase irigasi kabupaten Persentase 71,9 76,48 78,396
dalam kondisi baik (%)
7 | Rasio Jaringan Irigasi Rasio 6,92 6,92 69,23
8 | Persentase penduduk berakses Persentase 92,67 95 96,52
air minum (%)
9 | Proporsi rumah tangga dengan Persentase 63,28 64,43 67,51
akses (%)
berkelanjutan terhadap air
minum layak,
perkotaan dan perdesaan
10 | Rasio luas kawasan Persentase 0,05 0,21 0,05
permukiman rawan banjir yang (%)
terlindungi oleh infrastruktur
11 | Rasio luas kawasan Persentase 0,29 0 0
permukiman sepanjang pantai (%)
rawan abrasi, erosi, dan akresi
yang terlindungi oleh
infrastruktur pengaman pantai
di WS Kewenangan Kab/Kota
12 | Rasio luas daerah irigasi Persentase 72,14 75,21 69,23
kewenangan kabupaten/kota (%)
yang dilayani oleh jaringan
irigasi
13 | Persentase jumlah rumah Persentase 63,28 64,43 67,51
tangga yang mendapatkan (%)
akses terhadap air minum
melalui SPAM jaringan
perpipaan dan bukan jaringan
perpipaan terlindungi terhadap
rumah tangga di seluruh
kabupaten/kota
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Kondisi

ASPEK/FOKUS/BIDANG Kinerja Tahun 2021
No URUSAN/ INDIKATOR Satuan Awal
" | KINERJA PEMBANGUNAN Periode
DAERAH RPIJMD Target Capaian
(2020)
14 | Persentase jumlah rumah Persentase 89,96 90 90,08
tangga yang memperoleh (%)
layanan pengolahan air limbah
domestik
15 | Rasio kepatuhan IMB kab/ kota Rasio 100 100 96,49
16 | Tingkat Kemantapan Jalan Persentase 70,87 75,45 77,7
kabupaten/kota (%)
17 | Rasio tenaga operator/teknisi/ Persentase 60 67 83,33
analisis yang memiliki sertifikat (%)
kompetensi
18 | Rasio proyek yang menjadi Persentase 85 85 100
kewenangan pengawasannya (%)
tanpa kecelakaan konstruksi
Penataan Ruang
19 | Tersedianya dokumen RTRW Ada/Tidak Ada Ada Ada
yang telah Ada
ditetapkan dengan PERDA
20 | Rasio Ruang Terbuka Hijau per Rasio 0.750 0.750 0.750
Satuan Luas Wilayah ber
HPL/HGB
21 | Luasan RTH publik sebesar Persentase 11.966 11.966 11.966
20% dari luas (%)
wilayah kota/kawasan
perkotaan
22 | Rasio bangunan ber- IMB per Rasio 0.016 0.017 0.017
satuan bangunan
23 | Ruang publik yang berubah Persentase N/A N/A N/A
peruntukannya (%)
24 | Rasio luas kawasan tertutup Rasio 0.619 0.618 0.618
pepohonan
berdasarkan hasil pemotretan
citra satelit dan survei foto
udara terhadap luas daratan
25 | Ketaatan terhadap RTRW Persentase 61 62 62
(%)

Sumber : PUPR Kabupaten Karangasem, 2022

2.1.4.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

A. Rumah Layak Huni

Perumahan merupakan kebutuhan dasar setiap penduduk dan

merupakan faktor penentu kesehatan masyarakat. Agar penghuninya tetap

sehat, perumahan yang layak untuk tempat tinggal harus memenuhi syarat

kesehatan. Perumahan yang sehat tidak terlepas dari ketersediaan sarana dan

prasarana penunjang seperti penyediaan air bersih dan sanitasi.
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Kualitas suatu rumah dapat dilihat dari kualitas material yang

digunakan seperti jenis atap, lantai dan dinding terluas, termasuk fasilitas

penunjang lainnya seperti luas lantai hunian, sumber air minum, fasilitas tempat

buang besar dan sumber penerangan. Apabila memenuhi beberapa kriteria

tersebut, sebuah rumah dikategorikan rumah layak huni. Data jumlah RTLH

Kabupaten Karangasem berdasarkan sumber pendanaan tahun 2017-2021 dapat

dilihat pada tabel 2.44 dan capaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah

urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dapat dilihat pada tabel

2.45.
Tabel 2.44
Jumlah Rumah Tangga Layak Huni berdasarkan
sumber pendanaan tahun 2017-2021
APBN PROVINSI KAB/KOTA LAINNYA
Nama Tahun | Jumlah Nama | Tahun | Jumlah Nama | Tahun | Jumlah Nama Tahun | Jumlah
Program Program Program Program
BANTUAN 2017 373 | BEDAH 2017 PEMB 2017 - 2017
BSPS RUMAH RTLH
BANTUAN 2018 633 2018 PEMB 2018 549 2018
BSPS RTLH
BANTUAN 2019 500 2019 7 | PEMB 2019 1060 | BKK 2019 405
BSPS RTLH BADUNG
BANTUAN 2020 750 2020 PEMB 2020 - 2020
BSPS RTLH
BANTUAN 2021 75 2021 PEMB 2021 176 2021
BSPS RTLH
JUMLAH 2331 7 176 405
Sumber : PUPR Kabupaten Karangasem, 2022
Tabel 2.45
Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Perumahan Rakyat
dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karangasem Tahun 2021
Kondisi
ASPEK/FOKUS/BIDANG Kinerja Tahun 2021
No URUSAN/ INDIKATOR Satuan Awal
’ KINERJA PEMBANGUNAN Periode
DAERAH RPIJMD Target Capaian
(2020)
1 2 3 4 5 6
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1 | Penyediaan dan Rehabilitasi Persentase N/A 100 N/A
rumah layak huni bagi korban (%)
bencana Kabupaten/Kota
2 | Fasilitasi penyediaan rumah Persentase N/A 100 N/A
layak huni bagi masyarakat (%)
terdampak relokasi program
pemerintah Kabupaten/kota
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Kondisi

ASPEK/FOKUS/BIDANG Kinerja Tahun 2021
No URUSAN/ INDIKATOR Satuan Awal
" | KINERJA PEMBANGUNAN Periode
DAERAH RPIJMD Target Capaian
(2020)
3 | Penataan kawasan pemukiman Persentase N/A 100 N/A
kumuh dibawah 10 ha di (%)
kabupaten/kota yang ditangani
4 | Berkurangnya jumlah unit unit 8279 424 180
RTLH ( Rumah Tidak Layak
Huni)
5 | Jumlah perumahan yang sudah unit/paket N/A 3 N/A

dilengkapi PSU (Prasarana,
sarana dan Utilitas Umum)

6 | Rumah layak huni yang UNIT 8279 424 176
tertangani
7 | Lingkungan pemukiman kumuh Paket N/A 3 N/A

yang tertangani

Sumber : PUPR Kabupaten Karangasem, 2022

B. Rumah Tangga Pengguna Air Bersih

Fasilitas rumah tinggal seperti tersedianya air bersih, sanitasi yang
layak, serta tersedianya penerangan yang baik sangat menentukan kenyamanan
dari sebuah rumah tinggal. Air bersih merupakan kebutuhan yang sangat
penting bagi rumah tangga dalam kehidupan seharihari. Pemerintah terus
menerus mengupayakan program penyediaan air bersih yang salah satu
tujuannya adalah memastikan ketersediaan air bersih dalam jumlah yang cukup
terutama untuk keperluan minum dan masak.

Persentase rumah tangga diKabupaten Karangasem yang
mengunakan air bersih pada tahun 2021 adalah sebesar 68,03 persen. Air bersih
adalah air yang bersumber dari air kemasan, air isi ulang dan sumur bor/pompa,
sumur terlindung serta mata air terlindung dengan jarak ke tempat
penampungan akhir tinja lebih dari 10 meter. Selama dua tahun terakhir,
sebagian besar rumah tangga menggunakan leding sebagai sumber air utama
yang digunakan rumah tangga untuk mandi/cuci/dll. Sumber air utama
berikutnya yang banyak digunakan penduduk Kabupaten Karangasem adalah
sumur/mata air terlindung dan sumber air utama lainnya. Sumber air utama
lainnya adalah air permukaan (sungai, danau, waduk, kolam, irigasi), air hujan,

dan lain-lain.
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Gambar 2.6
Persentase Rumah Tangga menurut Sumber Air Utama yang digunakan
Rumah Tangga tahun 2020-2021

m 2021
W 2020

air sumur sumur/mata sumur/mata ledeng
kemasan/isi bor/pompa air tdk  air terlindungi
ulang terlindungi

Sumber : BPS Kabupaten Karangasem, 2022

C. Rumah Tangga Bersanitasi

Salah satu usaha sanitasi yang cukup penting peranannya adalah
penyediaan sarana jamban. Ditinjau dari sudut kesehatan lingkungan,
pembuangan kotoran manusia yang tidak saniter akan mencemari lingkungan
lingkungan terutama tanah dan sumber air. Maka dari itu, pembuangan kotoran
manusia harus dikelola dengan baik untuk mencegah dan mengurangi
kontaminasi terhadap lingkungan. Ketersediaan jamban sendiri dengan tangki
septik merupakan fasilitas rumah tinggal yang berkait erat dengan hal tersebut.
Sebesar 70,58 persen rumah tangga di Kabupaten Karangasem telah memiliki
fasilitas buang air besar sendiri pada tahun 2021. Angka ini meningkat
dibandingkan tahun 2020 yang hanya sebesar 67,05 persen.

Gambar 2.7
Persentase Rumah Tangga menurut Pengunaan Fasilitas Tempat Buang Air
Besar di Kab Karangasem Tahun 2020-2021

32,95 29,42

lainnya

m sendiri

2020 2021

Sumber : BPS Kabupaten Karangasem, 2022
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2.1.4.1.5 Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan

Masyarakat

Berbagai kasus kriminal terjadi di Karangasem antara lain pencurian,
penggelapan, penipuan, penadahan, penganiayaan hingga kejahatan kebaran,
Namun melihat dari data kriminalitas yang ada, tingkat kriminalitas di
Karangasem tergolong rendah. Adapun perkembangan banyaknya perkara
kejahatan/pelanggaran yang dilaporkan di Kabupaten Karangasem disajikan
pada Tabel 2.46 dan capaian indikator pembangunan daerah Kab Karangasem
Tahun 2021 wurusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan

Masyarakat dapat dlihat pada tabel 2.47, 2.48 dan tabel 2.49.

Tabel 2.46
Banyaknya Perkara Kejahatan/Pelanggaran Yang Dilaporkan
Di Kabupaten Karangasem Tahun 2017-2021

No | Uraian 2017 | 2018 | 2019 | 2020 2021
1 | Pencurian 29 14 21 6 10
2 Penggelapan - 9 5 4 1
3 Penipuan 7 7 2 3 1
4 Penadahan - - - - -
5 Penganiayaan 3 1 5 1 6
Berat
6 Penganiayaan 2 - 5 - -
Ringan
7 | Kejahatan 91 59 27 65 9
Lainnya
8 Kebakaran 26 26 12 -
Jumlah 158 116 65 91 27
Sumber : SIPD Kabupaten Karangasem, 2022
Tabel 2.47
Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Satuan
Polisi dan Pamong Praja Kabupaten Karangasem 2021
ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ Kondisi Kinerja Tahun 2021
No.| INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN | Satuan Awal Periode ]
DAERAH RPIMD (2020) |Target Capaian
1 2 3 4 5 6
Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat | Persentase 0,66 0,67 0,66
(Linmas) (%)
2 |Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 Persentase 99,00| 99,02 100
(ketertiban, ketentraman, keindahan) (%)
3 |Persentase Penegakan PERDA Persentase 90,37 91,00 100
(%)
Sumber : Satpol PP Kabupaten Karangasem, 2022
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Tabel 2.48
Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Pemadam Kebakaran dan
Penyelamatan Kabupaten Karangasem 2021

No.| ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ Satuan | Kondisi Kinerja | Tahun 2021
INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN Awal Periode "
DAERAH RPIMD (2020) |Target|Capaian
1 2 3 4 5 6
1 |Cakupan pelayanan bencana kebakaran Persentase 82,31| 82,31 82,31
kabupaten/kota (%)
2 |Tingkat waktu tanggap (response time rate) | Persentase 28,12 100 32,76
daerah layanan Wilayah Manajemen (%)
Kebakaran (WMK)

Sumber : Disdamkar Kabupaten Karangasem, 2022

Tabel 2.49
Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Penangulangan Bencana
Daerah Kabupaten Karangasem 2021

No.| ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ | Satuan Kondisi Tahun 2021
INDIKATOR KINERJA Kinerja Awal -
PEMBANGUNAN DAERAH Periode | rarget|Capaian
RPJMD (2020)
1 2 3 4 5 6
1 |Persentase Pelayanan Informasi Persentase 100 100 100
Layanan Bencana (%)
2 |Persentase Pelayanan Pencegahan dan | Persentase 36,79 40 40
Kesiapsiagaan terhadap Bencana (%)
3 |Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi | Persentase 67,36 70 70
Korban Bencana (%)

2.1.4.1.6 Sosial

D. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Pembangunan bidang sosial dan ketenagakerjaan merupakan bagian

pembangunan nasional

memegang peranan yang sangat penting dalam

mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat seluruhnya. Oleh

karena itu pembangunan bidang sosial dan ketenagakerjaan diarahkan untuk

memberikan kontribusi

yang nyata dan terukur

dalam meningkatkan

kesejahteraan tenaga kerja ,kesejahteraan bagi masyarakat yang kurang

beruntung dan rentan atau disebut Penyandang Masalah Sosial (PMKS).

Banyaknya Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial (PMKS) menurut jenisnya
tahun 2017-2021 dapat dilihat pada Tabel 2.50.
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Tabel 2.50
Banyaknya Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial (PMKS)
menurut Jenisnya Tahun 2017-2021

No. Jenis PMKS 2017 2018 2019 2020 2021
1 | Anak Terlantar (AT) 232 232 16 177 358
2 | Anak Nakal - - - - -

3 | Tuna Susila - - - - -

4 | Pengemis 21 21 - 50 285

5 | Gelandangan - - - - -

6 | Korban Penyalahgunaan 1 1 1 1 -
Narkotika
Korban Tidak Kekerasan - - - - -
Penyandang Cacat 2.461 2.461 3.250 3.627 3.479
Keluarga Rentan - - - - -

10 | Bekas Warga Binaan Lembaga 217 217 33 247
Kemasyarakatan

11 | Lansia Terlantar 3.629 3.629 1.606 3.818 3.629

12 | Wanita Rawan Sosial Ekonomi 590 590 303 303 660

13 | Keluarga Fakir Miskin 9.211 9.211 1.868 1868 9.211

14 | Keluarga Berumah Tidak Layak 2.361 2.361 - - 2.361
Huni

15 | Pekerja Migran Bermasalah - - - 6 -
Sosial

16 | Orang Dengan HIV/AIDS 6 6 - 9 -
(ODHA)

17 | Keluarga Bermasalah Sosial 46 46 9 5 -
Pisikologi

18 | Korban Bencana Alam 26 26 5 } 124

19 | Bencana Sosial - - - - -

20 | Komonitas Adat terpencil - - - - -

21 | Anak Balita Terlantar 51 51 - B -

22 | Anak jalanan - - - ) -

Jumlah 18.853 18.852 18.852 - 20.107

Sumber : SIPD Kabupaten Karangasem, 2022
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Tabel 2.51
Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Sosial, Perrlindungan

Perempuan dan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Karangasem 2021

Kondisi Tahun 2021
ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ K"\'xga
No. | INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN Satuan Periode C
Target apaian
DAERAH RPIMD g P
(2020)
1 2 3 4 5 6
Sosial
1 [Persentase PMKS yang memperoleh bantuan | Persentase N/A
sosial (%) 5 0,68
2 |Persentase PMKS yang tertangani Persentase N/A
(%) 100 100
3 |Persentase PMKS skala yang memperoleh Persentase N/A
bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan (%) 0 0
dasar
4 |Persentase korban bencana yang menerima Persentase N/A
. o 100 100
bantuan sosial selama masa tanggap darurat (%)
5 |Persentase penyandang cacat fisik dan Persentase N/A
mental, serta lanjut usia tidak potensial yang (%) 10 10
telah menerima jaminan sosial
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
6 |Persentase partisipasi perempuan di lembaga | Persentase 3,157 3,038 2,93
pemerintah (%)
7 |Proporsi kursi yang diduduki perempuan di Persentase 6,818 6,818 6,67
DPR (%)
8 [Partisipasi perempuan di lembaga swasta Persentase 29,27 30,195 42,027
(%)
9 |Rasio KDRT Rasio 2 1 3.255
10 |Partisipasi angkatan kerja perempuan Persentase 0,67 0,68 32,522
(%)
11 |Cakupan perempuan dan anak korban Persentase 100 100 100
kekerasan yang mendapatkan penanganan (%)
pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit
pelayanan terpadu
12 |Cakupan perempuan dan anak korban Persentase 100 100 100
kekerasan yang mendapatkan layanan (%)
kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di
Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan
PPT/PKT di Rumah Sakit
13 |Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang Persentase 100 100 0
diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial (%)
terlatih bagi perempuan dan anak korban
kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.
14 |Cakupan penegakan hukum dari tingkat Persentase 100 100 100
penyidikan sampai dengan putusan (%)
pengadilan atas kasuskasus kekerasan
terhadap perempuan dan anak
15 |Cakupan perempuan dan anak korban Persentase 100 100 100
kekerasan yang mendapatkan layanan (%)
bantuan hukum
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Kondisi Tahun 2021
ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ K"\'xga
No. | INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN Satuan Periode C
Target apaian
DAERAH RPIMD g P
(2020)
16 |Cakupan layanan pemulangan bagi Persentase 100 100 100
perempuan dan anak korban kekerasan (%)
17 |Rasio APM perempuan/laki-laki di SD Rasio 99,73% : 99,83% :| 99,50% :
94,14 % 94,24%| 94,16%
18 |Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP Rasio 79,61% : 80% :| 79,50% :
90,16% 90%| 90,18%
19 [Rasio melek huruf perempuan terhadap Rasio 79,16% : 85% : 96| 81,25% :
laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun 90,75% %| 92,30%
20 |[Kontribusi perempuan dalam pekerjaan Persentase 54,66 55,66 55,66
upahan di sector nonpertanian (%)
21 |Persentase ARG pada belanja Langsung APBD | Persentase 0,022 0,023 0,0374
(%)
22 |Persentase Anak Korban Kekerasan yang Persentase 5,96 5,07 0,009
ditangani instansi terkait Kabupaten /Kota (%)
23 |Rasio Kekerasan terhadap Persentase 4,67 4,37 5,809
perempuan,termasuk TPPO (per 100.000 (%)
penduduk perempuan)
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
24 |Total Fertility Rate (TFR) Persentase 2,3 1,96 2,18
(%)
25 |Ratio Akseptor KB Rasio 85,65 85,65 85,65
26 |Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi Persentase 85,65 85,65 85,65
perempuan menikah usia 15 - 49 (%)
27 |Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15— | Persentase 38,59 20 20
19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (%)
(ASFR 15-19)
28 |Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak Persentase 20,8 20,8 20,8
terpenuhi (unmet need) (%)
29 |Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Persentase 44,11 49 50
Panjang (MKJP) (%)
30 |Persentase tingkat keberlangsungan Persentase 85,65 85,65 86
pemakaian kontrasepsi (%)
31 |Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) | Persentase 70,5 72,6 73
ber-KB (%)
32 |Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) | Persentase 67,8 70 70
ber-KB (%)
33 |Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) | Persentase 58,9 60 65
ber-KB (%)
34 |Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di | Persentase 80 85,5 85
setiap Kecamatan (%)
35 |Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan | Persentase 48,5 50 50
Konseling Remaja/Mahasiswa (%)
36 |Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Persentase 64 64 51
Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan (%)
pelaksanaan pembangunan daerah di
bidang pengendalian penduduk
37 |Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Persentase 40,5 41,2 41,2
Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (%)
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Kondisi Tahun 2021
ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ K"\'xga
No. | INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN Satuan Periode C
Target apaian
DAERAH RPIMD g P
(2020)
(UPPKS) yang ber-KB mandiri
38 |Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa Rasio 100 100 100
(PPKBD) setiap desa/kelurahan
39 |Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan | Persentase 80 85 90
obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan (%)
masyarakat
40 |Persentase Faskes dan jejaringnya diseluruh | Persentase 85 85 90
tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan (%)
BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai
dengan standarisasi pelayanan
41 |Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Persentase 60 75 75
Keluarga di setiap desa (%)
42 |Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan | Persentase 40,5 41,5 41,5
pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga (%)
43 |Rata-rata usia kawin pertama wanita Persentase 22,9 23 23
(%)
44 |Persentase Pembiayaan Program Persentase 0,78 0,83 0,83
Kependudukan, Keluarga Bencana dan (%)
Pembangunan Keluarga melalui APBD dan
APBDes

Sumber :

Kab Karangasem, 2022

2.1.4.2 Urusan Wajib Tidak Pelayanan Dasar

2.1.4.2.1 Perhubungan

A. Perkembangan jumlah sarana angkutan

Perhubungan merupakan sektor

Dinas Sosial, Perlindungan Perempuan dan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB

yang sangat penting dalam

menunjang perekonomian suatu daerah. Perkembangan sektor sektor ekonomi

lainnya seperti pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan yang lainnya

sangat erat kaitannya dengan ketersediaan sarana perhubungan di wilayah

tersebut. Di Kabupaten Karangasem tahun 2021 banyaknya angkutan darat

bermotor yang wajib uji berjumlah 6.452 buah, angkutan dinas sebanyak 11

buah, angkutan umum 1.909 dan bukan umum 4.532, selengkapnya disajikan

pada Tabel 2.52 dan Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Urusan

Perhubungan Kabupaten Karangasem 2021 dapat dilihat pada tabel 2.53.
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Tabel 2.52

Banyaknya Angkutan Darat Bermotor Yang Wajib Uji
di Kabupaten Karangasem Tahun 2017 — 2021

No Uraian 2017 2018 2019 2020 2021

1 | Angkutan Dinas 41 44 9 9 11
(buah)

2 | Angkutan Umum 2.539 5.993 2.414 2.414 1.909
(buah)

3 | Angkutan Bukan 3.926 945 4.776 4.562 4.532
Umum (buah)

Jumlah (buah) 5.694 6.506 6.982 7.199 6.452

Sumber : SIPD Kabupaten Karangasem, 2022

Tabel 2.53

Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Perhubungan

Kabupaten Karangasem 2021

ASPEK/FOKUS/BIDANG Kondisi Kineria Tahun 2021
No.| URUSAN/ INDIKATOR | o.0.0n | awal Periode
Target Capaian
DAERAH RPIMD (2020) g P
1 2 3 4 5 6
Perhubungan
Jumlah arus penumpang
angkutan umum
1 |Angkutan Darat Jumlah 6.785 7.249 6452
2 |Angkutan laut Jumlah 28 28 26
3 [Rasio ijin trayek Rasio 58 58 0.00058
4 |Jumlah uji kir angkutan umum Jumlah 2.214 2.225 1909
Jumlah Pelabuhan
Laut/Udara/Terminal Bis
Jumlah Pelabuhan Jumlah 2 2 2
6 |Jumlah Terminal Bis Jumlah 1 1 1
7 |Persentase layanan angkutan |Persentase 27 28 23,05
darat (%)
8 [Persentase kepemilikan KIR Persentase 100 100 100
angkutan umum (%)
9 |Pemasangan Rambu-rambu Persentase 11,84 0,74 0,78
(%)
10 |Rasio panjang jalan per jumlah Rasio 0,01 0,01 0.01
kendaraan
Pelabuhan
11 {Jumlah Orang Jumlah 776.167 776.167 318138
12 {Jumlah Barang Jumlah 1.866.142 1.867.242 577839
Terminal
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ASPEK/FOKUS/BIDANG Kondisi Kinerja Tahun 2021
No URUSAN/ INDIKATOR Satuan | Awal Periode
‘| KINERJA PEMBANGUNAN Target Capaian
DAERAH RPIMD (2020) g 2]
13 |Jumlah Orang Jumlah 189.529 189.629 195110
14 |Jumlah Barang Jumlah 16.533 16.536 7954
15 |V/C Ratio di Jalan Rasio 0,60<V/C<0,70{0,60<V/C<0,70|0,60<V/C<0,70
Kabupaten/Kota

Sumber : Perhubungan Kab Karangasem, 2022

2.1.4.2.2 Lingkungan Hidup

Permasalahan lingkungan hidup masih akan dihadapkan pada
pencemaran air, udara, sampah dan limbah B3 terutama yang bersumber dari
kegiatan industri dan jasa, rumah tangga (limbah domestik) dan sektor
transportasi. Adapun permasalahan kerusakan lingkungan, terutama berkaitan
dengan kerusakan lingkungan di Daerah Aliran Sungai (DAS) dan air sungai saat
ini umumnya sudah tercemar. Kualitas udara juga menjadi tolak ukur
pengelolaan lingkungan hidup. Kualitas udara sangat terkait pada kualitas
penghijauan (vegetasi) dan jumlah partikel-partikel polutan di udara, baik yang
dikeluarkan oleh sumber aktif (kendaraan bermotor), maupun sumber pasif
(industri). Untuk itu, perlu dilakukan pengendalian terhadap polusi yang
disebabkan oleh aktivitas industri (pencemaran air tanah dan polusi udara),
serta emisi gas buang kendaraan bermotor. Capaian Indikator Kinerja
Pembangunan daerah Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Karangasem Tahun

2021 disajikan pada tabel 2.54.

Tabel 2.54
Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Lingkungan Hidup
Kabupaten Karangasem Tahun 2021

ASPEK/FOKUS/BIDANG Kondisi Tahun 2021
URUSAN/ INDIKATOR ) .
Kinerja Awal
No. KINERJA Satuan Periode Taraet Caai
PEMBANGUNAN arge apaian
DAERAH RPIMD (2020)
1 2 3 4 5 6
Lingkungan Hidup
1 | Tersusunnya RPPLH Ada/Tidak Ada Ada Ada Ada
Kabupaten/Kota
2 | Terintegrasinya RPPLH Ada/Tidak Ada Ada Ada Ada
dalam rencana
pembangunan
kabupaten/kota
3 | Terselenggaranya KLHS Ada/Tidak Ada Ada Ada Tidak Ada
untuk K/R/P tingkat
daerah provinsi
4 | Hasil Pengukuruan Indeks Indeks 50 50 50
RKPD Semesta Berencana Kab. Karangasem Tahun 2023 BABII -69




ASPEK/FOKUS/BIDANG Kondisi Tahun 2021
URUSAN/ INDIKATOR Kinerja Awal
No. KINERJA Satuan Periode .
PEMBANGUNAN RPIMD (2020) Target Capalan
DAERAH
kualitas Air
5 | Hasil Pengukuruan Indeks Indeks 91,51 91,51 91,51
kualitas Udara
6 | Hasil Pengukuran Indeks Indeks 47,56 47,56 47,46
kualitas Tutupan
Lahan
7 | Pembinaan dan Persentase 100 100 100
Pengawasan terkait (%)
ketaatan penanggung
jawab usaha dan/atau
kegiatan yang diawasi
ketaatannya terhadap izin
lingkungan, izin PPLH dan
PUU LH d yang
diterbitkan oleh
Pemerintah Daerah
kabupaten/ kota
8 | Terfasilitasi penyediaan Persentase 100 100 100
sarana/prasarana (%)
9 | Terlaksananya pendidikan Jumlah 0 0 0
dan pelatihan
masyarakat
10 | Terlaksananya pemberian | Ada/Tidak Ada Ada Ada Tidak Ada
penghargaan lingkungan
hidup
11 | Pengaduan masyarakat Persentase 100 100 100
terkait izin lingkungan, izin (%)
PPLH dan PUU LH yang di
terbitkan oleh Pemerintah
daerah Kabupaten/ Kota,
lokasi usaha dan
dampaknya di Daerah
kabupaten/kota.
12 | Timbulan sampah yang Persentase 25,18 27 75
ditangani (%)
13 | Persentase jumlah sampah Persentase 25,17 27 24
yang terkurangi (%)
melalui 3R
14 | Persentase cakupan area Persentase 12 12 72,93
pelayanan (%)
15 | Operasionalisasi Nilai 100 100 100
TPA/TPST/SPA di
kabupaten/kota
16 | Persentase izin Persentase N/A N/A 0
pengelolaan sampah oleh (%)
swasta yang diterbitkan
17 | Persentase pengelolaan Persentase 100 100 0
sampah oleh swasta yang (%)
taat terhadap peraturan
perundang-undangan
Sumber : Dinas Perhubungan Kab Karangasem, 2022
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2.1.4.2.3 Pertanahan

Banyaknya penerbitan sertifikat tanah di Kabupaten Karangasem
pada tahun 2021 355.958 sertifikat, yang terdiri dari hak milik 132.481 sertifikat,
hak guna bangunan 222.250 sertifikat, hak guna usaha 17 sertifikat, hak pakai
1.193 sertifikat, hak pengelolaan 2 sertifikat, dan wakaf 15 sertifikat.
Perkembangan penerbitan sertifikat di Kabupaten Karangasem dari tahun 2016-
2020 berfluktuatif di tahun 2016 telah diterbitkan 7.597 sertifikat, tahun 2017
mengalami peningkatan menjadi 128.272 sertifikat, di tahun 2018 mengalami
peningkatan cukup signifikan mencapai 355.958 sertifikat dan tahun 2019
sebanyak 22.231 sertifikat dan di tahun 2020 hanya mencapai 167.619
sertifikat.

2.1.4.2.4 Kependudukan dan Catatan Sipil

Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil diselenggarakan dalam
rangka memberikan pelayanan dibidang kependudukan. Informasi tentang
jumlah penduduk serta komposisi penduduk menurut umur, jenis kelamin,
pendidikan, tempat tinggal, pekerjaan dan lain-lain penting diketahui terutama
untuk mengembangkan perencanaan pembangunan manusia, baik itu
pembangunan ekonomi, sosial, politik, lingkungan dan lainnya yang terkait
dengan peningkatan kesejahteraan manusia. Akta-akta yang diterbitkan
diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem meliputi akta kelahiran,
akta perkawinan, akta perceraian, akta kematian dan yang lainnya.
Perkembangan akta yang diterbitkan dari tahun 2017-2021 disajikan pada Tabel
2.55 dan Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Urusan
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem Tahun 2021 dapat
dilihat pada tabel 2.56.

Tabel 2.55
Banyaknya Akta yang Diterbitkan Pemerintah Kabupaten

Karangasem Tahun 2017-2021

Tahun
No. Jenis Akta
2017 2018 2019 2020 2021
1 | Kutipan Akta kelahiran 23.635 | 30.370 | 21.802 14.145 | 14.634
2 | Kutipan Akta 3.260 6.399 5.037 4.183 3.982
perkawinan
3 | Kutipan Akta 126 241 210 197 195
perceraian
4 | Kutipan Akta kematian 1.694 5.696 2.155 1.650 4.161
Kutipan Akta 6 2 2 3 -
Pengakuan dan
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Tahun
No. Jenis Akta
2017 2018 2019 2020 2021
Pengesahan Anak
6 | Surat Keterangan - 48 101 - -
7 | Kutipan II kelahiran 795 196 - -
8 | Kutipan II perkawinan 128 96 - - -
9 | Pelaporan Kelahiran - 3 8 - -
10 | Pelaporan Perkawinan 6 11 - -
11 | Pencatatan Pinggir 27 33 27 -
Perubahan Nama
12 | Pencatatan Pinggir 1 2 9 4 -
Pengangkatan Anak
13 | Catatan Pinggir - - - - -
Perceraian
Jumlah 29.665 | 29.655 | 43.085| 29.368 | 20.209

Sumber : SIPD Kabupaten Karangasem, 2022

Tabel 2.56
Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Kependudukan

dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem Tahun 2021

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ Kondisi Kinerja | Tahun 2021
No. INDIKATOR KINERJA Satuan Awal Periode ]
PEMBANGUNAN DAERAH RPIMD (2020) |Target|Capaian
1 2 3 4 5 6
Administrasi Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
1 |Rasio penduduk ber-KTP per satuan Rasio 96,88 97 98,86
penduduk
2 [Rasio bayi berakte kelahiran Rasio 90,56 91 99,81
3 [Ketersediaan database kependudukan Ada/Tidak ada ada ada
skala Kabupaten Ada
4 |Penerapan KTP Nasional berbasis NIK Sudah/Belum sudah| sudah sudah
5 [Cakupan penerbitan Kartu Tanda Persentase 96,88 97 98,86
Penduduk (KTP) (%)
6 |Cakupan penerbitan akta kelahiran Persentase 49,5 55 99,76
(%)
7 [Rasio Anak yang memiliki Kartu Identitas Rasio 18,8 19 21,36
Anak
8 |Cakupan Penerbitan Akta Kematian Persentase 100 100 100
(%)
9 |Cakupan Penerbitan Akta Perkawinan Persentase 100 100 100
(%)
10 |Jumlah OPD yang memanfaatkan data Persentase 44,89| 44,89 28,13
kependudukan berdasarkan perjanjian (%)
kerjasama
Sumber : SIPD Kabupaten Karangasem, 2022
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2.1.4.2.5 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindunagn Anak,

Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Secara historis, upaya untuk memperjuangkan kesetaraan gender
dan pemberdayaan perempuan sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia
sejak tahun70-an yang diawali dengan dengan dibentuknya menteri muda
urusan peranan wanita(MEN UPW) pada tahun 1978 yang saat ini sudah
berubah menjadi Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak. Sebelum dibentuknya lembaga ini, perhatian terhadap nasib
perempuan yang kurang beruntung jika dibandingkan dengan laki-laki sudah
dilakukan oleh kaum feminim baik di dunia barat maupun di Indonesia. Untuk di
Indonesia salah seorang pejuang nasib kaum perempuan yang tidak asing lagi
bagi kalangan masyarakat adalah Raden Ajeng Kartini.

Wujud pergerakan perempuan Indonesia pasca Kartini adalah
terbentuknya berbagai organisasi perempuan yang mempunyai visi memperbaiki
status kaum perempuan melalui berbagai upaya seperti peningkatan pendidikan
dan keterampilan, perlindungan hukum dan lain-lain. Komitmen Pemerintah
untuk memperjuangkan nasib perempuan terus berlanjut. Melalui lembaga
kementerian yang sudah terbentuk ditingkat pusat dan lembaga pemberdayaan
perempuan di daerah baik dalam bentuk badan maupun kantor, maka berbagai
program pun diimplementasikan kemasyarakatan. Pendekatan awal yang
diimplementasikan pada saat itu adalah women indevelopment/WID karena saat
itu disadari bahwa perempuan merupakan sumber daya manusia yang sangat
berharga sehingga perempuan yang posisinya termajinalkan perlu diikut
sertakan dalam pembangunan.

Pendekatan WID memberikan perhatian pada peran produktif
perempuan dalam pembangunan, seperti inisiatif pengembangan teknologi yang
lebih baik dan tepat guna agar dapat meningkatkan beban kerja perempuan.
Tujuannya adalah menekankan kepada sisi produktivitas tenaga kerja
perempuan khususnya berkaitan dengan pendapatan perempuan, tanpa terlalu
peduli dengan sisi reproduktifnya. Setelah dilakukan evaluasi, nampaknya dalam
pelaksanaannya pendekatan ini tidak terlalu berhasil dalam menghapus masalah
diskriminasi terhadap perempuan. Sebagai respon dari ketidakberhasilan
pendekatan ini, selanjutnya pada tahun 90-an dilakukan pendekatan baru yang
dikenal dengan pendekatan gender dan pembangunan (gender and
development/GAD). Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) Kabupaten
Karangasem di tahun 2019 sebesar 60,24 meningkat menjadi 60,77 di tahun
2020. Indeks ini masih lebih rendah dari Provinsi Bali yang di tahun 2020
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mencapai 72,27. Nilai IPG dintahun 2019 paling tinggi yaitu Kabupaten
Klungkung mencapai 78,35, dan Kabupaten Tabanan sebesar 78,14 dan paling
rendah yaitu Kabupaten Karangasem.

Program KB merupakan suatu usaha langsung yang ditujukan untuk
mengurangi tingkat kelahiran terutama melalui program penggunaan alat
kontrasepsi secara konsisten dan berkesinambungan. Selain itu juga bertujuan
membangun keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera dalam rangka usaha
pembinaan dan peningkatan mutu fisik SDM. Banyaknya klinik KB yang ada di
Kabupaten Karangasem sampai tahun 2021 adalah 24 Kklinik, dengan jumlah
peserta KB 76.406 peserta, dan jumlah pasangan usia subur (PUS) mencapai
88.930, sehingga persentase peserta KB terhadap PUS sebesar 86%. Data
selengkapnya disajikan pada Tabel 2.57.

Tabel 2.57
Banyaknya Klinik KB dan Peserta KB, Pasangan Usia Subur (PUS), dan
Persentase Peserta KB Terhadap PUS di Kabupaten Karangasem
Tahun 2017-2021

No. Uraian 2017 2018 2019 2020 2021
1 | Klinik KB 24 24 24 24 24
2 | Peserta KB 69.598 71.842 74.174 53.667 76.406
3 | PUS 85.933 87.405 88.125 69.263 88.930
4 | Persentase 80,99 80,99 84,17 77,5 86
Peserta KB
terhadap PUS

Sumber : SIPD Kabupaten Karangasem, 2022

2.1.4.2.6 Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan merupakan aspek yang amat mendasar dalam
kehidupan manusia karena mencakup dimensi ekonomi sosial. Dimensi ekonomi
menjelaskan kebutuhan manusia akan pekerjaan berkaitan dengan pemenuhan
kebutuhan sehari-hari, sedangkan dimensi sosial dari pekerjaan berkaitan
Penduduk
angkatan kerja di Kabupaten Karangasem di tahun 2019 sebanyak 256.257

dengan pengakuan masyarakat terhadap kemampuan individu.

orang dan meningkat di tahun 2020 menjadi 259.153 orang. Pada tahun 2021
jumlah angkatan kerja meningkat sebanyak 262.729 atau 81,15 persen. Data
bukan angkatan kerja tahun 2021 sebanyak 61.044 atau sebesar 18,85 persen
kondisi ini menurun dibandingkan dengan tahun 2020. Kondisi bukan angkatan
kerja (mengurus rumah tangga) mengalami peningkatan yaitu sebesar 38.166

atau 62,52 persen. Selengkapnya disajikan pada Tabel 2.58 dan Capaian
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Indikator Kinerja Pembangunan daerah Urusan Ketenagakerjaan Kabupaten
Karangasem Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 2.59.

Tabel 2.58

Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas menurut Kegiatan Seminggu yang Lalu di
Kabupaten Karangasem Tahun 2019-2021

Kegiatan 2019 2020 2021
Seminggu
yang Lalu Banyaknya | Persentase | Banyaknya | Persentase | Banyaknya | Persentase
(%) (%) (%)
I. Angkatan 256.257 80,61 259.153 80,75 262.729 81,15
Kerja
1. Bekerja 254.667 99,38 252.869 97,58 252.630 97,68
2. Mencari 1.590 0,62 6.284 2,42 6.099 2,32
Pekerjaa
n
II. Bukan 61.651 19,39 61.778 19,25 61.044 18,85
Angkatan
Kerja
1. Sekolah 17.966 29,43 15.501 25,393 14.252 23,35
2. Mengurus 38.043 62,32 34.570 56,63 38.166 62,52
Rumah
Tangga
3. Lainnya 5.642 9,24 11.707 19,178 8.626 14,13
Jumlah 317.908 100,00 320.931 100,00 323.773 100,00
Tingkat 80,61 80,75 81,15
Partisipasi
Angkatan
Kerja (TPAK)
Tingkat 0,62 2,42 2,32
Pengangguran
terbuka
Sumber : SIPD Kabupaten Karangasem, 2022
Tabel 2.59
Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Ketenagakerjaan
Kabupaten Karangasem Tahun 2021
ASPEK/FOKUS/BIDANG .
URUSAN/ IND/IKATOR Kin':‘:;‘:;\s"ual Tahun 2021
Ne- PEMKBIIA“IEE.:!ANAN Satuan Periode
DAERAH RPIJMD (2020) | Target | Capaian
1 2 3 4 5 6
Tenaga Kerja
1 | Angka sengketa pengusaha- | Persentase (%) 0,08 0,1 0.102
pekerja per
tahun
RKPD Semesta Berencana Kab. Karangasem Tahun 2023 BABII-75




ASPEK/FOKUS/BIDANG

URUSAN/ INDIKATOR Kin':‘:f'::"ﬂal Tahun 2021
Ne- KINERJA Satuan PenJ'iode
PEMBANGUNAN :
Target Capaian
DAERAH RPIMD (2020) g p
2 | Besaran kasus yang Persentase (%) 100 100

diselesaikan dengan
Perjanjian Bersama (PB)

Besaran pencari kerja yang Persentase (%) 81 81 80,5

terdaftar yang ditempatkan

Besaran pekerja/buruh Persentase (%) 71,2 75 76,89

yang menjadi peserta
program Jamsostek

Perselisihan buruh dan Persentase (%) 0 0
pengusaha terhadap
kebijakan pemerintah
daerah

Besaran tenaga kerja yang Persentase (%) 46 48 30,35

mendapatkan
pelatihan berbasis
kompetensi

Rasio lulusan S1/52/S3 Rasio 4,73 5

Tingkat Produktifitas Persentase (%) 53 54
Tenaga Kerja

Persentase kegiatan yang Persentase (%) 70 70
dilaksanakan yang mengacu
ke rencana tenaga kerja

Sumber : Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Karangasem, 2022

2.1.4.2.7 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Koperasi Indonesia adalah badan usaha yang berjuang untuk
memenuhi kepentingan ekonomi para anggotanya dan masyarakat dalam
rangka meningkatkan kesejahteraan hidup. Dilihat dari ciri koperasi yang seperti
itu, terkandung arti bahwa, kegiatan koperasi yang dijalankan para
pengurusnya, tidak bisa terlepas dari aktivitas dan keperluan para anggotanya.
Karena dengan melaksanakan konsep ini koperasi akan bisa berjalan dengan
berkesinambungan. Sejalan dengan perkembangan jaman dan juga kebutuhan
para anggota koperasi dan masyarakat di sekitar lingkungan koperasi, program
yang bisa dijalankan tidak hanya simpan pinjam.

Peluang untuk mengembangkan program baru sesuai dengan
kebutuhan para anggota dan masyarakat sekitarnya, menjadi pilihan tepat untuk
mencapai tujuan dari koperasi, yakni meningkatkan kesejahteraan para
anggotanya. Berkembangnya koperasi di daerah diharapkan dapat memberikan
kontribusi terhadap pembangunan ekonomi di daerah dan sekaligus
meningkatkan ekonomi di daerah sekitarnya. Supaya koperasi bisa tumbuh dan

berkembang, maka faktor pendukung juga harus dikembangkan. Hasil
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pengamatan di lapangan ditemukan beberapa faktor pendukung pembangunan

ekonomi daerah melalui pengembangan koperasi, antara lain:

1. Potensi masyarakat

2. Pengusaha

3. Lembaga perkreditan

4, Instansi terkait

5. Koperasi sebagai badan usaha

Banyaknya Koperasi yang berupa Koperasi Unit Desa (KUD) yang

ada di Kabupaten Karangasem dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021

tetap berjumlah 10 KUD, sedangkan Koperasi yang Non KUD sampai tahun 2021

mencapai 326 buah. Data selengkapanya disajikan pada Tabel 2.60 dan Capaian

Indikator Kinerja Pembangunan daerah Urusan

Koperasi dan Usaha Kecil

Menengah Karangasem Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 2.61

Tabel 2.60

Jumlah Koperasi Unit Desa (KUD) dan Non KUD di Kabupaten
Karangasem tahun 2017 — 2021

Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Anggota
Tahun Koperasi Anggota Koperasi Koperasi (Non
(KUD) KUD (Non KUD) KUD)
2017 10 37.577 314 77.327
2018 10 37.574 310 54.711
2019 10 37.574 310 54.711
2020 10 33.759 326 106.274
2021 10 35.752 325 69.968

Sumber : SIPD Kabupaten Karangasem, 2022

Tabel 2.61

Capaian Indikator Kinerja Pembangunan daerah Urusan Koperasi dan Usaha Kecil
Menengah Kabupaten Karangasem Tahun 2021

ASPEK/FOKUS/BIDANG Tahun 2021
URUSAN/ INDIKATOR Kondisi Kinerja
No. KINERJA Satuan | Awal Periode .
PEMBANGUNAN RPJIMD (2020) Target Capaian
DAERAH
1 2 3 4 5 6
Koperasi usaha Kecil dan Menengah
1 |Persentase koperasi aktif |Persentase 67 67,17 74,18
(%)
2 |Persentase Usaha Mikro Persentase 90,76 91 55
dan Kecil (%)
3 |Meningkatnya Koperasi Persentase 4,5 5,4 3,6
yang berkualitas (%)
4 |Meningkatnya Usaha Mikro |Persentase 23,26 26,44 0,8
yang menjadi wirausaha (%)
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No.

ASPEK/FOKUS/BIDANG
URUSAN/ INDIKATOR
KINERJA
PEMBANGUNAN
DAERAH

Satuan

Kondisi Kinerja
Awal Periode
RPIMD (2020)

Tahun 2021

Target

Capaian

Perdagangan

5

Ekspor Bersih
Perdagangan

Nilai

7.620.088.730,00

7.639.138.951,83

166.923.448.243,76

Cakupan bina kelompok
pedagang/usaha informal

Persentase
(%)

0

12,50

5

Persentase pelaku usaha
yang memperoleh izin
sesuai dengan ketentuan
(IUPP/SIUP Pusat
Perbelanjaan dan
IUTM/IUTS/SIUP Toko
Swalayan)

Persentase
(%)

10

Persentase kinerja realisasi
pupuk

Persentase
(%)

44

45

75

Persentase alat-alat ukur,
takar, timbang dan
perlengkapannya (UTTP)
bertanda tera sah yang
berlaku

Persentase
(%)

3,65

4,15

0.048

Perindustrian

10

Cakupan bina kelompok
pengrajin

Persentase
(%)

20,00

11,35

11,19

11

Pertambahan jumlah
industri kecil dan
menengah di
Kabupaten/Kota

Persentase
(%)

0,00

1,40

-0,15

12

Persentase pencapaian
sasaran pembangunan
industri termasuk turunan
indikator

Persentase
(%)

13

Persentase jumlah hasil
pemantauan dan
pengawasan dengan
jumlah Izin Usaha Industri
(IUT) Kecil dan Industri
Menengah yang
dikeluarkan oleh instansi
terkait

Persentase
(%)

14

Persentase jumlah hasil
pemantauan dan
pengawasan dengan
jumlah Izin Perluasan
Industri (IPUI) Kecil dan
Industri Menengah yang
dikeluarkan oleh instansi
terkait

Persentase
(%)

15

Persentase jumlah hasil
pemantauan dan
pengawasan dengan
jumlah Izin Usaha
Kawasan Industri (IUKI)
dan Izin Perluasan

Persentase
(%)
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No.

ASPEK/FOKUS/BIDANG
URUSAN/ INDIKATOR
KINERJA

Satuan

Tahun 2021

Kondisi Kinerja
Awal Periode

PEMBANGUNAN
DAERAH

RPJIMD (2020) Target

Capaian

Kawasan Industri (IPKI)
yang lokasinya di Daerah
Kabupaten/Kota

16 |Tersedianya informasi Persentase
industri secara lengkap (%)
dan terkini

Sumber : Diskoperindag Kabupaten Karangasem, 2022

2.1.4.2.8 Kebudayaan

Pembangunan bidang kebudayaan diupayakan dengan pembinaan

secara berjenjang melalui banjar maupun lembaga dan organisasi kesenian.

Dalam upaya pelestarian budaya dan kesenian lokal, pembinaan dilaksanakan

berkesinambungan melalui peran serta kesenian tingkat kabupaten maupun

provinsi sehingga kreativitas seni dan budaya dapat tumbuh dan berkembang.

Pengembangan seni dan budaya juga diarahkan untuk dapat menunjang

aktivitas hiburan dan pariwisata.

Tabel 2.62
Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Urusan Kebudayaan Kabupaten Karangasem Tahun 2021

Kondisi Tahun 2021
ASPEK/FOKUS/BIDANG Kinerja Awal
No. URUSAN/ INDIKATOR KINERJA Satuan Periode .
PEMBANGUNAN DAERAH RPIMD |Target|Capaian
(2020)
1 2 3 4 5 6
Kebudayaan
1 Penyelenggaraan festival seni dan Jumlah 3 3 3
budaya
2 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Persentase 20,53 22,22 19,07
Budaya (%)
yang dilestarikan
3 [Jumlah karya budaya yang Jumlah 57 67 66
direvitalisasi dan inventarisasi
4 |Jumlah cagar budaya yang dikelola Jumlah 1 1 1
secara
terpadu
Sumber : Disbudpar Kabupaten Karangasem, 2022
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2.1.4.2.9 Kepemudaan dan Olahraga

Pembinaan kepemudaan diarahkan dalam rangka memberikan
kesempatan yang seluas-luasnya bagi generasi muda dalam mengaktualisasikan
segenap potensi, bakat dan minat sehingga memiliki daya saing yang tinggi.
Secara kelembagaan sudah ada pola-pola sebagai langkah untuk
mengembangkan keterlibatan pemuda dalam pembangunan, hanya saja yang
perlu diperhatikan secara terus menerus adalah memberikan kesempatan
pemuda dalam memperoleh pendidikan dan pelatihan, kepeloporan dan
kepemimpinan pemuda juga diarahkan untuk berkiprah dalam kesempatan
berusaha, yang tidak kalah penting adalah memberikan pembekalan
pemahaman yang baik agar mereka mampu meningkatkan kepeloporan dan
kepemimpinan pemuda dalam pembangunan.

Secara internasional telah diakui bahwa olah raga mempunyai peran
penting bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan mampu
meningkatkan kualitas fisik dan kesehatan, juga peningkatan sportivitas, disiplin
dan semangat juang, yang semuanya merupakan elemen penting bagi
peningkatan kualitas sumber daya manusia dan keunggulan daya saing.
Pembinaan olahraga ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya
manusia dengan membentuk watak dan kepribadian, disiplin sportivitas dan etos
kerja yang tinggi serta peningkatan prestasi sehingga mampu membawa harum

nama bangsa.

2.1.4.2.10Ketahanan Pangan
Arah pembangunan ketahanan pangan berkorelasi positif dengan
upaya pengentasan kemiskinan dan kelaparan. Kemampuan penyediaan beras
dari produksi sendiri yang dalam setiap tahunnya masih kekurangan, yang
disebabkan oleh lahan persawahan yang sangat terbatas, ketersediaan air masih
terbatas untuk mengairi sawah, sehingga prioritas pembangunan ketahanan
pangan Pemerintah Kabupaten Karangasem diarahkan pada:
1. Pengembangan ketersediaan pangan utama setara beras.
2. Pengembangan ketersediaan energi dan protein melalui analisa PPH
Ketersediaan.
3. Penanganan daerah rawan pangan melalui pemberdayaan Desa Mandiri
Pangan.
4. Pengembangan cadangan pangan daerah melalui Kegiatan Cadangan
Pangan Pemerintah dan Pemberdayaan Lumbung Pangan Masyarakat.
5. Pengembangan penganekaragaman konsumsi melalui analisa PPH

Konsumsi.
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6. Pengembangan mutu dan keamanan pangan melalui uji lab keamanan

pangan segar.

2.1.4.2.11Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pembangunan Daerah membutuhkan suatu konsep yang berbasis
pada potensi yang ada serta berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Konsep ini akan tercapai jika ada peran aktif dan partisipasi dari masyarakat,
karena keterlibatan masyarakat dari awal proses perencanaan pembangunan
yang tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan hal ini akan
membuat masyarakat merasa memiliki kepedulian terhadap hasil pembangunan
tersebut. Untuk itu masyarakat dalam bentuk kelembagaan dan organisasi
lainnya harus dapat diberdayakan untuk mencapai tujuan tersebut.
Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang semakin
meningkat, membawa akibat penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
semakin penting artinya dalam upaya mewujudkan Desa yang mampu
melaksanakan fungsi Pemerintahan secara efisien dan efektif, serta dalam upaya
mewujudkan Desa yang mampu berfungsi sebagai sumber data dan informasi
dan informasi bagi semua kegiatan pemerintahan dan pembangunan.
Pembangunan dengan paradigma pemberdayaan diperlukan untuk mewujudkan
partisipasi masyarakat baik dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian
pembangunan di Desa maupun Kecamatan.

Pembangunan dengan paradigma pemberdayaan diperlukan untuk
mewujudkan partisipasi masyarakat baik dalam perencanaan, pelaksanaan dan
pengendalian pembangunan di Desa maupun Kecamatan melalui program
kegiatan antara lain: Fasilitasi PKK; Pembinaan Lembaga Pemberdayaan
Masyarakat Desa dan Kelurahan; Pembinaan Posyandu; Inventarisasi Lembaga
Hukum Adat; Inventarisasi Swadaya Murni Masyarakat; Pembinaan Kader
Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan; Pembinaan Kader
Pembangunan Manusia; Pembinaan Kader Pembangunan Manusia; Pembinaan
Kader Pembangunan Manusia; Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong
Masyarakat (BBGRM); Fasilitasi Kerjasama Antar Desa; Fasilitasi Kerjasama Desa
dengan Pihak Ketiga; Penyelenggaraan Penataan Desa; Penyediaan Prasarana
dan Sarana Transportasi Antar Wilayah; Pembinaan dan Pemberdayaan
BUMDesa dan Lembaga Kerjasama Antar Desa; Fasilitasi Pengembangan Usaha
Ekonomi Masyarakat; dan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna. Capaian
Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Karangasem Tahun 2021 dapat dilihat pda tabel 2.63.
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Tabel 2.63
Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Urusan
Pemberdayaan Masyarakat Desa Karangasem Tahun 2021

ASPEK/FOKUS/BIDANG Kin':‘:;’:':"’val Tahun 2021
No URUSAN/ INDIKATOR Satuan Periode
DAERAH (2020)
1 2 3 4 5 6
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1 | Cakupan pembinaan dan Persentase (%) 100% 5% 5%
pengawasan administrasi
pemerintahan desa
2 | Cakupan fasilitasi kerjasama Persentase (%) 100% 10% 10%
desa dan penyediaan sarana
prasarana desa
3 | Cakupan penataan desa dan Persentase (%) 100% | 100% 100%
pembangunan kawasan
perdesaan
4 | Cakupan pemberdayaan Persentase (%) 100% 10% 10%
lembaga kemasyarakatan
desa
5 | Persentase Peningkatan Persentase (%) 100% 15% 15%

Status Desa Mandiri

Sumber : DPMD Kab Karangasem, 2022

2.1.4.2.12Kearsipan dan Perpustakaan

Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan memperbaiki
sistem administrasi kearsipan telah dilakukan berbagai upaya. Upaya—upaya
tersebut terutama diarahkan untuk meningkatkan minat baca masyarakat, serta
meningkatkan kualitas informasi dan sistem administrasi kearsipan yang
merupakan indikator utama pembangunan perpustakaan, kearsipan dan
dokumentasi. Pada akhirnya peningkatan pada kedua indikator itu akan dapat
meningkatkan minat baca masyarakat serta meningkatkan kualitas informasi
dan sistem administrasi kearsipan di Kabupaten Karangasem.

Keberadaan perpustakaan di suatu wilayah sangat dibutuhkan untuk
meningkatkan pengetahuan masyarakat. Di Kabupaten Karangasem terdapat
tiga jenis perpustakaan yang terdiri dari perpustakaan umum, perpustakaan
khusus, dan perpustakaan sekolah. Perpustakaan umum sebanyak 24 buah,
perpustakaan khusus 1 buah dan perpustakaan sekolah 430 buah. Data
selengkapnya disajikan pada Tabel 2.64 dan Capaian Indikator Kinerja
Pembangunan Daerah Urusan Kearsipan dan Perpustakaan Karangasem Tahun
2021 dapat dilihat pada tabel 2.65.
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Tabel 2.64

Jumlah Perpustakaan di Kabupaten Karangasem Tahun 2021

No. Perpustakaan 2020 2021
1 Perpustakaan Umum 24 24
» Perpustakaankabupaten/kota 1 1
» Perpustakaan kecamatan 0 0
» Perpustakaan desa 23 23
2 Perpustakaan Khusus 1 1
= Perpustakaan OPD 1 1
3 Perpustakaan Sekolah 430 430
» Perpustakaan SD/MI 358 358
» Perpustakaan SMP/MTs. 38 38
» Perpustakaan SMA/SMK/MA 34 34
Sumber : SIPD Kabupaten Karangasem, 2022
Tabel 2.65
Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Urusan
Kearsipan dan Perpustakaan Karangasem Tahun 2021
Kondisi Tahun 2021
ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ Kinerja Awal
No. INDIKATOR KINERJA Satuan Periode .
PEMBANGUNAN DAERAH RPIJMD Target | Capaian
(2020)
1 2 3 4 5 6
Perpustakaan
1 |Jumlah pengunjung perpustakaan per Jumlah 22.696 24.496 1800
tahun
2 |Koleksi buku yang tersedia di Jumlah 14.471 14.68 1300
perpustakaan daerah
3 |Rasio perpustakaan persatuan Rasio 1:984,84| 1:984,84|1:984,84
penduduk
4 |Jumlah rata-rata pengunjung Jumlah 109 115 6
perpustakaan/ tahun
5 |Jumlah koleksi judul buku Jumlah 11.034 11.128 10.705
perpustakaan
6 [Jumlah pustakawan, tenaga teknis, Jumlah 4 6 2
dan penilai yang memiliki sertifikat
7 |Nilai tingkat kegemaran membaca Persentase n/a 50 50
masyarakat (%)
8 |Indeks Pembangunan Literasi Indeks n/a 575% 575%
Masyarakat
Kearsipan
1 |Jumlah Perangkat Daerah yang Jumlah 15 30 15
mengelola arsip secara baku
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No.

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/
INDIKATOR KINERJA
PEMBANGUNAN DAERAH

Satuan

Kondisi

Kinerja Awal

Periode
RPIJMD
(2020)

Tahun 2021

Target

Capaian

Peningkatan SDM pengelola kearsipan

Persentase
(%)

12,71

25,42

1271

Tingkat ketersediaan arsip sebagai
bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti
yang sah dan

pertanggungjawaban nasional) Pasal
40 dan Pasal 59 Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan

Persentase
(%)

66

70

Tingkat keberadaan dan keutuhan
arsip sebagai bahan
pertanggungjawaban setiap aspek
kehidupan berbangsa dan bernegara
untuk kepetingan negara,
pemerintahan, pelayanan publik dan
kesejahteraan rakyat

Jumlah

16

16

Sumber : Dispustaka Kabupaten Karangasem, 2022

2.1.4.2.13 Komunikasi dan Informatika

Pesatnya perkembangan informasi dan teknologi telah mengubah
paradigma dalam perekonomian dunia yaitu berupa beralihnya masyarakat
industri menjadi masyarakat informasi yang ditandai dengan meningkatnya
peran informasi dan ilmu pengetahuan dalam kehidupan manusia. Informasi
mempunyai nilai ekonomi, dan kemampuan untuk mendapat, mengolah dan
memanfaatkan informasi ini memberikan daya saing yang tinggi bagi suatu
masyarakat. Oleh karena itu perkembangan masyarakat harus diarahkan untuk
mencapai kemajuan di bidang informasi dan teknologi ini.

Kemampuan masyarakat dalam mengakses informasi sangat
ditentukan oleh hukum pasar yaitu suplay and demand. Supplay berkaitan erat
dengan ketersediaan infrastruktur telekomunikasi dan demand terkait dengan
kebutuhan masyarakat yang tinggi dalam informasi. Terbatasnya dana dalam
penyediaan infrastruktur informasi sangat dirasakan dalam pembangunan
tinggi
telekomunikasi. Terlebih lagi dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi

infrastruktur yang menggunakan teknologi seperti pos dan

informasi membutuhkan investasi bidang penyediaan infrastruktur yang cepat
dalam jangka pendek.
telah dilakukan Pemerintah

Usaha-usaha Kabupaten

yang
Karangasem untuk menyikapi kemajuan teknologi informasi adalah dengan
penyediaan perangkat keras dan perangkat lunak, memperkuat sistem jaringan

sistem informasi, penyusunan master plane pengembangan teknologi informasi,
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pengembangan sistem informasi berbasis Web, peningkatan kecepatan akses
internet. Desain informasi dalam web sangat efektif digunakan oleh pengguna
informasi di seluruh tempat dengan bantuan akses internet. Sarana website
pemerintah daerah Kabupaten Karangasem telah pula dikembangkan dengan
sub domain-sub domain sesuai dengan peraturan yang berlaku. Capaian

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Komunikasi dan Informatika

Karangasem Tahun 2021 dapat dilihat pada tebl 2.66 dibawah ini

Tabel 2.66

Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Urusan
Komunikasi dan Informatika Karangasem Tahun 2021

Kondisi Tahun 2021
ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ Kinerja Awal
No.| INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN Satuan Periode .
DAERAH RPIJMD |Target|Capaian
(2020)
1 2 3 4 5 6
Komunikasi dan Informatika
1 |Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Persentase 100 100 100
Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat (%)
Kecamatan
2 |Cakupan Layanan Telekomunikasi Persentase
(%) 60 70 65
3 |Persentase penduduk yang menggunakan Persentase
HP/telepon (%) 75 80 74,52
4 |Proporsi rumah tangga dengan akses internet Persentase
(%) 60 70| 47,75
5 [Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer | Persentase
pribadi (%) 50 60 74,52
6 |Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) | Persentase
yang terhubung dengan akses internet yang (%)
disediakan oleh Dinas Kominfo 100 100 100
7 |Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan | Persentase
secara online dan terintegrasi (%) 9 10 0
8 [Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Persentase
Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui (%)
Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 27 50 91
Statistik
9 |Buku "Karangasem Membangun” Ada/Tidak
Ada Ada Ada Ada
10 |Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) | Persentase 0 100 0
yang menggunakan data statistik dalam (%)
menyusun perencanaan pembangunan daerah
11 |Persentase OPD yang menggunakan data Persentase 0 100 0
statistik dalam melakukan evaluasi (%)
pembangunan daerah
Persandian
12 |Tingkat keamanan informasi pemerintah Persentase 0 0 0
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Kondisi Tahun 2021
ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ Kinerja Awal
No.| INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN Satuan Periode .
DAERAH RPIJMD |Target|Capaian
(2020)
(%)
13 |Persentase Perangkat daerah yang telah Persentase
menggunakan sandi dalam komunikasi (%)
Perangkat Daerah 0 0 0

Sumber : Diskominfo Kabupaten Karangasem, 2022

2.1.4.3 Urusan Layanan Pilihan

2.1.4.3.1 Pertanian

Sektor pertanian dapat memberikan kontribusi yang besar dalam
pembangunan ekonomi, yaitu : (1) Sebagai Penghasil pangan, (2) sebagai
penyedia bahan baku untuk sektor industri dan jasa (3) menghasilkan devisa (4)
merupakan Pasar yang Potensial bagi produk-produk sektor industri, dan (5)
Transfer surplus tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor industri maka salah
satu kebijakan yang di tempuh pemerintah menunjang pencapaian peningkatan
sektor pertanian adalah peningkatan produktivitas di sektor pertanian dengan
melakukan peningkatan investasi untuk riset (penelitian), perluasan pelayanan
dan informasi pasar serta perbaikan infrastruktur. Permasalahan mendasar
bidang pertanian adalah rendahnya daya saing hasil pertanian, karena
keterbatasan petani dalam permodalan, penerapan teknologi dan akses
pasar, serta konversi lahan yang semakin meningkat.

Sejalan dengan Visi dan Misi Daerah Kabupaten Karangasem, maka
arah kebijakan dan program pembangunan Karangasem tahun 2021-2026
sebagai pelaksanaan Pola Pembangunan Semesta Berencana yang dituangkan
dalam 2 kelompok program yaitu, Program Prioritas dan Program Pendukung
yang mencakup hulu sampai hilir. Arah kebijakan dan program pembangunan
yang berkaitan dengan pangan, mulai dari hulu ke hilir berorientasi pada upaya
pemenuhan kualitas untuk kebutuhan Krama Karangasem salah satunya
mengembangkan pertanian Taman Gumi Banten melalui pengembangan dan
pelestarian tanaman lokal Bali. Taman Gumi Banten merupakan areal/kawasan
yang berisi/ditanami berbagai jenis tanaman yang dapat difungsikan sebagai
sarana upacara bagi masyarakat Hindu.

Tanaman langka yang saat ini sudah hampir punah untuk itu perlu
dikembangkan kembali dalam rangka kebutuhan bahan upakara dengan
mendorong pemanfaatan secara optimal tanah pekarangan, lahan kosong, dan
lahan tidak produktif untuk ditanami tanam tanaman (sayuran, buah-buahan,
bunga) untuk mendukung kebutuhan upakara yang sesuai dengan kondisi
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geografis melalui pemanfaatan teknologi produksi. Arah kebijakan dan program
pembangunan lainnya yaitu berkaitan dengan sandang, berorientasi pada upaya
pemenuhan kualitas untuk kebutuhan para wisatawan, dan berorientasi untuk
ekspor salah satunya melalui penyediaan bahan baku tenun (perkebunan
kapas/ulat sutera). Permasalahan mendasar bidang pertanian adalah rendahnya
daya saing hasil pertanian, karena keterbatasan petani dalam permodalan,
penerapan teknologi dan akses pasar, serta konversi lahan yang semakin
meningkat. Perkembangan luas panen, rata-rata hasil dan produksi padi di
Kabupaten Karangasem tahun 2017-2021 berfluktuatif seperti disajikan pada
Tabel 2.67, Luas Panen, Rata-rata Hasil dan Produksi Padi di Kabupaten
Karangasem Per Kecamatan Tahun 2019-2021 terlihat pada tabel 2.68 dan
Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Pertanian, Pangan dan
Perikanan Kab Karangasem Tahun 2021 terlihat pada tebl 2.69.

Tabel 2.67
Luas Panen, Rata-rata Hasil dan Produksi Padi
di Kabupaten Karangasem Tahun 2017 — 2021

Rata-rata .
Tahun Luas Panen Hasil Panen Produksi
(Ha) (Kw/ha) (Ton)

2017 10.845,1 62,27 67.537,59
2018 8.113,38 67,62 49.905,05
2019 6.846,44 64,02 40.624,56
2020 7.055,13 64,02 41.149,75
2021 7.174,66 64,02 44.071,34

Sumber : SIPD Kabupaten Karangasem, 2022

Tabel 2.68
Luas Panen, Rata-rata Hasil dan Produksi Padi di Kabupaten
Karangasem Per Kecamatan Tahun 2019-2021

2019 2020 2021
Rata- Rata-
No | Kecamatan Pl;l;aesn HRaastif::?\t:n Produksi Plg:lsn ﬁ:;?l Produksi P:una:n Iﬁ::ial Produksi
(Ha) (Kw/Ha) (Ton) (Ha) (PKa‘:"‘/’n (Ton) (Ha) (PKav'\‘,‘/*'l_'l (Ton)
a) a)
1 | Rendang 1011 76,32 76532 | 1.508,7 | 6507 | 9.81649 | 980,0 | 60,91 | 5.968,9
2 | sidemen 1.2333 73,29 9.786,8 | 1.400 | 62,07 | 8.782,13 | 1.4430 | 61,12 | 8.819,7
3 | Manggis 957,1 69,27 477947 | 802,7 | 6445 | 517336 | 7510 | 5619 | 4.219,4
4 | Karangasem 2.688,9 61,17 20.233,53 | 3.062,2 | 61,40 | 18.801,80 | 3.1155 | 59,06 | 18.400,4
5 | Abang 1.635,3 58,77 5.85531 | 1.540,6 | 59,49 | 9.164,93 | 1.4053 | 61,77 | 8.680,7
6 | Bebandem 1.878,7 76,02 11.89581 | 1.943,0 | 67,26 | 13.06821 | 1.8704 | 6426 | 12.019,1
7 Selat 1.182,6 67,21 10.873,72 1.558,5 69,50 10.832,01 1.461,3 63,63 9.298,4
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2019 2020 2021
Rata- Rata-
Rata Rata
No | Kecamatan PLaL:1aesn Hiastif:;itean Produksi P:L:'aesn Hasil Produksi PI;unaesn Hasil Produksi
(Ha) (Kw/Ha) (Ton) (Ha) (Plfv"‘,‘/’: (Ton) (Ha) :’l?v';‘/*: (Ton)
a) a)
8 Kubu - - -
Jumlah 10.586,90 60,26 71.077,84 [11.815,7 | 64,02 | 75.639,93 [11.026,5 | 61,13 67.406,6
Sumber : SIPD Kabupaten Karangasem, 2022
Tabel 2.69
Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Urusan
Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab Karangasem Tahun 2021
ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ Kondisi Kinerja Tahun 2021
No. INDIKATOR KINERJA Satuan Awal Periode -
PEMBANGUNAN DAERAH RPIMD (2020) | Target |Capaian
1 2 3 4 5 6
Pangan
1 |Ketersediaan pangan utama Persentase 100 100 100
(%)
2 |energi ( kkal ) kkal 2137,59|2137,59 3044
3 |Skor Pola Pangan harapan ( PPH ) skor 74,5 74,5 89,61
4 |Pengawasan dan pembinaan keamanan Persentase 100 100 100
pangan (%)
Pertanian
5 [Produktivitas padi atau bahan pangan Persentase 0,56 0,56 0,85
utama lokal lainnya per hektar (%)
6 |Cakupan bina kelompok petani Persentase 100 100 100
(%)
Kelautan dan Perikanan
7 |Produksi perikanan Jumlah 26224,6( 27830| 26171.4
8 |Cakupan Bina Kelompok Nelayan Kelompok 20 20 20

Sumber : Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab Karangasem

2.1.4.3.2 Peternakan, Perikanan dan Kelautan

A. Populasi ternak di Kabupaten Karangasem meliputi ternak besar dan

ternak kecil, yang tergolong ternak besar yaitu sapi, kerbau dan kuda

dan yang tergolong ternak kecil yaitu babi, kambing dan domba.

Populasi ternak sapi dari tahun 2017-2021 cenderung meningkat, data

tahun 2021 populasi sapi sebanyak 133.594 ekor, ternak kambing

sebanyak 12.253 ekor di tahun

2021 ternak babi sebanyak 99.959

ekor, ternak kerbau sebanyak 12 ekor dan ternak kuda tidak ada

populasinya. Data selengkapnya disajikan pada Tabel 2.70
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Tabel 2.70
Populasi Ternak di Kabupaten Karangasem Tahun 2017 -2021

No. Uraian 2017 2018 2019 2020 2021

1 Sapi 128.850 | 123.760 | 124.536 | 126.437 | 133.594
2 Kerbau 9 - 95 12 12
3 Kuda - - - 5 -
4 Babi 142.147 | 142.757 | 103.456 | 102.530 99.959
5 Kambing 18.227 17.117 | 10.812 | 11.186 12.253

Sumber : SIPD Kabupaten Karangasem, 2022

B. Populasi unggas di Kabupaten Karangasem pada tahun 2021 meliputi

ayam kampung yang mencapai 418.457 ekor, ayam ras petelur 632.176

ekor, ayam ras pedaging 3.199.309 ekor dan itik 33.811 ekor.

Selengkapnya disajikan pada Tabel 2.71

Tabel 2.71

Populasi Unggas di Kabupaten Karangasem Tahun 2017 -2021
No. Uraian 2017 2018 2019 2020 2021
1 Ayam Kampung 532.246 455.060 383.898 391.891 418.457
2 Ayam Ras Petelur | 1.121.332 | 1.034.585 608.230 617.475 632.176
3 Ayam Ras 1.213.214 837.690 | 3.016.299 | 3.059.562 | 3.199.309

Pedaging
4 Ttik 50.469 35.585 30..265 30.811 33.111

Sumber : SIPD Kabupaten Karangasem, 2021

C.

Perkembangan produksi ikan di Kabupaten Karangasem dari tahun

2017-2021 cenderung mengalami peningkatan. Selengkapnya disajikan

pada Tabel 2.72

Tabel 2.72

Perkembangan Produksi Ikan (Ton) di Kabupaten Karangasem
Tahun 2017-2021

No Uraian 2017 2018 2019 2020 2021

1 | Kakap Merah 10,90 4,90 37,70 124,0 126,2
2 Kurisi 4,00 5,00 4,40 10,0 10,3
3 Kerapu 5,70 5,60 38,60 133,0 134,8
4 Cucut 61,30 1.272,40 - - -
5 Alu-Alu 48,90 24.30 37,50 13,0 13,4
6 Layang - - - - -
7 Selar - - - 1.870,0 1.892,7
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No Uraian 2017 2018 2019 2020 2021
8 Kuwe/Languan 0,80 6.385,10 11.824,40 6.768,0 5.340
9 Sunglir - - - - -
10 | Ikan Terbang 17,00 37,10 85,30 80,0 81,9
11 | Teri 0,80 - - - -
12 | Lemuru - - - - -
13 | Kembung - 6,70 - 2,0 2,4
14 | Tuna 1.118,30 930,70 1.838,30 3.544,0 3.585,4
15 | Cakalang 2.176,50 1.228,20 1.011,10 3.305,0 3.345
16 | Tongkol 16.445,30 6.770,00 8.442,50 8.812,0 8.904,4
17 | Pelagis kecil 2.072,60 3.373,30 1.732,90 - -
lainnya
18 | Swangi/ Mata 13,60 28,50 13,80 13,0 13,8
besar
19 | Slengseng 673,40 23,80 - - -
20 | Kerong Kerong - - - - -
21 | Lemadang 434,70 298,80 557,00 1.081,0 2.594,4
22 | Cendro 7,20 10,10 11,70 2,0 2,5
23 | Layang Anggur 129,70 5.972,20 1.107,80 - 41,5
24 | Terisi 0,60 1,80 1,60 - -
25 | Layang Biru 1,70 - - - -
26 | Maddihang 46,30 - - - -
27 | Cucut Tikus 514,20 - - - -
28 | Ikan lainnya 873,40 - 1.158,40 - -
Jumlah 23.839,70 24.656,90 27.903,00 25.991,0 26.284,5

Sumber : SIPD Kabupaten Karangasem, 2022

2.1.4.3.3 Pariwisata

Penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)
yang terus berlanjut di Bali membuat sektor pariwisata berdampak parah
bahkan bisa dibilang sangat terpuruk. Bali adalah salah satu tempat tujuan
wisata favorit di dunia. Setiap tahun banyak wisatawan baik domestik maupun
mancanegara yang berkunjung guna menikmati keindahan pulau dewata ini,
namun dengan adanya pandemi covid-19 yang secara tidak langsung
mempengaruhi jumlah kunjungan wisatawan teruma tujuan ke Kabupaten
Karangasem, dapat dilihat Perkembangan jumlah kunjungan wisatawan asing
maupun domestik ke Kabupaten Karangasem dari tahun 2017-2021 yang
berfluktuatif, dimana jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten

Karangasem tahun 2017 sebanyak 559.232 wisatawan, di tahun 2018
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meningkat sebanyak 1.005.825 dan pada tahun 2019 kunjungan wisatawan

asing dan dalam negeri kembali meningkat sebanyak 1.548.923 namun, pada

tahun 2020, kondisi pendemi kunjungan wisatawan menurun drastis, jumlah nya

hanya 539.923, kondisi menurunnya jumlah wisatawan juga terjadi di tahun

2021 yaitu sebanyak 278.731 wisatawan. Selengkapnya disajikan Tabel 2.73

Tabel 2.73
Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Kabupaten Karangasem
Tahun 2017 - 2021

No | Uraian 2017 2018 2019 2020 2021
1 Asing 400.435 727.574 966.985 171.353 15.781
2 | Dalam 158.797 | 278.251 581.938 | 368.570 | 262.950
negeri
Jumlah 559.232 | 1.005.825 | 1.548.923 | 539.923 | 278.731

Sumber : SIPD Kabupaten Karangasem, 2021

Tabel 2.74
Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Urusan

Pariwisata Kab Karangasem Tahun 2021

. Tahun 2021
ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ Kondisi Kinerja
No.| INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN | Satuan Awal Periode .
DAERAH RPIMD (2020) |Target|Capaian
1 2 3 4 5 6
Pariwisata
1 |Kunjungan wisatawan Persentase 114 83 3,1
(%)
2 |Wisatawan Nusantara Persentase 184 65 1,1
(%)
3 |Wisatawan mancanegara Persentase 44 100 5,2
(%)
4 |Lama Tinggal Wisatawan Jumlah 1 1 2,5
5 [Wisatawan Nusantara Jumlah 1 1 4.269
6 |Wisatawan mancanegara Jumlah - - 1.032
7 |PAD sektor pariwisata Persentase 1,47 2,73 0,97
(%)
8 [Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan | Persentase -82 -88 -99
mancanegara (%)
9 |Persentase peningkatan perjalanan Persentase -3 8 -99
wisatawan nusantara yang datang ke (%)
Kabupaten Karangasem
10 |Tingkat hunian akomodasi Persentase 8 10 2
(%)
Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab Karangasem, 2022
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2.1.4.3.4 Industri dan Perdagangan

Sektor industri diklasifikasikan menjadi industri besar/sedang,
industri kecil dan industri rumah tangga. Banyaknya perusahaan/ industri kecil
dan industri rumah tangga di Kabupaten Karangasem tahun 2020 dapat

digambarkan seperti Tabel 2.75

Tabel 2.75

Banyaknya Perusahaan/Usaha Kecil dan Kerajinan Rumah
Tangga Menurut Golongan Industri, Tahun 2021

No | Gelongan 2017 2018 2019 2020 2021
Industri
1 | Kimia 677 662 654 654 40
2 | Agro 5279 4.981 4.985 4.985 4.129
3 | Kayu 274 369 385 385 404
4 | Anyaman 3.872 3.932 3.937 3.937 3.009
5 Komik Lontar 108 140 180 140 886
6 | Logam 81 125 125 125 %
7 | Besi 305 282 282 282 97
8 | Teksti 3.050 3.017 3.020 3.020 2.975
9 | Aneka 291 555 549 549 586
Jumlah 14.843 14.845 14242 | 14442 | 12222

Sumber : SIPD Kabupaten Karangasem, 2022

2.1.4.4 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan
2.1.4.4.1 Perencanaan Pembangunan

Pembangunan merupakan sebuah proses yang terencana yang
ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu proses
yang paling penting adalah perencanaan pembangunan. Perencanaan
Pembangunan Daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku
kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. Perencanaan
Pembangunan Daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang
dimiliki oleh masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah,
regional dan nasional.

Dalam kaitannya dengan proses pembangunan nasional untuk
perencanaan pembangunan yang dituangkan di dalam tahapan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka
Menengah (RPJM), Rencana Kerja Pembangunan (RKP) dan APBN/D merupakan
bagian dari sebuah kebijakan publik yang dikuatkan dengan Undang-undang

atau Perda. Produk-produk dokumen perencanaan tersebut merupakan bagian
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dari kebijakan publik sebab implikasi dari produk-produk perencanaan tersebut
adalah masyarakat karena pada hakekatnya pembangunan dilaksanakan untuk

meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat. Capaian Indikator Kinerja

Pembangunan Daerah Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah Urusan

Perencanaan Pembangunan Kab Karangasem Tahun 2021, dapat dilihat pada
tabel 2.76

Tabel 2.76
Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah

Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah Urusan Perencanaan Pembangunan Kab

Karangasem Tahun 2021

Kondisi Tahun 2021
ASPEK/FOKUS/BIDANG Kinerja Awal
No. | URUSAN/ INDIKATOR KINERJA | Satuan Periode .
PEMBANGUNAN DAERAH RPIJMD Target | Capaian
(2020)
1 2 3 4 5 6
1 Pertumbuhan PDRB Persentase -4,45 3,16 -0,56
(%)
2 Laju Inflasi Persentase 2,90 2,50 2,01
(%)
3 PDRB Perkapita Juta 39,31 32,4 32,91
Rupiah
4 Indeks Gini Indeks 0,34 3,249 0,318
5 |Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | Indeks 67,35 68,37 67,36
6 |Tingkat pengangguran terbuka Persentase 2,42 2,34 2,32
(%)
7 |Indeks kepuasan masyarakat Indeks 62 (B) 65 (B) 80,30
terhadap pelayanan publik
8 Konstribusi sektor pariwisata Persentase 8,4 8,6 7,42
terhadap PDRB (%)
Perencanaan Pembangunan
9 |Tersedianya dokumen perencanaan | Ada/Tidak Ada Ada Ada
RPJPD yang telah ditetapkan dengan Ada
PERDA
10 |Tersedianya Dokumen Perencanaan | Ada/Tidak Ada Ada Ada
: RPIMD yang telah ditetapkan Ada
dengan PERDA/ PERKADA
11 |Tersedianya Dokumen Perencanaan | Ada/Tidak Ada Ada Ada
: RKPD Ada
yang telah ditetapkan dengan
PERKADA
12 |Penjabaran Konsistensi Program Persentase 100 100 100
RPIMD kedalam RKPD (%)
13 |Penjabaran Konsistensi Program Persentase 100 100 100
RKPD kedalam APBD (%)
14 |Kesesuaian rencana pembangunan | Persentase 100 100 100
dengan RTRW (%)
Penelitian dan Pengembangan
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Kondisi Tahun 2021
ASPEK/FOKUS/BIDANG Kinerja Awal
No. | URUSAN/ INDIKATOR KINERJA | Satuan Periode
PEMBANGUNAN DAERAH RPIJMD Target | Capaian
(2020)
15 |Persentase implementasi rencana Persentase 20,73 25
kelitbangan. (%)
16 |Persentase hasil inovasi dan Persentase 100 100
teknologi yang menunjang (%)
perkembangan daerah

Sumber : Bappelitbangda Kab Karangasem, 2021

Indikator lain yang juga dapat digunakan untuk melihat tingkat
kinerja pemerintah daerah dalam pelaksanaan urusan bidang perencanaan
adalah hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah daerah khususnya pada
komponen perencanaan kinerja. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selama
lima tahun terakhir, menunjukkan bahwa perencanaan kinerja yang dilakukan
oleh Pemkab Karangasem mengalami perbaikan dari tahun ke tahun

sebagaimana terlihat pada tabel berikut

Tabel 2.77
Perkembangan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja (Komponen Perencanaan
Kinerja) Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun 2017 — 2021

Uraian Tahun

2017 2018 2019 2020 2021

Hasil Penilaian AKIP 21,40 22,05 22,05 22,11 20,98
(Komponen Perencanaan
Kinerja)

Sumber : Bappelitbangda Kab Karangasem, 2021

2.1.4.4.2 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Persandian
A. Sekretariat Daerah
Pelaksanaan Urusan Penunjang Bidang Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan. Adapun
indikator ~ kinerja  pembangunan daerah terhadap capaian kinerja

penyelenggaraan urusan pemerintahan terihat pada tabel berikut ini :
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Tabel 2.78
Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Penyelenggaraan
Pemerintahan Kab Karangasem Tahun 2021 (Sekretariat Daerah)

isi Tahun 2021
ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ Kin':‘:'.‘:;f"ual
No.| INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN Satuan PeuJ—io de C
Target|Capaian
DAERAH RPIMD (2020) | 90 | P
1 2 3 4 5 6
Indeks kepuasan masyarakat terhadap Indeks N/A N/A 80,85
kinerja birokrasi
Sekretariat Daerah
2 |Persentase jumlah total proyek konstruksi Persentase N/A N/A 0
yang dibawa ke tahun berikutnya yang (%)
ditandatangani pada kuartal pertama
3 |Persentase Jumlah Pengadaan yang Persentase 41 61 86
dilakukan dengan metode kompetitif (%)
4 |Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui Persentase 53 73 0
pengadaan (%)
Sumber : Sekretaris Kab Karangasem, 2021
B. Sekretariat Dewan
Tabel 2.79

Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Penyelenggaraan
Pemerintahan Kab Karangasem Tahun 2021 (Sekretariat Dewan)

Kondisi Tahun 2021
ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ Kinerja Awal
No.| INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN Satuan Periode .
DAERAH RPIMD |Target|Capaian
(2020)
1 2 3 4 5 6
Sekretariat Dewan

1 |Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap |Ada/Tidak N/A Ada Ada
alat-alat Kelengkapan DPRD Ada

2 |Tersusun dan terintegrasinya program- Ada/Tidak N/A Ada Ada
program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi Ada
pengawasan, fungsi pembentukan Perda, dan
fungsi anggaran dalam dokumen rencana lima
tahunan (RPJM) maupun dokumen rencana
tahunan (RKPD)

3 |[Terintegrasi program-program DPRD untuk Ada/Tidak N/A Ada Ada
melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Ada
perda dan anggaran ke dalam dokumen
perencanaan dan dokumen anggaran Setwan
DPRD

Sumber : Sekwan Kab Karangasem, 2021
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C. Kepegawaian, serta Pendidikan dan Pelatihan

Fokus layanan pada Urusan Penunjang Bidang Kepegawaian dan

Sumber Daya Manusia Daerah dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah, Adapun

indikator kinerja

pembangunan daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan

pemerintahan terihat pada tabel berikut ini

Tabel 2.80
Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Penyelenggaraan
Pemerintahan Kab Karangasem Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kab

Karangasem Tahun 2021

Kondisi Tahun 2021
ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ Kinerja Awal
No. INDIKATOR KINERJA Satuan Periode .
PEMBANGUNAN DAERAH RPIJMD Target | Capaian
(2020)
1 2 3 4 5 6
Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

1 Rata-_re_wta lama pegawai mendapatkan Jam/hari 2 Jam/hari | 2 Jam/hari |2 Jam/hari
pendidikan dan pelatihan

2 |Persentase ASN yang mengikuti Persentase 5 0,47 7,93
pendidikan (%)
dan pelatihan formal

3 |Persentase Pejabat ASN yang telah Persentase 85,78 91,14 83,89
mengikuti pendidikan dan pelatihan (%)
struktural

4 |Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada Jumlah 29 32 23
instansi pemerintah

5 [Jumlah jabatan administrasi pada Jumlah 1779 1789 517
instansi pemerintah

6 |Jumlah pemangku jabatan fungsional Jumlah 4324 4330 4144
tertentu pada instansi pemerintah

7 |Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Persentase 103, 25 103, 30 447,52
Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk (%)
guru dan tenaga kesehatan)

8 |Rasio pegawai Fungsional (PNS tidak Persentase 6, 90 6,91 7,62
termasuk guru dan tenaga kesehatan) (%)

9 |Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Persentase 100 100 100
Kompetensi (PNS tidak termasuk guru (%)
dan tenaga kesehatan)

Sumber : BKPSDM Kab Karangasem, 2021

D. Keuangan

Urusan Penunjang Bidang Keuangan dilaksanakan oleh Badan

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), indikator kinerja

pembangunan daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan

pemerintahan terihat pada tabel berikut ini
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Tabel 2.81
Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Penyelenggaraan
Pemerintahan Kab Karangasem Urusan Keuangan Kab Karangasem Tahun 2021

Kondisi Tahun 2021
ASPEK/FOKUS/BIDANG Kinerja Awal
No.| URUSAN/ INDIKATOR KINERJA Satuan Periode .
PEMBANGUNAN DAERAH RPIJMD Target | Capaian
(2020)
1 2 3 4 5 6
1 |Opini BPK terhadap laporan keuangan Nilai WTP WTP WTP
2 [Persentase SILPA Persentase (%) N/A 7 7,40
3 [Persentase SILPA terhadap APBD Persentase (%) N/A 7 7,40
4 |Persentase belanja pendidikan (20%) | Persentase (%) 20 20 34,15
5 [Persentase belanja kesehatan (10%) | Persentase (%) 10 10 24,81
6 [Perbandingan antara Belanja (tidak perlu dirangkum)
Pegawai, Barang Jasa dan Modal
7 |Persentase Belanja Pegawai terhadap | Persentase (%) 60 60 58,29
Belanja Operasi
8 |Persentase Belanja Barang dan Jasa | Persentase (%) 34 34 39,56
terhadap Belanja Operasi
9 |Persentase Belanja Modal terhadap Persentase (%) 17 17 12,85
Belanja Operasi
10 |Bagi hasil kabupaten/kota dan desa Rp. 000.000,00 11.558,24| 14.340,63| 12.177,31
11 |Penetapan APBD Tepat Waktu/ Tepat Waktu Tepat Tepat
Tidak Tepat Waktu Waktu
Waktu
12 |Rasio Belanja Pegawai diluar Guru Persentase (%) 20 20 15,22
dan Tenaga Kesehatan
13 |Rasio PAD Persentase (%) 1,38 1,38 1,64
14 |Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Persentase (%) 72 72 76,65
Umum (dikurangi transfer
expenditures)
15 |Opini Laporan Keuangan Nilai WTP WTP WTP
16 |Deviasi realisasi belanja terhadap Persentase (%) 0 0 -6,47
belanja total dalam APBD
17 |Deviasi realisasi PAD terhadap Persentase (%) 0 0 -2,86
anggaran PAD dalam APBD
18 |Ketersediaan dokumen pengelolaan Ya/Tidak Ya Ya Ya
barang milik daerah
19 |Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total | Persentase (%) 7 7 8,48
Belanja Dalam APBD Tahun
Sebelumnya
20 |Informasi tentang sumber daya yang | Persentase (%) 100 100 109,23
tersedia untuk pelayanan
21 |Akses publik terhadap informasi Persentase (%) 100 100 100
keuangan
daerah
Sumber : BPKAD Kab Karangasem, 2021
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E. Penelitian dan Pengembangan

Pelaksanaan  Urusan  Penunjang Bidang Penelitian  dan
Pengembangan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Penelitian dan
Pengembangan Daerah, dengan salah satu fokus utama adalah mendorong
seluruh perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Karangasem agar
melakukan inovasi dan terobosan dalam penyelenggaraan pemerintahan
terutama pelayanan publik kepada masyarakat.

Inovasi merupakan kunci untuk meningkatkan pertumbuhan
ekonomi, daya saing daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta
pada dasarnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari reformasi
birokrasi. Reformasi birokrasi dicanangkan untuk memperbaiki “penyakit-
penyakit” di sektor publik melalui pembaruan di 8 area sasaran meliputi
organisasi, tata laksana, peraturan perundang-undangan, SDM aparatur,
pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, dan mindset serta cultural set
aparatur. Inovasi menjadi katalisator untuk mempercepat pelaksanaan reformasi
birokrasi, di mana banyak program inovasi merupakan pengejawantahan dari
upaya perubahan di area-area tersebut. Lebih jauh lagi, inovasi sesungguhnya
dapat dimaknai sebagai reformasi birokrasi kontekstual, artinya pelaksanaan
reformasi birokrasi yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan daerah
setempat.

Pemerintah daerah menjadi salah satu ujung tombak pelayanan
publik yang wajib melakukan inovasi sebagaimana diamanatkan oleh pasal 386
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang
menyatakan bahwa “dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi”. Inovasi
yang dimaksud adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah yang berpedoman pada prinsip sebagai berikut
peningkatan efisiensi, perbaikan efektivitas, perbaikan kualitas pelayanan, tidak
ada konflik kepentingan, berorientasi kepada kepentingan umum, dilakukan
secara terbuka, memenubhi nilai-nilai kepatutan, dan dapat
dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri. Pada
tahun 2019 untuk penilaian (IGA) 2018, Pemerintah Kabupaten Karangasem
masuk pada kategori Kabupaten Inovatif.

Adapun beberapa inovasi daerah yang dikembangkan di Kabupaten
Karangasem, baik inovasi yang dilakukan oleh perangkat daerah maupun

masyarakat sebagaimana tabel 2.82 dan tabel 2.83
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Tabel 2.82

Inovasi Daerah Kabupaten Karangasem yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah

No Nama Inovasi Hasil Inovasi Perangkat Daerah
1. | Program Antar | Membantu meringankan beban pasien | Dinas Kesehatan
Jemput Pasien yang memerlukan fasilitas antar
jemput disertai dengan pendamping
dalam rangka mengurus proses
administrasi pasien

2. | Atma Kertih Program  Pemberian  penghargaan | Disduk Capil
dalam pengurusan akta kematian
paling lambat 1 bulan setelah hari
kematian.

3. | Fasilitasi Ngaben | Merupakan bantuan biaya untuk | Bagian Kesra

Gotong Royong upacara pitra yadnya (Ngaben) untuk
meringankan beban masyarakat dalam
melaksanakan upacara Pitra Yadnya
(Ngaben)

4. | Beasiswa Miskin Membantu masyarakat kurang mampu | Dinas Pendidikan
dalam mendapatkan pendidikan dan | Kepemudaan  dan
menaikkan angka partisipasi | Olah Raga
kasar(APK) serta angka partisipasi
murni  (APM) pada  Kabupaten
Karangasem

5. | Public Safety Center | Meningkatkan pelayanan | Dinas Kesehatan

(PSC 119) kegawatdaruratan ke masyarakat

6. | Mall Pelayanan | Terwujudnya pelayanan publik yang | DPMPTSP

Publik semakin cepat, terjangkau dan mudah

7. | Sinergitas Karangasem bebas gepeng 2020 Dinas Sosial

pengentasan

gelandangan dan

pengemis berbasis

desa  wisata  di

Kabupaten

karangasem

"Desaku Menanti"

8. | Promosi Online Hasil | Hasil pelatihan yang telah | Dinas

Usaha Tenaga Kerja | dilaksanakan  dapat dipromosikan | Ketenagakerjaan

Mandiri lewat website

9. | Layanan mobil | Meningkatkan minat baca masyarakat, | Dinas Perpustakaan

pusling dan mopin memperkenalkan keberadaan
perpustakaan umum daerah kepada
masyarakat

10. | Sistem Informasi | Kualitas pelaporan realisasi fisik dan | Bagian Pengendalian

Pelaporan Realisasi
Fisik dan Keuangan
(SIP-RFK)

keuangan daerah  makin  baik,
pemerintah dapat mengetahui dan
memberikan solusi terkait

Pembangunan Setda
Kabupaten
Karangasem
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No Nama Inovasi Hasil Inovasi Perangkat Daerah
permasalahan yang dihadapi OPD
dalam pelaksanaan kegiatan.
11. | Aplikasi E- | E-Dashboard  Pasti  Praktis  (E- | BKPSDM
Dashboard Pasti | Dashboard Pelayanan Administrasi
Praktis BKPSDM | Kepegawaian Karpeg, Karis, Karsu,
Kabupaten Konversi NIP dan KPE) Pada BKPSDM
Karangasem Kabupaten Karangasem
12. | Simetris IMB Pengurusan IMB secara online Dinas PUPR
Tabel 2.83
Inovasi Daerah Kabupaten Karangasem yang dilaksanakan oleh Masyarakat
NAMA/KELOMPOK
NO MASYARAKAT INOVASI
1 I Wayan Karya dari Kelompok Tenun Kain Bebali dengan Pewarna Alam.
Karya Sari Seraya
2 Ni Ketut Sugiartini dari Br. Saren | Kerupuk Ikan Nila
Kauh Desa Budekeling
3 I Gusti Ngurah Alit dari Dusun Bunga Krisan Hasil Optimal dengan
Palak Desa Besakih Pemupukan Berimbang
4 I Wayan Pica dari Br. Perangsari | Olahan Manisan Kurma Salak
Kelod Desa Duda Utara
5 I Wayan Sudarma dari Br. Dinas | Penyulingan Minyak Nilam dengan
Belatung Desa Menanga Pemanasan Sederhana
6 I Ketut Latra dari Br. Dinas Peningkatan Produktivitas Pertanian
Tanah Ampo Desa Jungutan Menggunakan Pupuk Cair Organik Cimpling
7 I Wayan Sudarma dari Br. Dinas | Peningkatan Produktivitas Madu Klanceng
Belatung Desa Menanga (Apis Trigona) dengan Sistem
Pengembangbiakan Melalui Teknik
Penyepihan
8 Kelompok Wanita Tani Putri Model Pengolahan Salak dengan Sistem
Mandiri dari Br. Dinas Juuklegi Zero Waste
Desa Duda Timur
9 Banjar Adat Dukuh Penaban, Museum Pustaka Lontar.
Kelurahan Karangasem
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F. Pengawasan

Tabel 2.84
Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Penyelenggaraan

Pemerintahan Kab Karangasem Urusan Pengawasan Kab Karangasem Tahun 2021

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ Kondisi Kinerja | Tahun 2021
No. INDIKATOR KINERJA Satuan | Awal Periode .
PEMBANGUNAN DAERAH RPIMD (2020) |Target|Capaian
1 2 3 4 5 6
Persentase tindak lanjut temuan Persentase 89 90 100
(%)
2 [Jumlah temuan BPK Jumlah 9 8 29
3 |Maturitas Sistem Pengendalian Intern Status Level 3| Level 3| Level 3
Pemerintah (SPIP) Level 3| Level 3
Level 3| Level 4
4 |Peningkatan Kapabilitas Aparat Status Level 3| Level 3| Level 3
Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Level 3| Level 3
Level 4| Level 5

Sumber : Inspektorat Daerah Kab Karangasem, 2021

2.1.5 Aspek Daya Saing Daerah

2.1.5.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

2.1.5.1.1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita,

pengeluaran konsumsi non pangan per kapita Besarnya pengeluaran

rumah tangga menunjukkan kemampuan ekonomi daerah dalam mendorong

perekonomian Kabupaten Karangasem. Persentase konsumsi rumah tangga

untuk non pangan merupakan salah satu indikator yang mampu menunjukkan

tingkat kesejahteraan selain indikator PDRB per kapita, gini ratio maupun

ketimpangan pendapatan. Bila dilihat dari persentase yang ada menunjukkan

bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Karangasem dikatakan

cukup baik. Perkembangan rata-rata pengeluaran per kapita selama sebulan

serta persentase konsumsi makanan dan non makanan di

Karangasem disajikan pada Tabel 2.85

Kabupaten
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Tabel 2.85
Perkembangan Rata —Rata Pengeluaran Per Kapita Selama Sebulan Serta
Persentase Konsumsi Makanan Dan Non Makanan di Kabupaten Karangasem
Tahun 2017-2021

No. Uraian 2017 2018 2019 2020 2021
1 | Rata-rata pengeluaran 726.561 | 772.965 | 769.336 | 884.539 | 803.683
per kapita sebulan (Rp)
2 | Persentase Pengeluaran 50,76 53,59 52,29 51.48 51,82
Makanan (%)
3 | Persentase Pengeluaran 49,24 46,41 47,71 48.52 48,18
Non Makanan (%)
Sumber : SIPD Kabupaten Karangasem, 2022
2.1.5.1.2Produktivitas Total Daerah
Pembangunan Kabupaten Karangasem yang berkelanjutan

memerlukan peran serta seluruh lapisan masyarakat. Peran serta masyarakat ini
diperlukan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan
menikmati hasil-hasil pembangunan. Upaya meningkatkan peran serta
dilakukan

masyarakat Kabupaten Karangasem yang dilandasi dengan kearipan yang sudah

masyarakat dalam pembangunan dengan memberdayakan
terinternalisasi dalam masyarakat. Muara dari semua pemberdayaan ini adalah
peningkatan produktivitas masyarakat yang ditandai oleh meningkatnya
pertumbuhan ekonomi daerah, karena meningkatnya investasi. Selama ini
peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan masih relatif kecil
dibandingkan dengan peran pemerintah dan sektor swasta.

Produktivitas daerah dapat diukur dari rasio jumlah tenaga kerja di
sektor lapangan usaha tertentu dengan nilai tambah PDRB sektor yang
bersangkutan. Adapun produktivitas daerah dilihat dari jumlah tenaga kerja

yang membentuk PDRB disajikan pada Tabel 2.86.

Tabel 2.86
Produktivitas Daerah/Rasio PDRB Atas dasar Harga Berlaku dengan
Jumlah Tenaga Kerja di Kabupaten Karangasem Tahun 2021

Jumlah .
No Kegiatan Tenaga PDRB (_Mllyar Produktivitas *)
Keri Rupiah)
erja
1 Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, 107.420 4,349,968.96 40,492
Perburuan dan Perikanan
Pertambangan dan Penggalian 3.443 516,243.05 149,93
Industri Pengolahan 37.758 672,698.87 17,81
Pengadaan Listrik, Gas 229 15,852.36 69,22
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Jumlah

No Kegiatan Tenaga PDRB (_Mllyar Produktivitas *)
Keri Rupiah)
erja
5 | Pengadaan air, pengolahan sampah, 921 22,331.20 24,24
limbah dan daur ulang
Konstruksi 16.101 1,083,686.64 67,31
Perdagangan besar & Eceran, 41.735 901,699.06 21,60
Reparasi mobil & Sepeda Motor
8 | Transportasi dan Pergudangan 1.205 2,827,469.48 2,346
9 | Penyediaan Akomodasi & Makan dan 11.610 1,378,240.43 118,71
Minum
10 | Informasi dan Komunikasi 357 592,716.99 1,663
11 | Jasa Keuangan & Asuransi 3.217 735,908.33 228,75
13 | Real estate 0 671,709.31 0
14 | Jasa Perusahaan 488 129,302.75 264,96
15 | Administrasi Pemerintahan, 8.458 1,334,474.39 157,27
Pertahanan& Jaminan Sosial Wajib
15 | Jasa Pendidikan 9.094 448,049.20 0,049
17 | Jasa Kesehatan 3.600 380,389.29 105,66
18 | Jasa lainnya 107.420 392,104.53 3,650
Jumlah 252.869 | 16,452,844.86 48,151

Sumber : SIPD Kabupaten Karangasem, 2022

2.1.5.2

Tabel 2.86 menunjukkan bahwa tingkat rata-rata produktivitas

tenaga kerja dihitung berdasar perbandingan PDRB atas dasar harga berlaku

dengan jumlah tenaga kerja yang bekerja untuk menghasilkan sejumlah PDRB,

diketahui reratanya adalah 48,151. Sehingga nilai produktivitas di atas rata rata

adalah sektor lapangan usaha jasa perusahaan (264,96, disusul sektor lapangan

usaha jasa keuangan dan asuransi (228,75) dan sektor lapangan usaha

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (157,27).

Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

2.1.5.2.1Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan

Panjang jalan di Kabupaten Karangasem pada tahun 2021 mencapai

1.423,99 km yang terdiri dari jalan Kabupaten dan jalan Desa 1.202,54 km,

jalan Propinsi 145,77 km dan jalan Negara 97,97 km. Rasio panjang jalan per

jumlah kendaraan disajikan pada Tabel 2.87
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Tabel 2.87

Rasio Kondisi Jalan Per Jumlah Kendaraan Keadaan Tahun 2017-2021

No | Uraian 2017 2018 2019 2020 2021
Kondisi Jalan (km) 1.447,50 | 1.444,49 | 1.444,49 | 1.423,99 | 1.423,99
Jumlah Kendaraan 176 829 | 197.903 | 212.474 | 211.821| 171.541
Rasio panjang jalan 0,00820 | 0,00723 0,00679 | 0,00672 | 0,00830
per jumlah
kendaraan

Sumber : SIPD Kabupaten Karangasem, 2022

2.1.5.2.2Pelayanan Angkutan

Pelayanan angkutan di Kabupaten Karangasem terdiri dari pelayanan
angkutan penumpang dan angkutan barang. Pelayanan angkutan merupakan
salah satu sarana pendukung penting sistem transportasi terutama untuk
menunjang pembangunan perekonomian penduduk. Sarana transportasi sangat
penting untuk menunjang mobilitas penduduk dalam rangka kegiatan ekonomi
wilayah. Selama tahun 2019 hingga 2021, di Kabupaten Karangasem tidak
terjadi penambahan panjang jalan kabupaten dan jalan desa. Panjang jalan
kabupaten dan jalan desa pada tahun 2020 adalah 1.202,54 km. Dari ruas jalan
yang ada, sebesar 81,20% sudah dalam kondisi diaspal. Sementara sekitar
18,80% lebih masih berupa tanah atau kerikil. Jika dilihat kondisi jalannya, dari
total 1.202,54 km jalan Kabupaten, 54,66% lebih dalam kondisi baik, lebih dari
6,19% dalam kondisi sedang. Sebaliknya sepanjang 39,16% panjang jalan

mengalami kondisi rusak. Perkembangan panjang jalan di Kabupaten
Karangasem dari tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel 2.88
Tabel 2.88
Panjang Jalan di Kabupaten Karangasem Tahun 2017-2021
No. Panjang Jalan 2017 2018 2019 2020 2021
1 Nasional 97,97 95,97 75,47 75,47 75,47
Provinsi 146,98 145,98 145,98 145,98 145,98
Kabupaten dan Desa 1.202,54 1.202,54 1.202,54 1.202,54 1.202,54
Jumlah 1.447,50 1.444,49 1.423,99 1.423,99 1.423,99

Sumber : SIPD Kabupaten Karangasem, 2022

Sebagai wilayah yang berbatasan dengan Pulau Lombok, Kabupaten
Karangasem memiliki dua pelabuhan laut yaitu Padangbai dan Tanah Ampo
yang ditujukan untuk kepentingan pariwisata, yakni sebagai tempat berlabuhnya
kapal-kapal pesiar. Pelabuhan Tanah Ampo sampai saat ini belum beroperasi

sehingga hanya Pelabuhan Padangbai saja yang memiliki peranan sebagai
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pendukung sarana sistem transportasi laut sekaligus sebagai pendukung
perekonomian daerah.

Berdasarkan jalurnya, rute Padangbai Lembar mendominasi kegiatan
mobilitas barang dan manusia yang menghubungkan P. Bali dengan P. Lombok.
Jumlah barang maupun kendaraan yang melalui Pelabuhan Padangbai terlihat
bahwa jumlah yang dimuat selalu lebih besar dari jumlah yang dibongkar. Hal
ini menunjukkan bahwa peranan Karangasem sebagai penghubung antar pulau
dalam sistem distribusi barang dan mobilitas penduduk masih lebih besar
ketimbang peranan Karangasem sebagai tujuan akhir dari distrubusi barang dan
mobilitas penduduk. Adapun perkembangan arus penumpang, volume bongkar

muat barang dan kendaraan disajikan pada Tabel 2.89.

Tabel 2.89

Arus Penumpang Pelayaran, Volume Bongkar Muat Barang dan Kendaraan Melalui

Pelabuhan Padangbai Tahun 2017-2021

No. Uraian 2017 2018 2019 2020 2021
1 | Arus Penumpang

Padangbai-Lembar

Tiba 684.146 | 1.006.705 664.935 318.506 126.146

Berangkat 725.793 | 1.581.028 733.021 436.868 180.758
2 | Arus Penumpang

Padangbai-Nusa

Penida

Tiba 35.263 50.118 361.647 77.567 5.317

Berangkat 27.317 51.301 464.933 92.254 5.432

Sumber : SIPD Kabupaten Karangasem, 2021

2.1.5.2.3Hotel, Penginapan dan Restoran

Untuk mendukung sektor pariwisata yang merupakan penopang
perekonomian terbesar ketiga di Karangasem, penyediaan sarana akomodasi
merupakan satu hal yang mutlak diperhatikan. Namum mengingat Karangasem
sudah relatif jenuh, maka upaya perbaikan perlu menitikberatkan pada
kualitasnya, bukan sekedar kuantitasnya. Peningkatan jumlah hotel non bintang
terjadi di tahun 2021 dimana di tahun 2021 terdapat 510 hotel non bintang,
dimana sebelumnya di tahun 2020 sebanyaki 441 hotel non bintang. Untuk hotel
berbintang relatif stabil dari tahun 2013-tahun 2015. Selengkapnya disajikan
pada Tabel 2.90
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Jumlah Hotel Berbintang dan Non Bintang
di Kabupaten Karangasem Tahun 2017-2021

Tabel 2.90

No | Uraian 2017 2018 2019 2020 2021
1 Hotel Berbintang 8 8 8 8 8
2 Hotel Non Bintang 439 439 441 441 510
3 | Jumlah Kamar 3.571 3.571 7.664 7.664 7.664
4 Kapasitas 7.142 7.142 7.664 7.664 7.664

Sumber : SIPD Kabupaten Karangasem, 2022

Jumlah restoran di Kabupaten Karangasem tahun 2021 mencapai

338 buah yang tersebar di semua kecamatan di Kabupaten Karangasem. Jumlah

restoran terbanyak ada di Kecamatan Karangasen yang mencapai 83 buah. Data

selengkapnya disajikan pada gambar 2.8 dibawah ini

Gambar 2.8
Jumlah Rumah Makan/Restoran Menurut Kecamatan di

Kabupaten Karangasem tahun 2021

m Rendang
m Abang

m Sidemen
m Bebandem

= Manggis
Selat

m Karangasem

2.1.5.2.4Listrik Air, Bersih dan Komunikasi

Seiring meningkatnya jumlah penduduk maka besarnya pemakaian

listrik dan air bersih meningkat. Data PT. PLN (Persero) ranting Karangasem

menunjukkan bahwa jumlah pelanggan listrik terus meningkat, dimana di tahun

2021 mencapai 124.809 pelanggan meningkat sebesar 0,03%

dibandingkan

tahun sebelumnya yang mencapai 120.690 pelanggan. Data selengkapnya

disajikan pada Tabel 2.160. Pada pemakaian air minum, jumlah pelanggan

PDAM di tahun 2021 mencapai 40.638 pelanggan dengan banyaknya pemakaian
7.859.283 m? dan nilai pemakaian Rp. 28.273.387.975,-. Selengkapnya disajikan

pada Tabel 2.91
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Tabel 2.91
Banyaknya Pelanggan, Pemakaian, dan Nilai Pemakaian Listrik

di Kabupaten Karangasem tahun 2017-2021

Tahun Banyaknya Banyaknya Nilai
Pelanggan Pemakaian Pemakaian

(Sambungan) (Kwh) (Juta Rupiah)
2017 104.301 148.715.629 162.942.897
2018 109.727 157.944.991 180.360.137
2019 115.834 180.246.375 206.969.000
2020 120.690 186.034.610 192.823.000
2021 124.809 181.990.450 205.317.718

Sumber : SIPD Kabupaten Karangasem, 2022

Tabel 2.92
Banyaknya Pelanggan, Pemakaian, dan Nilai Pemakaian Air Minum

di Kabupaten Karangasem Tahun 2017-2021

Tahun Banyaknya Banyaknya Nilai
Pelanggan Pemakaian Pemakaian
(Sambungan) (m3) (Rupiah)
2017 34.318 6.725.199 24.334.514.550
2018 35.862 7.202.437 26.481.944.800
2019 38.163 7.781.588 28.419.090.000
2020 39.032 8.141.567 29.150.489.700
2021 40.638 7.859.283 28.273.387.975

Sumber : SIPD Kabupaten Karangasem, 2022

Tabel 2.93
Banyaknya Pelanggan, Pemakaian, dan Nilai Pemakaian Air
Minum Menurut Kecamatan di Kabupaten Karangasem Tahun 2021

Banyaknya Banyaknya Nilai
No | Kecamatan Pelanggan Pemakaian Pemakaian
(Sambungan) (m3) (Rupiah)

1 Rendang 3.743 763.893 2.537.925
2 Sidemen 2.729 437.542 1.407.407.325
3 Manggis 5.946 1.113.515 4.744.832.075
4 Karangasem 16.453 3.280.890 11.501.952.550
5 | Abang 5.153 1.003.747 3.372.841.875
6 Bebandem 1.635 311.725 1.074.388.825
7 | Selat 2.766 464.941 1.593.649.325
8 | Kubu 2.213 483.030 2.041.074.075

Jumlah 40.638 7.859.283 28.237.387.975

Sumber : SIPD Kabupaten Karangasem, 2022
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Banyaknya Pelanggan Telepon Menurut Jenis Pemakai
Tahun 2017-2021

Tabel 2.94

Tahun Perusahan Tanglg::l?la(:ntor Jumlah
2017 1.756 2.528 4.284
2018 1.005 3.017 4.022
2019 1.304 5.428 6.732
2020 1.333 6.137 7.470
2021 2.057 11.856 13.913

Sumber : SIPD Kabupaten Karangasem, 2022

2.1.5.3 Fokus Iklim Berinvestasi
2.1.5.3.1 Angka Kriminalitas

Berbagai kasus kriminal terjadi di Karangasem antara lain lakalantas,

pencurian, penipuan, bunuh diri, hingga menggunakan narkoba. Namun melihat

dari data kriminalitas yang ada, tingkat kriminalitas di Karangasem tergolong

rendah. Adapun perkembangan banyaknya perkara kejahatan/pelanggaran

yang dilaporkan di Kabupaten Karangasem disajikan pada Tabel 2.95.

Tabel 2.95
Banyaknya Perkara Kejahatan/Pelanggaran Yang Dilaporkan
Di Kabupaten Karangasem Tahun 2017-2021

No | Uraian 2017 | 2018 | 2019 | 2020 2021
1 | Pencurian Berat 29 14 21 6 6
2 | Pencurian 2 7 21 - -
Ringan

3 Pencurian Biasa 25 30 21 - 11

4 Penggelapan - 9 5 4 4

5 Penipuan 7 7 2 3 2

6 Penadahan - - - - -

7 Penganiayaan 3 1 5 1 -
Berat

8 Penganiayaan 2 - 5 - -
Ringan

9 Kejahatan 91 59 27 65 65
Lainnya

10 | Kebakaran 26 26 12 14
Jumlah 236 236 153 60 114

Sumber : SIPD Kabupaten Karangasem, 2022
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2.1.5.3.2Layanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
Layanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Karangasem
diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Adapun lingkup Perizinan Berusaha di kabupaten Karangasem meliputi 14
(empat belas) lingkup perizinan, yaitu :
1. Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan
Perizinan Berusaha Sektor Pertanian
Perizinan Berusaha Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Perizinan Berusaha Energi dan Sumber Daya Mineral
Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian
Perizinan Berusaha Sektor Perdagangan
Perizinan Berusaha SektorPekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Perizinan Berusaha Sektor Transportasi

W O N O U B WN

Perizinan Berusaha Sektor Kesehatan Obata dan Makanan

=
e

Perizinan Berusaha Sektor Pendidikan dan Kebudayaan

=
[ay

Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata

—
g

Perizinan Berusaha Sektor Pos, Telekomunikasi, Penyiaran dan Sistem
dan Transaksi Elektronik

13. Perizinan Berusaha Sektor Ketenagakerjaan

14. Perizinan Berusaha Sektor Perkoperasian, Usaha Mikro Kecil dan
Menengah.

2.1.5.3.3Investasi

Perkembangan investasi PMDN dan PMA di Kabupaten Karangasem
berfluktuatif setiap triwulanya dimana tahun 2020 investasi sebesar 198.011
milyar rupiah meningkat sebanyak 120.539 milyar (60,70 persen) menjadi
319.123 milyar rupiah di tahun 2021. Selengkapnya Rekapitulasi Realisasi PMDN
dan PMA Kabupaten Karangasem Tahun disajikan pada Tabel 2.96

Investasi dalam negeri (PMDN) mengalami peningkatan, dimana
tahun 2014 sebesar 78.406 juta rupiah dan di tahun 2018 meningkat menjadi
5.064.811 juta rupiah. Investasi Dalam Negeri di Kabupaten Karangasem selama
kurun waktu lima tahun (2014-2018) sebanyak 6.473.950 juta rupiah atau
sebesar 10,36% dari nilai total invesatsi di Bali. Jumlah invesatsi ini cukup baik
di Bali menempati urutan ke 4 setelah Kota Denpasar (41,36%), Kabupaten
Jembrana (15,60%) dan Kabupaten Badung (10,42%).
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Tabel 2.96
Rekapitulasi Realisasi PMDN dan PMA Kabupaten Karangasem Tahun 2021

Triwulan Total Investasi Tahun 2020 Total Investasi Tahun 2021
Investasi(Rp) Proyek TKI | TKA Investasi(Rp) Proyek | TKI

Triwulan I 48.955.840.000 36 170 - | 57.021.280.000 65 217

Triwulan II 69.461.540.000 52 95 - | 125.090.180.000 96 162

Triwulan III 59.528.640.000 68 462 - | 102.204.480.000 116 626

Triwulan IV 20.638.200.000 47 30 3| 34.807.800.000 87 46

Jumlah 198.584.220.000 203 757 3| 319.123.740.000 364 | 1.051

Sumber : SIPD Kabupaten Karangasem, 2022

2.1.5.34 Fokus Sumber Daya Manusia
Pengembangan sumber daya manusia di Kabupaten Karangasem di
tahun 2021 terdapat penduduk 15 tahun dilihat dari angka melek huruf baru
mencapai 88,74%. Selengkapnya disajikan pada Tabel 2.97

Tabel 2.97
Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Melek Huruf Menurut
Kelompok Umur di Kabupaten Karangasem Tahun 2020-2021

Uaraian Tahun 2020 Tahun 2021
15-19 100 100
20 - 24 100 100
25-29 100 100
30-34 100 99,20
35-39 100 98,35
40 - 44 98,76 100
45 - 49 92,07 92,09
50+ 72,96 59,93
Total 89,05 84,08

Sumber : SIPD Kabupaten Karangasem, 2022

2.1.6 Capain SPM

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, pada pasal 18 menyatakan bahwa penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Wajib Pelayanan
Dasar. Sedangkan pada pasal 298 menyebutkan bahwa belanja daerah
diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib yang terkait
pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal, dalam
penerapannya Standar Pelayanan Minimal di Provinsi Bali terdapat 6 (enam)

bidang urusan meliputi:

1) pendidikan;

2) kesehatan;
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3) pekerjaan umum dan penataan ruang;

4) perumahan rakyat dan kawasan permukiman;

5) ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;

6) sosial.

Indikator kinerja dari masing-masing bidang/jenis layanan dan target

capaiannya untuk Provinsi Bali dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 2.98

Capaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Karangasem Tahun 2021

No | Jenis Pelayanan Dasar Indikator Capaian/Output Target Capaian
(persen) | (persen)
1 2 3 4 5
1 | PENDIDIKAN
1.1 | Pendidikan Dasar Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun 100 84,25
yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan
Dasar (SD/Mi,SMP/MTSs)
1.2 | Pendidikan Kesetaraan Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun 100 28,19
Yang Belum Menyelsaikan Pendidikan
Dasar dan atau Menengah yang
Berpartisipasai dalam Pendidikan
Kesetaraan
1.3 | Pendidikan Anak Usia Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun 100 100
Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan
PAUD
2 | KESEHATAN
2.1 | Pelayanan kesehatan ibu Persentase ibu hamil mendapatkan 100 89,72
hamil pelayanan ibu hamil
2.2 | Pelayanan kesehatan ibu Persentase ibu bersalin mendapatkan 100 104,11
bersalin pelayanan bersalin
2.3 | Pelayanan kesehatan bayi Persentase bayi baru lahir 100 107,28
baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan
bayi baru lahir
2.4 | Pelayanan kesehatan Cakupan pelayanan kesehatan Balita 100 93,62
balita sesuai standar
2.5 | Pelayanan kesehatan Persentase anak usia pendidikan dasar 100 92,28
pada usia pendidikan yang mendapatkan skrining kesehatan
dasar sesuai standar
2.6 | Pelayanan kesehatan Persentase warga negara usia 15-59 100 83,66
pada usia produktif tahun mendapatkan skrining kesehatan
sesuai standar
2.7 | Pelayanan kesehatan Persentase warga negara usia 60 tahun 100 65,8
pada usia lanjut ke atas mendapatkan krining kesehatan
sesuai standar
2.8 | Pelayanan kesehatan Persentase penderita hipertensi 100 60,38
penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai
standar
2.9 | Pelayanan kesehatan Persentase penyandang DM yang 100 91,35
penderita diabtes melitus mendapatkan pelayanan kesehatan
sesuai standar
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No | Jenis Pelayanan Dasar Indikator Capaian/Output Target Capaian
(persen) | (persen)
2.10 | Pelayanan kesehatan Persentase ODGJ berat yang 100 90,84
orang dengan gangguan mendapatkan pelayanan kesehatan
jiwa jiwa sesuai standar
2.11 | Pelayanan kesehatan Persentase Orang dengan TB 100 31,24
orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai
standar
2.12 | Pelayanan Kesehatan Persentase orang berisiko terinfeksi 100 77,41
Orang dengan Risiko HIV mendapatkan pemeriksaan HIV
Terinfeksi Virus yang sesuai standar
melemahkan daya tahan
tubuh manusia (Human
mmunodeficiency virus =
HIV)
3 | PEKERJAAN UMUM
3.1 | Penyediaan Kebutuhan Jumlah Warga Negara yang 100 93,44
pokok air minum sehari- memperoleh kebutuhan pokok air
hari minum sehari-hari (KK)
3.2 | Penyediaan Pelayanan Jumlah Warga Negara yang 100 92,84
Pengolahan air limbah memperoleh layanan
pengolahan air limbah domestik (Jiwa)
4 | PERUMAHAN RAKYAT
4.1 | Penyediaan & Rehabiitasi Jumlah Rumah Korban Bencana Yang 100 0
Rumah yang Layak Huni Berhak Memperoleh Rumah Layak Huni
Bagi Korban Bencana
Kab/Kota
4.2 | Fasilitasi penyediaan Jumlah Warga Negara yang terkena 100 0
rumah yang layak huni relokasi akibat program Pemerintah
bagi masyarakat yang Daerah kabupaten/kota yang
terkena relokasi program memperoleh fasilitasi penyediaan
Pemerintah Daerah rumah yang layak huni
kabupaten/ kota
5 | TRANTIBUM LIN MAS
5.1 | Pelayanan Ketentraman Cakupan Penegakan Peraturan Daerah 100 100
dan Ketertiban Umum dan Peraturan Kepala Daerah di
Kabupaten/Kota
Pencegahan Gangguan Ketertiban 100 100
Umum dan Ketentraman Masyarakat
Cakupan Rasio Petugas Perlindungan 100 0
Masyarakat (Linmas) di
Kabupaten/Kota
5.2 | Pelayanan Informasi Pemetaan terhadap lokasi/daerah 100 0
Rawan Bencana rawan bencana melalui penyusunan
dokumen Kajian Risiko Bencana
Identifikasi dan pemetaan terhadap 100 100
warga negara di kawasan rawan
bencana
Identifikasi warga yang berpotensi 100 100
menjadi korban bencana
Melakukan sosialisasi, Komunikasi, 100 81,01
informasi dan Edukasi (KIE) rawan
bencana
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No | Jenis Pelayanan Dasar Indikator Capaian/Output Target Capaian
(persen) | (persen)
Pengadaan dan pemasangan rambu 100 19,76
evakuasi dan papan informasi publik
per jenis bencana
Pelayanan Pencegahan Jumlah Warga Negara yang 100 100
dan Kesiapsiagaan memperoleh layanan pencegahan dan
kesiapsiagaan terhadap bencana
dokumen sampai dinyatakan
sah/legal
Pelayanan Penyelamatan Jumlah Warga Negara yang 100 100
dan Evakuasi memperoleh layanan penyelamatan
dan evakuasi korban bencana
Pendataan terhadap warga yang 100 100
terkena/menjadi korban bencana
Melakukan respon cepat KLB dan 100 100
respon cepat darurat bencana
Aktivasi sistem komando penanganan 100 100
darurat bencana
Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) 100 100
penyakit KLB/wabah zoonosis perioritas
Pelaksanaan pencarian, pertolongan 100 100
evakuasi korban bencan
5.3 | Pelayanan penyelamatan Jumlah warga negara yang 100 59,8
dan evakuasi korban memperoleh layanan penyelamatan
kebakaran dan evakuasi korban kebakaran
6 | SOSIAL
6.1 | Rehabilitasi Sosial Dasar Jumlah Warga Negara penyandang 100 84
Penyandang Disabilitas disabilitas yang memperoleh
Terlantar di Luar Panti rehabilitasi sosial diluar panti
Sosial
Rehabilitasi Sosial dasar Jumlah anak terlantar yang 100 100
Anak Telantar di luar memperoleh rehabilitasi sosial diluar
Panti Sosial panti
Rehabilitasi Sosial dasar Jumlah Warga Negara lanjut usia 100 0
Lanjut Usia Telantar di terlantar yang memperoleh rehabilitasi
luar Panti Sosial sosial diluar panti
Rehabilitasi Sosial dasar Jumlah Tuna Sosial Khususnya 100 56
tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar
Gelandangan dan Panti Sosial
Pengemis di luar Panti
Sosial
Perlindungan danJaminan Jumlah Perlindungan dan Jaminan 100 62
Sosial pada Saat dan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap
Setelah Tanggap Darurat Darurat Bencana bagi Korban Bencana
Bencana bagi Korban daerah Kabupaten/Kota
Bencana daerah
kabupaten/kota
Sumber : Bagian Pemkesra Setda Kab Karangasem, 2022
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2.2 Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
2.2.1 Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2021

Dalam rangka memastikan bahwa target program dan kegiatan
prioritas tahunan pembangunan daerah tercapai untuk mewujudkan tujuan dan
sasaran pembangunan jangka menengah daerah, dilakukan evaluasi terhadap
pelaksanaan program dan kegiatan RKPD. Hasil evaluasi RKPD ini dijadikan
dasar dalam penyusunan perencanaan lebih lanjut selain mempertimbangkan
konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Dari
hasil evaluasi RKPD Kabupaten Karangasem Tahun 2021 capaian kinerja OPD
secara akumulatif, realisasi keuangan sebesar 88,36 % dan capaian realisasi
fisik sebesar 91,57%. Secara ringkas hasil evaluasi capaian kinerja perangkat
daerah tahun 2021 disajikan pada tabel 2.99 berikut :
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Tabel. 2.99

Evaluasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2021

REALISASI SAMPAI DENGAN TRIWULAN K
JUMLAH Bobot JUMLAH A
URU PAGU Kinerja TWI TWII TWII TWIV T
NO| NAMAOPD |o.y R Per T
PROG| KEG ( p) Tahun KEUANGAN KEU KIN KEUANGAN KEU KIN KEUANGAN KEU KIN KEUANGAN KEU KIN KEUANGAN KEU KIN G
(%) (Rp.) (%) | (%) (Rp.) (%) | (%) (Rp.) (R) | (%) (Rp.) (h) | (%) (Rp.) (%) | (%) gl
DINAS
1 Eggg:\nnlljl(DAA'::N DAN 2 5 16 573.482.583.159,00 100.00| 61.140.805.742,00| 10,67 |21,05 165.864.027.968,00| 40,69 | 48,09 | 151.102.859.083,00| 67,78 | 80,74 175.186.862.099,00| 82,69 | 97,48 | 553.294.554.892,000 9648 | 97,48 | ST
OLAHRAGA
2 |DINAS KESEHATAN | 1 5 18 281.894.085.295,00 100.00| 25.660.981.094,00f 11,09 | 13,34 25.279.703.287,00| 22,02 | 23,77 64.586.794.977,00| 45,73 | 52,59 110.175.514.272,00| 79,80 | 83,07 225.702.993.630,000 80,07 | 8307 | T
DINAS PEKERJAAN
3 |UMUM, PENATAAN 1 8 19 124.671.974.044,000 100.00 2.931.170.591,00|] 2,12 2,12 7.057.918.792,00| 8,19 8,71 30.576.905.868,00| 33,24 | 39,01 72414.737.971.00( 77,14 | 92,63 112.980.733.222,000 90,62 | 92,63 | ST
RUANG
4 |SATPOL PP 1 2 8 12.401.521.119,00 100.00 1.838.406.972,00 2525 |14,12 3.638.436.538,00| 45,13 | 57,71 2.421.666.555,00| 65,09 | 75,15 3.346.931.682.00| 82,85 | 94,69 11.245.441.747,000 90,68 | 94,69 | ST
5 |DINAS SOSIAL 1 6 1 5.695.121.333,00 100.00 512.478.288,00| 11,18 | 8,68 1.537.229.875,00| 34,71 | 43,48 779.062.042,00| 48,00 | 55,10 1.727.231.046,00| 68,50 | 85,12 4.556.001.251,000 80,00 | 8512 | T
BADAN
6 |[PENANGGULANGAN 1 2 7 5.154.425.863,00 100.00 546.261.329,00| 12,58 | 14,77 1.210.653.628,00| 41,56 | 50,23 963.088.539,00| 63,18 | 69,17 1.313.682.891,00( 76,00 | 79,56 4.033.686.387,000 78,26 | 7956 | T
BENCANA DAERAH
7 |DISNAKER 2 5 17 5.607.992.808,00 100.00 925.903.469,00| 1546 |22,69 1.635.727.104,00| 43,16 | 48,13 1.251.019.187,00| 64,24 | 72,97 1.654.194.659,00( 90,81 | 98,58 5.466.844.419,000 97,48 | 98,58 | ST
8 |DINAS PERTANIAN 1 7 15 19.019.789.732,00 100.00 2.642.744.819,00| 12,94 |21,29 5.625.869.268,00| 40,95 | 44,71 4.081.191.196,00| 61,19 | 66,60 5.151.545.314,00| 87,95 | 95,96 17.491.350.597,00, 91,96 | 9596 | ST
DINAS
PEMBERDAYAAN
9 MASYARAKAT 1 5 10 6.539.437.329,00 100.00 984.087.000,00| 14,08 |21,20 1.735.892.920,00( 38,99 | 46,07 1.496.644.769,00| 60,45 | 75,05 1.677.583.764,00( 79,51 | 97,13 5.894.208.453,000 90,13 | 97,13 | ST
DESA,
10 DINAS 1 2 13 100.00 1.299.339.452,00 22.62 |18.60 5.041.558.247,00| 38,99 | 46,94 3.272.656.858,00| 64,69 | 73,67 4.279.212.930.00( 79,00 | 89,87 13.892.767.514,000 8886 | 89,87 | T
PERHUBUNGAN
15.633.759.420,00
RKPD Semesta Berencana Kab. Karangasem Tahun 2023 BABII-115




REALISASI SAMPAI DENGAN TRIWULAN

K
JUMLAH Bobot JUMLAH A
URL PAGU |Kinera ™I WI W I WV T
NO| NAMAOPD |URU A Per T
oROG| KEG (Rp.) Tahun |  KEUANGAN KEU | KIN |  KEUANGAN KEU | KN | KEUANGAN | KEU | KIN KEUANGAN | KEU | KIN | KEUANGAN KEU | KIN | G
(%) (Rp.) (%) (%) (Rp.) (%) (%) (Rp.) (%) (%) (Rp.) (%) (%) (Rp.) (%) (%) gl
DINAS
11 |KOMUNIKAS|, 3| 5 | 1 10000 74895397400 931 [1037|  1435567.556,00| 2612 | 26,65 |  2270.171.794,00| 5327 | 51,17 2.822683.97300| 8500 | 8844 |  7.277.377.297.00| 8644 | 8844 | T
INFORMATIKA DAN 8419.279.951,00 120 953.974,001 9, : 435.567.556,00| 26, ; 270.171.794.00| 53, ' 822683.973,00) 85, ; 217.377.297.00 86 ;
STATISTIK
DINAS KOPERASI,
12 |USAHAKECILDAN | 1 | 4 | 8 10000]  514.387.62800| 1045 |2028|  1.24497497500| 3470 | 5067 |  1.037.510294,00| 5517 | 68,02 1197.857.810,00| 8086 | 9462 |  3994730.707.00 9162 | 9462 | ST
MENENGAH 4.360.309.684,00
DINAS
13 |PENANAMAN 1] 6 | 12 10000]  82447927800| 1393 |1576|  1.207.81236600| 343 | 36.28 950.712.265,00| 5042 | 5377 1566.153.842,00) 6330 | 8975 | 454915775100 8075 | 8975 | T
MODAL DAN PTSP 5.633.687.919,00
14 [DINAS 1] 5 | 1 10000 669.872447,00 1025 [1550|  1591417.44400| 3942 | 39.42 912.754.271,00| 4859 | 6026 1483.878.65000| 8936 | 9446 | 465792282100 9046 | 9446 | ST
KEBUDAYAAN 5.149.433.302,00
DINAS KEARSIPAN
15 SQQ‘PUSTAKAAN 2 | 5 | 11 437095426700 10000]  593.290.098,00| 1363 |1795|  1.098.052.98500| 3885 | 4561 942.146.768,00| 6049 | 77.29 1.352.850403,00) 8891 | 9230 | 398634022700 9120 | 9230 | ST
DAERAH
DINAS
PERINDUSTRIAN
16 [PoN 2 | 10| 18 9.906.089.07400 10000|  131062877800| 1274 |1471 1.844760.158.00| 30,67 | 3398 | 263387000300 57,68 | 60,32 3.206.65846400| 7508 | 9672 |  9.085917.40300 9172 | 9672 | ST
PERDAGANGAN
17 |DINASPERKANAN | 1 | 3 | 9 418601405900 10000]  592.210.007,00| 1459 |2308|  1.287.350.72600| 4639 | 5322 873.332.000,00| 67,94 | 7342 2.994.606.361,00| 87,67 | 9380 |  3.867.938.451,00 9240 | 9380 | ST
18 [DINASPARWISATA| 1 | 4 | 12 893471135500 10000|  564.497.217,00| 521 | 7.70 3.200.780.472,00| 2035 | 36,33 482.508361,00| 35,50 | 59,80 3.03337883400| 67,89 | 77.97 | 632514816200 7579 | 7797 | T
DINAS
19 [LINGKUNGAN 1] 8| 14 16511.768.770,00 100.00|  2417.72569500| 1582 |1643|  4.358242.91800| 4433 | 5003 |  3.747.867.921,00| 68,85 | 72.25 545849246500| 79.14 | 9879 | 15.982.328999.00 9679 | 9879 | ST
HIDUP
20 |BAPPELITBANGDA | 2 | 4 | 16 731279019000 10000] 84731090700 1045 |17.08|  1.639.903.704,00| 3104 | 4795 |  1.300.313.957,00| 47.27 | 6048 190420491600) 7190 | 7983 | 560173348400 7783 | 7983 | T
21 | DINAS PERKIM 115 | 10 1000182643100 10000| 53796429200 308 | 500 925736.288,00| 838 | 1450 904.143.067,00| 1355 | 2090 6.817.707511.00| 6676 | 9284 |  9.185551.158,00 9184 | 92:84 | ST
22 [DINASKETAPANG | 1 | 4 | 11 205460691700 10000  338.422083,00| 995 |1571 907.072.100,00| 36,90 | 48,14 757.429.083,00| 4573 | 73,84 605.234.066,00| 8272 | 8926 |  2607.857.332,00] 8826 | 8926 | T
23 |INSPEKTORAT 1] 3 | 12 676893626200 10000| 113358407700 1571 |2436|  3988.383.597.00| 7145 | 7435 576.025.826,00| 6483 | 76.76 174642910400 8915 | 9496 | 629237095200 9296 | 9496 | ST
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REALISASI SAMPAI DENGAN TRIWULAN

K
JUMLAH Bobot JUMLAH A
URU PAGU Kinerja TWI TWII TWII TWIV T
NO| NAMAOPD |c,y R Per T
PROG| KEG ( p) Tahun KEUANGAN KEU KIN KEUANGAN KEU KIN KEUANGAN KEU KIN KEUANGAN KEU KIN KEUANGAN KEU KIN G
(%) (Rp.) (%) | (%) (Rp.) (%) | (%) (Rp.) (R) | (%) (Rp.) (h) | (%) (Rp.) (%) | (%) gl
BADAN
24 |KEPEGAWAIAN 1 2 10 8.955.906.679,000 100.00 797.400.165,00| 7,07 | 7,17 2.026.956.558,00| 25,75 | 25,91 1.390.468.134,00| 38,43 | 52,49 3.208.723.435,00| 77,01 | 8589 7.423.548.310,000 8289 | 8589 | T
DAERAH
25 ﬁéSDIB\;‘NGPOL 1 6 1 6.832.060.089,00 100.00 730.682.426,00 10,46 |1347 1.297.467.472,00| 29,40 | 49,72 2.096.714.353,00( 60,35 | 69,26 1.911.852.216,00| 87,68 | 89,36 6.036.716.467,000 88,36 | 89,36 | T
BADAN
PENGELOLAAN
26 KEUANGAN ASET 1 4 14 225.688.720.162,00 100.00{ 22.101.309.207,16| 9,46 9,74 897.129.548,00| 21,17 | 23,05 95.236.648,00| 62,34 | 64,15 65.399.626.515,00| 82,47 | 93,87 209.590.782.495,000 92,87 | 93,87 | ST
DAERAH
27 |SETDA 1 3 19 24.173.089.574,000 100.00| 479.330.405.400,00f 11,75 |12,86 14.281.335.852,00| 33,75 | 34,37 20.090.500.035,00| 52,64 | 58,72 2.434.816.196,00| 8558 | 96,54 23.901.776.184,00, 98,88 | 96,54 | ST
28 |SEKRET DPRD 1 2 14 61.632.038.790,000 100.00| 10.297.155.697,00 16,95 |60,86 1.576.309.538,00( 41,00 | 55,96 11.501.347.152,00| 61,88 | 76,04 20.402.919.065,00| 85,70 | 93,65 56.482.757.766,00, 91,65 | 93,65 | ST
29 |DINAS CAPIL 1 4 13 7.602.365948,00 100.00 905.808.538,00| 11,66 |12,05 709.685.510,00| 32,01 | 34,37 1.876.515.268,00| 56,21 | 58,72 2.219.467.469,00| 73,00 | 88,53 6.578.100.813,00, 86,53 | 8853 | T
30 |DINAS PPPA 1 5 12 2.575.284.700,00 100.00 343.948.390,00| 12,64 |19,30 1.159.293.653,00| 39,72 | 40,46 469.105.241,00| 57,40 | 60,96 749.494.174,00| 80,03 | 89,23 2272234315000 8823 | 8923 | T
31 |DINAS PP KB 1 4 13 6.053.591.387,00 100.00 570.319.621,00| 8,81 |20,03 1.159.293.653,00( 26,89 | 37,39 920.560.573.00| 41,48 | 50,91 1.733.368.784,00| 67,85 | 76,14 4.383.542.631,000 7241 | 76,14 | S
32 |DINAS DAMKAR 1 2 7 6.627.934.189,00 100.00 713.512.672,00| 11,72 | 15,75 1.208.050.404,00( 31,81 | 42,95 1.002.023.415,00| 48,40 | 66,28 2.884.724.813,00| 77,97 | 89,63 5.808.311.304,00 87,63 | 8963 | T
33 ?i%ANGASEM 1 5 1 5.464.920.171,000 100.00 702.784.624,00| 11,64 |24,63 1,842.840.344,00( 43,68 | 50,50 1.204.804.734,00| 64,36 | 69,50 1.433.937.907,00( 67,12 | 97,54 5.184.367.609,00 94,87 | 97,54 | ST
34 |KEC. BEBANDEM 1 5 1 2.987.900.784,00 100.00 532.438.197,00| 17,36 | 25,61 834.257.289,00| 4546 | 57,02 616.108.703,00| 65,96 | 80,62 724.606.549,00| 84,89 | 94,61 2.707.410.738,000 90,61 | 94,61 | ST
35 |KEC. SELAT 1 5 10 3.311.646.049,00 100.00 618.187.032,00| 17,54 |23,02 906.462.010,00| 44,09 | 55,60 681.428.769,00| 63,79 | 87,69 863.315857,00( 89,16 | 94,68 3.069.393.668,000 92,68 | 94,68 | ST
36 |KEC. SIDEMEN 1 5 10 3.195.532.110,00 100.00 573.692.054,00| 18,26 | 18,76 937.443.764,00| 48,69 | 48,51 678.241.185,00( 70,54 | 70,71 836.191.918,00| 79,81 | 96,68 3.025.568.92,00f 94,68 | 96,68 | ST
37 |KEC. MANGGIS 1 5 10 2,989,447,525.00 100.00 502.021.475,00| 15,76 | 31,15 871.244.028,00| 43,70 | 69,69 607.545.211,00| 63,03 | 81,82 690.119.059,00| 81,85 | 90,35 2.670.929.773,00 89,35 | 90,35 | T
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REALISASI SAMPAI DENGAN TRIWULAN K

JUMLAH Bobot JUMLAH A

URL PAGU |Kinera ™I WI W I WV T

NO| NAMAOPD |,y R Per A

oROG| KEG (Rp.) Tahun |  KEUANGAN KEU | KIN |  KEUANGAN KEU | KN | KEUANGAN | KEU | KIN KEUANGAN | KEU | KIN | KEUANGAN KEU | KIN | G

(%) (Rp.) (%) (%) (Rp.) (%) (%) (Rp.) (%) (%) (Rp.) (%) (%) (Rp.) (%) (%) gl

38 |KEC. KUBU 115 | 10 282089503800 10000]  499.136.200,00| 1764 |1956 808.544.769,00| 46,64 | 49,55 565.415.192,00| 66,81 | 73,70 796.839.245,00| 85,00 | 96,65 |  2.669.93540600 9465 | 9665 | ST

39 |KEC. ABANG 1] 5 | 11 348438414700 10000|  604.311.50400| 1604 |3277 966.881.739,00| 42,60 | 58,68 716.489.922,00| 62,02 | 75,19 845.003912,00| 8284 | 9591 |  3.432777.077,00 8991 | 9591 | ST

40 |KEC. RENDANG 1] 5 | 1 420068030200 10000  741.111.866,00| 1748 |3321| 105871004800 5093 | 61,01 |  1.121.970.140,00| 6981 | 8389 1055754.233.00| 9136 | 9749 |  3.977537.28700 9449 | 97.49 | ST

TOTA'BIJ\‘;":'(LE%"I':TF;%GRAM 192 | 506 |1.680.579.631.319,65) 100.00 | 174.190.034300 | 10,58 |17.46| 338.107.941.230,00 | 31,60 | 37,68 | 441.078.586.363,00 | 58,61 | 59,03 | 585.491.365.140,00 | 87.34 | 91,57 |1.538.867.927.123,00| 88,36 | 91,57 | ST
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Dari tabel 2.99 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Sebanyak 24 (dua puluh empat) Perangkat Daerah atau 60,0%
berkinerja Sangat Tinggi (capaian kinerja 91% < 100%).

2. Sebanyak 15 (lima belas ) atau 37,5% berkinerja Tinggi (capaian kinerja
76% < 90%). dan

3. Sebanyak 1 (satu) atau 2,5% berkinerja Sedang (capaian kinerja 66%
<75%).
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2.2.2

Realiasi RPJMD

Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan

(outcomes). Pada tabel 2.100 disajikan capaian indikator kinerja derah tahun 2021 sebagai berikut :

Capaian Kinerja Daerah Tahun 2021

Tabel 2.100

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ Kondisi Kinerja Tahun 2021
No. INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN Satuan Awal Periode ) Perangkat Daerah
DAERAH RPIMD (2020) Target Capaian
1 2 3 4 5 6 7
ASPEK KESEJAHTERAHAN MASYARAKAT
1 Pertumbuhan PDRB Persentase (%) -4,45 3,16 -0,56 Bappelitbangda
2 Laju Inflasi Persentase (%) 2,9 2,5 Bappelitbangda
3 PDRB Perkapita Juta Rupiah 39,31 32,4 32,92 Bappelitbangda
4 Indeks Gini Indeks 0,34 3,249 0,317 Bappelitbangda
5 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indeks 67,35 68,37 67,36 Bappelitbangda
6 Tingkat pengangguran terbuka Persentase (%) 2,42 2,34 2,32 Bappelitbangda
7 Indeks kepuasan masyarakat terhadap Indeks 62 (B) 65 (B) Bappelitbangda
pelayanan publik
8 Konstribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Persentase (%) 8,4 8,6 7,42 Bappelitbangda
ASPEK PELAYANAN UMUM
LAYANAN URUSAN WAJIB DASAR
PENDIDIKAN
1 Angka Melek Huruf Persentase (%) 90 93 84,08 Disdikpora
2 Angka rata-rata lama sekolah Tahun 6,31 6,55 6,33 Disdikpora
3 Persentase APK SD / MI Persentase (%) 111,97 114,21 110,79 Disdikpora
4 Persentase APK SMP /MTs Persentase (%) 107,37 109,52 109,78 Disdikpora
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ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ Kondisi Kinerja Tahun 2021
No. INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN Satuan Awal Periode . Perangkat Daerah
DAERAH RPIMD (2020) Target Capaian
Angka Pendidikan yang ditamatkan : Disdikpora
5 Angka Pendidikan yang ditamatkan Persentase (%) 93,76 94,7 100 Disdikpora
SD/MI/Paket A
6 Angka Pendidikan yang ditamatkan Persentase (%) 99,72 99,73 100 Disdikpora
SMP/MTs/Paket B
Angka Partisipasi Murni : Disdikpora
7 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A Persentase (%) 99,42 99,43 98,97 Disdikpora
8 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket | Persentase (%) 83,95 84,79 82,53 Disdikpora
B
Angka Partisipasi Sekolah : Disdikpora
9 Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket Persentase (%) 99,32 99,33 106,71 Disdikpora
A
10 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Persentase (%) 96,97 96,98 84,81 Disdikpora
SMP/MTs/Paket B
Angka Putus Sekolah : Disdikpora
11 Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI Persentase (%) 0,1 105 0,26 Disdikpora
12 Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs Persentase (%) 0,34 0,34 0,17 Disdikpora
Angka Kelulusan : Disdikpora
13 Angka Kelulusan (AL) SD/MI Persentase (%) 100 100 100 Disdikpora
14 Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs Persentase (%) 100 100 100 Disdikpora
Angka Melanjutkan (AM) : Disdikpora
15 Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke Persentase (%) 95,6 96,6 93,56 Disdikpora
SMP/MTs
16 Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke Persentase (%) 77,8 78,6 Disdikpora
SMA/SMK/MA
Fasilitas Pendidikan : Disdikpora
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ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ Kondisi Kinerja Tahun 2021
No. INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN Satuan Awal Periode . Perangkat Daerah
DAERAH RPIMD (2020) Target Capaian

17 Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan Persentase (%) 33,22 33,55 Disdikpora
baik

18 Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia Rasio 66 67 67,71 Disdikpora
sekolah pendidikan dasar

19 Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar Rasio 0,07 81 258 Disdikpora

20 Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah Rasio 14,63 14,78 - Disdikpora
dasar

21 Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah Rasio 18,69 18,88 546 Disdikpora
menengah

22 Proporsi murid kelas 1 yang berhasil Persentase (%) 97,7 97,71 97,7 Disdikpora
menamatkan sekolah dasar

23 Angka melek huruf penduduk usia 15-24 Persentase (%) 100 100 100 Disdikpora
tahun perempuan dan laki-laki

24 Penduduk yang berusia > 15 Tahun melek Persentase (%) 89,05 89,94 89,05 Disdikpora
huruf (tidak buta aksara)
Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4 : Disdikpora

25 Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4 Persentase (%) 88,25 89,13 88,25 Disdikpora
(PAUD)

26 Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4 Persentase (%) 95,89 95,9 97,03 Disdikpora
(SD/MI)

27 Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4 Persentase (%) 97,28 97,29 97,28 Disdikpora
(SMP/MTs)

28 Persentase organisasi pemuda yang aktif Persentase (%) 0,73 0,73 0.091 Disdikpora

29 Persentase wirausaha muda Persentase (%) 0,04 0,04 0.035 Disdikpora

30 Cakupan pembinaan olahraga Persentase (%) 50 50 0 Disdikpora

31 Cakupan Pelatih yang bersertifikasi Persentase (%) 50 50 40 Disdikpora
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ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ Kondisi Kinerja Tahun 2021
No. INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN Satuan Awal Periode . Perangkat Daerah
DAERAH RPIMD (2020) Target Capaian
32 Cakupan pembinaan atlet muda Persentase (%) 0,73 0 Disdikpora
33 Jumlah atlet berprestasi Jumlah 3 0 Disdikpora
34 Jumlah prestasi olahraga Jumlah 3 0 Disdikpora
KESEHATAN
1 Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 /1000 KH 19 7,4 Dinkes
kelahiran hidup
2 Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran /1000 KH 12 8,6 Dinkes
hidup
3 Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran /1000 KH 12 5 Dinkes
hidup
4 Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran /100.000 KH 100 148,1 Dinkes
hidup
5 Rasio posyandu per satuan balita Rasio 2,25 3,52 Dinkes
Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per Dinkes
satuan penduduk :
6 Rasio puskesmas per satuan penduduk Rasio 33 0,03 Dinkes
7 Rasio poliklinik per satuan penduduk Rasio 0 0,04 Dinkes
8 Rasio pustu per satuan penduduk Rasio 0,4 0,15 Dinkes
9 Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk Rasio 0,01 0,01 Dinkes
10 Rasio dokter per satuan penduduk Rasio 0,1 0,31 Dinkes
Rasio tenaga paramedis per satuan Dinkes
penduduk :
11 Rasio tenaga perawat per satuan penduduk Rasio 10 0,9 Dinkes
12 Rasio tenaga bidan per satuan penduduk Rasio 0,75 1,03 Dinkes
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ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ Kondisi Kinerja Tahun 2021
No. INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN Satuan Awal Periode . Perangkat Daerah
DAERAH RPIMD (2020) Target Capaian
13 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani | Persentase (%) 65,52 80 57,7 Dinkes
14 Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga Persentase (%) 104,86 100 104,1 Dinkes
kesehatan yang memiliki kompetensi
kebidanan
15 Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Persentase (%) 100 100 96,2 Dinkes
Immunization (UCI)
16 Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat Persentase (%) 100 100 100 Dinkes
perawatan
17 Case Detection Rate TBC Persentase (%) 23,6 56 23 Dinkes
18 Persentase keberhasilan pengobatan TBC Persentase (%) 86,5 90 83,3 Dinkes
19 Cakupan penanganan penderita penyakit DBD | Persentase (%) 100 100 100 Dinkes
20 Incidence Rate DBD /100.000 219,6 50 43,7 Dinkes
penduduk
21 Penderita diare yang ditangani Persentase (%) 100 100 100 Dinkes
22 Tingkat kematian akibat malaria Persentase (%) 0 0 0 Dinkes
23 Annual Parasite Incidence (API) /1.000 0 <1 0.002 Dinkes
penduduk
24 Cakupan penemuan kasus HIV/AIDS Persentase (%) 5,18 69 4,37 Dinkes
25 Persentase kasus HIV yang diobati Persentase (%) N/A 80 100 Dinkes
26 Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun Persentase (%) | Tidak ada data Dinkes
yang memiliki pengetahuan komprehensif (harus dilakukan
tentang HIV/AIDS survey)
27 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien | Persentase (%) | Data sulit terkumpulkan karena difasyankes tidak bisa Dinkes
masyarakat miskin mengecek pasien masuk kategori miskin
28 Cakupan kunjungan bayi Persentase (%) 113,33 100 112,58 Dinkes
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ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ Kondisi Kinerja Tahun 2021
No. INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN Satuan Awal Periode . Perangkat Daerah
DAERAH RPIMD (2020) Target Capaian
29 Cakupan kunjungan puskesmas Persentase (%) 59,72 60 48,72 Dinkes
30 Cakupan puskesmas pembantu Persentase (%) | cakupan kunjungan pustu menjadi satu terlaporkan di Dinkes
Puskesmas Induk

31 Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 Persentase (%) 95,43 100 89,7 Dinkes

32 Cakupan pelayanan nifas Persentase (%) 99,21 100 101,3 Dinkes

33 Cakupan neonatus dengan komplikasi yang Persentase (%) 43,81 80 44,02 Dinkes
ditangani

34 Cakupan pelayanan anak balita Persentase (%) 90,81 100 93,62 Dinkes

35 Cakupan pemberian makanan pendamping Persentase (%) | Tidak ada data KK miskin Dinkes
ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga
miskin

36 Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan | Persentase (%) 73,26 100 90,63 Dinkes
setingkat

37 Cakupan pelayanan kesehatan dasar Persentase (%) | Data sulit terkumpulkan karena difasyankes tidak bisa Dinkes
masyarakat miskin mengecek pasien masuk kategori miskin atau tidak miskin

38 Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 Persentase (%) 100 100 100 Dinkes
yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)

39 Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB Persentase (%) 100 100 100 Dinkes
yang dilakukan penyelidikan epidemiologi
< 24 jam
Standar Pelayanan Minimal bidang Dinkes
Kesehatan :

40 Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan | Persentase (%) 95,43 100 89,72 Dinkes
ibu hamil
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ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ Kondisi Kinerja Tahun 2021
No. INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN Satuan Awal Periode . Perangkat Daerah
DAERAH RPIMD (2020) Target Capaian

41 Persentase ibu bersalin mendapatkan Persentase (%) 104,86 100 104,11 Dinkes
pelayanan bersalin

42 Persentase bayi baru lahir mendapatkan Persentase (%) 106,14 100 107,28 Dinkes
pelayanan kesehatan bayi baru lahir

43 Cakupan pelayanan kesehatan Balita sesuai Persentase (%) 90,81 100 93,62 Dinkes
standar

44 Persentase anak usia pendidikan dasar yang Persentase (%) 45,15 100 92,28 Dinkes
mendapatkan skrining kesehatan sesuai
standar

45 Persentase warga negara usia 15-59 tahun Persentase (%) 37,8 100 83,66 Dinkes
mendapatkan skrining kesehatan sesuai
standar

46 Persentase warga negara usia 60 tahun ke Persentase (%) 52,82 100 65,8 Dinkes
atas mendapatkan krining kesehatan sesuai
standar

47 Persentase penderita hipertensi mendapat Persentase (%) 51,13 100 60,38 Dinkes
pelayanan kesehatan sesuai standar

48 Persentase penyandang DM yang Persentase (%) 86,18 100 91,35 Dinkes
mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai
standar

49 Persentase ODGJ berat yang mendapatkan Persentase (%) 83,75 100 90,84 Dinkes
pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar

50 Persentase Orang dengan TB mendapatkan Persentase (%) 39,71 100 31,24 Dinkes
pelayanan TB sesuai standar
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ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ Kondisi Kinerja Tahun 2021
No. INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN Satuan Awal Periode . Perangkat Daerah
DAERAH RPIMD (2020) Target Capaian
51 Persentase orang berisiko terinfeksi HIV Persentase (%) 72,17 100 77,41 Dinkes
mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar
52 Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan Persentase (%) 0,08 1,5 38,1 Dinkes
53 Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/ Persentase (%) 100 100 100 Dinkes
kota yang terakreditasi
DPUPR & PERKIM
1 Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi Persentase (%) 55,67 59,266 58,581 DPUPR
baik
2 Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk Rasio 244 239 433 DPUPR
3 Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik | Persentase (%) 55,67 59,266 58,581 DPUPR
( > 40 KM/Jam)
4 Persentase jalan yang memiliki trotoar dan Persentase (%) 0,8 1 141 DPUPR
drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5
m)
5 Persentase rumah tinggal bersanitasi Persentase (%) 89,96 90 90,08 DPUPR
6 Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi Persentase (%) 71,9 76,48 78,396 DPUPR
baik
7 Rasio Jaringan Irigasi Rasio 6,92 6,92 69,23 DPUPR
8 Persentase penduduk berakses air minum Persentase (%) 92,67 95 96,52 DPUPR
9 Proporsi rumah tangga dengan akses Persentase (%) 63,28 64,43 67,51 DPUPR
berkelanjutan terhadap air minum layak,
perkotaan dan perdesaan
10 Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir | Persentase (%) 0,05 0,21 0,05 DPUPR
yang terlindungi oleh infrastruktur
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ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ Kondisi Kinerja Tahun 2021
No. INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN Satuan Awal Periode . Perangkat Daerah
DAERAH RPIMD (2020) Target Capaian

11 Rasio luas kawasan permukiman sepanjang Persentase (%) 0,29 0 0 DPUPR
pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang
terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai
di WS Kewenangan Kab/Kota

12 Rasio luas daerah irigasi kewenangan Persentase (%) 72,14 75,21 69,23 DPUPR
kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan
irigasi

13 Persentase jumlah rumah tangga yang Persentase (%) 63,28 64,43 67,51 DPUPR
mendapatkan akses terhadap air minum
melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan
jaringan perpipaan terlindungi terhadap
rumah tangga di seluruh kabupaten/kota

14 Persentase jumlah rumah tangga yang Persentase (%) 89,96 90 90,08 DPUPR
memperoleh layanan pengolahan air limbah
domestik

15 Rasio kepatuhan IMB kab/ kota Rasio 100 100 96,49 DPUPR

16 Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota Persentase (%) 70,87 75,45 77,7 DPUPR

17 Rasio tenaga operator/teknisi/ Persentase (%) 60 67 83,33 DPUPR
analisis yang memiliki sertifikat kompetensi

18 Rasio proyek yang menjadi kewenangan Persentase (%) 85 85 100 DPUPR
pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi

Penataan Ruang

19 Tersedianya dokumen RTRW yang telah Ada/Tidak Ada Ada Ada Ada DPUPR

ditetapkan dengan PERDA
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ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/

Kondisi Kinerja

Tahun 2021

tertangani

No. INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN Satuan Awal Periode . Perangkat Daerah
DAERAH RPIMD (2020) Target Capaian

20 Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Rasio 0.750 0.750 0.750 DPUPR
Wilayah ber HPL/HGB

21 Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas Persentase (%) 11.966 11.966 11.966 DPUPR
wilayah kota/kawasan perkotaan

22 Rasio bangunan ber- IMB per satuan Rasio 0.016 0.017 0.017 DPUPR
bangunan

23 Ruang publik yang berubah peruntukannya Persentase (%) N/A N/A N/A DPUPR

24 Rasio luas kawasan tertutup pepohonan Rasio 0.619 0.618 0.618 DPUPR
berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan
survei foto udara terhadap luas daratan

25 Ketaatan terhadap RTRW Persentase (%) 61 62 62 DPUPR

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

26 Penyediaan dan Rehabilitasi rumah layak huni | Persentase (%) N/A 100 N/A DPUPR
bagi korban bencana Kabupaten/Kota

27 Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi Persentase (%) N/A 100 N/A DPUPR
masyarakat terdampak relokasi program
pemerintah Kabupaten/kota

28 Penataan kawasan pemukiman kumuh Persentase (%) N/A 100 N/A DPUPR
dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang
ditangani

29 Berkurangnya jumlah unit RTLH ( Rumah unit 8279 424 180 DPUPR
Tidak Layak Huni)

30 Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi unit/paket N/A 3 N/A DPUPR
PSU (Prasarana, sarana dan Utilitas Umum)

31 Rumah layak huni yang tertangani UNIT 8279 424 176 DPUPR

32 Lingkungan pemukiman kumuh yang Paket N/A 3 N/A DPUPR

BPBD
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ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ Kondisi Kinerja Tahun 2021
No. INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN Satuan Awal Periode . Perangkat Daerah
DAERAH RPIMD (2020) Target Capaian
1 Persentase Pelayanan Informasi Layanan Bencana | Persentase (%) 100 100 100 BPBD
2 Persentase Pelayanan Pencegahan dan Persentase (%) 36,79 40 40 BPBD
Kesiapsiagaan terhadap Bencana
3 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Persentase (%) 67,36 70 70 BPBD
Bencana
PEMADAM KEBAKARAN
1 Cakupan pelayanan bencana kebakaran Persentase (%) 82,31 82,31 82,31 Disdamkar
kabupaten/kota
2 Tingkat waktu tanggap (response time rate) Persentase (%) 28,12 100 32,76 Disdamkar
daerah layanan Wilayah Manajemen
Kebakaran (WMK)
SATPOL PP
1 Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat Persentase (%) 0,66 0,67 0,66 Satpolpp
(Linmas)
2 Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 Persentase (%) 99 99,02 100 Satpolpp
(ketertiban, ketentraman, keindahan)
3 Persentase Penegakan PERDA Persentase (%) 90,37 91 100 Satpolpp
DINSOS,DP3A DAN KB
1 Persentase PMKS yang memperoleh bantuan Persentase (%) N/A Dinas Sosial
sosial 5 0,68
2 Persentase PMKS yang tertangani Persentase (%) N/A 100 100 Dinas Sosial
3 Persentase PMKS skala yang memperoleh Persentase (%) N/A Dinas Sosial
bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan
dasar 0 0
4 Persentase korban bencana yang menerima Persentase (%) N/A Dinas Sosial
bantuan sosial selama masa tanggap darurat 100 100
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ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/
No. INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN
DAERAH

Satuan

Kondisi Kinerja
Awal Periode
RPIMD (2020)

Tahun 2021

Target

Capaian

Perangkat Daerah

5 Persentase penyandang cacat fisik dan
mental, serta lanjut usia tidak potensial yang
telah menerima jaminan sosial

Persentase (%)

N/A

10

10

Dinas Sosial

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

6 Persentase partisipasi perempuan di lembaga
pemerintah

Persentase (%)

3,157

3,038

2,93

Dinas Sosial

7 Proporsi kursi yang diduduki perempuan di
DPR

Persentase (%)

6,818

6,818

6,67

Dinas Sosial

8 Partisipasi perempuan di lembaga swasta

Persentase (%)

29,27

30,195

42,027

Dinas Sosial

9 Rasio KDRT

Rasio

3.255

Dinas Sosial

10 Partisipasi angkatan kerja perempuan

Persentase (%)

0,67

0,68

32,522

Dinas Sosial

11 Cakupan perempuan dan anak korban
kekerasan yang mendapatkan penanganan
pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit
pelayanan terpadu

Persentase (%)

100

100

100

Dinas Sosial

12 Cakupan perempuan dan anak korban
kekerasan yang mendapatkan layanan
kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di
Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan
PPT/PKT di Rumah Sakit

Persentase (%)

100

100

100

Dinas Sosial

13 Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang
diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial
terlatih bagi perempuan dan anak korban
kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.

Persentase (%)

100

100

Dinas Sosial

14 Cakupan penegakan hukum dari tingkat
penyidikan sampai dengan putusan
pengadilan atas kasuskasus kekerasan
terhadap perempuan dan anak

Persentase (%)

100

100

100

Dinas Sosial

15 Cakupan perempuan dan anak korban
kekerasan yang mendapatkan layanan

Persentase (%)

100

100

100

Dinas Sosial
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ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/

Kondisi Kinerja

Tahun 2021

Panjang (MKJP)

No. INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN Satuan Awal Periode . Perangkat Daerah
DAERAH RPIMD (2020) Target Capaian

bantuan hukum

16 Cakupan layanan pemulangan bagi Persentase (%) 100 100 100 Dinas Sosial
perempuan dan anak korban kekerasan

17 Rasio APM perempuan/laki-laki di SD Rasio 99,73% : 94,14 % 99,83% : | 99,50% : 94,16% Dinas Sosial

94,24%

18 Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP Rasio 79,61% : 90,16% 80% :90% | 79,50% : 90,18% Dinas Sosial

19 Rasio melek huruf perempuan terhadap Rasio 79,16% : 90,75% 85% :96 % | 81,25% : 92,30% Dinas Sosial
laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun

20 Kontribusi perempuan dalam pekerjaan Persentase (%) 54,66 55,66 55,66 Dinas Sosial
upahan di sector nonpertanian

21 Persentase ARG pada belanja Langsung APBD | Persentase (%) 0.022 23 0,0374 Dinas Sosial

22 Persentase Anak Korban Kekerasan yang Persentase (%) 5,96 5,07 0,009 Dinas Sosial
ditangani instansi terkait Kabupaten /Kota

23 Rasio Kekerasan terhadap Persentase (%) 4,67 4,37 5,809 Dinas Sosial
perempuan,termasuk TPPO (per 100.000
penduduk perempuan)

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

24 Total Fertility Rate (TFR) Persentase (%) 2,3 1,96 2,18 Dinas Sosial

25 Ratio Akseptor KB Rasio 85,65 85,65 85,65 Dinas Sosial

26 Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi Persentase (%) 85,65 85,65 85,65 Dinas Sosial
perempuan menikah usia 15 - 49

27 Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15— | Persentase (%) 38,59 20 20 Dinas Sosial
19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun
(ASFR 15-19)

28 Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak Persentase (%) 20,8 20,8 20,8 Dinas Sosial
terpenuhi (unmet need)

29 Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Persentase (%) 44,11 49 50 Dinas Sosial
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ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ Kondisi Kinerja Tahun 2021
No. INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN Satuan Awal Periode . Perangkat Daerah
DAERAH RPIMD (2020) Target Capaian

30 Persentase tingkat keberlangsungan Persentase (%) 85,65 85,65 86 Dinas Sosial
pemakaian kontrasepsi

31 Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) Persentase (%) 70,5 72,6 73 Dinas Sosial
ber-KB

32 Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) | Persentase (%) 67,8 70 70 Dinas Sosial
ber-KB

33 Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) Persentase (%) 58,9 60 65 Dinas Sosial
ber-KB

34 Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di | Persentase (%) 80 85,5 85 Dinas Sosial
setiap Kecamatan

35 Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Persentase (%) 48,5 50 50 Dinas Sosial
Konseling Remaja/Mahasiswa

36 Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Persentase (%) 64 64 51 Dinas Sosial
Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan
pelaksanaan pembangunan daerah di
bidang pengendalian penduduk

37 Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Persentase (%) 40,5 41,2 41,2 Dinas Sosial
Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera
(UPPKS) yang ber-KB mandiri

38 Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa Rasio 100 100 100 Dinas Sosial
(PPKBD) setiap desa/kelurahan

39 Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan Persentase (%) 80 85 90 Dinas Sosial
obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan
masyarakat

40 Persentase Faskes dan jejaringnya diseluruh Persentase (%) 85 85 90 Dinas Sosial
tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan
BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai
dengan standarisasi pelayanan

41 Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Persentase (%) 60 75 75 Dinas Sosial
Keluarga di setiap desa
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ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/

Kondisi Kinerja

Tahun 2021

mengacu ke rencana tenaga kerja

No. INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN Satuan Awal Periode . Perangkat Daerah
DAERAH RPIMD (2020) Target Capaian
42 Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan Persentase (%) 40,5 41,5 41,5 Dinas Sosial
pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga
43 Rata-rata usia kawin pertama wanita Persentase (%) 22,9 23 23 Dinas Sosial
44 Persentase Pembiayaan Program Persentase (%) 0,78 0,83 0,83 Dinas Sosial
Kependudukan, Keluarga Bencana dan
Pembangunan Keluarga melalui APBD dan
APBDes
LAYANAN URUSAN WAJIB DASAR
LAYANAN URUSAN WAJIB NON DASAR
KETENAGAKERJAAN
1 Angka Partisipasi angkatan kerja Jumlah 80,75 80 - Disnaker
2 Tingkat partisipasi angkatan kerja Persentase (%) 97,57 90 - Disnaker
3 Angka sengketa pengusaha-pekerja per Persentase (%) 0,08 0,1 0.102 Disnaker
tahun
4 Besaran kasus yang diselesaikan dengan Persentase (%) 100 100 75 Disnaker
Perjanjian Bersama (PB)
5 Besaran pencari kerja yang terdaftar yang Persentase (%) 81 81 80,5 Disnaker
ditempatkan
6 Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta Persentase (%) 71,2 75 76,89 Disnaker
program Jamsostek
7 Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap Persentase (%) 0 0 0 Disnaker
kebijakan pemerintah daerah
8 Besaran tenaga kerja yang mendapatkan Persentase (%) 46 48 30,35 Disnaker
pelatihan berbasis kompetensi
9 Rasio lulusan S1/S52/S3 Rasio 4,73 5 - Disnaker
10 Tingkat Produktifitas Tenaga Kerja Persentase (%) 53 54 - Disnaker
11 Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang Persentase (%) 70 70 70 Disnaker
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ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/

Kondisi Kinerja

Tahun 2021

penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan
yang diawasi ketaatannya terhadap izin

lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang

No. INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN Satuan Awal Periode . Perangkat Daerah
DAERAH RPIMD (2020) Target Capaian
PERANIAN PANGAN DAN PERIKANAN
1 Ketersediaan pangan utama Persentase (%) 100 100 100 Dinas Pertanian
2 energi ( kkal ) kkal 2137,59 2137,59 Dinas Pertanian
3 Skor Pola Pangan harapan ( PPH ) skor 74,5 74,5 89,61 Dinas Pertanian
4 Pengawasan dan pembinaan keamanan Persentase (%) 100 100 100 Dinas Pertanian
pangan
Pertanian
5 Produktivitas padi atau bahan pangan utama Persentase (%) 0,56 0,56 Dinas Pertanian
lokal lainnya per hektar
6 Cakupan bina kelompok petani Persentase (%) 100 100 100 Dinas Pertanian
Kelautan dan Perikanan
7 Produksi perikanan Jumlah 26224,6 27830 26171.4 Dinas Pertanian
8 Cakupan Bina Kelompok Nelayan Kelompok 20 20 20 Dinas Pertanian
LINGKUNGAN HIDUP
1 Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota Ada/Tidak Ada Ada Ada Ada DLH
2 Terintegrasinya RPPLH dalam rencana Ada/Tidak Ada Ada Ada Ada DLH
pembangunan kabupaten/kota
3 Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat Ada/Tidak Ada Ada Ada Tidak Ada DLH
daerah provinsi
4 Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Air Indeks 50 50 50 DLH
5 Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Udara Indeks 91,51 91,51 91,51 DLH
6 Hasil Pengukuran Indeks kualitas Tutupan Indeks 47,56 47,56 47,46 DLH
Lahan
7 Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan Persentase (%) 100 100 100 DLH
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ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/

Kondisi Kinerja

Tahun 2021

No. INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN Satuan Awal Periode . Perangkat Daerah
DAERAH RPIMD (2020) Target Capaian
diterbitkan oleh Pemerintah Daerah
kabupaten/ kota
8 Terfasilitasi penyediaan sarana/prasarana Persentase (%) 100 100 100 DLH
9 Terlaksananya pendidikan dan pelatihan Jumlah 0 0 0 DLH
masyarakat
10 Terlaksananya pemberian penghargaan Ada/Tidak Ada Ada Ada Tidak Ada DLH
lingkungan hidup
11 Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, | Persentase (%) 100 100 100 DLH
izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh
Pemerintah daerah Kabupaten/ Kota, lokasi
usaha dan dampaknya di Daerah
kabupaten/kota.
12 Timbulan sampah yang ditangani Persentase (%) 25,18 27 75 DLH
13 Persentase jumlah sampah yang terkurangi Persentase (%) 25,17 27 24 DLH
melalui 3R
14 Persentase cakupan area pelayanan Persentase (%) 12 12 72,93 DLH
15 Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di Nilai 100 100 100 DLH
kabupaten/kota
16 Persentase izin pengelolaan sampah oleh Persentase (%) N/A N/A 0 DLH
swasta yang diterbitkan
17 Persentase pengelolaan sampah oleh swasta Persentase (%) 100 100 0 DLH
yang taat terhadap peraturan perundang-
undangan
DISDUKCAPIL
1 Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk Rasio 96,88 97 98,86 Disdukcapil
Rasio bayi berakte kelahiran Rasio 90,56 91 99,81 Disdukcapil
3 Ketersediaan database kependudukan skala Ada/Tidak Ada ada ada ada Disdukcapil
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ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/

Kondisi Kinerja

Tahun 2021

No. INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN Satuan Awal Periode . Perangkat Daerah
DAERAH RPIMD (2020) Target Capaian

Kabupaten

4 Penerapan KTP Nasional berbasis NIK Sudah/Belum sudah sudah sudah Disdukcapil

5 Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk Persentase (%) 96,88 97 98,86 Disdukcapil
(KTP)

6 Cakupan penerbitan akta kelahiran Persentase (%) 49,5 55 99,76 Disdukcapil

7 Rasio Anak yang memiliki Kartu Identitas Anak Rasio 18,8 19 21,36 Disdukcapil

8 Cakupan Penerbitan Akta Kematian Persentase (%) 100 100 100 Disdukcapil

9 Cakupan Penerbitan Akta Perkawinan Persentase (%) 100 100 100 Disdukcapil

10 Jumlah OPD yang memanfaatkan data Persentase (%) 44,89 44,89 28,13 Disdukcapil
kependudukan berdasarkan perjanjian
kerjasama

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

1 Cakupan pembinaan dan pengawasan Persentase (%) 100% 5% 5% DPMD
administrasi pemerintahan desa

2 Cakupan fasilitasi kerjasama desa dan Persentase (%) 100% 10% 10% DPMD
penyediaan sarana prasarana desa

3 Cakupan penataan desa dan pembangunan Persentase (%) 100% 100% 100% DPMD
kawasan perdesaan

4 Cakupan pemberdayaan lembaga Persentase (%) 100% 10% 10% DPMD
kemasyarakatan desa

5 Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri Persentase (%) 100% 15% 15% DPMD

PERHUBUNGAN

Jumlah arus penumpang angkutan umum Dinas Perhubungan

1 Angkutan Darat Jumlah 6.785 7.249 6452 | Dinas Perhubungan

2 Angkutan laut Jumlah 28 28 26 | Dinas Perhubungan

3 Rasio ijin trayek Rasio 58 58 0.00058 | Dinas Perhubungan
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ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ Kondisi Kinerja Tahun 2021
No. INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN Satuan Awal Periode . Perangkat Daerah
DAERAH RPIMD (2020) Target Capaian
4 Jumlah uji kir angkutan umum Jumlah 2.214 2.225 1909 | Dinas Perhubungan
Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis Dinas Perhubungan
5 Jumlah Pelabuhan Jumlah 2 2 2 | Dinas Perhubungan
6 Jumlah Terminal Bis Jumlah 1 1 1 | Dinas Perhubungan
7 Persentase layanan angkutan darat Persentase (%) 27 28 23,05 | Dinas Perhubungan
8 Persentase kepemilikan KIR angkutan umum Persentase (%) 100 100 100 | Dinas Perhubungan
9 Pemasangan Rambu-rambu Persentase (%) 11,84 0,74 0,78 | Dinas Perhubungan
10 Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan Rasio 0,01 0,01 0.01 | Dinas Perhubungan
Jumlah orang/ barang yang terangkut Dinas Perhubungan
angkutan umum
11 Pelabuhan Dinas Perhubungan
12 Jumlah Orang Jumlah 776.167 776.167 318138 | Dinas Perhubungan
Jumlah Barang Jumlah 1.866.142 1.867.242 577839 | Dinas Perhubungan
Terminal Dinas Perhubungan
13 Jumlah Orang Jumlah 189.529 189.629 195110 | Dinas Perhubungan
14 Jumlah Barang Jumlah 16.533 16.536 7954 | Dinas Perhubungan
15 V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota Rasio 0,60<V/C<0,70 0,60<V/C<0,70 0,60<V/C<0,70 | Dinas Perhubungan
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1 Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Persentase (%) 100 100 100 Diskominfo
Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat
Kecamatan
2 Cakupan Layanan Telekomunikasi Persentase (%) 60 70 65 Diskominfo
3 Persentase penduduk yang menggunakan Persentase (%) Diskominfo
HP/telepon 75 80 74,52
4 Proporsi rumah tangga dengan akses internet | Persentase (%) 60 70 47,75 Diskominfo
5 Proporsi rumah tangga yang memiliki Persentase (%) Diskominfo
komputer pribadi 50 60 74,52
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ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ Kondisi Kinerja Tahun 2021
No. INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN Satuan Awal Periode . Perangkat Daerah
DAERAH RPIMD (2020) Target Capaian
6 Persentase Organisasi Perangkat Daerah Persentase (%) Diskominfo
(OPD) yang terhubung dengan akses internet
yang disediakan oleh Dinas Kominfo 100 100 100
7 Persentase Layanan Publik yang Persentase (%) Diskominfo
diselenggarakan secara online dan terintegrasi 9 10 0
8 Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran | Persentase (%) 27 50 91 Diskominfo
Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui
Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah
Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Statistik
9 Buku “Karangasem Membangun” Ada/Tidak Ada Ada Ada Ada Diskominfo
10 Persentase Organisasi Perangkat Daerah Persentase (%) 0 100 0 Diskominfo
(OPD) yang menggunakan data statistik dalam
menyusun perencanaan pembangunan daerah
11 Persentase OPD yang menggunakan data Persentase (%) 0 100 0 Diskominfo
statistik dalam melakukan evaluasi
pembangunan daerah
Persandian
12 Tingkat keamanan informasi pemerintah Persentase (%) 0 0 0 Diskominfo
13 Persentase Perangkat daerah yang telah Persentase (%) 0 0 0 Diskominfo
menggunakan sandi dalam komunikasi
Perangkat Daerah
KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH & PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN
1 Persentase koperasi aktif Persentase (%) 67 67,17 74,18 Diskoperindag
2 Persentase Usaha Mikro dan Kecil Persentase (%) 90,76 91 55 Diskoperindag
3 Meningkatnya Koperasi yang berkualitas Persentase (%) 4,5 5,4 3,6 Diskoperindag
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ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/

Kondisi Kinerja

Tahun 2021

pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan
Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah
yang dikeluarkan oleh instansi terkait

No. INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN Satuan Awal Periode . Perangkat Daerah
DAERAH RPIMD (2020) Target Capaian
4 Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi Persentase (%) 23,26 26,44 0,8 Diskoperindag
wirausaha
Perdagangan
5 Ekspor Bersih Perdagangan Nilai 7.620.088.730 | 7.639.138.951,83 | 16.692.3448.243,76 Diskopperindag
6 Cakupan bina kelompok pedagang/usaha Persentase (%) 0 12,5 5 Diskopperindag
informal
7 Persentase pelaku usaha yang memperoleh Persentase (%) 0 10 0 Diskopperindag
izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP
Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko
Swalayan)
8 Persentase kinerja realisasi pupuk Persentase (%) 44 45 75 Diskopperindag
9 Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan Persentase (%) 3,65 4,15 0,048 Diskopperindag
perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah
yang berlaku
Perindustrian
10 Cakupan bina kelompok pengrajin Persentase (%) 20 11,35 11,19 Diskopperindag
11 Pertambahan jumlah industri kecil dan Persentase (%) 0 1,4 -0,15 Diskopperindag
menengah di Kabupaten/Kota
12 Persentase pencapaian sasaran pembangunan | Persentase (%) 0 1 0 Diskopperindag
industri termasuk turunan indikator
13 Persentase jumlah hasil pemantauan dan Persentase (%) 0 0 0 Diskopperindag
pengawasan dengan jumlah Izin Usaha
Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah
yang dikeluarkan oleh instansi terkait
14 Persentase jumlah hasil pemantauan dan Persentase (%) 0 0 0 Diskopperindag
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ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/

Kondisi Kinerja

Tahun 2021

No. INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN Satuan Awal Periode . Perangkat Daerah
DAERAH RPIMD (2020) Target Capaian
15 Persentase jumlah hasil pemantauan dan Persentase (%) 0 0 0 Diskopperindag
pengawasan dengan jumlah Izin Usaha
Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan
Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di
Daerah Kabupaten/Kota
16 Tersedianya informasi industri secara lengkap | Persentase (%) 0 0 0 Diskopperindag
dan terkini
PENANAMAN MODAL
12.1 | Jumlah investor berskala nasional Jumlah 203 205 193 DPMPTSP
(PMDN/PMA)
12.2 | Jumlah nilai investasi berskala nasional Jumlah 198.584.220.000 | 200.570.062.200 192.011.049.006 DPMPTSP
(PMDN/PMA)
12.3 | Rasio daya serap tenaga kerja Rasio 3,74 3,78 1,87 DPMPTSP
12.4 | Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN Persentase (%) -12,1 1 -33,99 DPMPTSP
(milyar rupiah)
PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
1 Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun Jumlah 22.696 24.496 1800 Dispustaka
2 Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan Jumlah 14.471 14.68 1300 Dispustaka
daerah
3 Rasio perpustakaan persatuan penduduk Rasio 17:24,8 17:24,8 17:24,8 Dispustaka
4 Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/ Jumlah 109 115 6 Dispustaka
tahun
5 Jumlah koleksi judul buku perpustakaan Jumlah 11.034 11.128 10.705 Dispustaka
6 Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan Jumlah 4 6 2 Dispustaka
penilai yang memiliki sertifikat
7 Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat | Persentase (%) n/a 50 50 Dispustaka
8 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Indeks n/a 575% 575% Dispustaka
Kearsipan

RKPD Semesta Berencana Kab. Karangasem Tahun 2023

BABII-141




ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/

Kondisi Kinerja

Tahun 2021

No. INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN Satuan Awal Periode . Perangkat Daerah
DAERAH RPIMD (2020) Target Capaian
1 Jumlah Perangkat Daerah yang mengelola Jumlah 15 30 15 Dispustaka
arsip secara baku
2 Peningkatan SDM pengelola kearsipan Persentase (%) 12,71 25,42 1271 Dispustaka
3 Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan Persentase (%) 66 70 4 Dispustaka
akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan
pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan
Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun
2009 tentang Kearsipan
4 Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip Jumlah 0 16 16 Dispustaka
sebagai bahan pertanggungjawaban setiap
aspek
kehidupan berbangsa dan bernegara untuk
kepetingan negara, pemerintahan, pelayanan
publik dan kesejahteraan rakyat
LAYANAN URUSAN PILIHAN
PARIWISATA
1 Kunjungan wisatawan Persentase (%) 114 83 3,1 Disbudpar
2 Wisatawan Nusantara Persentase (%) 184 65 1,1 Disbudpar
3 Wisatawan mancanegara Persentase (%) 44 100 5,2 Disbudpar
4 Lama Tinggal Wisatawan Jumlah 1 1 2,5 Disbudpar
5 Wisatawan Nusantara Jumlah 1 1 4269 Disbudpar
6 Wisatawan mancanegara Jumlah - - 1032 Disbudpar
7 PAD sektor pariwisata Persentase (%) 1,47 2,73 0,97 Disbudpar
8 Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan Persentase (%) -82 -88 -99 Disbudpar
mancanegara
9 Persentase peningkatan perjalanan wisatawan | Persentase (%) -3 8 -99 Disbudpar
nusantara yang datang ke Kabupaten
Karangasem
10 Tingkat hunian akomodasi Persentase (%) 8 10 2 Disbudpar
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ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/

Kondisi Kinerja

Tahun 2021

No. INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN Satuan Awal Periode . Perangkat Daerah
DAERAH RPIMD (2020) Target Capaian
KEBUDAYAAN
11 Penyelenggaraan festival seni dan budaya Jumlah 3 3 3 Disbudpar
12 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya Persentase (%) 20,53 22,22 19,07 Disbudpar
yang dilestarikan
13 Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan Jumlah 57 67 66 Disbudpar
inventarisasi
14 Jumlah cagar budaya yang dikelola secara Jumlah 1 1 1 Disbudpar
terpadu
PENUNJANG URUSAN
Perencanaan Pembangunan
1 Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD Ada/Tidak Ada Ada Ada Ada Bappelitbangda
yang telah ditetapkan dengan PERDA
2 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD Ada/Tidak Ada Ada Ada Ada Bappelitbangda
yang telah ditetapkan dengan PERDA/
PERKADA
3 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD Ada/Tidak Ada Ada Ada Ada Bappelitbangda
yang telah ditetapkan dengan PERKADA
4 Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Persentase (%) 100 100 100 Bappelitbangda
kedalam RKPD
5 Penjabaran Konsistensi Program RKPD Persentase (%) 100 100 100 Bappelitbangda
kedalam APBD
6 Kesesuaian rencana pembangunan dengan Persentase (%) 100 100 100 Bappelitbangda
RTRW
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ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ Kondisi Kinerja Tahun 2021
No. INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN Satuan Awal Periode . Perangkat Daerah
DAERAH RPIMD (2020) Target Capaian
Penelitian dan Pengembangan
7 Persentase implementasi rencana kelitbangan. | Persentase (%) 20,73 25 - Bappelitbnagda
8 Persentase hasil inovasi dan teknologi yang Persentase (%) 100 100 - Bappelitbnagda
menunjang perkembangan daerah
BPKAD
1 Opini BPK Status WTP WTP WTP BPKAD
2 Opini BPK terhadap laporan keuangan Nilai WTP WTP WTP BPKAD
3 Persentase SILPA Persentase (%) N/A 7 7,4 BPKAD
4 Persentase SILPA terhadap APBD Persentase (%) N/A 7 7,4 BPKAD
5 Persentase belanja pendidikan (20%) Persentase (%) 20 20 34,15 BPKAD
6 Persentase belanja kesehatan (10%) Persentase (%) 10 10 24,81 BPKAD
7 Perbandingan antara Belanja Pegawai, Barang (tidak perlu dirangkum) BPKAD
Jasa dan Modal
8 Persentase Belanja Pegawai terhadap Belanja | Persentase (%) 60 60 58,29 BPKAD
Operasi
9 Persentase Belanja Barang dan Jasa terhadap | Persentase (%) 34 34 39,56 BPKAD
Belanja Operasi
10 Persentase Belanja Modal terhadap Belanja Persentase (%) 17 17 12,85 BPKAD
Operasi
11 Bagi hasil kabupaten/kota dan desa Rp. 000.000,00 11.558,24 14.340,63 12.177,31 BPKAD
12 Penetapan APBD Tepat Waktu/ Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu BPKAD
Tidak Tepat
Waktu
13 Rasio Belanja Pegawai diluar Guru dan Tenaga | Persentase (%) 20 20 15,22 BPKAD
Kesehatan
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ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/

Kondisi Kinerja

Tahun 2021

No. INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN Satuan Awal Periode . Perangkat Daerah
DAERAH RPIMD (2020) Target Capaian
14 Rasio PAD Persentase (%) 1,38 1,38 1,64 BPKAD
15 Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum Persentase (%) 72 72 76,65 BPKAD
(dikurangi transfer expenditures)
16 Opini Laporan Keuangan Nilai WTP WTP WTP BPKAD
17 Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total | Persentase (%) 0 0 -6,47 BPKAD
dalam APBD
18 Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD Persentase (%) 0 0 -2,86 BPKAD
dalam APBD
19 Ketersediaan dokumen pengelolaan barang Ya/Tidak Ya Ya Ya BPKAD
milik daerah
20 Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Persentase (%) 7 7 8,48 BPKAD
Dalam APBD Tahun Sebelumnya
21 Informasi tentang sumber daya yang tersedia Persentase (%) 100 100 109,23 BPKAD
untuk pelayanan
22 Akses publik terhadap informasi keuangan Persentase (%) 100 100 100 BPKAD
daerah
KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
1 Rata-rata lama pegawai mendapatkan Jam/hari 2 Jam/hari 2 Jam/hari 2 Jam/hari BKPSDM
pendidikan dan pelatihan
2 Persentase ASN yang mengikuti pendidikan Persentase (%) 5 0,47 7,93 BKPSDM
dan pelatihan formal
3 Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti Persentase (%) 85,78 91,14 83,89 BKPSDM
pendidikan dan pelatihan struktural
4 Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada Jumlah 29 32 23 BKPSDM
instansi pemerintah
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ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ Kondisi Kinerja Tahun 2021
No. INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN Satuan Awal Periode . Perangkat Daerah
DAERAH RPIMD (2020) Target Capaian

5 Jumlah jabatan administrasi pada instansi Jumlah 1779 1789 517 BKPSDM
pemerintah

6 Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu Jumlah 4324 4330 4144 BKPSDM
pada instansi pemerintah

7 Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Persentase (%) 103, 25 103, 30 447,52 BKPSDM
Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru
dan tenaga kesehatan)

8 Rasio pegawai Fungsional (PNS tidak Persentase (%) 6, 90 6,91 7,62 BKPSDM
termasuk guru dan tenaga kesehatan)

9 Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Persentase (%) 100 100 100 BKPSDM
Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan
tenaga kesehatan)

ITDA

1 Persentase tindak lanjut temuan Persentase (%) 89 90 100 Itda

2 Jumlah temuan BPK Jumlah 9 8 29 Itda

3 Maturitas Sistem Pengendalian Intern Status Level 3 Level 3 Level 3 Itda
Pemerintah (SPIP) Level 3 Level 3

Level 3 Level 4

4 Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Status Level 3 Level 3 Level 3 Itda

Intern Pemerintah (APIP) Level 3 Level 3
Level 4 Level 5
SETDA

1 Indeks kepuasan masyarakat terhadap Indeks N/A N/A 80,85 Setda
kinerja birokrasi

2 Persentase jumlah total proyek konstruksi Persentase (%) N/A N/A 0 Setda
yang dibawa ke tahun berikutnya yang
ditandatangani pada kuartal pertama

3 Persentase jumlah pengadaan uang dilakukan | Persentase (%) 41 61 86 Setda
dengan metode kompetitif
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No.

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/
INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN
DAERAH

Satuan

Kondisi Kinerja
Awal Periode
RPIMD (2020)

Tahun 2021

Target

Capaian

Perangkat Daerah

Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui
pengadaan

Persentase (%)

53

73

Setda

SEKERTARIAT DEWAN

1

Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada
setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD

Ada/Tidak Ada

N/A

Ada

Ada

Setwan

Tersusun dan terintegrasinya Program-
Program Kerja DPRD untuk melaksanakan
Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan
Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen
Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun
Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)

Ada/Tidak Ada

N/A

Ada

Ada

Setwan

Terintegrasi program-program DPRD untuk
melaksanakan fungsi pengawasan,
pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam
Dokumen Perencanaan dan Dokumen
Anggaran Setwan DPRD

Ada/Tidak Ada

N/A

Ada

Ada

Setwan
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2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

Identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah
meliputi permasalahan pembangunan pada setiap urusan pemerintahan daerah sesuai
tugas/fungsi setiap perangkat daerah. Adapun permasalahan penyelenggaraan

pemerintahan daerah di Kabupaten Karangasem sebagaimana tabel 2.101.

Tabel 2.101
Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

PERANGKAT
NO URUSAN/PERMASALAHAN DAERAH
1 | URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN
1 | Masih rendahnya capaian angka rata-rata lama sekolah Disdikpora
2 | Penuntasan Buta Aksara Belum Sepenuhnya di laksanakan Disdikpora
secara optimal
3 | Pemerataan guru yang belum merata dan tepat sasaran Disdikpora
sesuai kebutuhan pada masing-masing sekolah serta
sarana dan prasarana yang baik belum sepenuhnya dapat
diwujudkan
4 | belum terkoordinasinya lembaga penyelenggara pendidikan Disdikpora

dengan pemeritah daerah serta peran masyarakat dalam
mengelola dan menyelenggarakan pendidikan

5 | Target Pemenuhan Peta Mutu Pendidikan Belum Maksimal, Disdikpora
hal ini disebabkan masih banyak sekolah yang belum
paham tentang pengisian data standar sarpras masing-
masing

2 | URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KESEHATAN

1 | Masih rendahnya capaian angka umur harapan hidup Dinas Kesehatan
2 | Masih tingginya angka stunting Dinas Kesehatan
3 | Masih kurangnya SDM bidang kesehatan Dinas Kesehatan
4 | Rendahnya kemandirian masyarakat dalam bidang Dinas Kesehatan

kesehatan dilihat dari capaian SPM bidang kesehatan dan
kepesertaan JKN mandiri yang masih rendah

5 | Dukungan anggaran dalam hal preventif dan promotif Dinas Kesehatan
masih kurang

6 | Cara pandang masyarakat dan Pemerintah dalam bidang Dinas Kesehatan
kesehatan masih menggunakan paradigma sakit

7 | Terbatasnya sarana dan prasaran pelayanan, terutama RSUD
pembangunan gedung pelayanan dan pengadaan alat
kesehatan untuk pengembangan jenis pelayanan

8 | Terbatasnya tenaga kesehatan khususnya dokter spesialis RSUD
tertentu, tenaga paramedis dan tenaga yang ahli dibidang
akuntansi rumah sakit

9 | Masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang standar RSUD
prosedur dan tatacara memperoleh pelayanan di RSUD
Karangasem
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NO

URUSAN/PERMASALAHAN

PERANGKAT

DAERAH
3 | URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 | Belum optimalnya pembangunan infrastruktur di seluruh DPUPR Perkim
kecamatan
2 | Potensi sumber daya air tidak merata antar wilayah DPUPR Perkim
3 | Meningkatnya kebutuhan air untuk berbagai kepentingan DPUPR Perkim
(pertanian, permukiman dan pariwisata);
4 | Terjadinya kerusakan pada alur sungai serta jaringan DPUPR Perkim
irigasi sehingga tidak dapat berfungsi secara optimal
5 | Terjadinya abrasi pantai yang dapat mengancam fasilitas DPUPR Perkim
umum
6 | Pembangunan jalan baru belum dibangun secara maksimal DPUPR Perkim
7 | Kemampuan jalan masih terbatas, untuk di beberapa ruas DPUPR Perkim
jalan masih dilalui oleh kendaraan yang melebihi
kemampuan jalan
8 | Penggunan prasarana jalan banyak yang tidak sesuai DPUPR Perkim
dengan fungsinya, akibat pengembangan di sekitar atau
sepanjang jalan tidak sesuai dengan peruntukan
9 | Target cakupan pelayanan air bersih baik di perkotaan dan DPUPR Perkim
perdesaan belum terpenuhi akibat terbatasnya sumber air
10 | Pengolahan air baku menjadi air bersih terkendala biaya DPUPR Perkim
yang sangat mahal
11 | Belum optimalnya pelibatan swasta dalam pengelolaan dan DPUPR Perkim
pelayanan air bersih
12 | Sulitnya pengadaan tanah untuk pembangunan sarana DPUPR Perkim
prasarana jalan dan air minum
13 | Kurangnya peran aktif masyarakat dalam kegiatan DPUPR Perkim
pengawasan di bidang pekerjaan umum
13 | Masih  kurangnya  kesadaran  masyarakat  untuk DPUPR Perkim
memperoleh IMB dan mematuhi peraturan tata ruang
14 | Belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang DPUPR Perkim
4 | URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1 | Belum sempurnanya basis data perumahan dan kawasan DPUPR Perkim
permukiman yang dapat dipergunakan sebagai sumber
dalam perencanaan tahun berikutnya
2 | Belum seluruhnya wilayah Kabupaten Karangasem DPUPR Perkim
tertangani dalam pengelolaan persampahan dan
pertamanan
3 | Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan DPUPR Perkim
sampah
4 | Bertambahnya jumlah penduduk musiman akibat adanya DPUPR Perkim
urbanisasi
5 | URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN

PERLINDUNGAN MASYARAKAT
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PERANGKAT

NO URUSAN/PERMASALAHAN DAERAH

1 | Masih adanya pelanggaran Perda/Perkada, baik Sat Pol PP
pelanggaran secara Yustisi maupun Non Yustisi

2 | Masih terdapat pelanggaran Keamanan, Ketentraman dan Sat Pol PP
Ketertiban Umum

3 | Masih rendahnya kapasitas Sumber Daya Aparatur Satuan Sat Pol PP
Polisi Pamong Praja

4 | Masih rendahnya kompetensi Anggota Perlindungan Sat Pol PP
Masyarakat

5 | Belum optimalnya penurunan indeks resiko bencana. BPBD

6 | Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap resiko BPBD
bencana

7 | Belum tersedianya rencana kontijensi (renkon) skala lokal / BPBD
regional sesuai dengan jenis bencana

8 | Belum terintegrasinya pemulihan pasca bencana lintas BPBD
sektor

9 | Terbatasnya infrastruktur evakuasi di daerah rawan BPBD
bencana dan atau Tempat Evakuasi Sementara (TES)

10 | Peran serta dan partisipasi dunia usaha Kabupaten BPBD
Karangasem yang masih rendah dalam pra, saat dan pasca
bencana

11 | Berkembangnya kawasan perumahan, kawasan padat Disdamkar dan
hunian termasuk kawasan kumuh, kawasan pariwisata Penyelamatan
memerlukan antisipasi pola penanganan berbeda terutama
mengenai tindakan untuk pencegahan dan
penanggulangan kebakaran

12 | Belum optimalnya pemenuhan Response Time kejadian Disdamkar dan
kebakaran 15 menit Penyelamatan

13 | Kesadaran masyarakat masih perlu ditingkatkan sehingga Disdamkar dan
apabila pengetahuan dan kemampuan masyarakat yang Penyelamatan
baik terhadap cara pencegahan dan antisipasi awal bahaya
kebakaran saat terjadi kebakaran, masyarakat tidak
tergantung pada bantuan pemadaman dari Dinas
Pemadam Kebakaran Kabupaten Karangasem

14 | Infrastruktur yang belum memadai atau kurang Disdamkar dan
mendukung seperti keberadaan Pos Pemadam Kebakaran, Penyelamatan
hidran kota/sumur kebakaran/sumber air dan jaringan
jalan atau hambatan untuk akses yang harus dilalui untuk
menjangkau pelayanan pemadaman kebakaran.

15 | Kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Disdamkar dan
Pemadam Kebakaran Kabupaten Karangasem, baik secara Penyelamatan
kuantitas maupun kualitas

6 | URUSAN WAIJIB PELAYANAN DASAR SOSIAL

1 | Masih tingginya jumlah anak terlantar, fakir miskin, lansia Dinas Sosial, P3A,
terlantar dan penyandang disabilitas, perempuan rawan PPKB
sosial ekonomi

2 | Perubahan iklim yang mempengaruhi kerentanan Dinas Sosial, P3A,

masyarakat di wilayah bencana termasuk bencana rawan PPKB
pangan
RKPD Semesta Berencana Kab. Karangasem Tahun 2023 BABII-150




PERANGKAT

NO URUSAN/PERMASALAHAN DAERAH
3 | Belum adanya harmonisasi kebijakan antar instansi terkait Dinas Sosial, P3A,
dan stakeholder lainnya PPKB
4 | Dunia usaha belum sepenuhnya mengakomodasi bagi Dinas Sosial, P3A,
tenaga kerja dan PMKS PPKB
5 | Beredarnya obat terlarang, narkotika yang semakin luas Dinas Sosial, P3A,
PPKB
6 | Belum maksimalnya kinerja PSKS dalam penyelenggaraan Dinas Sosial, P3A,
kesejahteraan sosial PPKB
7 | Nilai-nilai kesetiakawanan sosial dan kearifan lokal yang Dinas Sosial, P3A,
semakin tergerus oleh budaya yang pragmatis dan PPKB
materialistik sebagai akibat dari pengaruh globalisasi
7 | URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR TENAGA KERJA
1 | Lapangan pekerjaan semakin terbatas DINAS
KETENAGAKERJAAN
2 | Tingginya jumlah penggangguran DINAS
KETENAGAKERJAAN
3 | Minimnya perlindungan hukum tenaga kerja DINAS
KETENAGAKERJAAN
4 | Pemberian upah belum sesuai dengan Upah Minimum DINAS
Kabupaten KETENAGAKERJAAN
5 | Belum optimalnya fasilitasi penyediaan keterampilan dan DINAS
sertifikasi tenaga kerja untuk dapat diserap pada pasar | KETENAGAKERJAAN
bursa kerja.
8 | URUSAN WAIJIB NON PELAYANAN DASAR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
1 | Pemahaman dan komitmen para pengambil kebijakan Dinas Sosial, P3A,

mengenai pentingnya pengintegrasian perspektif gender di
semua bidang dan tahapan pembangunan masih kurang

PPKB

2 | Kelembagaan pengarusutamaan gender belum berjalan Dinas Sosial, P3A,
secara efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan PPKB
gender dalam pembangunan

3 | Angka kemiskinan perempuan masih cukup tinggi Dinas Sosial, P3A,
menjadikan hambatan dalam perwujudan kesetaraan dan PPKB
keadilan gender

4 | Pengungkapan kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Dinas Sosial, P3A,
Tangga (KDRT) terhambat faktor psikologis keluarga PPKB
sehingga sulit untuk mengungkap kejahatan yang terjadi
dalam keluarga

5 | Penggunaan media sosial dan aplikasi online oleh anak Dinas Sosial, P3A,
semakin meningkat seiring dengan kemudahan akses PPKB
untuk memiliki smartphone menjadi tantangan dalam
upaya perlindungan anak dari pornografi, pelecehan
seksual dan penipuan

6 | Hambatan regulasi dan kelembagaan perlindungan anak Dinas Sosial, P3A,
menyebabkan pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi PPKB
kasus-kasus anak belum berjalan secara efektif

7 | Adanya kewajiban pemerintah untuk menjamin semua Dinas Sosial, P3A,
anak harus memiliki kartu identitas, mendapat akses PPKB
pelayanan pendidikan, dan menjamin kelangsungan hidup
bayi menjadi tantangan dalam rangka pemenuhan hak
anak
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PERANGKAT

NO URUSAN/PERMASALAHAN DAERAH

8 | Adanya norma budaya dan agama di masyarakat yang Dinas Sosial, P3A,
menghambat partisipasi organisasi kemasyarakatan dan PPKB
dunia usaha dalam pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak

9 | URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PANGAN

1 | Bervariasinya kemampuan produksi pangan antar wilayah Dinas Pertanian,
dan antar musim menuntut kecermatan dalam mengelola | Pangan dan Perikanan
sistem distribusi pangan agar pangan tersedia sepanjang
waktu diseluruh wilayah konsumen

2 | Belum memadainya infrastruktur dan prasarana Dinas Pertanian,

Pangan dan Perikanan

3 | Teknologi produksi yang belum efektif dan efisien Dinas Pertanian,

Pangan dan Perikanan

4 | Belum berkembangnya teknologi dan industri pangan Dinas Pertanian,
berbasis sumber daya pangan lokal. Pangan dan Perikanan

5 | Belum berkembangnya produk pangan alternatif berbasis Dinas Pertanian,
sumber daya pangan lokal. Pangan dan Perikanan

6 | Rendahnya kesadaran masyarakat, konsumen maupun Dinas Pertanian,
produsen atas perlunya pangan yang sehat dan aman Pangan dan Perikanan

7 | Ketidakmampuan bagi penduduk miskin untuk mencukupi Dinas Pertanian,
pangan dalam jumlah yang memadai sehingga aspek gizi | Pangan dan Perikanan
dan keamanan pangan belum menjadi perhatian utama

8 | Kendala budaya dan kebiasaan makan masyarakat Dinas Pertanian,
sehingga tidak mendukung terciptanya pola konsumsi | Pangan dan Perikanan
pangan dan gizi seimbang serta pemerataan konsumsi
pangan yang bergizi bagi anggota rumah tangga.

9 | Keterbatasan prasarana dan belum adanya mekanisme Dinas Pertanian,
kerja yang efektif di masyarakat dalam merespon adanya | Pangan dan Perikanan
kerawanan pangan, terutama dalam penyaluran pangan
kepada masyarakat yang membutuhkan

10 | Belum berkembangnya sistem pemantauan kewaspadaan Dinas Pertanian,
pangan dan gizi secara dini dan akurat dalam mendeteksi | Pangan dan Perikanan
kerawanan panagan dan gizi

10 | URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR LINGKUNGAN HIDUP

1 | Masih rendahnya peran serta masyarakat dan partiisipasi Dinas Lingkungan
swasta untuk berinventasi dalam pengelolaan dan Hidup
pengendalian lingkungan hidup

2 | Prosentase kinerja pengelolaan sampah belum mencapai Dinas Lingkungan
100 persen Hidup

3 | Adanya kondisi eksisting pencemaran dan kerusakan Dinas Lingkungan
lingkungan serta eksploitasi SDA Hidup

4 | Pengelolaan sampah yang belum maksimal Dinas Lingkungan

Hidup
11 | URUSAN WAIJIB NON PELAYANAN DASAR KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

1

Masih banyaknya penduduk pendatang yang tidak melapor
di wilayah tempat tinggalnya

Dinas Kependudukan
Dan Catatan Sipil
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2 | Masih banyak penduduk pendatang belum memenuhi | Dinas Kependudukan
persyaratan untuk memiliki KTS Dan Catatan Sipil
3 | Kondisi geografis yang tersebar sering menjadi hambatan | Dinas Kependudukan
dalam pengawasan penertiban penduduk. Dan Catatan Sipil
4 | Belum tersedianya database kependudukan yang valid Dinas Kependudukan
Dan Catatan Sipil
12 | URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESA
1 | Rendahnya peran lembaga kemasyarakatan dan tingkat DPMD
partisipasi masyarakat dalam membangun desa
2 | Belum terpadunya program antar sektor dalam DPMD
mengembangkan usaha ekonomi produktif
3 | Kondisi prasarana/sarana desa dan TTG belum memadai DPMD
untuk mengembangkan potensi sumber daya perdesaan
4 | Masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintah desa DPMD
13 | URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PANGAN PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
1 | Masih adanya perempuan yang melahirkan pada usia muda Dinas Sosial, P3A,
15 sd 19 tahun PPKB
14 | URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PERHUBUNGAN
1 | Terbatasnya infrastruktur dalam mendukung pemerataan Dinas Perhubungan
pembangunan di bidang Perhubungan
2 | Rendahnya penggunaan angkutan umum Dinas Perhubungan
3 | Meningkatnya kecelakaan lalu lintas Dinas Perhubungan
15 | URUSAN WAIJIB NON PELAYANAN DASAR KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1 | Sering terjadinya perubahan peraturan/pedoman Diskominfo
penyelenggaraan komunikasi dan informatika terutama
eksistensi lembaga yang membidangi komunikasi dan
informatika.
2 | Masih rendahnya tingkat pemahaman pentingnya media Diskominfo
informasi dan komunikasi dalam mendukung pelaksanaan
pembangunan daerah.
3 | Masih rendahnya sumber daya manusia yang mampu Diskominfo
mengaplikasikan teknologi informasi.
16 | URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN
MENENGAH
1 | Belum optimalnya peran kelembagaan gerakan koperasi Diskoperindag
2 | Tidak semuanya Koperasi yang dapat melaksanakan RAT Diskoperindag
3 | Rendahnya penguasaan manajemen bagi pengelola Diskoperindag
koperasi
4 | Fasilitasi permodalan bagi pelaku usaha koperasi Diskoperindag
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5 | Masih adanya permodalan dalam tahap musyawarah Diskoperindag
6 | Belum optimalnya peran klinik UMKM Diskoperindag
7 | Belum optimalnya pengetahuan kewirausahaan bagi Diskoperindag
pengelola kelompok UMKM
17 | URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PENANAMAN MODAL
1 | Belum optimalnya pelayanan perijinan terkait regulasi DPMPTSP
rencana tata ruang yang belum selesai
2 | Belum semua pelayanan publik terpusat pada pelayanan DPMPTSP
terpadu satu pintu
3 | Sistem elektronik belum berjalan secara optimal dalam DPMPTSP
pemenuhan layanan kepada masyarakat
4 | kesadaran pelaku usaha utuk menyampaikan Laporan DPMPTSP
Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara mandiri masih
rendah
18 | URUSAN WAIJIB NON PELAYANAN DASAR KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1 | Kurangnya pembinaan, pelatihan, pendampingan dan Disdikpora
kemitraan kegiatan kepemudaan
2 | Kurangnya sarana prasarana kepemudaan dalam Disdikpora
melaksanakan kegiatan pembangunan kepemudaan yang
meliputi Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan
Kepemudaan
3 | Kurangnya wadah dan kegiatan (wahana) untuk Disdikpora
menuangkan minat, bakat, potensi, kreativitas dan inovasi
pemuda
4 | Masih rendahnya partisipasi masyarakat/pelajar dalam Disdikpora
melakukan kegiatan olahraga
5 | Kurangnya kwalitas dan kwantitas SDM  bidang Disdikpora
keolahragaan
6 | Kurangnya apresiasi dan penghargaan bagi SDM bidang Disdikpora
kepemudaan dan keolahragaan yang berprestasi
7 | Kurangnya sarana dan prasarana olahraga vyang Disdikpora
berstandarisasi
19 | URUSAN WAIJIB NON PELAYANAN DASAR KEBUDAYAAN
1 | Banyaknya kesenian-kesenian langka maupun sakral yang Disbudpar
tidak aktif akibat kurangnya dana dan sarana/prasarana
pendukung
2 | Belum optimalnya pemberian penghargaan kepada Disbudpar
lembaga-lembaga tradisional/ adat, sekaa-sekaa kesenian,
pelaku seni, komunitas seni dan insan-insan seni budaya
yang telah memberikan kontribusi bagi kemajuan kesenian
dan kebudayaan di Kabupaten Karangasem
3 | Belum optimalnya pemberian penghargaan kepada Disbudpar
lembaga-lembaga tradisional/ adat, sekaa-sekaa kesenian,
pelaku seni, komunitas seni dan insan-insan seni budaya
yang telah memberikan kontribusi bagi kemajuan kesenian
dan kebudayaan di Kabupaten Karangasem
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4 | Belum optimalnya kontinuitas pembinaan terhadap sekaa- Disbudpar
sekaa kesenian, pelaku seni dan komunitas-komunitas seni
budaya
5 | Belum optimalnya kontinuitas pembinaan terhadap Disbudpar
lembaga tradisional/ adat istiadat dan penyuratan awig-
awig baik di desa pekraman, sekaa teruna maupun subak
20 | URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PERPUSTAKAAN
1 | Rendahnya minat baca masyarakat Dispustaka
2 | Kurangnya sarana pelayanan yang berbasis digital Dispustaka
3 | Kurangnya adanya regulasi yang mendukung turunan Dispustaka
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007
tentang Perpustakaan
4 | Kurangnya komitmen stake holder terhadap perpustakaan Dispustaka
5 | Kurangnya kebijakan pemerintah terhadap pengembangan Dispustaka
perpustakaan desa
6 | Kurangnya respon dari Aparat Desa terkait pengelolaan Dispustaka
perpustakaan
7 | Kurangnya bahan pustaka yang tersedia Dispustaka
21 | URUSAN WAIJIB NON PELAYANAN DASAR KEARSIPAN
1 | Kurangnya adanya regulasi yang mendukung turunan Dispustaka
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.
2 | Kurangnya tenaga pustakawan dan arsiparis Dispustaka
3 | Kurangnya pemahaman pengelolaan arsip pada masing- Dispustaka
masing PD
22 | URUSAN PILIHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
1 | Terbatasnya Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya Dinas Pertanian,
dan Tangkap Pangan dan Perikanan
2 | Kurang Optimalnya produksi perikanan, dengan Dinas Pertanian,
memperhatikan panjang pantai di Kabupaten Karangasem | Pangan dan Perikanan
dibanding dengan produksi perikanan
3 | Lemahnya kemampuan dan daya saing kelompok Dinas Pertanian,
Pangan dan Perikanan
4 | Terbatasnya sentra-sentra pembudidaya ikan Dinas Pertanian,
Pangan dan Perikanan
23 | URUSAN PILIHAN PARIWISATA
1 | Sumberdaya Pariwisata yang masih minim dalam Disbudpar
menunjang kepariwisataan
2 | Minimnya anggaran yang terserdia memingat tugas dan Disbudpar
fungsi Dinas Pariwisata yang padat, diantara bagaimana
caranya meningkatakan pendapatan di sektor pariwisata
termasuk juga pembinaan stakholder pariwisata
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3 | Sumberdaya manusia dalam Dinas Pariwisata yang masih Disbudpar
minim dalam mendukung tugas dan fungsi Dinas
Pariwisata
24 | URUSAN PILIHAN PERTANIAN
1 | Meningkatnya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian Dinas Pertanian,
Pangan dan Perikanan
2 | Menurunnya tingkat kesuburan lahan Dinas Pertanian,
Pangan dan Perikanan
3 Terbatasnya ketersediaan air irigasi Dinas Pertanian,
Pangan dan Perikanan
4 | Masih rendahnya mutu produk hasil usaha pertanian Dinas Pertanian,
Pangan dan Perikanan
5 | Masih tingginya kehilangan hasil Dinas Pertanian,
Pangan dan Perikanan
6 | Adanya serangan OPT dan penyakit ternak Dinas Pertanian,
Pangan dan Perikanan
7 | Terbatasnya sarana dan prasarana pertanian Dinas Pertanian,
Pangan dan Perikanan
8 | Meningkatnya kebutuhan pangan masyarakat Dinas Pertanian,
Pangan dan Perikanan
9 | Masih rendahnya kemampuan SDM pertanian Dinas Pertanian,
Pangan dan Perikanan
10 | Terbatasnya permodalan dan akses pasar Dinas Pertanian,
Pangan dan Perikanan
11 | Masih tingginya fluktuasi harga produk pertanian Dinas Pertanian,
Pangan dan Perikanan
25 | URUSAN PILIHAN PERINDUSTRIAN
1 | Masih kurangnya pengembangan industri kecil dan Diskoperindag
kerajinan rumah tangga yang memanfaatkan sumber daya
lokal
2 | Masih rendahnya manajemen usaha industri kecil dan Diskoperindag
menengah dan kerajinan rumah tangga
3 | Masih lemahnya aspek daya saing produk industri kecil dan Diskoperindag
menengah dan kerajinan rumah tangga
4 | Masih kurangnya kemampuan akses permodalan usaha di Diskoperindag
sektor industri dan perdagangan
5 | Masih tingginya pencemaran limbah akibat industri Diskoperindag
6 | Masih kurangnya kesadaran untuk mengurus HAKI Diskoperindag
26 | URUSAN PILIHAN PERDAGANGAN
1 | Belum optimalnya pembinaan sektor perdagangan Diskoperindag
2 | Kondisi pasar masih belum tertata dengan baik Diskoperindag
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27 | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
1 | Belum optimalnya kinerja perangkat daerah dalam Sekretariat Daerah
memberikan pelayanan publik yang prima
2 | Belum optimalnya sistem pelaporan capaian kinerja dan Sekretariat Daerah
keuangan
3 | Masih rendahnya kompetensi SDM di bidang pelayanan Sekretariat Daerah
publik dan pengelolaan keuangan daerah
4 | Masih belum optimalnya penerapan disipin dan penegakan Sekretariat Daerah
hukum
28 | PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH PERENCANAAN
1 | Masih rendahnya partisipasi masyarakat  dalam Bappelitbangda
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)
2 | Munculnya kebijakan nasional yang berdampak pada Bappelitbangda
perubahan kebijakan di daerah sehingga mengakibatkan
inkonsistensi perencanaan
3 | Belum optimalnya pelaksanaan evaluasi pembangunan Bappelitbangda
sebagai dasar dalam perencanaan pembangunan
4 | Masih lemahnya proses pengolahan dan pemanfaatan data Bappelitbangda
sebagai dasar penyusunan perencanaan pembangunan
daerah
29 | PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH PENELITIAN PENGEMBANGAN
1 | Hasil penelitian pengembangan belum dijadikan dasar Bappelitbangda
pengambilan kebijakan dalam penyusunan dokumen
perencanaan
2 | Terbatasanya SDM Bidang penelitian dan pengembangan Bappelitbangda
30 | PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KEUANGAN DAN ASET
1 | Pengelolaan sumber-sumber pendapatan asli daerah belum BPKAD
optimal
2 | Pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan pada BPKAD
perusahaan yang tidak memiliki IUP atau IUPK belum
dapat dilaksanakan, nhamun masih beroperasi seperti biasa
mengakibatkan tidak optimalnya pengelolaan sumber
pendapatan daerah.
3 | keterbatasan financial maupun SDM menjadi hambatan BPKAD
dalam pengembangan pemanfaatan teknologi informasi
dalam pelaksanaan fungsi di bidang keuangan
4 | Belum sinergi perencanaan pembangunan di antara BPKAD
perangkat daerah yang memiliki keterkaitan dengan
peningkatan pendapatan asli daerah
31 | PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN

PELATIHAN
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Belum meratanya tingkat kompetensi atau kualitas dan
pendayagunaan aparatur pemerintah daerah; serta belum
terintegrasinya sistem pengelolaan PNS daerah, meliputi:
sistem rekruitmen, pendidikan, penempatan, promosi, dan
mutasi PNS

BKPSDM

Belum diterapkan pengembangan karir dan sistem
remunerasi berbasis kinerja sebagai bentuk reward and
punishment terhadap kontribusi pegawai bagi unit kerjanya

BKPSDM

Masih lemahnya transparansi proses perekrutan,
pemindahan dan promosi pegawai maupun pejabat

BKPSDM

Kurangnya kesejahteraan pegawai untuk memacu
kinerja pegawai dan menarik talenta-talenta terbaik untuk
menjadi PNS

BKPSDM

Belum tersedianya data pegawai yang akurat dan up to
date dengan memanfaatkan dukungan teknologi informasi

BKPSDM

32

UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAH

1

Belum terpenuhinya 3P (Pembiayaan, Personil, Prasarana),
khususnya pembiayaan dan personil untuk pelaksanaan
evaluasi AKIP yang kurang, dimana belum bisa untuk
dialokasikan untuk semua obrik

Inspektorat Daerah

Kurangnya pemahaman dari
Daerah mengenai APIP

masing-masing Perangkat

Inspektorat Daerah

Masih adanya keengganan dari Perangkat Daerah untuk
diperiksa, dan kurang proaktif untuk menyampaikan
dokumen-dokumen yang digunakan dalam
pemeriksaan/pembinaan, sehingga temuan yang sama
sering kali muncul kembali pada pengawasan selanjutnya

Inspektorat Daerah

Masih adanya obrik yang belum menindaklanjuti
rekomendasi/hasil temuan dari pengawas internal dan
eksternal pada waktu yang telah ditentukan

Inspektorat Daerah

Tindak lanjut yang dilaksanakan oleh obrik kadang-kadang
tidak sesuai dengan rekomendasi yang diharapkan

Inspektorat Daerah

Kurang proaktifnya obrik untuk menindaklanjuti hasil

pemeriksaan

Inspektorat Daerah

33

UNSUR KEWILAYAHAN

1

Belum optimalnya kinerja pelayanan publiK di tingkat
kecamatan

8 Kecamatan

2

Belum optimalnya partisipasi masyarakat dan kalangan
dunia usaha dalam pembangunan di wilayah Kecamatan

8 Kecamatan

3

Tata kelola pemerintahan belum optimal di tingkat
kecamatan

8 Kecamatan

34

URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

1

Kurangnya peran serta masyarakat dalam pemilihan umum

Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik

2

Sifat paternalistik dan primordial dalam kehidupan politik
mempersulit proses pendidikan politik rakyat dan
memberikan peluang munculnya sikap arogansi individu
maupun kelompok.

Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik
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3 | Munculnya konflik vertikal, seperti kasus adat, kasus Badan Kesatuan
pertanahan yang cenderung bersifat anarkhis merupakan Bangsa dan Politik
wujud pergeseran tata nilai dalam dinamika kehidupan
masyarakat Karangasem

2.4. Inovasi Daerah

Inovasi merupakan kunci untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, daya saing
daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta pada dasarnya merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi dicanangkan
untuk memperbaiki “penyakit-penyakit” di sektor publik melalui pembaruan di 8 area
sasaran meliputi organisasi, tata laksana, peraturan perundang-undangan, SDM aparatur,
pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, dan mindset serta cultural set aparatur.
Inovasi menjadi katalisator untuk mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi, di mana
banyak program inovasi merupakan pengejawantahan dari upaya perubahan di area-area
tersebut. Lebih jauh lagi, inovasi sesungguhnya dapat dimaknai sebagai reformasi
birokrasi kontekstual, artinya pelaksanaan reformasi birokrasi yang disesuaikan dengan
kebutuhan dan tantangan daerah setempat.

Pemerintah daerah menjadi salah satu ujung tombak pelayanan publik yang wajib
melakukan inovasi sebagaimana diamanatkan oleh pasal 386 Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa “dalam rangka
peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat
melakukan inovasi”. Inovasi yang dimaksud adalah semua bentuk pembaharuan dalam
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang berpedoman pada prinsip sebagai berikut :
peningkatan efisiensi, perbaikan efektivitas, perbaikan kualitas pelayanan, tidak ada
konflik kepentingan, berorientasi kepada kepentingan umum, dilakukan secara terbuka,
memenuhi nilai-nilai kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk
kepentingan diri sendiri. Pada tahun 2019 untuk penilaian (IGA) 2018, Pemerintah
Kabupaten Karangasem masuk pada kategori Kabupaten Inovatif.

Adapun beberapa inovasi daerah yang dikembangkan di Kabupaten Karangasem,
baik inovasi yang dilakukan oleh perangkat daerah maupun masyarakat sebagaimana
tabel 2.102 dan tabel 2.103.
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Tabel 2.102

Inovasi Daerah Kabupaten Karangasem yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah

No Nama Inovasi Hasil Inovasi Perangkat Daerah
1. | Program Antar | Membantu meringankan beban pasien | Dinas Kesehatan
Jemput Pasien yang memerlukan fasilitas antar
jemput disertai dengan pendamping
dalam rangka mengurus proses
administrasi pasien

2. | Atma KErtih Program  pemberian  penghargaan | Disduk Capil
pengurusan akta kematian paling
lambat 1 bulan setelah kematian.

3. | Fasilitasi Ngaben | Merupakan bantuan biaya untuk | Bagian Kesra

Gotong Royong upacara pitra yadnya (Ngaben) untuk
meringankan beban masyarakat dalam
melaksanakan upacara Pitra Yadnya
(Ngaben)

4. | Beasiswa Miskin Membantu masyarakat kurang mampu | Dinas Pendidikan
dalam mendapatkan pendidikan dan | Kepemudaan  dan
menaikkan angka partisipasi | Olah Raga
kasar(APK) serta angka partisipasi
murni  (APM) pada  Kabupaten
Karangasem

5. | Public Safety Center | Meningkatkan pelayanan | Dinas Kesehatan

(PSC 119) kegawatdaruratan ke masyarakat

6. | Mall Pelayanan | Terwujudnya pelayanan publik yang | DPMPTSP

Publik semakin cepat, terjangkau dan mudah

7. | Sinergitas Karangasem bebas gepeng 2020 Dinas Sosial

pengentasan

gelandangan dan

pengemis berbasis

desa  wisata  di

Kabupaten

karangasem

"Desaku Menanti"

8. | Promosi Online Hasil | Hasil pelatihan yang telah | Dinas

Usaha Tenaga Kerja | dilaksanakan  dapat dipromosikan | Ketenagakerjaan

Mandiri lewat website

9. | Layanan mobil | Meningkatkan minat baca masyarakat, | Dinas Perpustakaan

pusling dan mopin memperkenalkan keberadaan
perpustakaan umum daerah kepada
masyarakat

10. | Sistem Informasi | Kualitas pelaporan realisasi fisik dan | Bagian Pengendalian

Pelaporan Realisasi | keuangan  daerah  makin  baik, | Pembangunan Setda
Fisik dan Keuangan | pemerintah dapat mengetahui dan | Kabupaten
(SIP-RFK) memberikan solusi terkait | Karangasem
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permasalahan yang dihadapi OPD
dalam pelaksanaan kegiatan.
11. | Aplikasi E- | E-Dashboard  Pasti  Praktis  (E- | BKPSDM
Dashboard Pasti | Dashboard Pelayanan Administrasi
Praktis BKPSDM | Kepegawaian Karpeg, Karis, Karsu,
Kabupaten Konversi NIP dan KPE) Pada BKPSDM
Karangasem Kabupaten Karangasem
12. | Simetris IMB Pengurusan IMB secara online Dinas PUPR
Tabel 2.103
Inovasi Daerah Kabupaten Karangasem yang dilaksanakan oleh Masyarakat
NAMA/KELOMPOK
NO MASYARAKAT INOVASI
1 I Wayan Karya dari Kelompok Tenun Kain Bebali dengan Pewarna Alam.
Karya Sari Seraya
2 Ni Ketut Sugiartini dari Br. Saren | Kerupuk Ikan Nila
Kauh Desa Budekeling
3 I Gusti Ngurah Alit dari Dusun Bunga Krisan Hasil Optimal dengan
Palak Desa Besakih Pemupukan Berimbang
4 I Wayan Pica dari Br. Perangsari | Olahan Manisan Kurma Salak
Kelod Desa Duda Utara
5 I Wayan Sudarma dari Br. Dinas | Penyulingan Minyak Nilam dengan
Belatung Desa Menanga Pemanasan Sederhana
6 I Ketut Latra dari Br. Dinas Tanah | Peningkatan Produktivitas Pertanian
Ampo Desa Jungutan Menggunakan Pupuk Cair Organik Cimpling
7 I Wayan Sudarma dari Br. Dinas | Peningkatan Produktivitas Madu Klanceng
Belatung Desa Menanga (Apis Trigona) dengan Sistem
Pengembangbiakan Melalui Teknik
Penyepihan
8 Kelompok Wanita Tani Putri Model Pengolahan Salak dengan Sistem Zero
Mandiri dari Br. Dinas Juuklegi Waste
Desa Duda Timur
9 Banjar Adat Dukuh Penaban, Museum Pustaka Lontar.

Kelurahan Karangasem
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BAB II1

KERANGKA EKONOMI DAERAH
DAN KEUANGAN DAERAH

Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah merupakan bagian
yang penting dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk dapat
melihat kondisi perekomian dan kemampuan keuangan pemerintah dalam menjalankan
program-program yang dirancang untuk pencapaian target kinerja daerah yang telah
ditetapkan.

Rancangan kerangka ekonomi daerah Tahun 2023 meliputi kerangka ekonomi
secara makro dan kerangka pendanaan. Kerangka ekonomi makro memberikan
gambaran tentang perkiraan kondisi ekonomi makro Kabupaten Karangasem yang
dipengaruhi baik oleh faktor internal maupun eksternal antara lain perekonomian
regional, nasional dan global. Sedangkan kerangka pendanaan memberikan fakta dan
analisis terkait perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari
sektor-sektor potensial serta perkiraan kemampuan pembelanjaan dan pembiayaan
untuk pembangunan tahun 2023. Kerangka pendanaan ini menjadi dasar kebijakan
anggaran untuk mengalokasikan perencanaan anggaran berbasis kinerja secara efektif
dan efisien.

Gambaran rancangan kerangka ekonomi tahun 2023 diharapkan akan mampu
menjembatani fungsi perencanaan dan penganggaran yang efektif dalam mengawal
pencapaian target kinerja pembangunan maupun penyelesaian permasalahan dan isu-

isu strategis yang telah terindentifikasi di Kabupaten Karangasem.

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Karangasem sejalan dengan arah
kebijakan pembangunan daerah yang dituangkan dalam RPIJMD Semesta Berencana
Kabupaten Karangasem Tahun 2021-2026 yang bertujuan untuk memberikan arahan
dan panduan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan. Selain
itu, arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang
dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2023 sebagaimana disajikan
dalam tabel 3.1 berikut :
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Tabel 3.1

Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2023

NO STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
1 Meningkatan kualitas, distribusi dan Pengembangan pertanian Taman Gumi Banten
aksesibilitas masyarakat terhadap pangan
2 Meningkatan kualitas konsumsi pangan dan Pemanfaatan secara optimal tanah
gizi masyarakat pekarangan, lahan kosong, dan lahan tidak
produktif untuk ditanami tanam tanaman
(sayuran, buah-buahan, bunga) untuk
mendukung kebutuhan upakara yang sesuai
dengan kondisi geografis melalui pemanfaatan
teknologi produksi
3 Menguatkan kebijakan pengendalian stabilitas | Pelaksanaan program-program yang
harga pangan mendukung peningkatan kedaulatan pangan
melalui kedaulatan beras
4 Pengendalian harga pangan terjangkau oleh Optimalisasi peran TPID
Krama Karangasem
5 Meningkatkan produktivitas lahan pertanian Pemetaan potensi pertanian (kacang tanah,
tanaman pangan dalam arti luas dan kacang merah, dan jagung), perkebunan
pertanian organik serta peternakan dan (salak, jambu mente dan kelapa), peternakan
perikanan. (sapi, babi, ayam dan kambing), kelautan
(tangkapan ikan nelayan) dan perikanan
(gurami, nila dan lele) di Kabupaten
Karangasem
6 Menyediakan bibit unggul pertanian tanaman | Pemetaan dan pengembangkan potensi
pangan dalam arti luas, peternakan dan industri pengrajin arak
perikanan yang menjadi potensi pasar lokal
dan eksport
Pengembangbiakan dan pengembangan untuk
pelestarian tanaman langka
7 Sistem subak sebagai tulang punggung irigasi | Program revitalisasi subak lestari/subak abadi
lahan pertanian sawah di Kabupaten
Karangasem
8 Membangun sistem Standar Kualitas Minimal | Penelitian dan pengembangan guna
(SKM) produk hasil pertanian tanaman meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil
pangan unggulan pasar lokal dan berorientasi | pertanian dalam rangka kedaulatan pangan
ekspor karangasem
9 Membangun sumber daya manusia unggul Peningkatan kapasitas penyuluh pertanian
dibidang pertanian dan agro industri dalam
arti luas
10 | Memberdayaan petani menjadi produsen Penerapan teknologi tepat guna dalam
industri pangan olahan hasil pertanian pengolahan hasil-hasil pertanian
11 | Mengembangan sistem dan data based | Pelayanan kesehatan berbasis sistem dan data

riwayat kesehatan dan pelayanan kesehatan
Krama Karangasem berbasis desa, serta
pembangunan sarana prasarana kesehatan
khususnya rumah sakit

based riwayat kesehatan dan pelayanan
kesehatan Krama Karangasem berbasis desa
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NO

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

Penyediaan mobil keliling pelayanan
kesehatan ke desa-desa (pelayanan kegawat
daruratan) atau antar jemput pasien

Pembangunan rumah sakit

12 | Pemenuhan SPM Kesehatan revitalisasi dan penyediaan tenaga kesehatan
bagi poskesdes dan polindes/Pustu di masing-
maisng desa
Pengangkatan tenaga medis dan paramedis
untuk ditugaskan di puskesmas pembantu,
puskesmas rawat inap dan RSUD yang tetap
disesuaikan dengan kebutuhan
Pengadaan dokter spesialis kandungan dan
anak melalui pola ikatan dinas yang
ditugaskan di puskesmas rawat inap
Pembangunan puskesmas rawat inap yang
berkualitas sesuai standar ISO dengan model
bangunan dan standar yang sama di semua
kecamatan bersinergi dengan Provinsi Bali
Peningkatan sarana prasarana dan alat
kesehatan puskesmas, puskesmas rawat inap
dan RSUD

13 | Pemberdayaan komunitas formal dan Informal | Perluasan cakupan kepesertaan Krama

Krama Karangasem untuk mensosialisasikan Karangasem dalam UHC/JKN KIS

dan sebagai peserta jaminan kesehatan

masyarakat

14 | Pemenuhan SPM pendidikan dan perluasan Pemenuhan kebutuhan pendidikan PAUD/TK

serta pemerataan akses pendidikan dasar dan | dan sekolah dasar yang meliputi sarana

menengah prasarana dan SDM pendidikan
Pemenuhan kebutuhan pendidikan menengah
yang meliputi sarana prasarana dan SDM
pendidikan

15 | Pengembangan kapasitas pendidikan melalui | Sinergi penyelenggaraan pendidikan wajib

penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas | belajar 12 tahun

16 | Mendorong keterlibatan desa adat serta Pengembangan PAUD/TK berbahasa bali,

berkordinasi dengan Kementeriaan Agama pendidikan PAUD/TK hindu

dalam mewujudkan pendidikan karakter

berbasis keagamaan melalui kegiatan-

kegiatan pasraman baik di sekolah maupun di

desa adat yang berkolaborasi dengan

program-program Provinsi Bali
Pengembangan pasraman di sekolah maupun
di desa adat

17 | Menyelaraskan kebijakan pendidikan dengan Mengembangkan pendidikan tinggi akademi

perkembangan industri dan teknologi.

komunitas untuk menghasilkan lulusan yang
memiliki keahlian sesuai dengan kebutuhan
Krama Karangasem
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NO

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

18 | Pemberdayaan keluarga dalam menciptakan Pemberdayaan dan peningkatan keluarga
karakter generasi muda yang berkualitas sejahtera

19 | Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Revitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK)
Manusia (SDM) Krama Karangasem mengisi
pasar tenaga kerja domestik dan global
bersinergi dengan dunia pendidikan dan dunia
usaha serta industri

Pelatihan tenaga kerja berbasis komunitas
memperhatikan potensi dan pasar kerja
Sertifikasi tenaga kerja

20 | Membangun kerjasama dan memperkuat Mewajibkan kepada para investor untuk
hubungan dengan dunia usaha dan industri, | memprioritaskan tenaga kerja lokal di
kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Bali lingkungan setempat (desa adat)
dan antar kabupaten

Memberi pinjaman lunak kepada masyarakat
karangasem yang keluar negeri untuk menjadi
tenaga kerja muda dan pengusaha muda
dalam rangka menyerap tenaga kerja
Memfasilitasi pedagang UKM yang berciri khas
karangasem

21 | Peningkatan cakupan layanan jaminan sosial | Mewajibkan pemberi kerja mengalokasikan
ketenagakerjaan BPJ]S ketenaga kerjaan jaminan sosial ketenagakerjaan

22 | Meningkatkan kualitas pelayanan dan bantuan | Pemberian santunan dan tunjangan kepada
dasar kesejahteraan sosial bagi penyandang penderita cacat permanen dan lanjut usia
masalah kesejahteraan sosial

Pemberian Santunan Kematian Masyarakat
(Santimas)

23 | Mendorong keterlibatan sektor swasta dan Pemberian bantuan untuk membangun/
masyarakat serta dunia usaha dalam merehab RTLH terutama bagi masyarakat
membantu RTLH bagi Krama Karangasem miskin berbasis data base

24 | Mempermudah sistem investasi pembangunan | Pengembangan usaha Industri Kecil dan
rumah murah layak huni bagi Krama Menengah (IKM), industri rumah tangga,
Karangasem usaha rumah tangga, Usaha Kecil dan

Menengah (UKM) dan koperasi menghasilkan
produk untuk meningkatkan pangsa pasar
lokal dan ekspor

25 | Menjadikan tradisi, seni, dan budaya sebagai | Menjadikan tradisi, seni, dan budaya sebagai

identitas dalam segala aspek kehidupan
Krama Karangasem

tata cara kehidupan Krama Karangasem
dengan pelembagaan dan internalisasi nilai-
nilai tradisi, seni, dan budaya melalui sistem
pendidikan formal, non formal dan informal
guna memperkokoh jati diri Krama
Karangasem dan memperkuat integritas moral
Krama Karangasem
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NO STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
Memelihara, merevitalisasi, dan
mengembangkan tradisi, seni, sastra dan
budaya Krama Karangasem

26 | Konservasi dan restorasi peninggalan benda Peningkatan pelindungan, pembinaan,

cagar budaya pengembangan, dan pemanfaatan objek-objek
pemajuan kebudayaan di Karangasem

27 | Memberi apresiasi dan fasilitasi mengenai Membangun dan memperkuat kelembagaan

keberadaan seni, sastra, dan budaya seni, sastra dan budaya (sanggar, yayasan,
sekaa dan lain lain) dengan menerapkan
standarisasi dan sertifikasi
Memfasilitasi bantuan sarana dan prasarana
untuk mendukung kegiatan seni, sastra dan
budaya Karangasem
Memberdayakan pelaku seni untuk membina
sanggar-sanggar dan lembaga lain di desa
adat

28 | Memberdayakan desa adat dalam upaya Desa adat selaku lembaga untuk

pelestarian dan pembinaan seni, budaya dan | melaksanakan fungsi pendidikan non formal

kearifan lokal berbasis agama hindu, memberikan
pembinaan seni budaya dan kearifan lokal
kepada generasi muda/ teruna teruni

29 | Mengembangkan tata kehidupan Krama Fasilitasi sarana prasarana keagamaan dan

Karangasem berupa perayaan dan peringatan | peribadatan serta memperhatikan

hari-hari secara sekala dan niskala yang kesejahteraan dan fasilitas kehidupan para

bersumber dari nilai-nilai filsafat Sad Kertih Sulinggih dan Pemangku

yaitu Atma Kertih, Danu Kertih, Wana Kertih,

Segara Kertih, Jana Kertih, dan Jagat Kertih
Pembangunan insfrastruktur untuk
mendukung penyediaan air melalui
perlindungan sumber air, danau, sungai, air
terjun, dan sumber lain

30 | Penguatan kedudukan, tugas dan fungsi Desa | Penguatan lembaga-lembaga yang ada di

Adat Desa Adat : Banjar, Sekeha Teruna dan
Sekeha-sekeha lainnya, dan lembaga lainnya.
Memelihara, merevitalisasi dan memperkuat
hukum adat/awig/perarem di desa adat

31 | Penguatan kedudukan, tugas dan fungsi Revitalisasi subak melalui Penguatan lembaga

subak dan SDM pengelola subak serta memberikan
bantuan sarana prasarana dan dukungan
anggaran

32 | Mengembangkan pusat-pusat perekonomian Pembangunan / pengembangan kawasan

baru ekonomi berbasis pariwisata diwilayah potensi
wisata.

33 | Mengembangkan pertokoan modern berbasis | Mengembangkan dan mengoptimalkan serta

ekonomi lokal

menata pengelolaan Badan Usaha Milik
Daerah (BUMD) sebagai pilar ekonomi
kerakyatan
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34 | Mengenalkan, mempromosikan Pelembagaan dan pengembangan industri
/mengkampanyekan seluruh kerajinan rakyat yang berorientasi ekspor
produk Karangasem dengan brand bali di untuk mendukung pariwisata seperti
pasar lokal dan ekspor pengerajin arak, pengerajin kerajinan tenun

dan pengerajin anyaman
Mengembangkan ekonomi kreatif/industri
kreatif

35 | Memperkuat koperasi dan lembaga Pengembangan usaha Industri Kecil dan
perekonomian yang mengelola hasil Menengah (IKM), industri rumah tangga,
pertanian, perikanan, perkebunan, dan usaha rumah tangga, Usaha Kecil dan
industri kerajinan rakyat Menengah (UKM) dan Koperasi menghasilkan

produk untuk meningkatkan pangsa pasar
lokal dan ekspor

36 | Pembangunan infrastruktur transportasi yang | Pembangunan insfrastruktur untuk
terkoneksi dan terintegrasi untuk mendukung | meningkatkan pelayanan publik dan
kegiatan ekonomi Kabupaten Karangasem pendukung pariwisata

37 | Pemanfaatan ruang mengacu kepada tata Penguatan regulasi tata ruang dan
ruang yang harmonis dengan tata kehidupan | pengelolaan lingkungan hidup
Krama Karangasem

38 | Membangun lingkungan yang sehat dan Pengendalian pencemaran dan/atau
nyaman, ekonomi hijau dan rendah karbon kerusakan lingkungan hidup

39 | Pemberdayaam masyarakat sebagai subyek Pengembangan destinasi wisata baru (wisata
dan obyek pariwisata agro, wisata spiritual, wisata alam, wisata

minat, wisata pedesaan/wisata budaya) yang
menjadi wisata alternatif

Membangun kawasan wisata terpadu
Pengembangan pariwisata berkelanjutan
dengan green tourisme / penggunaan material
yang renewable (natural dan ramah
lingkungan).

40 | Kebudayaan Kabupaten Karangasem sebagai | Pengembangan pariwisata budaya berbasis
produk pariwisata yang terintegrasi desa adat dan pengembangan ekonomi kreatif

41 | Mengadakan event pariwisata yang Mengoptimalkan kerjasama dengan para pihak
terintegrasi dengan sektor petanian, pelaku pariwisata
perindustrian, UMKM dan sektor lainnya

Meningkatkan sistem promosi pariwisata
secara terpadu dengan memanfaatkan
teknologi informasi

42 | Pemberdayaan Krama Karangasem dan Pembangunan keamanan dan ketertiban serta
aparatur pemerintah memperkuat ketahanan masyarakat
daerah untuk menjaga keamanan lingkungan | Karangasem dalam menghadapi bencana
dan masyarakat serta meningkatkan secara terpadu
ketahanan bencana di Kabupaten Karangasem

43 | Peningkatan koordinasi antara aparatur

pemerintah dan Lembaga kepolisian untuk
menciptakan rasa aman wisatawan
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NO STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
44 | Membangun kesadaran politik masyarakat Pendidikan politik kepada masyarakat
melalui sosialisasi hak dan kewajiban
masyarakat terhadap hukum
45 | Membangun sistem tata kelola yang Peningkatan kualitas perencanaan dan
terintegrasi penganggaran
Peningkatan kualitas penatausahaan aset dan
pelaporan keuangan
Peningkatan kualitas pelaksanaan dan
pengawasan
Penyederhanaan regulasi dan birokrasi serta
peningkatan kapasitas aparatur untuk
mewujudkan pelayanan publik yang prima
46 | Pengembangan sumber pendapatan lain-lain Penguatan regulasi, pemberdayaan

masyarakat dan aparatur dalam pengawasan
dan pengelolaan sumber-sumber pendapatan
asli daerah serta menggali potensi sumber-

sumber pendapatan lainnya

Dalam wupaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten

Karangasem, dilakukan melalui upaya peningkatan ekonomi kerakyatan dengan
mendorong berkembangnya usaha-usaha mikro kecil menengah berbasis keunggulan
kompetitif yang dimiliki masing-masing daerah serta integrasi sektor pertanian dengan
pariwisata berbasis desa adat yang didukung peningkatan kualitas sumber daya
manusia dan kebijakan fiskal APBD yang berpihak terhadap upaya-upaya dimaksud.
Disamping itu, kondisi sosial dan politik yang stabil diharapkan dapat mendukung dan
mendorong peningkatan perekonomian daerah.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karangasem tidak hanya dipengaruhi oleh
faktor internal tetapi juga faktor eksternal khususnya kebijakan pemerintah pusat dan
kebijakan pemerintah Provinsi Bali serta kondisi perekonomian kabupaten/kota lain

yang berdekatan dengan Kabupaten Karangasem.

3.1.1 Arah Kebijakan Ekonomi Nasional

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan
prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan
pembangunan nasional yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik,
partisipatif, bottom up dan top down.

Dikutip dari website resmi Badan Pusat Statistik (BPS) pertumbuhan ekonomi
Indonesia tahun 2021 sudah menunjukan kinerja membaik dibandingkan dengan tahun

2020. Tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat tumbuh positif pada angka
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3,69 persen dibandingkan dengan tahun 2020 yang mengalami kontraksi pada angka
negatif 2,07 persen.

Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian
semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan nasional yang
ditetapkan dalam RKP dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku
kepentingan.

Sesuai dengan tema RKP tahun 2023 yaitu “Peningkatan Produktivitas
untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, diarahkan pada
7 (tujuh) prioritas pembangunan nasional sebagai berikut :

1.  Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan

2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin
pemerataan
Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing

4.  Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan
pelayanan dasar

6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan
perubahan iklim

7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan, dan
transformasi pelayanan publik

Sementara itu, sasaran pembangunan RKP yang harus dicapai tahun 2023,
antara lain:

Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,3 - 5,9 %

Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,3 - 6,0 %
Rasio Gini sebesar 0,375 - 0,378

Indeks Pembangunan Manusia sebesar 73,29 - 73,35
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca sebesar 26,8 - 27,1 %
Nilai Tukar Petani/NTP sebesar 103 - 105

Nilai Tukar Nelayan/NTN sebesar 105 - 107

Tingkat Kemiskinan sebesar 7,0 - 8,0 %

©® N ok~ WD

3.1.2 Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Bali

Arah kebijakan daerah Provinsi Bali dituangkan dalam RPIJMD Semesta
Berencana Tahun 2018-2023. Strategi dan arah kebijakan akan merumuskan
perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten, dan selaras dengan visi misi dalam
mencapai tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, strategi
dan arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan

perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan setiap program-program
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kegiatan baik internal maupun eksternal, pelayanan maupun pengadministrasian, serta
perencanaan, monitoring, maupun evaluasi. Laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali
tahun 2021 masih dipengaruhi oleh situasi pandemi Covid-19 dimana laju pertumbuhan
ekonomi Provinsi Bali mengalami kontraksi pada angka -2,47%. Secara nasional laju
pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali mengalami kontraksi paling dalam dibandingkan
dengan beberapa provinsi lain di Indonesia. Secara nasional di tahun 2021
pertumbuhan ekonomi RI mengalami tumbuh positif pada angka 3,69%. Dengan
bebrbagai usaha yang dilakukan pemerintah, pertumbuhan ekonomi diharapkan bisa
berangsur-angsur pulih kembali pada akhir tahun 2022 nanti.

Sesuai dengan Tema RKPD Semesta Provinsi Bali Tahun 2023 vyaitu
"Mewujudkan Transformasi Ekonomi Bali : Hijau, Tangguh dan Sejahtera”,
maka prioritas pembangunan Provinsi Bali diarahkan pada 7 prioritas pembangunan
yaitu :

Pangan, Sandang dan Papan
Kesehatan dan Pendidikan

Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan
Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya
Pariwisata

Penguatan Infrastruktur

N o u A WD

Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Berdasaran rancangan Akhir RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun
2023, maka target ekonomi makro Provinsi Bali adalah sebagai berikut :
1.  Tingkat kemiskinan Provinsi ditarget sebesar 3,75% (3,50% - 4,00%)
2 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi ditarget sebesar 5,00% (4,60% - 5,40%)
3 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 77,78 (75,56 - 80,00)
4.  Gini rasio sebesar 0,374
5 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 2,32% (1,90% - 2,74%)

3.1.3 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2021

Capaian indikator ekonomi daerah Kabupaten Karangasem sampai dengan
Tahun 2021 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya pada anak sub bab 2.1.2 adalah

sebagai berikut :

1. Pertumbuhan Ekonomi
Selama tahun 2017 — 2021, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karangasem
mengalami fluktuatif. Di tahun 2017, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten
Karangasem mencapai 5,06 % mengalami peningkatan di tahun 2018 menjadi
menjadi 5,44%, di tahun 2019 meningkat menjadi 5,50% namun pada tahun
2020 mengalami kontraksi sebesar — 4,49 % akibat pengaruh pandemi Covid-
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19, sedangkan pada tahun 2021 kondisi perekonomian mulai membaik di
bandingkan tahun sebelumnya walaupun masih berada pada angka — 0,56 %

2. Indeks Gini/ Gini Ratio
Indeks Gini Kabupaten Karangasem termasuk dalam kategori ketimpangan
rendah dengan nilai tahun 2021 sebesar 0,3180. Nilai ini masih berada di bawah
ketimpangan pendapatan provinsi Bali yang besarnya 0,3780.

3. Tingkat Kemiskinan
Selama lima tahun terakhir perkembangan tingkat kemiskinan Kabupaten
Karangasem berfluktiatif, Dimana pada tahun 2017 tingkat kemiskinan di
Kabupaten Karangasem sebesar 6,55%, pada tahun 2018 sebesar 6,28%,
tahun 2019 sebesar 6,25%, tahun 2020 tingkat kemiskinan turun menjadi
5,91%, Namun karena dampak covid-19 tingkat kemiskinan Kabupaten
Karangasem pada tahun 2021 meningkat menjadi 6.78%.

4, Indeks Pembangunan Manusia
IPM Kabupaten Karangasem mengalami peningkatan tiap tahunnya. Tahun 2017
mencapai 65,57, tahun 2018 menjadi 66,49, tahun 2019 menjadi 67,34, tahun
2020 menjadi 67,35 dan tahun 2021 menjadi 67,36

5. Tingkat Pengangguran Terbuka
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Karangasem tahun 2017
sebesar 0,72%, meningkat menjadi 0,99% pada tahun 2018, menurun kembali
menjadi 0,60% pada tahun 2019, selanjutnya meningkat kembali menjadi
2,42% pada tahun 2020 dan pada tahun 2021 Tingkat Pengangguran Terbuka
(TPT) Kabupaten Karangasem sebesar 2,32%.

3.1.4 Kebijakan Ekonomi Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2023.

Laju pertumbuhan ekonomi tahun 2021 adalah sebesar -0,56%, mengalami
peningkatan jika dibandingkan tahun 2020 yang mengalami kontraksi -4,49%.
Berdasarkan laju pertumbuhan PDRB menurut lapangan usaha yang paling besar
adalah sektor pertambangan dan penggalian sebesar 6,45% disusul seterusnya,
kategori Konstruksi sebesar 5,64%, katagori Jasa kesehatan dan kegiatan sosial 4,66%,
kategori Informasi dan komunikasi 4,36%, katagori Pertanian, Kehutanan dan
Perikanan 2,86%, Kategori Real Estate 1,80%, kategori jasa pendidikan sebesar 1,59%,
kategori  Industri pengolahan sebesar 0,29%, kategori Administrasi Pemerintah,
kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar
0,13%, kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
sebesar -0,68%, katergori Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur
Ulang sebesar -1,45%, kategori Jasa perusahaan sebesar -2,18%, kategori Pengadaan

Listrik dan Gas sebesar -2,53%, kategori Jasa keuangan dan asuransi sebesar -3,21%,
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kategori jasa lainnya sebesar -3,48%, kategori Transportasi dan Pergudangan sebesar -

8,54%, katagori Jasa Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar -10,29%.

Faktor-faktor yang mempengaruhi perekonomian di Kabupaten Karangasem

Tahun 2023 diperkirakan sebagai berikut :

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Dengan telah dilakukan vaksinasi kepada masyarakat secara massal dengan
capaian vaksinasi tahap I mencapai 91,48%, tahap II mencapai 79,34% dan
tahap III (booster) mencapai 51,44% diharapkan kasus covid 19 melandai,
sehingga aktivitas ekonomi dapat bergerak kembali dan dapat mendongkrak
pertumbuhan ekonomi Bali pada umumnya dan Kabupaten Karangasem pada
khususnya. Beberapa kebijakan pemerintah diharapkan dapat memulihkan
kembali kepercayaan dunia pada pariwisata Bali, bahwa Bali aman untuk
dikunjungi sehingga dapat membangkitkan kembali aktivitas perekonomian.
Arah Kebijakan dan Prioritas pembangunan Kabupaten Karangasem dalam
rangka mengembangkan sektor pertanian dalam arti luas, Industri Kecil, UMKM
dan ekonomi kreatif diharapkan mampu mendorong swasembada pangan
masyarakat dalam menghadapi situasi pasca pandemic covid 19.

Arah Kebijakan pembangunan nasional dengan tema Peningkatan Produktivitas
untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, diharapkan
mampu mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat.

Kemudahan proses perijinan selain regulasi tata ruang, keamanan daerah dan
sarana prasarana insfrastruktur yang memadai diharapkan akan mampu
mendorong perkembangan investasi di Kabupaten Karangasem.

Pengembangan pariwisata berbasis desa adat yang mengedepankan
pemberdayaan masyarakat serta diintegrasikan dengan potensi unggulan yang
dimiliki diharapkan mampu mendorong aktivitas ekonomi masyarakat setempat.
Pengembangan industri kecil dan rumah tangga didukung pelatihan-pelatihan
keterampilan dan ketenagakerjaan berbasis kompetensi bagi masyarakat
diharapkan mampu mendorong ekonomi masyarakat untuk lebih berkembang.
Penerapan dan penguasaan teknologi diharapkan mampu menghasilkan produk
yang inovatif dan memiliki daya saing usaha sehingga mampu memberikan nilai
tambah ekonomi.

Pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan budaya dan memperhatikan
kelestarian lingkungan berkelanjutan.

Walaupun dihadapkan pada tantangan yang semakin berat, prospek

perekonomian Kabupaten Karangasem Tahun 2023 diperkirakan tetap optimis. Kinerja

pemerintah daerah yang didukung peran swasta dan masyarakat merupakan

pendukung keberhasilan pertumbuhan ekonomi.
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Berdasarkan perkembangan perekonomian yang telah dicapai, maka target
makro ekonomi tahun 2023 sesuai target RPJMD Semesta Berencana Kabupaten

Karangasem Tahun 2021-2026 adalah sebagaimana Gambar 3.1.

Gambar 3.1
Target makro Ekonomi Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2023
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2,15%-2,20% 5,07%-5,20% 68,90-69,62 0,3130-0,3151

SUMBER : RPIMD KAR KARANGASIM 20062021 &
OIS

Sumber : RPJMD SB Kab. Karangasem tahun 2021-2026 (Data diolah)

Walaupun pandemi covid-19 sudah melandai, namun gejolak ekonomi global
sebagai dampak memanasnya hubungan rusia dan ukraina secara tidak langsung ber
dampak terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat dan tentu saja akan
berpengaruh terhadap kondisi makro ekonomi Kabupaten Karangasem. Untuk itu target
makro ekonomi daerah Kabupaten Karangasem sesuai dengan kondisi dan
permasalahan saat ini diproyeksikan berdasarkan proyeksi yang direncanakan pada
RPIJMD Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2021-2026 sebagaimana
disajikan dalam table 3.2 berikut :

Tabel 3.2
Target makro Ekonomi Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2023

NO MAKRO EKONOMI TARGET RPJMD PROYEKSI RKPD

DAERAH TAHUN 2023 TAHUN 2023

1 | Pertumbuhan Ekonomi 3,40% 3,40%-3,50%

2 | Tingkat Pengangguran 2,15% 2,00%-2,15%

terbuka

3 | Tingkat Kemiskinan 5,07% 5,07%-5,20%

4 | IPM 69,62 68,90-69,62

5 | Gini Ratio 0,3153 0,3130-0,3153

Sumber : RPIMD Semesta Berencana Kab. Karangasem Tahun 2016-2021 dan data proyeksi diolah
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Dari tabel 3.2 di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1.

Pertumbuhan Ekonomi

Sejalan dengan kondisi pertumbuhan ekonomi nasional dan Provinsi Bali,
pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Karangasem diharapkan dapat tumbuh
positif pada tahun 2023. Berdasarkan target pertumbuhan ekonomi pada RPJMD
Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2021-2026 pada tahun 2023
diproyeksikan dapat tumbuh sebesar 3,40%-3,50%.

Tingkat Pengangguran Terbuka

Dengan melandainya kasus covid-19 diharapkan perekonomian Bali melalui
sektor pariwisata dapat segera pulih, sejalan dengan hal tersebut, tenaga kerja
yang sempat dirumahkan pada masa covid 19 dapat bekerja kembali. Dengan
mempertimbangkan kondisi tersebut maka tingkat pengangguran terbuka di
Kabupaten Karangasem Tahun 2023 ditargetkan sebesar 2,00%-2,15%.

Tingkat Kemiskinan

Pandemi covid 19 memberikan dampak yang sangat besar terhadap kondisi
sosial dan ekonomi masyarakat, walaupun kasusnya sudah melandai dengan
berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah melalui gerakan vaksinasi
massal namun dampaknya belum bisa dirasakan dalam jangka pendek, melalui
jaring pengaman sosial diharapkan akan mampu menjaga masyarakat agar
tidak jatuh terlalu dalam pada tingkat kemiskinan. Dengan memperhatikan
persentase angka kemiskinan nasional dan kemiskinan Provinsi Bali maka target
tingkat kemiskinan Kabupaten Karangasem tahun 2023 diprediksi sebesar
5,07%-5,20%.

IPM (Indeks Pembangunan Manusia)

Target IPM nasional sebesar 73,31-73,49%, Sementara target IPM provinsi Bali
masih sama dengan target RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali tahun 2018-
2023. Dengan memperhatikan target nasional dan memperhatikan target
Provinsi Bali maka Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Karangasem
ditargetkan sesuai dengan target pada RPJMD vyaitu sebesar 68,90-69,62.

Gini Ratio

Walaupun covid-19 sudah melandai, namun dampaknya masih dirasakan oleh
hampir seluruh lapisan masyarakat. Sejalan dengan target nasional dan provinsi,
pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 0,3130-0,3151.

Perbandingan Target Makro Ekonomi Daerah Kabupaten Karangasem terhadap Target

Makro Ekonomi Provinsi Bali dan Nasional disajikan dalam tabel 3.3 sebagai berikut :
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Tabel 3.3

Perbandingan Target Makro Ekonomi Daerah Kabupaten Karangasem,
Provinsi Bali dan Nasional Tahun 2023

MAKRO KABUPATEN
NO EKONOMI KARANGASEM PROVINSI BALI NASIONAL
1 | Pertumbuhan 3,40%-3,50% 5,00% 5,30 % - 5,90 %
Ekonomi (4,60% - 5,40%)
2 | Tingkat 2,00%-2,15% 2,32% 5,30 % - 6,00 %
Pengangguran (1,90% - 2,74%)
terbuka
3 | Tingkat 5,07%-5,20% 3,75% 7,50 % - 8,50 %
Kemiskinan (3,50% - 4,00%)
4 | IPM 68,90-69,62 77,78 73,31 -73,49
(75,56 - 80,00)
5 | Gini Ratio 0,3130-0,3153 0,374 0,3750 - 0,3780

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah Kabupaten Karangasem mencangkup arah dan

kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.
3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas
umum daerah yang menambah ekuitas dana, sebagai hak pemerintah daerah dalam
satu tahun anggaran. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara
rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Pendapatan Daerah
dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), terdiri dari :
a. Pajak daerah bersumber dari : pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan,
pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak
mineral bukan logam dan batuan, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan
perkotaan, dan pajak bea perolehan ha katas tanah dan bangunan.

b. Retribusi daerah bersumber dari : retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha
dan retribusi perizinan tertentu.

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan bersumber dari bagian
laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (deviden) atas penyertaan
modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yaitu pada : PT. Bank BPD Bali,

PT. Jamkrida Bali Mandara dan Perumda Tirta Tohlangkir.
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d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah bersumber dari : penerimaan jasa

giro, penerimaan komisi, potongan atau bentuk lain dan pendapatan BLUD.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2023 diproyeksikan dengan
mempertimbangkan potensi yang dimiliki dengan memperhatikan kondisi
perekonomian tahun sebelumnya, perkiraan pertumbuhan ekonomi dan realisasi
penerimaan PAD tahun sebelumnya dengan tetap berpedoman pada peraturan
daerah terkait dengan pajak dan retribusi yang disusun berpedoman pada Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan restribusi daerah

sehingga setiap pemungutan PAD mempunyai dasar hukum yang jelas. Upaya

optimalisasi penerimaan PAD diupayakan melalui :

a. Peningkatan pengawasan melalui kerjasama dengan stake holder terkait untuk
mencegah kebocoran.

b. Menggali sumber-sumber pendapatan yang baru melalui pengembangan
investasi dan potensi daerah.

c. Mengembangkan pemanfaatan teknologoi informasi melalui E-Portal dan
menjalin kerjasama dengan PT. Bank BPD Bali untuk memberikan kemudahan
pelayanan pembayaran pajak dan retribusi daerah.

d. Peningkatan pendataan terhadap objek-objek pajak dan melakukan penjajakan
kepada wajib pajak yang menunggak pajak.

e. Pemberian penghargaan kepada wajib pajak yang taat membayar pajak.
Menjaga dan mengembangkan stabilitas ekonomi daerah untuk meningkatkan
pendapatan dan daya beli masyarakat

g. Peningkatan iklim investasi dengan penyederhanaan proses perizinan serta
kemudahan berusaha untuk meningkatkan daya Tarik investasi.

2. Pendapatan Transfer terdiri dari :
2.1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
a. Dana Perimbangan terdiri dari :

1) Dana Transfer Umum yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak
dari Pemerintah Pusat dan Dana Alokasi Umum (DAU) diproyeksikan
mengalami peningkatan dari alokasi DAU tahun 2022 dengan
memperhatikan proyeksi pertumbuhan ekonomi nasionel yang
semakin membaik dengan memperhatikan realisasi Tahun Anggaran
2021.

2) Dana Transfer Khusus yang terdiri dari Dana Alokasi Khusus (DAK)
Fisik dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik, berdasarkan arahan
dari Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian
Dalam Negeri, bahwa time line perencanaan DAK, tahapan dalam
penyusunan arah kebijakan DAK, pengusulan DAK sampai dengan
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3.

b.

penilaian akhir terhadap usulan DAK tidak in line dengan tahapan

penjadwalan perencanaan daerah, sehingga perencanaan dan

perhitungan DAK dikeluarkan dari RKPD.
Dana Insentif Daerah (DID) merupakan dana yang bersumber dari APBN
yang diberikan kepada daerah berdasarkan kriteria/kategori tertentu
dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau
pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah,
pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik dan
kesejahteraan masyarakat. Dengan diraihnya predikat WTP terhadap
laporan keuangan berturut-turut sebanyak 6 kali diharapkan alokasi DID
dari tahun ke tahun dapat terus meningkat.
Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang
diperuntukkan bagi desa vyang digunakan untuk membiayai
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan
kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Proyeksi dana desa
didasarkan pada alokasi tahun 2022 dengan memperhatikan realisasi
tahun 2021.

2.2. Pendapatan Transfer Antar Daerah

Pendapatan Transfer Antar Daerah terdiri dari Bagi Hasil Pajak dari

Pemerintah Provinsi dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah lainnya

yang diproyeksikan berdasarkan alokasi tahun 2022. Upaya peningkatan

dilakukan dengan memperjuangkan usulan-usulan program dan kegiatan

yang pendanaanya dimohonkan melalui Bantuan Keuangan Khusus (BKK)

Provinsi Bali.

Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah bersumber dari pendapatan dana kapitasi
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
(FKTP) pada 12 Puskesmas.

Perkembangan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2018

sampai dengan tahun 2020 disajikan dalam tabel 3.4 berikut :
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Tabel 3.4
Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2018-2020

REALISASI
NO URAIAN
TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020
1 2 4 5 6
1.1 Pendapatan asli daerah 200.362.025.514,55 233.013.034.998,75 219.176.733.602,34
1.1.1 | Pajak daerah 91.995.240.970,84 108.373.667.756,32 66.452.673.379,75
1.1.2 | Retribusi daerah 13.199.321.374,00 13.046.347.757,00 9.350.561.671,00
1.1.3 | Hasil pengelolaan 10.750.650.743,67 11.633.177.239,01 11.968.117.309,66
kekayaan daerah yang
dipisahkan
1.1.4 | lain-lain pendapatan asli 84.416.812.426,04 99.959.842.246,42 131.405.381.241,93
daerah yang sah
1.2 Dana Perimbangan 937.885.910.117,00 987.507.077.752,00 918.022.076.402,00
1.2.1 | Dana Bagi Hasil pajak/bagi 20.959.757.363,00 15.657.057.677,00 22.582.034.404,00
hasil bukan pajak
1.2.2 | Dana Alokasi Umum 729.378.991.000,00 771.789.284.000,00 713.291.169.000,00
1.2.3 | Dana Alokasi Khusus 187.547.161.754,00 200.060.736.075,00 182.148.872.998,00
1.3 Lain-lain Pendapatan 344.702.760.491,93 403.810.121.871,05 338.305.115.705,85
daerah yang sah
1.3.1 | hibah 57.763.756.774,00 61.367.509.758,78 74.956.618.979,00
1.3.3 | Bagi hasil pajak dari 125.012.273.304,37 135.036.636.865,81 108.747.242.652,03
provinsi dan dari
pemerintah daerah lainnya
1.3.4 | Dana penyesuaian dan 99.489.619.000,00 110.032.889.000,00 121.054.211.619,82
otonomi khusus
1.3.5 | Bantuan keuangan dari 59.442.092.330,60 97.337.496.053,00 33.547.042.455,00
provinsi pemerintah daerah
lainnya
1.3.7 | Sumbangan Pihak Ketiga 1.749.388.108,03 35.463.521,79 -
1.3.8 | Pendapatan lainnya 1.245.630.974,93 126.671,67 -

JUMLAH PENDAPATAN
DAERAH (1.1+1.2+1.3)

1.482.950.696.123,48

1.624.330.234.621,80

1.475.503.925.710,19

Sumber : LRA Kabupaten Karangasem 2018-2020 (Data diolah)
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Dengan berlakunya PP 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman

Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah maka struktur pendapatan daerah muali tahun

2021 mengalami perubahan. Realisasi pendapatan daerah tahun 2021, target tahun
2022 dan proyeksi tahun 2023 disajikan dalam tabel 3.5 berikut :

Tabel 3.5

Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2021, Target Pendapatan Daerah Tahun
2022 dan Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2023

REALISASI TAHUN | TARGET TAHUN | PROYEKSI TAHUN
NO URAIAN 2021 2022 2023
4 | PENDAPATAN DAERAH | 1.555.847.197.852 | 1.545.248.459.347 | 1.289.555.957.983
4.1 | PENDAPATAN ASLI 252.715.423.484 | 232.405.766.744 | 234.864.587.041
DAERAH
4.1.01 | Pajak Daerah 85.660.356.296 118.330.509.695 118.330.509.695
4.1.02 | Retribusi Daerah 9.187.772.781 14.195.189.680 14.391.289.954
Hasil Pengelolaan
4.1.03 | Kekayaan Daerah yang 10.759.415.258 9.099.897.759 9.432.787.392
dipisahkan
4.1.04 | L@in-lain Pendapatan Asli 147.107.879.149 90.780.169.610 92.710.000.000
Daerah yang sah
PENDAPATAN
42 | [RANSFER 1.218.932.970.246 | 1.278.690.892.060 | 1.028.691.370.942
4.2.01 | Pendapatan Transfer | | 95 950 639.495 | 1.008.924.793.000 | 851.483.535.000
Pemerintah Pusat
1) Dana Perimbangan 954.204.838.495 | 1.011.557.188.000 743.639.825.000
a. | Dana Taransfer Umum | .55 340 409.705 |  720.456.946.000 |  743.639.825.000
1) Dana Bagi Hasil 27.677.029.795 19.793.566.000 19.793.566.000
2) Dana Alokasi Umum 700.663.380.000 700.663.380.000 723.846.259.000
p. | Dana Taransfer | 55c 864.428.700 | 291.100.242.000 -
Khusus :
1) DAK Fisik 82.936.341.064 62.885.287.000 -
2) DAK Non Fisik 142.928.087.636 228.214.955.000 -
2) | Dana Insentif Daerah 58.326.553.000 9.523.895.000 30.000.000.000
3) Dana Otonomi Khusus - - -
4) Dana Keistimewaan - - -
5) | Dana Desa 85.289.248.000 77.843.710.000 77.843.710.000
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REALISASI TAHUN | TARGET TAHUN | PROYEKSI TAHUN
NO URAIAN 2021 2022 2023
4.2.02 | Pendapatan Transfer | 5, 45330751 | 179.766.099.060 | 177.207.835.942
Antar Daerah
1) | Pendapatan Bagi Hasil 88.024.000.926 106.882.315.001 106.882.315.001
2) | Bantuan Keuangan 33.088.329.825 72.883.784.059 70.325.520.941
LAIN-LAIN
4.3 | PENDAPATAN DAERAH 84.198.804.122 34.151.800.543 26.000.000.000
YANG SAH
Lain-lain Pendapatan
4.3.03 | Sesuai dengan 84.198.804.122 34.151.800.543 26.000.000.000
Ketentuan Peraturan
Perundang-undangan
1) | Hibah 2.673.080.227 -
2) Dana Darurat - -
Lain-lain pendapatan
3) | Sesuai dengan ketentuan 81.525.723.895 34.151.800.543 26.000.000.000
peraturan perundang-
undangan
Jumlah Pendapatan | 1.555.847.197.852 | 1.545.248.459.347 | 1.289.555.957.983

Sumber : LRA Kabupaten Karangasem Tahun 2021, APBD Kabupaten Karangasem Tahun 2022
dan Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2023 (data diolah)

Proyeksi pendapatan daerah didasarkan pada potensi pendapatan daerah yang realisistis
untuk dapat dicapai pada tahun 2023. Proyeksi pendapatan daerah tahun 2023 masih lebih
rendah dibandingkan dengan proyeksi yang tertuang dalam RPIJMD Semesta Berencana Tahun
2021-2026 sebesar Rp 1.493.788.258.014,00
1.799.184.795.014 setelah dikurangi DAK sebesar Rp. 305,396,537,000.00) diakibatkan kondisi
perekonomian pada fase pemulihan pasca Pandemi Covid-19. Namun jika dibandingkan dengan
1.254.148.217.347, proyeksi tahun 2023 sebesar Rp.

(Pendapatan Daerah sebesar Rp

target tahun 2022 sebesar Rp.
1.289.555.957.983 masih lebih tinggi.

Upaya optimalisasi pendapatan daerah khususnya yang bersumber dari PAD
terus dilakukan untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah dan mengurangi
ketergantungan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat. Kebijakan optimalisasi
PAD yang dilakukan antara lain : peningkatan pengawasan melalui kerjasama dengan
stake holder terkait untuk mencegah kebocoran, menggali sumber-sumber pendapatan
baru melalui pengembangan investasi dan potensi daerah, mengembangkan
pemanfaatan teknologoi informasi melalui E-Portal serta menjalin kerjasama dengan
PT. Bank BPD Bali untuk memberikan kemudahan pelayanan pembayaran pajak dan

retribusi daerah
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3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan
pemerintahan yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang
penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara
pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan

dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi
makro diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan
ekonomi daerah secara makro ke dalam kerangka pengembangan yang lebih
memberikan efek multiplier yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat
yang lebih merata. Belanja daerah pada Tahun 2023 diarahkan untuk dapat
mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan Daerah sebagaimana dituangkan
dalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2021-2026.

Kebijakan belanja daerah diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan
yang proporsional, efisien dan efektif, dengan berprinsip pada pro growth, pro poor,
pro job, pro environment, pro public, melalui alokasi anggaran minimal 20% dari total
APBD untuk peningkatan aksesibilitas dan kualitas bidang Pendidikan dan minimal 10%

dari APBD di luar gaji untuk peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan.

Belanja Daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang
berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hasil tersebut
bertujuan untuk meningkatkan stabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas
keefektivitasan dan efesiensi penggunaan anggaran. Penyusunan belanja daerah
diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
Perangkat Daerah (PD) dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi

tangung jawabnya.

Belanja Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12
Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan

Daerah terdiri dari :
1.  Belanja Operasi :
a. Belanja Pegawai

Kebijakan belanja pegawai diarahkan untuk membayar gaji dan tunjangan
Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) dengan mempertimbangkan kenaikan
gaji berkala dan kenaikan pangkat dengan mengalokasikan acress gaji sesuai
ketentuan sebesar 2,5 persen. Belanja pegawai adalah merupakan kewajiban

pemerintah atas kinerja pegawai dan belanja tersebut diharapkan mampu
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memberikan kesejahteraan bagi pegawai sehingga dapat meningkatkan

kinerjanya bagi pembangunan daerah.
b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan
barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan,
termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada
masyarakat/pihak lain. Belanja Barang dan Jasa dialokasikan dalam rangka
melaksanakan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pemerintahan daerah
guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPIMD
Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2021-2026.

c. Belanja Hibah

Belanja hibah diarahkan untuk membiayai dan menunjang kegiatan yang
dilakukan lembaga-lembaga seperti lembaga keolahragaan, kepemudaan,
keagamaan dan sosial serta masyarakat yang menjadi sasaran dalam rangka
meningkatkan kelembagaan daerah dan kesejahteraan masyarakat

d. Belanja Bantuan Sosial.

Belanja bantuan sosial yang berfungsi sebagai instrumen pemerataan dan
berkeadilan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat,
diarahkan untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi

kelompok/masyarakat untuk menangani masalah sosial.
2.  Belanja Modal

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka
memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat
lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset
atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Pengalokasian belanja modal
ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan aset
tetap pemerintah daerah, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta
tetap lainnya. Belanja Modal diarahkan untuk menyediakan akses pelayanan
publik yang memadai bagi masyarakat dalam rangka meningkatkan

perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
3. Belanja Tidak Terduga

Kebijakan belanja tidak terduga diarahkan untuk mendanai kegiatan yang sifatnya
tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap
darurat bencana, penanggulangan bencana baik bencana alam maupun, bencana

social serta kebutuhan mendesak lainnya yang tidak tertampung dalam bentuk
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program dan kegiatan, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan

daerah tahun-tahun sebelumnya.
Belanja Transfer.

Belanja transfer terdiri dari belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.
Kebijakan belanja bagi hasil dimaksudkan sebagai upaya pemerataan atas
pendapatan yang diperoleh dari pajak dan retribusi dibagihasilkan dengan
proporsi 13 persen dari target pendapatan pajak dan retribusi daerah kepada
seluruh desa di Kabupaten Karangasem dalam rangka meningkatkan percepatan
pembangunan di wilayah masing-masing. Sementara Kebijakan belanja bantuan
keuangan diarahkan untuk membantu pemerintah desa dalam rangka
pemberdayaan lembaga adat seperti Desa Adat, Banjar Adat Subak dan Subak
abian serta untuk menunjang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan
sarana prasarana di pemerintahan desa dengan tujuan pemerataan

pembangunan sampai ke tingkat desa.

Arah Kebijakan Belanja Daerah secara umum meliputi :

1.

Prioritas Pembangunan diarahkan pada sektor pertanianan dalam arti luas dalam
rangka meningkatkan swasembada pangan dan peningkatan ketahanan pangan
melalui penyediaan sarana dan prasarana pertanian serta sinergi pembangunan
infrastruktur khususnya irigasi untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil
pertanian.

Menjaga stabilitas harga hasil pertanian, industri kecil dan menengah serta UMKM
dengan pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk menampung
memfasilitasi pemasaran hasil pertanian, industri kecil dan menengah serta
UMKM.

Pemenuhan dan pemanfaatan anggaran untuk pendidikan sebesar 20% dari
volume anggaran APBD tiap tahunnya dengan fokus pada penuntasan WAJAR 12
tahun serta menciptakan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau.

Pemenuhan dan pemanfaatan anggaran untuk kesehatan sebesar 10% dari
volume anggaran APBD di luar gaji tiap tahunnya melalui peningkatan kualitas
dan kuantitas pelayanan kesehatan dilaksanakaan dengan memperbaiki fasilitas
dan pengadaan untuk pelayanan dasar kesehatan terutama untuk keluarga miskin
serta kesehatan ibu dan anak, memperbanyak tenaga medis terutama untuk
daerah-daerah yang sulit dijangkau, serta memperbaiki kualitas lingkungan dan
pembudayaan perilaku hidup bersih dan reformasi kesehatan pasca covid-19.
Meningkatkan alokasi belanja modal khsusunya untuk aset-aset yang produktif

menunjang perekonomian masyarakat.
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10.

11.

Meningkatkan akses jaminan pelayanan kesehatan pada masyarakat yang
mencakup minimal 95 % pelayanan jaminan kesehatan masyarakat melalui
program UHC.

Dalam rangka meningkatkan nilai tambah ekonomi dan menambah sumber-
sumber pendapatan daerah maka anggaran belanja akan diarahkan pada
pembangunan destinasi pariwisata berbasis potensi dan pemberdayaan
masyarakat yang diintegrasikan dengan sektor industri kecil, pertanian dan UMKM
melalui pengembangan desa wisata.

Dalam rangka mengantisipasi dampak pasca Covid 19 khususnya sektor tenaga
kerja, anggaran diarahkan untuk peningkatan kualitas tenaga kerja melalui kursus
dan pelatihan berbasis kompetensi serta peningkatan kesempatan kerja.

Dalam meningkatkan pemerataan pembangunan sampai ke tingkat desa
anggaran diarahkan untuk peningkatan proporsi ADD yang semula 11,5 persen
dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) menjadi 12,5 persen.
Peningkatan peran lembaga adat diantaranya Desa Adat, Banjar Adat, Subak dan
Subak Abian dengan meningkatkan alokasi anggaran Bantuan Keuangan kepada
lembaga adat tersebut.

Untuk menjaga kelestarian cagar budaya, belanja juga diarahkan pada
pemeliharaan aset pusaka, cagar budaya serta pelestarian seni dan budaya
daerah yang tentunya juga akan memberikan kontribusi terhadap sektor
pariwisata.

Perkembangan belanja daerah Kabupaten Karangasem tahun 2018 sampai

dengan tahun 2020 sebagaimana Tabel 3.6. Dilihat dari perkembangan realisasi belanja

daerah tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 pada komponen belanja tidak langsung

masih didominasi oleh belanja pegawai dan belanja langsung didominasi oleh belanja

barang dan jasa. Ke depan komposisi belanja langsung akan lebih diarahkan ke belanja

modal dalam upaya menambah dukungan terhadap nilai aset pemerintah daerah.

Tabel 3.6
Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2018 — 2020
REALISASI
NO URAIAN
TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020
5 Belanja Daerah 1.480.600.620.459 | 1.635.821.925.442 | 1.464.635.320.650
Belanja Tidak
5.1 Langsung 899.612.964.120 954.084.380.952 941.913.591.048
5.1.1 | Belanja pegawai 710.839.018.530 723.960.851.446 667.751.386.768
5.1.2 | Belanja bunga 22.984.556 13.463.551 2.785.821
5.1.3 | Belanja subsidi
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REALISASI
NO URAIAN
TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020
5.1.4 | Belanja hibah 6.151.450.000 14.763.150.000 65.381.039.652
5.1.5 | Belanja bantuan sosial 2.144.566.000 22.591.164.466 1.042.261.000
Belanja bagi hasil pajak
5.1.6 | dari rovinsi/kabupaten/ 13.260.786.667 13.565.839.305 11.558.024.860
kota dan pemerintah desa
Belanja bantuan
5.7 | keuangan dari 164.631.942.882 179.189.912.184 176.547.740.848
provinsi/kabupaten/kota
dan pemerintah desa
5.1.8 | Belanja tak terduga 2.562.215.485 - 19.630.352.099
5.2 Belanja Langsung 580.987.656.339 681.737.544.490 522.721.729.602
5.2.1 | Belanja pegawai 25.041.532.550 33.658.827.200 65.042.394.900
5.2.2 | Belanja barang dan jasa 411.039.360.832 495.846.044.750 376.100.346.826
5.2.3 | Belanja modal 144.906.762.957 152.232.672.540 81.578.987.876
Total Belanja Daerah 1.480.600.620.459 | 1.635.821.925.442 | 1.464.635.320.649

Sumber : LRA Kabupaten Karangasem 2018-2020 (Data diolah)

Struktur realisasi belanja daerah tahun 2021 dan target belanja daerah tahun 2022 dan

proyeksi belanja daerah tahun 2023 sesuai dengan PP 12 tahun 2019 Tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Meneteri Dalam Negeri Nomor

77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
tabel 3.7 berikut :

Tabel 3.7

Realisasi Belanja Daerah Tahun 2021, Target Belanja Daerah Tahun 2022

dan Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2023

NO URAIAN REALISZI:)SZIITAHUN TARG;E; z'l'zl-\HUN pERovlle(()sZI3 TAHUN
5 BELANJA DAERAH | 1.547.531.090.796 | 1.592.775.322.668 1.294.489.420.293
5.1 gf,;“R':Js‘; 1.210.432.641.299 | 1.209.572.253.238 999.606.120.881
5.1.01 | Belanja Pegawai 744.032.552.582 770.400.046.404 612.890.013.054
5.1.02 ?:S':”ja Barang dan 442.983.232.013 412.050.611.633 374.823.582.627
5.1.03 | Belanja Bunga - - -
5.1.04 | Belanja Subsidi - - -
5.1.05 | Belanja Hibah 18.086.736.704 19.351.195.201 4.712.625.200
5.1.06 Sg';;‘lla Bantuan 5.330.120.000 7.770.400.000 7.179.900.000
5.2 | BELANJA MODAL 143.668.862.436 | 165.696.493.678 66.760.404.503
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Keuangan

REALISASI TAHUN | TARGET TAHUN PEROYEKSI TAHUN
NO URAIAN 2021 2022 2023
BELANJA TIDAK
53 | SEeoen 2.119.880.311 10.788.533.464 5.367.372.830
BELANJA
5.4 | e 191.309.706.750 | 206.718.042.288 222.755.522.079
5.4.01 | Belanja Bagi Hasil 12.055.086.912 17.229.340.918 17.253.833.954
5.4.02 | Belanja Bantuan 179.254.619.838 189.488.701.370 205.501.688.125

Jumlah Belanja

1.547.531.090.796

1.592.775.322.668

1.294.489.420.293

Surplus/(Defisit)

8.316.107.056

47.526.863.321

- 4.933.462.310

Sumber : LRA Kabupaten Karangasem Tahun 2021, APBD Kabupaten Karangasem Tahun 2022
dan Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2023 (data diolah)

3.2.3 Arah kebijakan Pembiayaan Daerah

Dengan diberlakukannya anggaran kinerja, maka dalam penyusunan APBD

dimungkinkan adanya defisit maupun surplus. Defisit terjadi ketika pendapatan lebih

kecil dibandingkan dengan belanja, sedangkan surplus terjadi ketika pendapatan lebih

besar dibandingkan beban. Untuk menutup defisit dan surplus diperlukan pembiayaan

daerah.

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi

selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Pembiayaan daerah terdiri dari

penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan

1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan diarahkan untuk menutupi kekurangan dana untuk
kebutuhan belanja maupun pengeluaran pembiayaan sehingga antara pendapatan
dengan belanja terjadi keseimbangan.

Penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Anggaran tahun sebelumnya
(SiLPA) mencakup pelampauan penerimaan pendapatan daerah dan pelampauan
penerimaan pembiayaan serta penghematan belanja, kewajiban kepada pihak
ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, sisa dana akibat tidak
tercapainya capaian target Kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan daerah.

Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan diarahkan untuk Penyertaan modal pada BUMD
dibarengi dengan revitalisasi dan restrukturisasi kinerja BUMD dan pendayagunaan
kekayaan milik daerah yang dipisahkan dalam rangka efisiensi pengeluaran
pembiayaan. Penyertaan modal pada BUMD direncanakan untuk penyertaan modal
PT. BPD Bali, Perumda Tirta Tohlangkir, PT. Jamkrida Bali Mandara dan
Perseroda Pertiwi Gandhadhari.

pada :
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Disamping itu kebijakan pengeluaran pembiayaan juga diarahkan untuk
pembentukan dana cadangan dalam rangka memberikan dukungan anggaran
untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di tahun 2024

mendatang.

Perkembangan pembiayaan daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2018 sampai
dengan tahun 2021 dan target pembiayaan daerah tahun 2022 serta proyeksi tahun
2023 disajikan pada tabel 3.8 dan 3.9. Perkembangan pembiayaan daerah jika dilihat
dari sisi penerimaan hanya bergantung pada sisa lebih hasil perhitungan anggaran
tahun anggaran sebelumnya dan diarahkan untuk menutupi defisit anggaran yang
diakibatkan oleh selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah dan untuk
pengeluaran pembiayaan sehingga antara pendapatan dengan belanja terjadi
keseimbangan.
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Tabel 3.8

Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2018 — 2021

NO

URAIAN

REALISASI

TAHUN 2018

TAHUN 2019

TAHUN 2020

TAHUN 2021

PEMBIAYAAN

6.1

PENERIMAAN
PEMBIAYAAN

122.206.950.385

120.841.876.093

102.972.554.541

113.908.336.480

6.1.01

Sisa Lebih
Perhitungan
Anggaran
Anggaran

Sebelumnya (SiLPA)

Tahun

122.184.280.406

120.826.153.368

102.969.340.905

113.908.336.480

6.1.02

Pencairan Dana
Cadangan

6.1.03

Hasil penjualan
kekayaan daerah
yang dipisahkan

6.1.04

Penerimaan Pinjaman
Daerah

6.1.05

Penerimaan
Pembiayaan lainnya
sesuai dengan
ketentuan peraturan
perutndang-
undangan.

22.669.979

15.722.725

3.213.636

Jumlah
Penerimaan
Pembiayaan

122.206.950.385

120.841.876.093

102.972.554.541

113.908.336.480

6.2

PENGELUARAN
PEMBIAYAAN

3.730.872.918

6.380.872.918

65.436.458

4.000.000.000

6.2.01

Pembayaran Cicilan
Pokok Utang yang
Jatuh Tempo

6.2.02

Penyertaan Modal
/Investasi Pemerintah
Daerah

3.600.000.000

6.250.000.000

4.000.000.000

6.2.03

Pembayaran  Pokok

Utang

130.872.918

130.872.918

65.436.458

6.2.04

Pemberian Pinjaman
Daerah

6.2.05

Pengeluaran
Pembiayaan lainnya
sesuai dengan
ketentuan peraturan
perurndang-
undangan.

Jumlah
Pengeluaran
Pembiayaan

3.730.872.918

6.380.872.918

65.436.458

4.000.000.000

Pembiayaan Neto

118.476.077.467

114.461.003.175

102.907.118.083

109.908.336.480

Sumber : LRA Kabupaten Karangasem Tahun 2018-2021 (Data diolah)
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Tabel 3.9
Target Pembiayaan Daerah Tahun 2022 dan Proyeksi Pembiayaan Daerah

Tahun 2023
Target Tahun Proyeksi Tahun
NO URAIAN 2022 2023
6 | PEMBIAYAAN
6.1 | PENERIMAAN PEMBIAYAAN 50.026.863.321 | 46.433.462.310
6.1.01 | 23 Lebih Perhitungan = Anggaran 50.026.863.321 46.433.462.310

Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)

6.1.02 | Pencairan Dana Cadangan - -

Hasil penjualan kekayaan daerah yang
6.1.03 | .. - -
dipisahkan

6.1.04 | Penerimaan Pinjaman Daerah - -

Penerimaan  Pembiayaan lainnya
6.1.05 | sesuai dengan ketentuan peraturan - -
perutndang-undangan.

Jumlah Penerimaan Pembiayaan 50.026.863.321 46.433.462.310

6.2 | PENGELUARAN PEMBIAYAAN 2.500.000.000 41.500.000.000

Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang

6.2.01 Jatuh Tempo

Penyertaan Modal /Investasi

6.2.02 Pemerintah Daerah

2.500.000.000 13.500.000.000

6.2.03 | Pembentukan Dana Cadangan - 28.000.000.000

6.2.04 | Pemberian Pinjaman Daerah - -

Pengeluaran  Pembiayaan lainnya
6.2.05 | sesuai dengan ketentuan peraturan - -
perurndang-undangan.

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 2.500.000.000 41.500.000.000

Pembiayaan Neto 47.526.863.321 4.933.462.310

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
Tahun Berkenaan (SILPA)

Sumber : APBD Kabupaten Karangasem Tahun 2022 dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun
2023 (data diolah)
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BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN
DAERAH

Penyusunan Prioritas dan Sasaran pembangunan daerah pada RKPD Semesta
Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2022 disusun mengacu pada sasaran pada
Perda RPIJMD Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2021-2026.
Penyelarasan pencapaian sasaran pembangunan dilakukan dengan penyesuaian
kewenangan sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah dan penyesuaian pelaksana Program/Kegiatan sesuai perangkat daerah yang
dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Dokumen ini juga disusun mencakup kebijakan untuk mendukung prioritas
pembangunan nasional. Penyusunan BAB ini dilakukan dengan memperhatikan hasil
evaluasi kinerja daerah serta proyeksi kerangka ekonomi daerah dan arah kebijakan
keuangan daerah sebagaimana telah dijabarkan sebelumnya. Substansi dokumen
RKPD Semesta Berencana tahun 2023 berdasarkan dan memperhatikan:

1. Arah Kebijakan Pemerintah Pusat yang dijabarkan dalam Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.

2. Tujuan dan Sasaran RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Karangasem tahun
2021-2026.

3. Konsistensi antara kebijakan pusat dan Provinsi Bali sebagai upaya penyelesaian
target-target pembangunan Nasional maupun Provinsi.

4. Solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat yang sifatnya
mendesak dan memerlukan penanganan segera pada tahun 2023.

Prioritas pembangunan daerah yang telah tersusun ini akan menjadi acuan dan
pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Karangasem dalam menjabarkan program dan kegiatan tahun 2023. Selain itu
prioritas pembangunan daerah dimaksudkan juga untuk menjaga percepatan
pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional. Selanjutnya, penentuan
prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Karangasem tahun 2023 juga
diarahkan untuk mendukung terwujudnya prioritas pembangunan nasional yang
tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2023 yang disusun dengan
tema “Peningkatan Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi Yang Inklusif
dan Berkelanjutan " yang terdiri dari 7 (tujuh) prioritas pembangunan nasional

sebagai berikut:
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